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A Nama 

ABSTRAK 

Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 
Program Studi Hukum Bisnis dan Ekonomi 

Tesis, 2 April 200? 

: Farbaddiansyah. 

B. No. Pokok Mahasiswa : 0606006173 

c. Judul 

D. Jumlah Halamau 

: TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBER! 
LEITEROFCOMFORTSEBAGAJ JAMJNAN 
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 
PROGRAM 

: Halaman Pengantar : xi, Halarnan lsi Thesis: 253 
Tahun Pembuatan Tesis 2009 

E. lsi Abstrak : Belakangan ini di kalangan perbankan mulai populer 
dokumen yang berbentuk feller of comfort, di mana pihak yang memperoleh pinjaman 
memberikan comfort feller kepada bank pemberi kredit dalarn transaksi jual-beli 
commercial paper dan promissory nole (CP). Surat itu dirnaksudkan tmtuk 
menentramkan hati pemberi kradit atau pembeli CP, karena diterbitkan oleh perusahaan 
ted<enal dan yang sering menjadi peraoalan masih ada pejabet bank yang keliru 
menganggap /et:ler of comfort identik dengan jaminan bank, padahal antara kedua 
dokumen tersebut masing-masing mempunyai arti dan akibat hukum yang sangat 
berbeda. Beberapa aldi menyatakan bahwa Letter of comfort tidak mengakibatkan adanya 
kewajiban hnkum bagi penerblmya, melainkan banya kewajlban moral semata-mata. 
Menurut penulis bal tersebut adaah ke!lru karena Letter of Comfort diterbitkan dalam 
bentuk snrat pernyataan yang merupakan janji bagi dirinya sendiri untuk kepentingan 
pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu Leller of Comfort dapat dipergunakan 
bagi pihak yang berkepentingan tersebut. Khususnya apabila terjadi wanprestasi (default) 
pada Debitur. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan tersebut adalah bank atau 
lembaga keuangan lainnya karena Letter of Comfort dalarn thesis ini digunakan sebagai 
jaminan dalam perj"'liian kredit. Menurut Penulis tanggangjawab atau kewajiban hukum 
dari pemberi Letter of Comfort tidak hanya bersifat moral semata walaupun berdasarkan 
penelitian penulis ada beberapa cara pertanggungjawaban bersifat moral terhadap 
pemberi Letter of Comfort apabila Debltur wanprestasl (default). Menurut penulis 
pemberi Letter of Comfort selain pertanggungjawaban secara moral juga dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan peraturnn perundang-undangan, 
kbususnya Kltab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 
199& tentang Perubaban atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Uudang-undang 
Kepailitan. Menurut penulis dengan adanya pertanggungjawahan seeara llnkum terbadap 
pemberi Letter (}[ Comfort, bank dan lembaga keuangan lainnya dnpat aman dalam 
menjalankan usaban.ya dalam pemberian kredit. 

F. Jumlah Daftar Pustaka : 184, (fahun 1974- 2009) 

G. Nama Dosen Pernbimbing: Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M. 
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ABSTRACT 

Postgraduate Program Univenity of Indonesia 
Program of Study Law of Ebusiness and Economic 

Tesis, 2 Apri12009 

A. Name Farhaddiansyah. 

B. Student Register Number 0606006173 

C. Title : LAW RESPONSIBILITY OF LETfER OF 
COMFORT ISSUER AS GUARANTEE IN 
BANKING CREDIT AGREEMENT 

D. Total of Page : Introduction Page: xi, Tesis Content: 253 
Year of Made 2009 

E. Abstract Content : Presently in the banking sector this popular form of the 
document letter of comfort, where the party who obtained the loan to provide comfort 
letter to bank lender in the buy-sell transactions commercial paper and promissory note 
(CP). Letters that are intended to comfort the heart of the lender or the CP buyer, as 
published by the company's popular and often the problem is still there to be an official 
bank letter that mistakenly considered synonymous with the comfort of a bank guarantee, 
and between the two documents each have a meaning and legal consequences which is 
very different. Some experts claim that the Letter of comfort does not lead to any legal 
obligation for the publisher, but only moral obligations solely. According to the author it 
is mistaken because Letter of Comfort is issued in the form of a letter which is a promise 
to himself to the interests of other parties interest Therefore, the Letter of Comfort can be 
used for the parties interest. Especially when the debtor is default to the Creditor. In this 
case, the parties concerned is a bank or other financial institutions because the Letter of 
Comfort in this thesis is used as collateral in the credit agreement. According to the 
author's responsibility or legal obligation of the grantor Letter of Comfort is not only a 
moral although only based on the research I have some way of moral responsibility 
towards our Letter of Comfort when debtor default. According to the author our Letter of 
Comfort in addition to the moral responsibility can also be based on legal regulations, 
especially the Book of Law Civil Law, Law Number IO Year I998 regarding the changes 
on the Law Number 7 Year 1992 on Banking, Company Law Act 40 of 2007 regarding 
Limited Liablity and Bankruptcy Law. According to the authors questioned the existence 
of the law against granting Letter Of Comfort, banks and other financial institutions can 
safely run in a business in the provision of credit. 

F. Total of Reference : 184, (Tahun 1974- 2009) 

H. Tesis Lecturer : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M. 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pepatah mengatakan dalam menjalankan bisnis kita harus siap untuk 

melakukan spekulasi. Tujuan dari bisnis pastinya adalah mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya, tetapi pepatah mengatakan apabila tidak mendapatkan 

untung, paling 1idak jangan sarnpai merugi. Bisnis merupakan salah satu yang 

menjadi kegiatan manusia sebari-hari. Setiap manusia pasti pemah melakukan 

hisnis dahnn hidupnya walaupun dahnn kesehariannya manusia tersebut beke!ja 

sebagai pagawai dari orang lain. 

Bisnis merupakan salah satu mata pencaharian bagi manusia kbususnya untnk 

mernenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada saat ini kegiatan bisnis sudah 

berkembang dengan pesat, bahkan tidak banya seeara lokal, tetapi juga 

intemasional> bahkan bisnis juga dilakukan me1alui internet yang telah hampir 

dapat menghubungkan setiap manusia yang ada di dunia ini yang sudah 

mempunyai dan dapat menggunakan teknologi internet tersebut. Salah satu hal 

yang penting untuk diperbatikan dalam melakukan bisnis adalah tersedianya 

modal, kbususnya apabila bisnis yang dilakukan cukup besar. 

Modal tidak banya dibutuhkan dalam melakukan bisnis, tetapi juga hal-hal lain 

dalam kehidupan sehari-hari. Modal dalam kehidupan sebari-hari manusia antara 

lain diperlukan untnk menikah, sekolah, kesehatao, tempat tinggal transP<>rtasi 

dan lain-lain. Modal juga dapat diartikan sebagai dana bagi manusia untnk dan 

dalam rangka memenubi kebutuhan hidupnya sebari-hari. Ketersediaan modal 

atau dana bagi manusia merupakan hal yang sangat panting. Pada saat ini apabi!a 

kita ingin membutuhkan dana atau modal baik untnk melakukaa bisnis manpun 

1 
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dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebari-hari kita dapat pergi ke bank atau 

lembaga pembiayaan lainnya untuk memperoleh dana atau modal. 

Peran bank dan lembaga pembiayaan lalnnya dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan modal atau dana, baik uatuk bisnis maupun uutuk kehidupan sehari­

bari adalah menyediakan dana atau modal tersebut dengan cara mengedakan 

kegia1rul pinjam-meminjam yang dilakukan dengan cam mengedaknn peJjanjian 

kredit. Kegiatan pinjarn-meminjam inl atau yang lazim disebut dengan kredit 

bermacam-macam jenis produknya, antara lain kredit modal kerja, kredit modal 

ekspor, kredit kepomilikan rumah, kredit kendanaan bermotor, kredit tanpa agurum 

dan lain-lain. Penulis banya mencantumkao kredit tanpa agunan sebagai oontoh, 

sedangkan dalam penulisan ini penulis akan mernfukuskan kepeda pomberian 

kredit dengan agunan. 

Kegiatan pinjam-meminjam untuk mendapatkan dana atau modal dilaknkan 

dengan cara pinjam-meminjam uang. Kegiatan pinjam-meminjam uang teleh 

dilakukan sejak lama dalarn kehidupan barmasayarakat yang telah mengenal uang 

sebagai alat pambayaran. Dapat diketahui bahWll bampir semua masyarakat telah 

rnenjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat 

diperlukan untuk meudukung perkembangan kegiatan perekenomiannya dan untuk 

meningkatkan taraf kebidupaunya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai 

kelebiban uang bersedia memberikan pinjaman uang kepeda yang memerlukannya 

dalam bal inl bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Sebaliknya, pihak peminjam 

berdasarkan kepeduan atau tujuan tertentu untuk melakukan peminjaman uang 

tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjarn-meminjarn uang 

kepad.a pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna 
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pembiayaan usabanya. Dengan demikian kegiatan pinjam-meminjam nang sudah 

merupakan bagian dari kebidupan masyarakat saat ini. 

Apabila kita meninjau tebih lanjut dari sudut perkembangan perekonomian 

nasional dan intemasional akan dapat diketabui betapa besar peran yang terkait 

dengan kegiatan pinjara-meminjam nang pada saat ini. Berbagai lembaga 

keuangan, terutama bank konvensional, Ielah membantu pernenuban kebutuban 

dana bagi kegiatan perekonomian dengan mernberikan pinjaraan nang antara lain 

dalam bentuk !credit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaba 

bank konvensional yang Ielah banyak dimanfaatkan oteh anggota masyarakat yang 

memerlukan dana. 1 

Fakror-fuktor pertimbangan dalam pemberiao perbankan adalah menggunakan 

asas 5 (tinra) C atau "Five C's of Credit yang terdiri dari Character (watak). 

Capacity (kemampuan), Collateral (jaminao) dan Condition of economy (prospek 

usaha)! Faktor-faktor ini digunakan untak melakukan analisa permohonao kredit. 

Dengan adanya analisa ini, maka pihak bank dapat menentukan apakah Debitur 

dapat diberikan pinjaman atau tidak3 

Kegiatan pi.Yam-memirljam uang yang terjadi di masyarakal umumnya sering 

dipersyru:atkan dengan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam 

kepada pibak pemberi pinjaman. Jarninan utang dapat berupa bru:ang (benda) 

sehingga merupakan jaminan kebendaan dan/atau berupa janji penanggungan 

utang atau janji yang hanya memberikan kenyamanan kepada pemberi pinjaman 

atau kreditur, sebingga merupakan jaminan perorangan atau badan hukum. 

1 Racbmadi Usman, Aspek~k lfuk!Jm ~ di Indonesia. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 
2003)- haL 2li 

z M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007), bal. 10 

'l!!i~ .. 
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Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam 

nmgka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antarn pihak-pihak 

yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman 

mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada 

pihak peminjam. Sementara itu, kebarusan penyerahan jaminan utang tersebut 

seeing pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman 

dan atau oieh peratunm perundang-undangan yang berlaku. 

Penyerahan jaminan dalam kegiatan pinjam-meminjam rm seperti yang 

dinyatakan sebelumnya dapat dilakukan dengan penyeraban jaminan kebendaan 

baik benda bergerak maupun tidak bergerak melalui lembaga seperti hak 

tanggungan, jaminan fidusia, cessie, gadai, dan hipotik, kemudian jaminan yang 

sifatnya adalah janji, yaitu penanggungan yang diterbitkan oleh orang perorangan 

dan badan hukwn serta pernerintah.4 Pada jaminan kebendaan daam beberapa 

jenis benda sifatnya konkrit dan mempunyai nilai yang artinya bendanya ada, 

dapat dilihat dan disentuh dan mempunyai nilai ekonomis, sedangk:an dalam 

penanggungan hanya bersifat janji berupa untuk melunasi sebagian maupun 

seluruh utang peminjam. 5 

Selain penanggungan ada jaminan yang sifatnya berupa janji dari pihak afiliasi 

peminjam, tetapi bukan merupakan janji untuk melunasi utang, tetapi hanya janji 

supaya pibak peminjam dapat membayar hutangnya dengan baik dan menjalankan 

kegiatan usahanya dengan baik. Jaminan yang berupa janji ini tidak menyatakan 

akan menanggung utang dari pihak peminjarn. Jaminan ini hampir tidak ada nilai 

ekonomis bahkan hanya bersifat moral. Berdasarkan penelitian penulis bentuk 

4 J. Satrio, Hukum Jaminan. Hak-Hak Jaminan Kebendaan. cet.3, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 
1966), hal. 17 

5 Kartono, Hak-hak Jaminan Kredil cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal. 18 
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jaminan ini sering dijadikan sebagai salah satu jaminan dalam perjanjian kredit 

dalam kegiatan pinjam-meminjam kbususnya pada pinjaman uang dalam jumlah 

besar. Berdasarkan penelitian penulis jaminan ini digunakan nntnk menjamin 

pinjaman lebih dad USD 5.000.000 (lima juta Dotla.r Amerika Serikat). Nama dad 

jaminan ini adalah Letter of Comfort. 

Letter of comfort seperti yang Ielah disebutkan sebelumnya hanya bersifat janji 

yang memberikan kenyamanan dan digunakan untuk menjamin utang dalam 

jumlah besar. Pihak pemberi pinjaman harus memperhatikan kondisi pihak 

peminjam khususnya apabila mempunyai masalah pembayamn kepada pihak 

pemberi pinjaman atau mempunyai suatu masalah dengan kegiatan bisnisnya yang 

dapat mempengaruhi kegiatan pinjam-meminjam dengan salah satu jaminannya 

berupa Letter of Comfort yang berasal pihak afiliasi peminjam kbususnya dalam 

masalah pertanggungjawaban. Hal ii terlihat dad beberapa kasus yang telah teljadi 

di lua.r negeri dimana letter of comfort tidak dapat dipertanggungjawabkan seca.ra 

bukum, melaiukan pertanggung jawaban seca.ra moral. Kasus-kasus tersehut 

adalah Texaco Inc v Pennzoil Co, Kleinwort Benson Ltd v Malaysia Mining 

Corporation BIID, Banque Brussels Lampert SA (BBL) v Australian National 

Industries Lid (ANI) NSW LR dan Pinnacle Point Casino (Ply) Ltd v Auret and 

Others (4) SA at 763.6 

Padahal seluruh tindakan yang menganduug resiko perlu adanya tanggung 

jawab hukum apabila tidak dilakukan atau diterpkan dengan baik dan benar. 

Pembetian letter of comfort sebagai jaminan dahuu perjanjian kredit perbankan 

merupakan tindakan yang mengadung resiko, oleh ka.rena itu menusut penulis 

hams dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bukan banya seca.ra moralsaja. 

6 J. Michael Judin and K. D. H. Maisels, Letter of Comfort. Goldman Judin Maisels Ine, Attorneys of 
Johannesburg. 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



6 

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik Wltuk membahas pennasalahan 

ini dalam thesis yang begudul "Tanggung Jawab Hukum pemberi Letter of 

Comfort sebagai jaminan dalam perjanjilln kredit perbankun". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang sebagalmana yang telah dijelaskan di atas, maka 

penelitian ini akan diarahkan rerutama dalam menjawab permasalahan· 

permasalahan sebagal berikut: 

1. Begalmanakah tanggungjawab hukum dari pemberi letter of comfort sebagal 

jaminan dalam kredit perbankan? 

2. Kendala-kendala yuridis apa sajakah yang mengbambat pertanggMgjawaban 

pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam !credit perbankan? 

C. Tnjuan Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis akademis dan 

keperluan praktis, dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 

I. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab hukum dari pemberi letter of 

comfort sebagai jaminan dalam kredit perbankan? 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala-kendala yuridis apa sajakah yang 

menghambat pertanggMgjawaban pembari letter of comfort sebagai jarninan 

dalam kredit perbankan? 

D. Kerangku Teori Dan Konseptual 

Dasar yang fundamental di dalam hukum pe!janjilln yang banyak diaout di 

berbagal negara adalah SUli!U a:z.as yaeg berbunyi "Pacta sun/ servanda"" yang 
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berarti "Janji hams ditepati". Azas pacta sunt servanda ini kemudian muncui di 

berbagai pemturan hukum di semua bangsa yang berperadaban. 7 

Pacta sun/ servanda berasal dati bahasa Latin yang bererti ')anji harus 

dilepatin, azas inl rnerupakan prinsip dasar sistem hukum civil law dan hukum 

intemasional. Pada umumnya, azas ini herkaitan dengan kontrak atau peijaojian 

yang dilakukan di antara para individu, dengan menekaukan bahwa peijanjian 

merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan menyiratkan 

bahwa peagingkaran terhadap kewajiban yang ada pada peijanjian mempakan 

tindakan melanggar janji atau wanprestasi3 Menurul penulis selain janji yang 

diadakan oleh para pihak Pacta Sunt Servanda berlaku bagi janji yang dibuat 

sewa sepihak. 

Prinsip umum perilaku yang baik dalarn segala bidang terutama bidang 

komersial menyimpulkan adanya keadaan bono fide, yang merupakan persyaratan 

terciptanya keselumhan sistim, sehingga ketidakpatuhan akan dijatuhi hukuman 

oleh undang-undang di bebempa negara terkadang meskipun tidak ada kerugian 

yang diderita oleh salah satu pihak. 

Professor Aziz T Saliba LLM dati Unive.,idade de ltauna dan l'aeuldades de 

Direito do Oeste de Minas - Brazil menulis komentarnya yang beijudul 

Comparative Law Europe pada Contracts Law and Legislation Volume 8, Number 

3 Sep!ember 2001, menyatakan bahwa Pacta sunt servanda merupakan sakra1isasi 

peljanjian (Sanctity of Contracts). Titik fokus dari hukum peJjanjian udalah 

kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti 

bahwa dengan memperbatikan batasan hukum yang tepat, omng dapat 

1 Asril Sltompul, Pacta Sunt Servanda Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Hukum Perianiian. Pusat 
Informasi Hukum Indonesia, Bandung February 2008, http://pihilawyers.comlblogl?p=l6 tanggal 
SApril 2009, 

8 .lb!Q., 
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mengadakan pe!janjian apa saja sesuai dengan pilibannya dan apabila mereka 

telab memutuskan untuk membuat pe!janjian, mereka terikal dengan pe!janj ian 

tersebut Kekuatan mengikal suatu pe!janjian mempunyai akar retigi. Old 

Testam£nl, yang disakralkan oleh kaum kristiani dan Yabudi menyatakan: 

Apabila seseerang beljanji kepada Tuhan alau mengarnbil sumpab untuk 
memenuhi kew.yiban dengan suatu janji, maka ia tidak boleh meogingkari 
perkataannya dan haruslab ia melaksanakan apa yeng telab dikalakannya". Di 
dalam New Testament, rerdapat perinrab uatuk mematuhl perkataan: "Apa 
yang kamu katakan 'ya', biarlab tetap 'ya' dan 'ndak' tetap 'lidak.9 

Hal yang sarna yang berkaitan dengan pe!janjian dapat pula diremui di dalarn 

hukum Islam. Surat ke 5 AI Qur'an, yang diuarnakan Surnt AI Maidab yang 

sering pula dinamakan Sura! tentang Peljanjian, dimulai dengan pemyataan: "Hal 

orang-orang yang heriman! Tunaikan (semua) peljanjian". Pernyataan ini 

ditemukan di dalam hukuru Romawi: pacta sunt servanda ex: fide bona: " ... janji 

harus di tepati dengan itikad baik.. 

Rebus sic stantibus. Pembatasan terhadap "kesucian petjanjian" disampaikan 

oleh abti...Wi hukum kanonik pada Abad XII dan XIII. Menurut mereka dalam 

istilah Latin nya~ contractus qui habent tractum suecesivum et depentiam de future 

rebus sic stantibus inJelliguntur. Ini da.pat diteJjemahkan menjadi '~Petjanjian 

menentukan perbuatan selanjutnya untuk melakaanakannya pada masa yang akan 

dalang harus diartikan tu.nduk kepada persyaratan babwa lingkungan dan keadaan 

di masa yang akan datang tetap sama!'. to Akan tetapi azas Rebus sic stantibus ini 

tidak boleh dieampumdulkkan dengan foree majeure. Keadaan Force majeure 

menyarupingkan ke~iban pelaksanaan banya apabila reljadi suatu keadaan yaug 

;>Ibid .• 

!<)Ibid., 
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tidak dapat dicegah (dan tidak dapat diduga). Dalam force majeure, palaksanaan 

baruslah tidak dimungkinkan sccara fisik dan sccara hnkum dan bukan semala-

mata hanya karena lebih sulit untuk dilaksanakan. Dasar perbediWlllya adalah, 

babwa di dalarn force majeure tidak tennasnk kesulitan ekonomis bahkan juga 

ketidakrnungk:inan secara ekonomL 

Rebus sic stantibus pertamakali diterapkan oleh paradilan keagamaan. Hal 

tersebut kamudian diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan knnsep 

ini telah diterima secara luas pada akhir abad XVIIJ. Pada umumnya dalam 

sejarah perubahan hukum, penerimaau suatu konsep tertentu dalarn hnkum secara 

berangsur-angsur mengabur seiring dengan waktu. Sebagaimana dikatak:an oleh 

Prof. Rosenn 

Pada awal abad kelimabelas, popularitas teori rebus sic stantibus mulai 
memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial 
terhadap meningkalkan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh penerapen 
secara luas teori lersebut Pada akhir abad delapanbelas, azas pacta sunt 
servanda mencapal puncaknya. dan teori rebus sic stantibus telah rnenghilang 
banya mencadi dokttin yang usang. Y aog ikut mendorong kepudarannya 
adalab mooculnya posit!fisme saintijik, dan meningkatnya penekanan pada 
otonomi individual dan kebebasao berkontrak. 11 

Karena Liberalisme, yang merupakan aliran filsafut yang mendominasi di abad 

ke delapen bolas, membawa ide baru yang tidak kompatibel dangan penerapen 

yang tegas dan terbatas dari prinsip rebus sic stantibus sebagaimana dikemnkakan 

oleh para kanonis dan karena a?..as Pacta sunt servanda, dianggap sangat sesuai 

dengan konsep lasse faire, /assez paw! maka kitab undang-undang yang 

dikeluarkan pada masa itu (Kode Napoleon dan Italian Civil Code) tidak 

mengadopsi konsep rebus sic stantibus~ 

II !.f.ili!,, 
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Code Napoleon, secara umum, mencenninkan nilai-oilai burjuis. Karakteristik 

penting lainnya dari Kode Napoleon adalah bahwa ia memisahkan antara gereja 

dengan negam. Oleh karena itu, seperti dijelaskan di atas~ rebus sic stantibus pada 

awalnya diterapkao oleh pengadilan gereja apabila diemigai terjadi perzinahan, 

tidak sulit untuk dlmengerti mengapa rebus sic stantibus dikeluarkao dari Kode 

Napoleon. Klausula yang menghalangi penerapan rebus sic stantibus dalam 

kontrak, yang tergantung kapada hakmn Perancis, adalah Artikel 1134 Kode 

Napoleon yang berbunyi "Agreements legally made take the place of law for those 

who make them. They may be revoked only by mutual consenl or for causes which 

the law authorizes. They must be executed in good faitk" 

Setelah penahnya Perang Dunia I, para ahli hakmn Eropa mencari justifikasi 

teori untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan 

kontrak yang sangat sulit dilaksanakan. Sebagai akibatnya, prinsip Rebus sic 

stantibus sek.:li lagi dl daur ulang, dengan nama dan peraturan legislatif yang 

berbede di berbagai negara, bersama dengan dasar justiflkasi yang paralel. 

Pe!janjian di Indonesia berpedoman kepada KUHPerdata, di dalam Pasal 1338 

KUHPerdata dinyatakan bahwa; 

«setiap persetujwm yang dibuat seeara sah berlaka sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujwm itu tidak dapat ditarik 
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau k.:rena alasan-alasan 
yang oleh undang-undang diayatakan cukup. Persetujuan-persetujuan barus 
dilaksanakan dengan itikad baik." 

Pasal ini mencerminkan a:z.as pacta .runt servanda yang dlterapkan di dalam 

KUHPerdata Indonesia. Alinea kedua Pasal 1338 ini menyatakan bahwa 

perjanjian yang telah dibuat secara sah hanya dapat ditarik kembali apabila ada 

kesepakatan para pihak. Sedangkan alasan-alasan yang oleh undeng-undang 

dinyatakan cukup terdapat pada KUHPerdata mulai Pasal 1321 sampai dengan 
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Pasall328, dan dilanjutkan pada Pasall446 sampai 1456. Pengecualian atas azas 

pacta sun/ servanda ini terdapat pada Pasal 1444 KUHPerdata. 

Hubungan teori pacta sun/ servanda dengan tanggung jawab hukum pemberi 

letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adalah pihak 

pemberi leiter of comfort terSebut hams menepati janjinya dan apabila pibak 

Debitur wanprestasi, maka pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam 

peljanjian kredit tersebut dapet dipertanggagjawabkan. Teori pacta sunt servanda 

berlaku bagi setiap pibak yang mengadakan pe!janjian baik perjanjian sepibak 

rnaupun peljanjian dengan beberape pibak. 

Berdasarkan toori-teori yang telah diulan!kan diatas, maka kerangka 

konseptual dan thesis ini antara lain membahas tentang kredit, yailll : 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat diperSamakan deugan illl 
berdasarkan persellljuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pibak lain yang mewajibkan pemll\iarn unlllk melunasi hutangnya 
setelah jangka waklll tertenlll dengan jumlah bunga, imbalan atau 
pembagian basil keuntungan. 12 

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secam 
bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mernpergnnakan 
pinjaman illl untuk keuntungannnya dengan kewajiban mengembalikan 
jumlah pinjaman itu dibelakang hari. 13 

Kredit tidak terlepas dari peijanjian karena kredit dibuat dengan suatu 

peijanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan 

mana satu orang atau lebib mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.14 

Perjanjian unlllk memperoleh sualll kredit berakar dan peljanjian pinjam 

12 Indonesia., Undang=undang No_ 7 Tabun 1992 tentang Perbankrut. Pasal I ayat 12, LN 31, TI.N 3472 

u Mariam Dams Badrulzaman, PerianHan Kredit. (Bandung: 1989}, hal. 21 

14 Indonesia, K.itab Undang-undang H~ Perdata, terjemahan R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 
6, (Jakarta PrarlnyaParnmi!a, 19741"""" 1313 
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meminjam yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka yang 

dimaksud dengan Perjanjian kredit adalab 

Pinjam memmJam ialah peiJaDJian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlab tertentu barang-barang 
yang menghabis pemakaian, dengan syarat babwa pihak yang belakangan 
ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 
yang sama pula.15 

Salab satu yang diperlukan dalam perjanjian kredit adalab jaminan. Jaminan 

mempunyai kegunaan dan fungsi menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 16 Salah satu jenis jarninan 

yang berhubungan erat dengan tesis ini adalah penanggungan atau jaminan 

pribadi. Penanggungan ataujaminan pribadi (borgtocht) adalah 

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu (sebagai borg) menyanggupi 
kepada pihak lain (kreditur dari suatu perjanjian hutang piutang) babwa ia 
menjamin pembayaran kembali hutaiJ.gnya tersebut, hila si debitur tidak 
rnemenuhi kewajibannya17 

Sesuai dengan yang dibahas sebelwnnya jaminan yang penulis maksud adalah 

letter of comfort. Letter of comfort adalah written assurance, often issued by the 

seller's parent company or bank. which is intended to offer 'comfort' to the buyer 

as to the seller's ability or willingness to perform its obligations. Kemud:ian 

pengertian lain dari letter of comfort adalah A letter issued to a lending institution 

by a parent company acknowledging the approval of a subsidiary company's 

attempt for financing 18
• Black Law Dictionary menyatakan Letter of comfort 

adalah A letter from a parent corporation on behalf of subsidiary, stating its 

15 Ibid., Pasal 1754 

'~ R. Subekti. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. (Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti, 1991}, hal. 19 
17 Ibid., Pasal 1820 

Lli www.investopedia.com/terms/VIetterofcomfort.asp- 29k, hari Jumat, tanggal 13 Juni 2008 
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support (but short of guarantee) for the activities and commitments for another 

corporation.19 

Karena penulisan tesis ini menyangkut bank dan perbankan, maka perbankan 

adalab segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaba, serla earn dan proses dalam melaksanakan kegiatan usabanya20 

dan bank adalab badan usaba yang menghimpun dana dan masyarakat dalam 

bantuk simpanan dan menyalurlrnnnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bantuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.21 

E. KEASLIAN PENULISAN 

Dalam menyusun suatu karya ilmiab syarat yang paling ulama dan saugat 

panting untuk diperhatikan adalah keaslian suatu karya tulis tersebut. Dalam hal 

ini karya tulis tersebut adalab thesis yang diajukan sebagai salab satu persyaratan 

untuk lulus program pascasarjana dan mendapatkan gelar magister hukurn. 

Berdasarkan keterangan dan daftar judul thesis yang penulis libat belum ada yang 

mengajukan atau melakukan penulisan dengan judul thesis yang sama. Keaslian 

ini juga barlaku untuk tempat lain, yaitu helum ada pihak yang melakukan 

penulisan dengan jusul thesis yang sama, sehingga menurut penulis thesis ini 

merupakan murni basil pemlkiran dan penelitian penulis. 

Melalui penelusuran komputer di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, ternyata penelitian mengenai tanggungjawab hukum pemberi leiter of 

19 Bryan A. Garner {Editor in Chief), Black~s Law Dictionary. edisi kedelapan. (Saint Paul : Thomson 
West, 19991 hal. 283 
211 1ndonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentangPerbank.an, Pasa! l ayat 1, LN 182, TLN 3790 

<:l Ibid., Pasal I ayat 2 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



14 

comfort sebagai jaminan dalam peljanjian !credit perbankan belum pernah 

dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini adalah asli dan memenuhi azas­

azas keilm= : jujur, rasional, obyektif dan terbuka. 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan thesis iiD adalah sebagai 

berikut: 

l. Sifat penelldan ; penelitian iiD bersifat deskriptif analitis attinya 

menggambarkan fakta yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan, 

teori-teori serta pendapat pera ahli hnkum.22 

2. Metode pendekatan : penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis 

normatif, yaitu yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-keteotuan 

dalarn peraturan perundang-undangan yang berlaku, diliubungkan dengan 

kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan 

antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan penmdang-undangau 

dengan kenyataan yang ada di lapangau 23 

3. Metode pengumpulan data yang digunakan dalarn penyusunan penelitian ini 

berupa; 

a. Penelitian Pustaka (Library Research). 

!.) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaukan danperaturan-peraturan 

lainnya 

'!2 Soejono Soekanto, Pengantnr Penelitian Hukurn. (Jakarta: Universitas JnOOnesia, !986), bat 1:5, 

:;s Morris Cohen_. Penelitian Omu Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hat l7. 
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2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer den deput membantu menganalisis bahan 

hukum pimer, yang meliputi buku-buku, jumal, kamus dan artikel. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mendapatkan data primer," yaitu data yang diperoleh dari wawaneam 

dengan Senior Partner Law Offices of Remy & Partner yang juga 

merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Bapak. M. Y ahya Harahap, S.H, den mengutip apa yang selalu diutaraiakn 

oleh Prof. Erman Radjagukuguk, S.H., LLM., Ph.D dalam kuliah Hukum 

.Perusahaan dan Kepalitan. Selaiu itu penulis juga mendapatkan data pada 

saat penulis bekelja pada Law Offices of Remy & Partners, yaitu pada saai. 

dinas di beberapa bank. Penulis pada saat diuas tersebut mendapatkan 

lreterangan serta infumasi dari pejabat dan staff dari bank yeng 

bersangkutan. Penulis tidak dapat mencantumkun nama-nama dari pejabat 

dan staff bank tersebut karena penulis terikat peijanjian kerahasiaan 

(confidentially undertaking). 

Sedaugkan data yang diperoleh melalul wawancara akan merupakan arab. bagi 

pengumpulan data-data sekunder, sehingga dalam analisa data akan diutamakan 

pada data sekunder. 

Metode analisis : metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif artinya 

menjabarkan dengan kalimat-kalimat, sehingga memperoleh behasan atau paparan 

yang sistematis dan dapat di mengerti.25 

:u !!lid. 

"Ibid., hal25. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian singkat mengenai susunan dari 

penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci. Maksud dan tujnan dari 

sistematika penulisan ini agar dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para 

pembacanya karena dapat me!ihat hubungan antara satu hagian dengan bagian 

yang lain mengenai seluruh materi isi penulisan m.akalah ini. 

Secara keseluruban, makalah ini terbagi ke dalarn 5 (lima) bah, dengan 

perincian sebagal berikut: 

Bah I pendahuluan yang terdiri alas latar belakang masalah, penunusan 

masalah. tujuan dan manfaat penulisan, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, 

keaslian penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian 

dan sistematika penuiisan. 

Bah II Letter of comfort sebagal janji dalarn bentuk surnt pemyataan yang 

didalamnya menguraikan tentang tinjauan yuridis sural pemyataan dan tinjauan 

yuridis letter of comfort serta leuer of comfort sebagai surat pemyataan berentuk 

JH1lJI 

Bah 111/etter uf comfort sebagai jarninan dalarn peljanjian kredit perbankan 

yang didalarnnya menguraikan tentang pengertian dan jenis kredit, jenis-jenis 

kredit, fungsi dan tuj uan kredit, penyelesaian dan penyelematan transaksi kredit 

bermasalah. pengertian dan fungsi jarninan, maksud dan tujuan jaminan, macam­

macam jarninan, sifat jamin~ hapusnya pembebanan atas jaminan~ letter of 

comfort sebagai jaminan dalam kredit perbankan. 

Bab IV tanggung jawah hukruo pemberi letter of comfort dalam kredit 

perbankan yang dalam bab ini menguraikan tentang tanggungjawab hukum dalam 

nukum pemberi letter of comforl berdasarkan hukum perseroan terbams, tanggung 

jawab hukum dalam hukum perhaukan, tanggung jawab hukum dalam kitab 
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undang-undang hukum perdata dalam bidang jaminan dan tanggung jawab hukurn 

pembnri leiter of comfort apabila debitur mengalaml kepailitan serta membahas 

tentang leiter of comfort bukan merupakan jaminan kredit yang paling knat dan 

aman sebagai kendala dalam pertanggungjawaban hukum dalam peljanjian kredit 

perbaukan 

Bab V penutup yang merupukan bab terakhir dari penulisan thesis ini. Dalam 

bah ini akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulisan thesis ini yang 

mungkin bnrguna bagi pam pembaca. 

Demikian gambaran tesis ini dimana rangkaian bab daml bab merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, agar dapat dijadikan panduan guna 

memberikan batasan dan ruang lingkup dalam pembabasan selanjutnya. 
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LETTER OF COMFORT SEBAGAI JANJI 

DALAM BENTUK SURAT PERNYATAAN 

A. Tinjuan Yuridis Surat Pernyataan 

Bab ini, penutis akan menguraikan tentang teori-teori dan kedaan faktual yang 

berhubungan dengan bagian-bagian dari sub bab yang ada dalam bab ini. !'ada 

sub-sub bab pllda bab ini penulis menguraikan pengantar tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan kegiatan bisnis masyarakat pada umumnya yang 

berbubungan dengan hukum kemudian dikaitkan dengan inti pokok dari bab ini, 

yaitu Letter of Comfort. Pada bab ini penulis bermaksud untuk menjelaskan 

termasuk dalam jenis dan kategori ape sural dalam bentuk Letter of Comfort. 

Sural pemyataan ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal dan 

tergantung dari isi SUral terSebut dapet mempunyai nilai. Surat pernyataan dalam 

bentuk lain, yaitu Letter of Comfort digunakan oleh beberapa pengasaha sebagai 

jaminan dalam kredit perbankan. 

Sural pemyataan adalab salah satu surat yang digunakan untuk mendapat 

kepastian bukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah suatu jaminan bahwa 

yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah benar adanya atau pemyataan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Surat pemyataan juga didefinisikan 

sebagai surat dinas yang berisi pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan 

I kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala resiko yang 

berkaitan dengannya. 1 

1 Definisi I Istilab., www.depbut.go.id/balamanlpranalogi kehutananldefinisi.pdf, tanggal 6 September 
2008 

18 
Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



19 

Sumt pemyataan biasanya digunakan oleh subjek hukum dalam !llllgka 

untuk memberikan kepastian bagi penerimanya atau mendapatkan kepastian 

dari penerimanya dan merupakan salah satu yang dpemyaratkan untuk 

mendapatkan sesnatu, misalnya "Surat Pemyataan Tidak BekeJja Sebngai 

Pengawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepotisian, 

atau Lembaga Pemerintahan lainnya" yang diberikan seseo!llllg untuk menjadi 

advokat kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau sebaliknya 

sural pemyataan dalam bentuk dan isi yang lain yang digunakan untuk deugan 

pegawai negeri sipil den lembaga pemerintahan lainnya 

Surat pemyataan digunakan adalah surat yang telah lazim digunalkan 

dalam kegiatan sehari-hari untuk tujuan dan berfungsi sebagai alat seperri 

yang telah diurrukan sebelumnya. Surat pemyataan ini sangat bervariasi isi dan 

bentuknya, bahkan surat pemyataan berupa janji kepada pihak yang dituju 

untuk memastikan semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berlangsWlg 

deugan lancar. Beberapa sumt pemyataan berriasarkan pengslarnan penulis 

berbentuk janji-janji yang ditujakan kepada pihak Jain dan didalnmuya 

terdapat suatu klausula tentang sanksi bagi palanggaran terbadap sural 

pemyataan tersebu~ seperri "Apabila di kemudian hari diremakan pelanggaran 

alas Surat Pemyataan ini balk sebagian maupun seluruhnya oleh sulah satu 

pihak atau pihak terkait lainnya, maka kami bumedia untuk menuruakan Lagu­

lagu tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Perjanjian Content"". 

Surat pemyataan seperti yang Ielah diurrukan diatas sangat berguna 

Wltuk kepentingan dan kepastian bukum khusunya kepada pihak yang 

menerima atau pihakyang di tuju, sehingga suatu kegiatan dapat berlangsung 

2 Surat Pernyataan, Independent Music Porta~ www.importmusic.com. tanggal 6 September 2008. 
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dengan lancar. Surat pemyataanjuga dapat dikategorikan sebagai sumpah bagi 

pemberinya, dimana pemberi tersebut berswnpah bahwa apa yang dinyatakan 

dalam surat pemyataan tersebut merupakan benar adanya, sehingga penerima 

surat kuasa tersebut mendapatkan kepastian hokum dari pihak yang 

memberikannya. 

Surat pernyataan juga digunakan dalam kegiatan perbankan khususnya 

dalam kegiatan Jaminan Simpanan Uang pada Bank yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973, isi dari peraturan tersebut antara 

lain adalah 

"bahwa semua bank termasuk bank asing yang melakukan usaha 
berdasarkan suatu izin usaha dari Menteri Keuangan, diwajibkan 
menjamin simpanan uang pihak ketiga kepadanya, baik yang berupa 
giro, deposito, tabungan sesuai dengan ketentuan yan§ diatur dalam 
peraturan pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya" 

Peraturan tersebut dengan adanya Lembaga Penjarnin Simpanan yang 

Ielah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan dinyatakan sudah tidak berlaku, tetapi dalam rangka 

jaminan tersebut bank wajib menandatangani surat pemyataan yang berupa 

"kesanggupan bank untuk memenuhi persyaratan dalam ranka pemberian 

jaminan dan betanggung jawab atas pemenuhan semua persyaratan'"'. Surat 

pemyataan yang diwajibkan kepada bank tersebut isinya antara lain adalah 

"menyatakan bank umum yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan 
pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank 
Indonesia, menyampaikan laporanyang diminta Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional dan Bank Indonesia, memberikan kontrak jaminan 
kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam bentuk sura! 
utang, dan bank tidak membagikan deviden kepada pemegang saham, 

3 Rachmasi Usman, Aspek Hukum Perbankan Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Ulama : Jakarta, 
2000), hal. 202 
4 Ibid., 
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selama jangka waktu jaminan berlaku atau selama kewajibau kepada 
Badnri Penyehatan Perbankan Nasional belum dibayar"' 

Surat pemyataan tersebut dikeluarkan peda saat Indonesia mengalami 

krlsis ekonomi. sehingga dibentuk Badnri Penyehatan Perbankan Nasional 

untuk membenahi kegiatan perbankan Indonesia. Surat pernyataan tersebut di 

alas mempunyai kegunaan supaya bank-bank yang pada saat terjadi krisis 

moneter tidak merugikan masyarakat. sehingga simpanan nang atau bentuk 

lain dnri masyarakat yang dipercayakan kepeda bank tidak hilang. sehingga 

mengakibatkan kerugian kepeda masyarakat. selain itu ketentuan tersebut 

dikeluarkan dalam rangka mengembalikan kepereayaan masyarakat kepada 

bank karena bank dan kegiatan perbankan merupakan salah satu hal yang 

paling panting dan vital bagi kebidupan masayarakat 

Hal yang dapat dipersamakan dengan surat pernyataan dalam kegiatan 

perbanken. sepengetabuan penulis terdapat dalam perjanjian kredit, yaitu suatu 

klausula tentang "ncgatif dan positif konvenan" dimana dalam perjanjian 

tersebut ditegaskan tentang status dari Debitur, apakah sebagai Badan Hukum 

atau pribadi dengan melampirkan identitas dari Debitur. Selain tentang status 

Debitur hal-hal lain yang tennasuk dalarn negatif dan positif konvenan dalarn 

suatu perjanjian kredit merupakan pemyataan bagi Debitur. 

Surat pernyataan sangat berguna da1arn kegiatan bisnis di masyarakat, 

tetapi suatu hal yang perlu diperbatikan adalah surat pemyataan tanpa adanya 

klausula yang tcgas yang mengatur sanksi dari pelanggaran alas surat 

pemyataan tersebut. maka sural pemyataan yang dikeluarkan tersebut hanya 

mempunyai sanksi moral terhadap penerhitnya, oleh karena itu dalam sural 

pernyataan wajib untuk dicantumken sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 
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oleh penerbit. Surat pemyataan selain mempunyai sifat sanski yang lemah dan 

hanya bersifat moral yang apabila tidak dinyatakan secara tegas dalam sanksi 

dalam surat pemyataan tersebut juga mempunyai kekuatan hukum yang 

lemah. Sura! pemyataan biasanya hanya ditandantangani secara sepihak oleh 

penerbitnya atau yang diberi wewenang untuk menandatanganinya, oleh 

karena itu kekuatan hukwn dari surat pemyataan tersebut dapat dipersamakan 

dengan peijanjian dibawah tangan. Supaya surat pemyataan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan kuat penerbitnya, malca 

surat pemyataan tersebut sebaiknya dilegalisasi oleh notaris. Surat pemyataan 

yang dilegalisasi oleh notaris setidaknya mempunyai kekutan hukwn yang 

kuat dan mengikat penerbit, sehingga apabila penerbit tidak melaksanakan 

atau keadaan sebenamya tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat 

pemyataan, dengan kata lain terdapat pelanggaran atas surat pemyataan 

tersebut, maka penerima surat pemyataan tersebut dapat menuntut penerbit 

atas pelanggarannya apabila menimbulkan kerugian bagi penerima dengan 

tuntutan wanprestasi. Selain dilegalisasi kemudian di register, lebih baik surat 

pemyataan dibuat dalam akta otentik yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 

1868 KUHPerdata yaog isinya adalah "suatu akta otentik ialah suatu akta yaog 

dibuat dalam bentuk yaog ditentukan undaog-undaog oleh atau dihadapan 

pejahat umum yaog herwenaog untuk itu di tempat akta itu dibuat". Akta 

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma yang artinya akta 

otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki 

keabsahan tanda tangan dari para pihak. 

Menurut penulis surat pemyataan dapat dipersamakan atau dianggap 

sebagai perjanjian sepihak sama halnya seperti hibah, tetapi tidak mempunyai 
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objek hanya berupa hal-bal yang hams dilaksanal<an oleh penerbit kepada 

penerima. Peljanjian yag rneocantumkan ldaus!a oegatif dan positif konvenan 

yang telah penulis uraikan sebe!urnnya menurut penulls adalah pemyataan 

yang dimasukkan dalam suatu peljanjiao 2 ( dua) pihak. Surat pemyataan 

merupakan pe~aojian sepihak karena didalarnnya terdapal ldausula-klausula 

yang wajib dilaksanakan oleh penerbit dan sural pemyataan tersebut 

ditandatangani oleh penerbit pribadi. Tujuan dari sural pomyataan bukan 

memberikan suatu objek kepada penerimanya, melainkan memberikan 

kepastian, kenyamanan, ketenangan, keyaklnan dan lain-lain yang berasal dari 

penerbit 

Seperti yiUlg telah penulis uraikan babwa terhadap sura! pernyatann 

tersebut dapat di tuntut atau di gugat dengan wanprestasi (default). Gugatan 

atau luntutan wanprestasi dapat digunakan terhadap penerbit surat pemyataan 

yang lalai memenuhi apa yang Ielah dinyatakannya yang merupakan janji 

haginya. Menurut penulis dasar hulrnm dari sural pernyataan adalab Pasal 

1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : 

"Dapat pula diadakan peljaf\iian untuk kepentingan pihak ketiga, bila 
ituatu pe~anjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian 
kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu".Siapa pun yang 
telah menentukan suatu syarat, tidak boleh rnenariknya kembali, jika 
pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarnt itu. 

Dalam kegiatan perbankan seperti yang telah diuraikan sehelumnya 

juga memakai suart pemyataan nntuk tujuan tertentu, yaitu sebagai jaminan 

simpanan uang pada bank yang diterbitkan oleh bank dengan pihak Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Indonesia sebagai penerima dari 

sural pemyataan tersebut. Dalam kegiatan perbankan khususnya dalam 
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peljanjian kredit apabi!a terdapat dkumen-dok:urnen yang kurang atau belwn 

terpenuhi karena suatu sebab yang dapat dipertanggnngjawabkan atau untuk 

keperluan bank, biasanya bank meminta sural pemyataan yang menyatakan 

tentang keadaan yang diminta oleh bank dan penerbit menyatakan bahwa apa 

yang terc&~tnm dalam surat pemyataan tersebut adalah kondisi yang 

sebenamya dan benar adanya Sebingga bank mendapatkan kepastian, 

kenyamanan, keyakinan dan lain-lain dalam huk:urn dengan adanya sural 

pemyataan yang diterbitkan oleh nasabah Debitur. Selain sural pemyataan dari 

Debitur dalam rangkan peljanjian kredit perbankan yang bertnjuan untuk 

sebagai pernyataan apebila ada hal-hal yang korang seperti yang telah penulis 

uraikan, sepengetahuan penulis ada sural pemyataan yang dijadikan sehagai 

suatu jaminan dalam peljanjian kredit perbankan tersebut. 

Sural pernyataan yang dijadikan jaminan dalam peljanjian !credit 

perbankan tersebut selama penulis melakukan penelitian Ielah banyak 

digunakan dan dalam beberapa perjanjian kredil tersebut, sural pernyataan itu 

hanya menjadi satu-satunya jaminan dalam perjanjian kredit perbankan 

tersebut dan tidak ada jaminan lain seperti bak tanggungan, fidusia, gadai, 

hipotek dan jaminan pribadi. Surat pemyataan tersebut juga menjadi jaminan 

yang nilainya tidak kecil dan menurul penulis merupakan jumlab yang cukup 

besar. Surat pernyataan yang dijadikan jaminan tersebul berisi tenlang janji­

janji dari afiliasi Debitur dalamrangka pelunasan hutang dari Debitur dan 

bukan menjamin hutang Debitur seperti jaminan pribadi (borghtocht). Dalam 

sural pemyataan tersebut juga ada yang mencantnmkan huk:urnyang berlaku 

(choice of law) dan tempat penyelesaian sengeketa (choice of forum) dari sural 

pemyataan tersebut. Sural pernyataan lersebut hanya ditandatangani secara 
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sepihak oleh pibak afitiasi Debitur. Surat pemyataan ini sifatnya hanya 

memberikan kenya:manan bagi Kreditur atau bank supaya Debitur dapat 

melunasi hutangnya dan seperti penuiis telah uraikan sebelumnya is.i dari surat 

parnyataan tersebut hanya berupa janji-janji. Nama dari surat pemyataan 

tersebut adalab Letter of C01'!{orl. Sepenjang penelitian dan pengetabuan 

penulis bank-bank yang menerima jaminan dalam bentuk Letter of Comfort 

telab melakukan legalisasi terhlldap Leiter of Comfort tersebut dihadapan 

notaris, sehingga menurut penulis Ielah mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat. 

Hal lain yang dapat menegaskan pertanggungjawaban sural pemyataan 

berbentuk letter of comfort adalah pacta sunt servanda dan rebus sic stantibus. 

Dasar yang fundamental di dalam hukum peljanjian yang banyak dianut di 

berbagai negara adalab suatu a.zas yang berbunyi "Pacta sun/ servanda" yang 

berarti "Janji barns ditepati"", Azas pacta sunl servanda ini kemudian muncul 

di berbagai peraturan hukurn di semna bangsa yang berperadaban. 

Pacta sun/ servanda berasal dari babasa Latin yang berarti '5anji barus 

ditepati", a:zas ini merupakan prinsip dasar sistem hukum civil law dan bukwn 

internasional. Pada umurnnya, azas ini berkaitan dengan konttak atau 

peljanjian yang dilakukan di antam para individu, dengan mcnekankan babwa 

peijanjian merupakan undang-undang bagi par• pihak yang membuatnya, dan 

menyiratkan babwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada 

perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. 

Prinsip umum perilaku yang baik dalam segaia bidang terutama bidang 

komersial menyimpulkan adanya keadaan bona fide, yang merupakan 

persyaratan terciptanya keseluruban sistim, sehingga ketidakpatuban akan 
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dijatuhi hukuman oleh undang-undang di beberapa negara terkadang meskipun 

tidak ada kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Azas pacta sunt 

servanda juga terdapat di dalam perjanjian intemasional, "setiap traktat adalah 

mengikat terhadap para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik". 

Selain fakta bahwa azas pacta sunt servanda bersama dengan azas itikad baik 

yang merupakan prinsip-prinsip yang dikenal secara universal (The Vienna 

Convention on the Law of Treaties, 1969, Preambule para. 3), azas ini juga 

muncul pada Article 26 :"Every treaty in force is binding upon the parties to it 

and must be performed by them in good faith." 

Azas ini dapat diterjemahkan dengan formula sebagai berikut: "traktat 

adalah apa yang diinginkan oleh perancangnya dan hanya apa yang mereka 

inginkan dan karena mereka menginginkannya dengan cara mereka". Suatu 

pihak tidak: boleh menggunakan ketentuan hukum intemalnya sebagai alasan 

atas kegagalannya untuk memenuhi ketentuan traktat (Article 27). 

Pembatasan atas azas ''pacta sunt servanda" ini terdapat dalam ketentuan 

tentang "peremptory norm of general international law" (atau jus cogens), 

akan tetapi, dalam kenyataan negara-negara mengharapkan bahwa traktat yang 

diadakan untuk lingkup tertentu, misalnya yang secara khusus berhubungan 

dengan perlindungan terhadap lingkuogan, tidak secara kaku diterapkan oleh 

seluruh negara hanya berdasarkan azas ''pacta sunt servanda". Inilah 

sebabnya mak:a beberapa traktat yang dibentuk belak:angan ini memuat 

kewajiban untuk bekerjasama dalam rangka memfasilitasi kepatuhan terhadap 

kewajiban yang ada pada trak:tat (lihat juga Article 8 The Ottawa Convention 

on the prohibition of/andmines). 
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Professor Aziz T Saliba LLM dari Universidade de Itauna don 

Faculdades de Direito do Oeste de Minas - Brazil menulis komentamya yang 

beijudul Comparative Law Europe pada Contracts Law and Legislation 

Volume 8. Number 3 September 200 I, menyatakan bahwa Pacta sunt servanda 

merupakan sakralisasi peijanjian (Sanctity of Contracts). Titik fokus dari 

hukum peijanjian adalah kehebasan berkontrak atau yang dikenal dengan 

priosip otonorni, yang berarti bahwa dengan memperbatikan batasan hukum 

yang tepa~ orang dapat mengadakan peijanjian apa saja sesual dengao 

pilihannya dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat petjanjian~ 

mereka tetikat dengan peljanjian tersebut. Kekuatan mengikat suatu peljanjian 

mempunyai akar religi. Old Testament, yang disakralkan oleh kaum kristiani 

dan Yehudi menyatakan "Apahila seseorang beljanji kepada Tuban atau 

mengambil sumpah untuk: mernenuhi kewajiban dengan suatu janji. maka ia 

tidek boleh mengingkari perkataanoya dan haruslab ia melaksanakan apa yang 

telab dikatakaooya". Di dalam New Testament, terdapat periotah untuk 

mematubi perkataan "Apa yang kamu katakan 'ya', biarlah tetap 'ya' dan 

Hal yang saroa yang herkaitan dengan peijanjian dapat pula ditemui di 

dalam hukum Islam. Surat ke 5 AI Qur' an, yang dinamakan Surat AI Maidah 

yang seriog pula dinamakan Sural tentang Peljanjian, dimulai dengan 

pemyataan "Hai orang-orang yang berimanl Twaikan (semua) peljanjian". 

Pemyataan ini ditemukan di dalam hukwn Rnmawi: pacta sunt servanda ex 

fide bena: " .. .janji herus di lnpati dengan itikad haik. 

Rebus sic stantibus. Pembatasan terhadap "kesucian pe:rjanjianfl 

disarnpaikan oleh ahli-ahli hukum kanonik pada Abad XII dan XIII. Menurut 
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mereka dalam istilah Latin nya: contractus qui habent tractum succesivum et 

depentiam de fUture rebus sic stantibus intelliguntur. Ini dapat diterjemahk:an 

menjadi "Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk 

melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada 

persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap 

sama". Akan tetapi azas Rebus sic stantibus ini tidak boleh dicampuradukkan 

dengan force majeure. Keadaan Force majeure menyampingkan kewajiban 

pelaksanaan hanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak dapat dicegah (dan 

tidak dapat diduga). Dalam force majeure, pelaksanaan haruslah tidak 

dimungkinkan secara fisik dan secara hukum dan bukan semata-mata hanya 

karena lebih sulit untuk dilaksanakan. Dasar perhedaannya adalah, bahwa di 

dalam force majeure tidak termasuk kesulitan ekonomis bahkan juga 

ketidakmungkinan secara ekonomi. 

Rebus sic stantibus pertama kali diterapkan oleh peradilan keagamaan. 

Hal tersebut kemudian diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan 

konsep ini telah diterima secara luas pada akhir abad XVIII. Pada umwnnya 

dalam sejarah perubahan hukum, penerimaan suatu konsep tertentu dalam 

hukum secara berangsur-angsur mengabur seiring dengan waktu. Sebagaimana 

dikatakan oleh Prof. Rosenn 

Pada awal abad kelimabelas, popularitas teori rebus sic stantibus mulai 
memudar, sebagian karena adanya protes untuk: kepentingan komersial 
terhadap meningkatkan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh 
penerapan secara luas teori tersebut. Pada akhir abad delapanbelas, 
azas pacta sun/ servanda mencapai puncaknya, dan teori rebus sic 
stantibus te]ah menghilang hanya rnencadi doktrin yang usang._ Yang 
ikut mendorong kepudarannya adalah munculnya positifisme saintifik, 
dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan 
berkontrak:.6 

6 Asril Sitompul, ~ Cit, 
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Karena Liberalisme, yang merupakan aliran filsafat yang mendominasi 

di abad ke delapan belas, membawa ide baru yang tidak kompatibel dengan 

penerapan yang tegas dan terbatas dari prinsip rebus sic stantibus sebagaimana 

dikemukakan oleh para kanonis dan karena azas Pacta sunt servanda, 

dianggap sangat sesuai dengan konsep lasse faire, lassez passe maka kitab 

undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu (Kode Napoleon dan Italian 

Civil Code) tidak mengadopsi konsep rebus sic stantibus. 

Code Napoleon, secara umum, mencenninkan nilai-nilai burjuis. 

Karakteristik: penting lainnya dari Kode Napoleon adalah bahwa ia 

memisahkan antara gereja dengan negara Oleh karena i~ seperti dijelaskan 

di atas, rebus sic stantibus pada awalnya diterapkan oleh pengadilan gereja 

apabila dicurigai terjadi perzinahan, tidak sulit untuk dimengerti mengapa 

rebus sic stantibus dikeluarkan dari Kode Napoleon. Klausula yang 

menghalangi penerapan rebus sic stantibus dalam kontrak, yang tergantung 

kepada hnknm Perancis, adalab Artikel 1134 Kode Napoleon yang berbnnyi 

"Agreements legally made take the place of law for those who make them. 

They may be revoked only -by mutual consent or for cawes which the law 

authorizes. They must be executed in good faith." 

Setelah pecahnya Perang Dunia I, para ahli hukum Eropa mencari 

justifikasi teori untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk 

melaksanakan kontrak yang sangat sulit dilaksanakan. Sebagai akibatnya, 

prinsip Rebus sic stantibus sekali lagi di daur ulang, dengan nama dan 

peraturan legislatif yang berbeda di berbagai negara, bersama dengan dasar 

justifikasi yang paralel. Petjanjian di Indonesia tunduk kepada KUHPerdata, di 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan babwa: 
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Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang­
undang bagi mereka yang membuatnya. 
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selaln dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasl!ll yang oleh 
undang-undang dinyatakan cukup. 
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Pa.sal ini mencerminkan azas pacta sunt servanda yang diterapkan di 

dalarn KUHPerdata Indonesia. Alinea kedua Pasal 1338 ini menyatakan 

bahwa pe!janjian yang telah dibuat secara sah hanya dapat ditarik kembali 

apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup tetdapat pada KUHPetdata mulai Paaal 

1321 sampai dengan Paaal 1328, dan diianjutkan pada Pasal 1446 sampaj 

!456. Pengecualian alas azas pacta sun/ servanda ini terdapat pada Paaal 1444 

KUHPetdata yang berbunyi "Jika barang tertentu yang menjadi bahan 

persetujuan, mu.snah, tak lagi dapat dipardagangkan, atau hilang, sedemikian 

hingga sarna sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapusiah 

perikatannya, aaal barang itu musuah atau hilang diluar salahnya diberutang 

dan sebelmn ia !alai menyerahkannya." 

Alinea pertarna Paaal 1444 ini mencerminkan tunduknya perjaJ'liian 

kepada ketentuan tenlang force majeure yang diluar kendali para pihak dan 

tidak membebaskan pihak yang mempunyai kewajiban untuk tetap memberi 

penggantian kepada pihak yang berhak, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 

1445 "Jika barang yang teruJang, diluar salahnya di beruJang, musnah, tak 

dapat diperdagangkan, atau hilang, make si berutang, jika ia mempunyai hak-

hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebu~ diwajibkan 

memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang yang 

mengutangkan padanya". 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



31 

Namun demikian pihak yang mempunyai bak tidak dapat menuntut hak 

yang lebih dari bak atau tuntutan ganti rugi yang ada pada pihak yang 

mempunyai kewajiban, hal ini sesuai dengan azas nemo plus juris yang berasai 

dari Hukum Romawi "Nemo plus juris as a/ium transfore potesl quam ipse 

haberet", yaitu: "tidak seorangpun yang dapat menyerahkan bak lebih 

daripadajwnlah hak yang ada padanya".7 

Hal ini tidak mengherankan karena KUHPerdata yang berlaku di 

Indonesia adalah berasal dari KUHPerdata Belanda (Burgerlijk Wetboek), 

yang sebagai negara penganut sistem civil law sangat dipengaruhi oleb Hukum 

Romawi separti juga negara-negarn Eropah daratan lailmya. Pengaruhi ini 

sangat terlibat apahila kita bandingkan bunyi Pasal 1338 KUHPerdata dengan 

Artlkel 1134 Kode Napoleon di atas. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam hakum perjanjian terdapat dua azas yang dianut yaitu azas pacta sunt 

servanda dan v.as rebus sic stantibus. Azas pacta sun/ servanda sudah sejak: 

lama berlaku di negara~negara yang menganut civil law, sedangkan azas rebus 

sic stantibus muncul kemhali setelah Perang Dunia I, disebahkan kesulitan 

yang timhul dalam melaksanakau perjaujian akihat terjadi pemng yang 

memakau waktu lama dan memhawa kerusakan di harhagai negara di Eropah. 

Indonesia yang mendapat warisan bukum perdata Belanda yaag sangat 

dipengaruhi oleh hukum Romawi tidak menganut azas rebus sic stantibus 

tetapi menganut azas pacta sunt servanda. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pertanggungjawahan dari pemberi 

atau penerbit sura! pemyataan berbentuk letter of comfort ditegaskan dalam 
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teori perjanjian yang sudah cukup terkenal dan telah banyak digunakan oleh 

sebagian besar negara-negara didunia. yaitu asas pacta sun! servanda dan 

rebllS sic stantibus. Berda.sarkan teori tersehut, maka pemberi atau penerbit 

surat pernyataan berbentuk letter of comfort mempunyai kewajiban dan 

tanggungjawab untuk menepati janji yang dinyatakannya. 

B. Tinjauan Yuridill utter of Comfort 

1. utter of Comfort 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan bebernpa hal yang berkaitan 

dengan Letter of Comfort. Hal-hal yang berkaitan tersebut termasuk 

didalamnya definisi dari Letter of Comfort dari berbagai referensi. 

Berdasarkan pengetahuan penulis Letter of Comfort tidak diatur dalam 

pernturan perundang-undangan dan tidak banyak buku-buku di Indonesia yang 

membahas masalab Letter of Conrfort ini, oleh karena itu dalam menguraikan 

definisi-definisi dalam Letter of Comfort ini penulis banyak melakukan 

pencarian melalui media internet. Berikut penulis uraikan tentang hal-hal yang 

berkaitan deugan Letter of Comfort khususnya berkaitan deugan kegilltan 

bisnis. 

Belakangan ini di kalangan perbankan mulai populer dokumen yang 

berbentuk Letter of Comfort, di mana pihak yang memperoleh pinjaman 

membarikan comfart feller kepada bank pemberi kredit dalam trnnsaksi jual­

beli commercial paper promissory note (CP). "Surat itu dimaksudkan untuk 

menentramkan hati pembari kredit atau pembeli CP, karena diterbitkan oleh 

perusahaan terkenal,11 ujar Rasjim.Yang sering menjadi persoalan, menurut 

dia, masih ada pejabat baak yang keliru menganggap Letter of Comfort identik 
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dengan jaminan bank, padahal antara kedua dokumen tersebut masing-rnasing 

mempunyai arti dan akibat hukum yang sangat berbeda Letter of Comfort 

tidak mengakibatkan adanya kewajiban hukum bagi penerbitnya, melainkan 

hanya kewajiban mora] semata-mata. 

Letter of Comfort menurut kamus dalam investoperdia adalah A letter 

issued to a lending institution by a parent company acknowledging the 

approval of a subsidiary company's attempt for financing8
, Leiter of Comfort 

bukan merupakan suatu jaminan khususnya dalam perjajian kredit, melainkan 

hanya memberikan pemyataan bahwa perusahaan induk atau afiliasi dari 

Debitur mengetahui tentang adanya pemberian kredit oleh bank, seperti yang 

definisi lainnya dinyatakan dalam kamus investopedia, yaitu The 'Letter of 

Comfort' in no way guarantees the loans approval for the subsidiary company. 

It merely gives reassurance to the lending institution that the parent company 

is aware arul approves of the situation.9 

Pengertian lain dari LeJter of Comfort adalah A comfort letter is a 

written assurance, often issued by the seller's parent company or bank, which 

is intended to offer 'comfort' to the buyer as to the seller's ability or 

willingness to perform its obligations. 

Beberapa hal adanya penerbitan Leller of Comfort sebagai jaminan 

dalam suatu perjanjian adalah karena pihak yang mengadakan perjanjian atau 

pihak lain yang merupakan afiliasi dari pihak yang mengadakan perjanjian 

tidak dapat memberikan jaminan atau garansi. Seperti yang dinyatakan dalam 

kamus investopedia berikut : Comfort letters are often used because the seller 

8 www.investopedia.com/tenns/111etterofcomfort.asp- 29k. hari Jumat, tanggal 13 Juni 2008 
9 Ibid., 
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is unable or unwilling Ia provide a bond or guarantee of performance. 

Common reasons for this are: 

• The seller's guarantee facility may have been reached and il may be unable 

to procure further guarantees. 

• The seller is not empowered to obtain a guarantee because of financial 

constraints or its constitution or borrowing facilities. 

• The issuer of the comfort feller may be unwilling to undertalre a binding 

legal obligation on behalf of the seller. 

• If the seller's parent is to issue the letter, the parent may wish to preserve its 

own credit rating and gearing. 

• Unlike guarantees, on demand bond"i and standby letters of credit, comfort 

letters are not required to be noted in a company's accounts as contingent 

liabilities. 

Pada saat ini banyak pihak khususnya Kreditur atau pihak yang yang 

diberikan jaminan berupa Letter of Comfort tidak ingin merugi apabila teljadi 

suatu default atau wanprestasi oleh karena itu pada saat ini akibat hukum dari 

Letter of Comfort sudah mengalami perkembangan dan bervariasi dari 

merupakan suatu pemyataan yang tidak mengikat dalam hukum sampai 

dengan suatu pemyataan yang mempunyai kewajiban dalam hukum, bal 

tersebut dinyatakan sebagai berikut The legal effect of a comfort letter may 

vary from being merely a non-binding statement of present intention (which is 

the effect of most comfort/etters) to a legally binding contractual obligation. 

Profesi akantan publik juga mengenal istilah Lefler of Comfort melalui 

kata "comfort leter". yaitu usurat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan 

ada atau tldaknya fakta material yang tetjadi setelllh tanggallapuran lreuangan 
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terokhir sampai denJ!'lll menjelang tanggal efektifuya Pemyataan Pendaftaran 

yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membabayakan posisi 

keuanJ!'lll atau basil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan 

yang dilampirl<an sebagai bagian dokumen Pemyataan Pendaftaran dan dimuat 

dalam Prospektus".10 

Istilab lain adalab Letter of Comfort yang merupalrnl surat atau 

dokumen yang berisikan pemya1aan sikap mendukung ataupun bentuk 

penilaian positif dari seseorang terhadap seseorang labmya, yang diberikan 

kepada pihak lain yang membutuhkannya dengan tujuan agar dukungan atau 

rekomendasi tersebut dapat semakin menambab keyakinan bagi pihak 

penerima tersebut untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau 

mengbentikan hubungan hukum, haik rnisalnya dalam pemberian fasilitas 

kredit-" Letter of comfort ini sebenarnya hanyalab merupakan pertanda 

kesanggupan yang tidak mengikat seeara hakum. Tidak ada sanksi hukum ape-

ape yang akan direrima penandatangan, jika suatu hari nanti dia mengingkari 

kesanggupannya. 12 

2. Fungsi dan Tujuan Letter of CGmfort 

Letter of Comfort digunakan oleh banyak pihak dan mempunya.i 

beberapa fungsi serta berguna untuk berbaga.i macam tujuan. Letter of Comfort 

mempunya.i fungsi dan tujuan untuk suatu ruang lingkup tertentu dan biasanya 

diterbitkan oleh pihak atau pejabat yang berwenang dari suatu subjek hukum 

yang berbentuk badan hukum atau yang disabkan oleh uegara. Pejabat-pejabat 

16 ~~P!f!-~comfb(f,l_~- 49k, harl Jumat, Tanggall3 Jwti 2008 
11 Agustinus Dawatja dan aksioma Lase, Pengertian Pokok dan Teknik Perancangann}?b 17 July 2:007 
12 Iwan Setiawan. ~-T~ DCA. Kej~_Ami-~agi?. btto:/fwww2.komoos.comlkomJlM=' 
-wo2021!6/<lo>!!O.~I~.htm. tanggal!E November 2008 
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tersebut antara lain adalah Notaris, yaitu "pejabat umum yang berwenang 

untuk memnbuat al<ta otentikdan kewenangan lainnya sebagaimana dlmaksud 

dalam undang-undang ini"13 dan Akuntan, yaitn "Akunlml adalah seseorang 

yang bemak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku"14 serta Akuntan Publik, yaitu "Akuntan 

Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menreri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 15 

Letter of Comfort yang diterbitkan oleh pejabat atau pihak yaog 

berwenaog tersebut ditnjukan kepada lembaga Negara yang berwenang atau 

pihak lain yang berkepentingan. Salah satu contoh bentuk Letter of Comfort 

menurut penulis adalah Cover Letter dari Notaris yang merupakan informasi 

atau keterangan tentang akta atm dokumen-dokumen lain yang sedang dalam 

pengurusan. Fungai serta tujuan dari Letter of Comfort yang diterbitkan oleh 

Notaris ini adalah memberikan keterangan yang berguna bagj pihak lain, 

seperti bank, konsultan hukum, instansi terkait dan lain-lain, sehingga pihak-

pibak tersebut mengetahui tentang keadaan, keabeahan dan stains dari 

dokumen-dokumen ternebut Kemudian Letter of Comfort yang diterbitkan 

oleh akuntan atau akuntan publik mempunyai fungsi dan tujuan berupa 

memberikan keterangan atau informasi tentang : 

"ada alau tidaknya fakta material yang rerjadi setelah tanggal laporan 
keuangan temkhir sampai dengan menjelang tanggal efektifuya 
Pemyatrum Pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan 
signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau besil usaha 
sebagaimana disajtkan dalam laporan keuangan yang dilampirkan 

u Indonesia. Undang~unt!!IDg No.mw: 30 Tahun 2004 tentane Jabatan Notaris, Pasal 1 humf 1, LN No. 
17, TLN 4432 
14 Indonesia, Pernturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.OI/2008 TanAAal S February 2008: tentang 
Jasa Akuntan Publlk Pasal J, Huruf 1 
15 lbi:d,, Pasai l huruf 1 
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sebagai bagian dolrumen Pemyataan Pendaftaran dan dimuat dalam 
Prospektus"'16

• 

Letter of Comfort tersebut di alas ditujulmn kepada Badan Pengawas 

Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam) Deparremen Keuangan dan 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk tujuan kearnanan dalam lingkup 

keuangan (finance) suatu perseroan yang akan melakukao go public dengan 

melakukan Initial Public Offering, obligasi, right issue dan produk-produk 

pasar modal lainnya dalarn hal adanya suatu peristiwa yang dapat 

mempengaruhl operasional dan keuangan perseroan. Ketentuan Bapepam 

menyalakan hal>wa : 

"Comfort Letter merupekan sumbcr informasi lambahan bagi 
Bapepam; media bagi Penjarnin Pelaksana Emisi Efek untuk 
memperoleb data keuangan perusabaar yang belwn dicakup dakarn 
lapornn keuangan yang telab dlaudit Akuntan sebagalmana tercantum 
dalam Prospektuslab; bahan untuk mempersiapkan Peijanjian 
Penjaminan Emisi Efek,17

• 

Letter of Comfort atau Comfort Letter seperli yang telab dluraikan 

diatas dikelunrkan oleh pibak atau pejabat yang berwenang dalarn rnngka 

membcrikan kearnanan, pengetahuan, kepastiao dan lain-lain, sehingga pihak 

yang menerimanya dapat mengetahui konsekuensi dari keadaan atau kondisi 

dari hal-hal yang dibutuhkan seperti dokumen-<lolrumen, akta-akta, data, 

infonnasi, ketenmgan dan lain-lain yang dihutuhkan oleh pibak lain khususnya 

dalam kegiatan bisnis. Pibak atau pejabat yang berwenang tersebut 

memberikan suatu ketenmgan atau nformasi secara tertulis balk dalam bentuk 

Cover Letter, Surat Pemyataan dan Comfort Leiter sangat berguna dalam 

hukum yang berfungsi sebagai janji pihak yang diwakili oleb pejabat yang 

16 Penrturan ~ l!:fpmor VH1.G.5 tenfantLPedom;m Penywmnan Letter of Comfort, Pasal I, 
L.ampiran Kepu!usan Bapepam Nomor Kep-41/PM/1996 Tangga' 17 Januari 1996. 
17 Ibid, Pasal 2 
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berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan ternebut yang berguna 

memberikan kepastian hukum, seh.ingga pihak yang menerima khususnya 

rekan bisnis dan instansi pemerintah dari pihak yang meneibitkan Letter of 

Comfort ternebut dapat mengetahui apakah perseroan tersebut dapat beljalan 

dengan baik. Menurut penulis apabila teljadi pelanggarnn terhadap penerbimn 

Letter of Comforr tersebut, maka pihak yang menerbitkan atau pihak yang 

mewakili dalam penulisan dan penerbitan Leiter of Comfort dapat dikenakan 

sanski berdasarkan peraturan penandang-nndangan yang berlaku. 

Saah satu bentuk dari Letter of Comfort menurut penulis yang sangat 

berguna nntuk penduknng kegiatan bisnis suatu perseroan adalah peraturan 

perundang-undangan, khususnya peroturan perundang-uadangan yang 

diteibitkan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan pemerintah 

terhadap proyek suatu perseroan yang menyangkut hajat bidup orang hanyak. 

Salab satu Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berguna sehagai 

Jaminan dalam rangka proyek yang diadakan oleh salab satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) adalab Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 

tenmng Pemberian Jam.inan Pemerintab untuk Percepatan Pemhangunan 

Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara jo Peraturan Menteri KeWlllgan 

Nomor 44/ PMK.Ol/ 2008 Tenmng Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian 

Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga 

Listrik yang menggunakan Batuba:ra. Peraturan tersebut ditujukan kepeda PT. 

(Persero) Perusahaan Listrik Negara dalam ra.ngka jaminan terhadap kredit­

kradit untuk proyek berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. 

Melalui peratura pemdang-undangan tersebut para investor atau pibak yang 
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memberikan !credit untuk proyek rersebut mempunyai kepastian serta 

keamanan terhadap dana yang diberikan dalam mngka proyek tersebut. 

Menurut penulis dan berdasarkan hal-hal yang relnb diuraikan di atas, 

maka fungsi dan tujuan dari Letter of Comfort adalab memberikan kepastian, 

keamanan dan kenyamanan bagi penetimanya, sebingga kegiatan bisnis yang 

akan dijalankan da diadakan dapat berlangsung dengan lancar. Leller of 

Comfort seperti ang telab diuralkan sebelumnya mempunyai berhagaimacama 

bentuk antara lain peraturan perundang-undangan, Sural Pernyataan, Cover 

Letter dan lain-lain. Penulis telab uralkan salab satu bentuk Letter of Comfort 

adalah jaminan pemerintah. Jaminan pemerintah dalam bentuk peraturan 

perundang-nndangan yang berfungsi sebagai jaminan bagi proyek-proyek 

tertentu kbususnya bagi kredit-kredit yang diberikan oleh bank. Selain 

peraturan perundang-undangan yang merupakan Letter of Comfort dari 

pemerintab penulis dalam thesis ini akan menguraikan tentang Sura! yang 

mennrot penulis merupakan salab satu bentuk dari Surat Pemyataan yang 

perihalnya adalnb Letter of Comfort yang bergunan sebagai jaminan bagi 

perjanjian kredit dengan bank yang diterbitkan oleh afilisasi dari pihak 

Nasabab Debitur. 

C. Letter of Comfort sebapi janji dalam bentuk Surat Pemyataan 

Letter of Corrtfort seperti yang telnb dinsalkan sebelumnya merupakan surat 

yang bertnjuan memberikan kenyamanan, keamanan serta kepastian hagi 

penetimanya. Penetima Letter of Comfort terse but mengbarapkan segalanya akan 

berjalan dengan balk dan lancar. LeTter of Comfort seperti yaug telah penulis 

uraikan sebelumnya direrbitkan oleb pihak yang berweoang untak suatu tujuan. 

Letter of Comfort jup dapat diterbitkan olen pihak yang bersangkutan atau pihak 
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yang mewakili atau pihak ketiga dari pibak yang bersangkutan untuk suatu tujuan 

terrentlL Leiter of Comfort tentu saja disampakan dalam bentuk tertulis dalam 

bentuk sura! yang akan diberikan kepada pihak yang betSllllgkutan atau dengan 

bentuk lain seperti !IDdang-undang misalnya dengan nguan memberikan 

keamanan,. kepastian dan kenyamanan khususnya dalam mengadakan bisnis. 

Letter of Comfort bervariasi jenisnya dan diperuntukkan untuk tujuan yang 

bervariasi juga khususnya untuk hubungan bisnis. Letter of Comfort yang penulis 

babes dalam thesis ini merupakan Leiter of Comfort berbentuk surat yang 

ditujakan kepeda pihak kreditor dan Letter of Comfort tersebut dierbitkan oleh 

afiliasi dan atau pihak ketiga debitor dan bakan pibak debitor sendiri yang 

menerbitkan Letter of Comfort tersebut Letter of Comfort berbentuk sura! yang 

disampaikan tersebut menurut penulis merupakan sw-at pemyataan. Surat 

pemyataan tenJebut berisi janji-janji dari pihak yang menerbitkan. 

Sura! pemyataan seperti yang telah diuraiken sebelumnya merupunyai isi 

yang variasi. Letter of Comfort juga merupakan sura! pemyataan yang mernpunyai 

isi yang bervariasi, tetapi lebih mengkbususkan kepada janji. Janji mernpunyai 

definisi sebegai "ueapan yg menyalaken kesediaan dan kesanggupan untuk 

berbuat"", selain itu janji juga mempunyai definisi sebagai ''persetujuan antara 

dua pihak (masing-masing menyalaken kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat 

atau tidak betbuat sesuatu)", kemudian definisi lain dari janji adalab "syarat; 

ketentuan (term and condition)", "penundaan waktu (membayar dsb)", 

"penangguhan" 19
• Ja:nji bisa dapat diberikan secara lisan maupun tertulis 

tt Pusat Ballasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
http://pu~,dik.nas;.oo.idfkbbiJindex_pbp. tanggal t8 November 2008. 

19 Ibid., 
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walaupun yang tertulis yang ditandatagangi oleh pihak yang beljanji mempunyai 

kekuatan bulrum lebib kuat. 

Letter ajComfort menurut penulis lebib cocok denga definisi janji yang berarti 

"ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untak berl>uat'.zo yang 

asalnya hanya dari I (satu) pihak. Berdastakan hal tersebut menurut penulis Letter 

of Comfort merupakan janji satu pihak yang sifatnya adalab pemyataan kepada 

pibak lain untak suatu tujuan tertentu yang dalam thesis ini untak tuj uan jaminan 

dalam perjanjian kredit perbankan. 

Jani da!arn Letter of Comfort ini merupakan janji yang isinya dapa! berbentuk 

pemyatoan babwa segala hal yang diperlukan dalam rangka texpenuhinya suatu 

tujuan. Letter of Comfortlayaknya surat pemyataan berisi rentang keterangan dan 

infonnasi dari pibak yang menerbitkan, tapi juga bersifat janji kepada pihak lain, 

babwa pihak yang menerbitkan ukan melaksanakan suatu kewajiban sebubungan 

dengan adanya suatu kegiatan misal peljanjian kredit atau peljanjian bisnis 

laiunya. 

Bentak Letter of Comfort sepanjang penelitian dan pcngetabuan penulis 

ben!uknya tidak reba! atau berlembar-lemhar, melainkan hanya satu atau dua 

lembar. lsi dari Letter of Comfort tepat, padat dan singkat dan ditandatangani oleh 

pihak yang menerbitkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ber!aku dan apabila diingiukan oleh pihak yang berkepentingan, maka Letter of 

Comfort dapat dibuat dengan akta orentik atau dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang yang dalarn hal ini adalab notaries, sebingga mempunyai kekuatan 

hulrum yang lebih kuat dari sural pemyataan yang hanya dibuat dlbawab tangan. 

20 Ibid., 
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Maksud dari tujuan tertentu pada isi dari Letter of Comfort khususnya masalah 

janji untuk hal-hal tertentu ialah Letter of Comfort hanya diterbitkan untuk I (satu) 

kegiatan,apabila ada kegiatan lain yang membutuhkan Letter of Comfort, maka 

akan diterbitkan Letter of Comfort yang lain khusus untuk tujuan tersebut. Jadi 1 

(satu) Letter of Comfort hanya untuk satu tujuan dan satu kegiatan. Hal tersebut 

dilakukan supaya tidak ada tu.mpang tindih kewajiban pihak yang menerbitkan 

Letter of Comfort terse but. 

Salah satu kegiatan bisnis yang Ielah dipublikasikan dan berhubungan dengan 

penerbitan Leller of Comfort adalah proses tender PT. Bank Centra Asia (Persero), 

Thk, dengan kronologis sebagai berikut ?1 

Penjualan 51% (lima puluh satu persen) saham Bank Central Asia (BCA) 
dalam perjalanannya temyata masih banyak menyimpan pertanyaan. Pada 
banyak kesempatan, dibuat aturan-aturan yang seakan-akan dilunakkan untuk 
memberi kesempatan lebih banyak kepada para penawar.Dimulai dengan 
permintaan jadwal uji tunt:as (due diligence) yang konon dirninta oleh salah 
satu konsorsiurn asing. Padahal, saat itu kedelapan short listed investors 
(investor terseleksi) lainnya telah siap dengan batas waktu yang ditetapkan. 
Konsorsium tersebut juga mendapatkan keistimewaan dalarn mendapatkan 
data-data BCA, termasuk surat-menyurat BCA kepada Menteri Keuangan 
yang sebenamya tidak diberikan kepada calon investor lain. 
Sebelum melengk:api dokumen, para penawar juga diminta menandatangani 
letter of comfort, tanda kesediaan dari para pemegang saham untuk ikut 
bertanggungjawab jika pada suatu saat nanti BCA kekurangan likuiditas. 
Menurut sumber di BI, Konsorsium Standart Chartered (Stanchart) pada 
awalnya keberatan menandatanganinya. "Akan tetapi, setelah dijelaskan 
bahwa klausul letter of comfort ini merupakan usulan dari Bank Sentral d.i 
Inggris sendiri, barulah mereka mengerti," ujamya 
Letter of comfort ini sebenarnya hanyalah merupakan pertanda kesanggupan 
yang tidak mengikat secara hukurn. Tidak ada sanksi hukum apa-apa yang 
akan diterima penandatangan, jika suatu hari nanti dia mengingk:ari 
kesanggupannya. 
Menurut BI, sanksi yang akan dijatuhkan jika ada pihak yang cidera janji 
terhadap letter of comfort antara lain adalah masuk Daftar Orang Tercela 
(DOT) yang tidak dapat lagi mengoperasikan di Indonesia. 
Pertanyaan yang muncul adalah apakah BI tidak juga belajar dari pengalaman 
masa lalu ketika para pemilik bank lepas tangan setelah semena-mena 

21 lwan Setiawan, QQ., Cit 
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memberikan kredit kepada grup sendiri dan sebagian kabur dari tanggung 
jawabnya sebagai pemilik saham bank. 
Mengape BI tidak mengambil langkah rnengikat para calon pemilik bank 
dengan pe!janjian yang lebih mengikat dengan sanksi hukurn yang jelas 
seperti letter of undertaking? 
Surnber-surnber di Bl mengatakan, masuk daftar DOT merupekan hnknrnan 
yang berat bagi pengnsaha. Selain itu. temyata stamiar ttansaksi perbankan 
yang direkomendasikan Basle Committe dari Bank oflntemational Settlement 
(BIS) juga banya menggnnakan letter of comfort, bukan letter of undertafcing 
yang lebih berat ikatannya. 

Berdasarkan kmoologis tersebut diatas Letter of Comfort yang diterbitkun oleh 

pihak yang bersangkutaa sifatnya adalah janji, tetapi tidak berus dipenuhi karena 

pertanggungjawabannya bersifat moral. Letter of Comfort yang diterbitkan 

berdasarkan kmnoligis tersebut diatas juga merupakan pe!janjian 1 (saru) pihak, 

bukan dua pihak atau lebih dan bentuknya menurut penulis adalah surnt pemyataaa. 

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya isi dari Letter of Comfort adalah janji 

yang memberikan kenyamanan, kenmanan dan kepastian suapaya ttansaksi atau 

kegiatan bisnis dapat berjalan denga lancar. 

Berdasarkan uraian tersebu~ maka Letter of Comfort dapat digolongkao 

sebagai sural pemyataao yang berbentuk janji kepada pihak yang berkepentingan a tau 

pihak yang menerima Letter of Comfort te~ Janji dalam bentuk Letter of Comfort 

sebaiknya dituaogkan secara tertulis dan wajib dibuat secara otemik atau dibuat 

dihadapao notaris atau setidaknya dilegalisasi (warkeming) oleh notaris sehingga 

mempunyai kekuatan hukurn yang lebih kuat dari pada dihuat dibawah tangao. 

Apabila terjadi pelanggaean atau wanprestasi (default) terbadap janji dalam Lefler qf 

Comfort, maka sanksi yang dapat diberikan tidak secara materiil, tetapi sifat 

pertanggungjawabannya hanya bersifat moriil. 

Leiter of Comfort tidak ada pengaturannya dalam peraturnn perundang-

undangun di Indonesia, tetapi banyak digonakan untuk kepentingan bisnis. Letter of 

Conifort yang digunakao untok kepentingan bisnis biasanya adalah surat pemy-d!aan 
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yang berhubungan dengan surat pemyataan berbentuk janji penjamiuan alas bisnis 

tersebut baik dikeluarkan oleh pihak yang bersangkntan sendiri, pihak atiliasi dan atau 

pihak ketiga yang bersangkntan. Jadi Letter of Comfort merupakan sural pemyataan 

yang diterbitkan oieh pihak yang bersangkutan yang berbentuk janji kepada pihak 

yang berkepentingan daJam suatu kegiatan bisnis. 
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LETTER OF COMFORTSEBAGAI .JAMINAN 

DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 

A. Pengertian dan Jenis Kredit 

Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhl kebutuhannya dan kebutuhan 

manusia yang beraneka ragam selalu meningkat, sedangkan kemampuan ntuk 

mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Untuk memenuhi basrat dan cita­

citanya dalam hal meningkatkan usahanya atau meningkatkan daya guna sesuatu 

barang. ia memerluken bantuan dalam bantuk permodalan. Salah satu bantuan dapat 

diperoleh pada suatu lembaga keuangan khususnya bank maupun lembaga keuangan 

lahmya yang memberikan fasilitas permndalan. Bantuan dari bank maupun lembaga 

keuangan ini dalam bentuk tambaban modal ini sering disebut dengan kreclit 

Dalam pengertian sehari-hari pengertian "kreclit" sering diartikan dengan 

''pinjaman uang;,. Seorang pedagang yang ingin mencari pinjaman uang akan 

mengatukan bahwa ia aken meneari kreclit. Namun demikian di Indonesia istilah 

kreclit sudah dikenal oleb masyarakat secarn luas dan sudah populer dalam abad ke 20 

{dua puluh) ini walapun kata "kredit" tersebut tidak terclapat dalam Kitab Undang­

undang Hukurn Perdata (KUHPerdata). 

lstilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Credere" yang benuti 

kepereayaan (trust or faith). Oleh kerena itu dasar dari kreclit ialah kepercaydall. 

Seseerang atau badan hukurn yang memberikan kredit {kreclitur) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sangup memenuhi segala sesuatu 

yang telah dijaujikau dan apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang ataujasa 1 

1 Thomas Su:yatn~ Dasar-Dasar Perkrr:ditan. Edlsi Kedua, Jakarta: 1991.1 hat. 13 
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Dengan diterimanya kontraprestasi (balas prestasi) pada masa yang akan 

datang, maka jelas tergarnbar bahwa kredit dalam pengertian ekonomi adalah 

penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalarn bentuk 

uang maupun jasa. Kita dapat melihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utarna 

yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi. 

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti pihak kesatu memberikan 

prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan 

kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Kredit 

berfungsi koperatif antara si pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). 

Keduanya, yaitu debitur dan kreditur salng menarik keuntuogan dan mengambil 

resiko. Singkatnya kredt dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen 

kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa yang akan datang. 

Bagi masyarakat Indonesia istilah kredit ini sudah tidak asing di desa maupun 

di kota dan prakreknya sudah dilaksanakan secara luas. Hal ini mendorong para 

konseptor Undang-undang Perbankan untuk memasukkan sebagai istilah resmi dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang Ielah diubah oleh 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian kredit yang tercantum dalarn UU 

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut diatur dalam pasall ayat 12 yang berisi 

sebagai berikut : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam urituk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian 
basil keuntungan. 
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Sedangkan Levy merumuskan arti hukum dsri istilah kredit adalah sebagai 

berikut: 

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas 
oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu 
untuk keuntungannnya dengan kewajiban mengembalikanjundah pinjaman itu 
dibelakang hari. 2 

Berdasarkan rumusan tersebut di atas ukursn yang dipergunakan oleh Levy 

untuk kepercayaan itu adalah kemampuan ekonomi si debitur, dimana la:editur 

percaya meminjamkan uang kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya 

kemampaannya untuk mengembalikan pinjaman itu di belakang hari. Mengapa dalam 

praktek perla:editan justrn uang yang kita sering jumpai. Dewasa ini kehidupan 

ekonomi modem adaleh prestasi uang, maka ll:ansaksi kredit menyangknt uang 

sebagal ala! kredit. Uang dalam ll:ansaksi kedit lebih mudah atau lancar dalam 

pelaksanaaku kredit jika dibandingkan dengan barang dan jasa, terutama untuk 

mengakur pembayaran dikemudian hsri dan jalannya ll:ansaksi kredit semakin 

diper!ancar dengan adanya ukuran yang tepat mengenai berapa yang akan diterima 

oleh la:editur dan berapa yang harus dibayar oleh debitur pada masa yang akan datang 

itu. 

Bank yang berpedoman hanya untuk memperoleb basil yang setinggi-

tingginya dsri uang yang dipinjamkan tanpa mempersoalkan penanggungan kredit 

yang diberikan disebut pemberian kredi berlandaskan privat ekonomi. Pertimbangan 

utama. baginya ialah pinjaman pokok bcrsama tingkat bunga yang tingi, tepat pada 

waktunya dibayar kembali. 

Perilaku lainnya inlah pemberian la:edit berdasarkan sosial ekonomi jika 

penilaian kredit dipusatkan kepada fuktor-fuktor yang memungkinkan bukan hanya si 

2 Mariam Dams Badrulzaman. P?ljaniian Kredtt {Bandung: 1989), haL 21 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



48 

penerima kredit menikmati basil kred.it tersebut, tetapi juga masyarakat sekitamya. 

Bank dalam memberikan kredit bukan hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang 

sebesar-besamya,tetapi juga mernperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, 

sehingga menambah kemakmwan masyarakat. 

Kredit dapat diberikan berdasarkan asas kepercayaan, oleh karena itu, maka 

pemberian kredit merupakan pernberian kepercayaan dan ini berati suatu lembaga 

kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin babwa si penerima 

kredit akan mengembalikan pinjaman yang dterimanya sesuai dengan jangka waktu 

dan syarat-syarat yang telab disetujui oleh para pihak. Jadi dapat dikatakan babwa 

suatu Jembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya 

kalau tidak ada keyakinan. 

Dengan demikian dapat terlihat bahwa unsur yang terdapat dalam kredit 

adalah sebagai berikut :3 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikan baik dalarn bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya 

kern bali dalam jangka waktu tertentu si masa yang akan datang. 

2. Waktu, yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberi prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterimanya pada rnasa yang akan datang. Dalam unsur 

ini terkandung pengertian bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilanya dari 

uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

3. Degree of risk (tingkatan resiko), yaitu suatu tingkatan resiko yang akan dihadapi 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi 

prestasi dengan kontraprestasi yang ak:an diterimanya dikemudian hari, karena 

masih selalu terdapat ketidaktentuan yang tidak dapat diperhituugkan, maka 

3 Ibid., hal. 22 
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semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkatan resikonya dan 

timbulah jaminan da!am pemberian kredit. 

4. Prestasi adalah objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dalam bentuk barang atau jasa, karena kehidupan ekonomi modem sekarang 

ini didasarkan kepada uang, maka tr.msaksi-transaksi kredit dalarn praktek 

prekreditan sering menyangkut uang. 

Kredit dimohonkan dan digunakan oleh piliak yang membutubkannya untuk 

memenuhi kebutoban hidupnya, yaitu untuk modal kerja dan modal kehidupan sehari­

bari. Modal tersebut bentuknya adalah dana segar yang diperoleb dari lembaga 

keuangan dan bank. Cara memperoleh dana tersebut melalui kegiatan pinjarn­

meminjarn antara pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dan pihak peminjam (Debitur). 

Kegiatan pinjarn-memiqjam tersebut dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian 

antara Kreditur dan Debitur. Pe!janjian antara Kreditur dan Debitur ini disebut dengan 

Perjanjian Kredit. 

Pepatah yang mengatakan bahwa untuk menjadi sukses, orang harus berani 

berhutang (mengarebil kredit). Terlepas apakah pepatah ini benar atau keliru, tapi 

layak juga untuk dibahas berbagal kemungkinannya dalarn pranata hukum. 4 

Setiep kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima 

kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk pe!janjian yaitu petjanjian 

kredit. Peljanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit 

sendiri berakar pada pe!janjian pinjarn meminjam sebagaimana yang diatur dalarn 

Pasal 1754 KUHPerdata. Nah dalarn pembuatan pe!janjian kredit barus dilihat dan 

'MWlir Fuady, Hukum PerlcreditM Kontemporer. (Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, 2002). hal. J 8 
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dipahami tontang >'Yam! sahnya porjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

yaitu' 

I. Para pihak telah sepakat untuk membuat peijanjian. 

2. Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian. 

3. Ada hal tertentu yang dipeijanjikan 

4. Dan peijanjian tersebut didasarkan pada sebab yang balal. 

Peijanjian kredit mempunyal fimgsi yang ponting balk bagi kreditur maupun bagi 

debitur antara laln6 

I. Berfimgsi sebagal peijanjian pokok. 

2. Berfimgsi sebagal alat bukti mengenal batasan bak antara kreditur dan debitur. 

3. Berfimgsi sebagal a! at monitoring kredit. 

Perjanjian kredit balk yang diadakan oleh lembaga porbankan maupun lembags 

pembiayaan lalnnya dalam prakteknya mernpunyai 2 bentuk7 

1. Perjanjian dalarn bentuk Akra Bawab Tangan (diatur dalarn Pasal 1874 

KUHPerdata). 

Akra babwa tangan mempunyal kekuatan huknm pombuktian apabila tanda 

tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatanganinya. Supaya 

akta bawab tangan tidak mudab dibantab maka diperlakan legalisasi oleh Notaris 

yang berakibat akta bawab Iangan tersebut mempunyal kekuatan pombuktian 

seperti akta otentik. 

2. Perjanjian dalarn bentuk Akta Otentik (diatur dalarn Pasal 1868 KUHPerdata) 

Akta otentik mempunyal kekuatan pombuktian yang sempurna yang artinya akta 

s llllil. .• 

6 Mariam Darus. QQ,,,Cll. bal. 43 

11Ji!Q., 
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otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki 

keabsaban tanda tangan dari para pihak. 

Ketentuan tentang berakhimya peljanjian kredit, mengacu pada Pasal 1381 

KUHPerdata dan berbagai praktek hukum lainnya yang timbul dalam hal pengakhinm 

peljanjian kredit. Hal ini dilakukan melalui :' 

1. Pembayaran. 

2. Subrograsi (Pasal l400KUHPerdata}; peuggantuan hak-hak kreditur oleh pihak 

ketiga yang membayar utang. 

3. Pembaruan utang/novasi (pasall413 KUHPerdata). 

4. Peljumpeang utang/kompensasi (pasall425 KUHPerdata) 

B- Jenis-Jenis Kredit 

l. Jenis-jenis kredit pcrbankan untuk masyarakal. 

Jenis kredit ini dapat dilihat dari berbagul sudut, yang akan diuralkan sebagai 

berikut: 9 

a. Kredit dilihat dari segi tujuannya. 

l) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperoleh atau membe!i barang-barang dan kebutuhan lainnya yang 

bersifat konsumtif. 

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

membeli berang-berang untuk dijunllagi. 

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 

s Jbid., 

.., Dahlan Siamat, Manaiemen Lembaga Keuangav, {Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, t 999). hal. 108 
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I) Kredit jangka pendek, yaitu yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) 

tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman 

musiman yang berjangka waktu 1ebih dari 1 (satu) tahun. 

2) Kreditjangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara I (satu) 

sampai 3 (tiga) tahun, kecuai kredit untuk tanaman musiman. 

3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

(tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya ada1ah kredit 

investasi yang bertujuan menambah permoda1an perusahaan da1am rangka 

untuk me1aksanakan rehabilitasi ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek 

baru. 

c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya 

1) Kredit tanpa jaminan. yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam batas 

waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan diberikan 

tanpa jaminan kepada debitur. 

2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur kepada 

debitur dengan jangka waktu yang disepakati antara debitur dan kreditur 

dengan pemberian jaminan dari debitur kepada kredittll'". 

d. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. 

l} Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan 

o1eh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja perusahaan, sebingga dapat berjahm dengan lancar. 

2) Kredit investasi, yaitu kredit jangka waktu menengah atau panjang yang 

diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melaksanakan 

investasi atau penanaman modal. 

2. Kredit untuk pengusaha glongan ekonomi lemah 
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a. Kredit canda kulak, kredit modal ke!ja jangka pendek dengan jangka wakru 

maksimum 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada pcdagang kecil atau baku! di 

pasar~pasar untuk memperlancar usahanya. 

b. Kredit mini adalab kredit yang diberikan kepada golongan pengnsaba kecil 

dipedesaan, misalnya petani, pcdagang, pengrajin dan nelayan serta buruh­

buruheya. 

c. Kredit midi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang 

semala usabanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutabkan modal 

yang lebih besar karena perkembangan usahanya. 

d. Kredit investasi kecil atau kredit modal keJja pennanen. 

C. Fungsi danTujuan Kredit 

Bank dan lembaga keuangan lainnya yang bergemk dalam bisnis pemberian 

kredit dalam berbagai macam bentaknya memegang peranan penting didalam 

kehidupan pereknomian yang modem. Usaha pekok bank dan lembaga keuangan 

lainnya yang bergerak dahuu bisnis pemberian kredit adalah memberikan kredit. 

Terutama kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas d\ 

segala bidang kehldupan khususnya di bidaug eknnomi. 

Fungsi kredit dalam kehidupan perelronomian dan perdagangan antara lain 

sebagai berikut : 

I. Kredit pada hakiketnya dapat meningkatkan daya guna uang. Para pemilik nang 

atau modal dapat menyimpan uangnya kepada lembaga-lembaga keuangan dan 

panyimpan dapat seeara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha 

yang memerlukan untak meningkatkan produksi atru untak meningkatkan 

usahanya. 
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2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uaug. Kredit yang disalurkan 

melalui rekeuing giro dapat menciptakan pembayaran bam, seperti cek, giro, 

bilyet dan wesel akan dapat meningkatkan peredaran uang giral sedangkan kredit 

perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meuingkatkan peredaran uang 

giral, sedangkan kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula 

meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga lalu !iotas uang akan berkembang. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna peredaran barang. Dengan mendapat kredit, 

para pemgusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehlngga daya 

guna barang tersebut menjadi meuingkat. 

4. Kredit sebagai salah satu alai stabilitas ekonomi. 

5. Kredit dapat meuingkatkan kegairahan dalam berusaba atau berbisnis. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

7. Kredit sebegai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam 

jenis jasa dalam bentuk penyedi!lllll, penyimpanan, pengiriman dan jasa-jasa lain 

dalam bidang keuaugan. Jasa dalam bidang keuangan tcrsebut antaralaiu memberikan 

pinjaman, mengedarkan mata nang, pengawasan terhadap mala uang, bertindak 

sebagai tempat penyimpanan, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain. Bank 

sebagai lembega keuaugan menjual kepercayaan {kredit) dan jasa. Bank dalam 

bisnisnya memberikan pinjaman atau kredit memperoleh bun~ komisi atau provisi 

dari penjualan kredit dan pemberian jasa tersebut. 

Selanjutnya bank dilihat sebgai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber 

daya yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat, maka 

dalam membahas tujuan kredit kita tidak dapat melepaskan dirti dari falsafah yang 

dianut oleh negara kita, yaitu Pancasila. 
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Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. maka bank hanya 

beleh akan meneruskan simpanan masyarnkat kepada nasabehnya dalam bentuk 

kredit, jika nasabah yang ·meoerima kredit itu mampu meogembalikan kredit yang 

telah diterimanya, sehlngga unsur keamanan dan keuntungan saling berkaitan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bank bemsaha untuk meoarik sebanyak 

mungkin nasabah-nasabah barn, mempetbesar dana-dananya dan juga mempeibesar 

pemberian kredit dan bisnis lahmya dalam bidaog keuangan. Bank juga memegang 

peranan peuting dalam pembangunan, yaitu sebagai agent of development atau 

"pelak"ana pembangunan", yaitu bertugas mensukseskan program pemerintab dalam 

pembangunan sesuai dengan Pancasila yang merupakan falsafuh negara kita dengan 

cam meoingkatkan taraf hidup masyarakst untuk mencapai masyarnkat adi! dan 

makmur. 

D. Penyelesaian dan Penyelamatan Transaksi Kredit Bennasalah 

Pada umumnya perkreditan dipandang mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi bank. Karena kredit merupakan bagian kekayaan bank yang menjadi 

sumber penghasilan yang ubana, namWl demkian di lain pihak kreditur juga 

merupakan bagian kekayaan yang senantiasa mengandung risiko besar, sebingga 

beberllpa bauk menyebutkan sebugai "Risk Assef'. 

Sebagai usaba untuk mengunmgi ataupun kalau dapat mengbilangkan sama 

sekali risiko atas pemberian kredit diperlukan adanya penilaian terhadap suatu 

pemberian kredit. Penilaian pemberian kredit barus didahulukan dengan teliti dlUl 

seksama yang seuantiasa dilandasi oleh nilai-nilai sebagai berikut : 

1. Aman, yaitu kredit tersebut mempunyai kepastian dapat diterima kembali 

pembayaran atau pelunasannya secara tertib. Dalam kaitan ini sumber peJilllasan 

kredit terutama diharapkan dari dana yang dapat dibimpun oleh nasabah karena 
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keberhasilan usaha yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan dan bukan dari 

hasillikuidasi jaminan. 

2. T erarah, yaitu kredit yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sejalan 

dengan kebijaksaoaan pemberian kredit yang telah ditetapkan termasuk 

kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Menghasilkan, yaitu kredit yang diberikan terse but dapat memberikan penghasilan 

bagi bauk untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, selllngga 

kelangsungan bidup bauk terjamin ataupun sekurang-kurangnya dapet mencegah 

alau memperkecil terjadinya resiko kemgian apabila bel tersebut menyangkut 

kredit penyelamatan. 

4. Pelengkap, yaitn kredit yang diberikan tersebut sebegai pelengkap atau tarnbahan 

modal yang diperlukan oleh nasabah untuk menjalaukan usaha atau proyeknya. 

Nasabab dalam hal ini harus menyertakan self financing dalam membiayai usaha 

atau proyek tersebut. 

5. Dikenal, yaitu kredit hanya dapat diberikan kepada nasahab debitur dan usaha 

yang telab dikenal baik oleh bauk. 

Seperti telah diuraikan di atas dalam setiap pemberian kredit oleh bauk kepada 

nasabah debitur. maka didalamnya mengandung resiko, yaitu resik:o kemacetan. 

Resiko kemacetan tersebut dapat timbul apabila debitur tiduk mempunyai lagi 

kemauan dan kemampuan dalam melunasi kreditnya. 

Ditinjau dari segi kernampuan nasabah sehubungan dengan kewajiban 

pembeyaran utang pokok dan bwtga atau yang disebut kolektibilitas, maka debitur 

dapat dibedukan menjadi 4 (empat) golongan lancar, knrang laocar, diragukan dan 

mace!. Tiduk mengembalikan pinjaman dalam suatu pe~anjian kredil; dalam praktek 

sering diistilahkan dengan kemacetan kredit atau kredit macet. Pada umumnya 
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berbagai filktor yang menyebabkan kredit mace! adalah bisa karena faktor intern dapat 

pula faktor ekstem. Faktor intern karena manajemen pengelolaan dana perusahaan 

yang bersangkutan kurang baik, sedangkan faktor ekstern karena alcibat kondisi 

perekonomian yang kurang baik oleb persaingan dunia usaha yang sangat tajarn. 

Pengertian kelalaian atau wanprestasi ialah apahila si berutang (debitur) tidak 

melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 

(em pat) macam, yaitu : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggnpi akan dilakukannya. 

2. Melakakan ape yang dijanjiksn, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 

3. Melakukan ape yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleb dilakukannya. 

Dalam pmktek wanprestasi disini disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur 

untuk melaksanakan kewajibannya dalam peljanjian sesuai jadwal waktu yang telah 

disepakati bersama. Debitur yang telah dikategorikan dir.ognksn dan macet per!u 

perhatian khusus dari pibak bank. Mesalah yang dihadapi bagaimana kondisi 

perusabaan yang kim-kira dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bank untuk 

menyelarnatkan serta tindakan penyelarnatan apa yang bermanfaat untuk diambiL 

Penyelematan dan penyebatan kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam 

rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali atau pelunasan !credit dan 

scksligus meningkatkan kapasitas debitur dalarn memenuhi kewajibannya. 

Penyehatan dan penyelarnatan !credit dapat dilakakan dengan ca:ra : 

l. Penjadwalan kembali (Rescheduling) 

Perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau 

jangka waktu termasuk masa tenggang untum !credit bermasalah yang mtmgkin 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan basarnya angsuran. Dengan perkataan 
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lain kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka wak-tu angsUI1lll, misalnya semula 

angsuran ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan. 

Penurunan jumlab setiap angsuran yang mengak:ibatkan petpanjangan jangka 

walctu kredit. 

2. Perubaban fasilitas (Restructuring) 

Perubaban struktur fasilitas kredit yang menyangkut ketentuan dan persyaratan 

antara lain penambaban dana dati bank dan atau konversi seluruh atau sebagian 

tunggakan bungs menjadi pokok pinjaman baru. 

3. Tindakan-tindakan Jain yang dipandang perlu oleh bank dalam melakuk;m 

penyebatan dalam penyelamatan kredi~ misalnya keikutsertaan dalam pengelolaan 

usaba (convertible bond), hapus buku (write off), bapus tagih (hair cult), 

pelelanganjaminan yang diberikan debitur dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya apabila usaba yang dilakukan oleb bank 

tersebut tidak berbasil atau tidak dupat menyelesaikan masalab daiam arti fasilitas 

kredit tersebut tetap dalam status mace!, maka upaya hukum yang wajib dilak:sanakan 

oleb piliak benk selaku kreditur adalab penyelesaian sengketa sesuai dengan 

perjanjian dan ketentuan persturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini 

adalab upaya terakhir dulam rangka mengerubalikan dana yang telall pinjanakan oleb 

bank karena debitur telah macet maupun wanprestasi. 

E. Pengertian dan Fungsi Jaminan 

Dalam kehidupan ini, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan hams 

bermasyarakat. Setiap masyarakat terdapat lapisan-lapisan yang tinbul dengan 

sendirinya maupun dengan sengaja disusWl untuk rnengejar suatu tujua.n bersama. 

Salah satu penyebab timhulnya lapisan-lapisan masyarakat dengan sendirinya adalah 

kepandaian dan bakat seseorang. Bagaimanapun petensiainya bakat seseorang at.au 
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golongan untuk maju dalam bidang usaba, lidak dapat dipisahkan dengan golongan 

Iaionya. 

Setiap masyarakat dimanapun berada, selalu terdapat suatu golongan 

masya:rakat yang mempunyai bakat dan kemauan kerns, tetapi kurang memiliki modal 

untuk dapat merealisasikan ciptaannya dan dilain pibak terdapat golongan yang 

mempunyai harta/modal melimpah. Untuk dapat mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya, maka golongan yang kurang memiliki modal akan mencari golongan 

yang memiliki modal, dimana pemilik modal akan membantu memiojamkan uang 

atau dengan Ireta lain memberikan krediL 

Dengan memperhatikan ka:rakter dan tingkah laku manusia di dalam lintas 

hnkmn, ada yang herkarnkter balk dan ada yang tidak balk, maka di dalam suatu 

peljanjian hutang piutang (kredit), biasanya pibak yang berpiutang (kreditur) tidak 

begitu saja parcaya bahwa pibak yang berhutang ( debitur) akan membayar lunas 

butangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, Karena ito para 

kreditur yang akan meminjamkan uangnya, selalu rneminta adanya janainan dari 

dabitur agar piutang dari kreditur dapat dilunasi tepat pada waktunya. 

Penyediaan janainan adalah hal yang terarnat peming dalam mendapat.kan 

pinjaman uang, baik dari perorangan, badan hukum lain maupun bank. Sebagaimana 

diketahui uang yang diberikan sebagai pinjaman oleh suatu bank kepada para 

nasababnya adalah uang yang berasal dari simpanan masya:rakat dengan kepercayaau 

bahwa uang tersebut akan diurus sebaik-baikeya dan pangembaliaunya kepada 

masya:rakat pasti te!jamin. Olab karena itu bank akan memberikan pinjaman kepada 

nasabah yang mau dan mampu mengemhalikan pinjaman yang telah diterimanya. 

Untuk memberikan pinjaman tentu bank ingin mengetahui kemampu.an dan 

kemau.an nasabah mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya, maka bank akan 
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menganalisa pennohonan krediL Faktor-faktor yang mempengaruhl bank dalam 

menilai si pemohon kredit (nasabah debitur) dikenal asas 5 (lima) C atau "Five C 's of 

Credit yang terdiri dati Character (watak), Capacity (kemampuan), Collateral 

(jenilnan) dan Condition of economy (prospek usaha), dengan adanya asas 5 C 

tersebut, maka akan memudahka.n bank dalam menganalisa permohonan kredit. 10 

Collateral atau jenilnan merupakan salah satu asas dati 5 C., yaitu barang­

barang yang diserahkan oleh penilnjarn ( debitur} sebagai jaminan terhadap kredit 

yang diterimanya. Hal ini ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Perbankan 

Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) yang menyebutkan "dalarn memberikan kredit, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan alas kemarnpuan dan kesauggupan debitur 

untuk me!UlUilli hutanguya sesnal dengan yang dipCijanjikan". Maksud dan pasal 8 

UU Perbankan , yaitu kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sebingga 

dalarn pelaksanaannya bank barus mernpernatikan asas·asas perkreditan yang sebaL 

Untuk mengurangi resiko tersebut,. jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan 

alas kemampean dan kesanggupan debitur dalarn me!UlUilli hutangnya sesuai dengnn 

yang diperjanjikan merupekan fuktor panting yang harus diperhatikan olah bank. 

Untuk memperolah kayakinan tersahut,. sebelum memberikan kredit, bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan 

prospek usaha dati debitur. Mengigat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan 

pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh 

keyakinan atas kemampnan debitur mengembalikan hutang; agunan dapat hanya 

berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 

Tanah kepemilikannya didasarkan pada hukwn ada!, yaitu tanab yang bukti 

kepemilikan berupa girik, petuk dan lain-lain yang S<tienis depat diganukan sebagai 
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agumm. Jadi salab satu fuktor dapat dikabulkan suatu peljanjian kredit adalab 

keharusan memberikan jaminan. 

Kata jamina:n berasal dari kata Jamm adalab kata yang sudab lazim kita dengar 

dan kita gunakan dalarn kehidupan sehari-hari. 11 Misalnya seorang pedagang 

mengatakan "Saya jamm barang dagangan saya mempunyai kualitas yang tinggi dan 

terbaik~~ atau Menteri Keunngan mengatakan "Indonesia akan terhlndar dari jatuhnya 

perekonomian yang telab melanda negara-negara Eropa dan Amerika dan 

perekenom.ian Indonesia akan tetap beljalan dengan balk". Hal ini juga dapat teljadi 

apabila kita membeli barang-barang lainnya, dimana para pedagang akan memharikan 

parnyataan-pemyataan yang sifatnya menjamm suatu barang tersebut adalab barang 

yang bagus, babkan ada yang memberikan kartu garansi dan hal-hal lainnya dalarn 

menjual banmg dagangan mereka, sehingga bayak konsumen yang membeli barang 

dagangan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sifat jamm atau penjaminan 

yang diberikan, hakeketnya adalab untak menguatkan atau meyakinkan ornng lain 

tentang keadaan sesuatu atau tentang pelaksanaan sesuatu yang berkaltan dengan kata 

Jaminan atau Jamin tersebut. 

Dalam makna yang kruang lebih sama, istilab Jaminan inipun sudah sangst 

biasa behkan begian yang tidak terpisabkan dalam kegiatan perbeakan khususnya 

dalam bidang pemberian kredit. Kegiatan pemberian kredit oleh instansi-instansi yang 

diatur oleh persturan perundang-undangan (Bank dan Lembaga Pembiayaan) dalam 

memberikan kredit akan meminta jaminan sebagai pengamanan pengembalian kredit 

tersebut, walaupun pada saat ini sudab ada produk pemberian kredit oleh perbankan 

yang tidak membutuhkan jamman seperti produk kartu kredit dan kredit tanpa agunan. 

Selaln hal tersebut pemberian janlinan sangat diperlukan untak meyakinkan Kreditur 

11 R Subekti, !~Yflimm-Jamimm Pemberian Kredlt menurut Hukum Indonesia. {Bandung : PT. Citra 
Aditya Balct~ 1989~ hal. 17 
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bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dari Debitur sesuai dengan 

peijanjian dan apabila Debitur tidak mengembalikan atau gaga! atau cidera janji 

(default), maka barang jaminan alau Penjamin akan dildaim untuk membayar hutang 

Debitur tersebut. 

Kamus perbankan memberikan arti jaminan yaitu "Kekayaan atau 

kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang..,. 12
• 

Sedangkan tujuan suatu jaminan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 14 

Tahun 1967 yang menga!akan "Bahwa jaminan itu bertujuan untuk pelunasan 

kewajiban-kewajibao Debitur kepada Bank» bahkao fungsi jaminan lebih ditegaskao 

dalam Surat Edarao Bank Indoneaia No. SE. 41248/UPPK/PK yang menga!akan 

Fungsi dari pada jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan 
kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan barang-barang jaminan 
tersebut bilamana Debitur cidera jaoji tidak membayar kembali hutangnya 
pada waktu yang telah ditetapkan pada peijaojian. Agar Bank dapat 
melaksanakan hak dan kekuasaannya alas barang jarninan termaksud, maka 
perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridis formil alas banang 
jaminan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku. 

Berdasaikan ketentuan tersebut di alas sudah cukup menjelaskan tentang arti dan 

maksud suatu jaminan, yaltu untuk melunasi hutang-hutang Debitur. Agar Kreditur 

dapat meluksanakan haknya alas barang jaminan dan memberikan kepastian 

kepadanya akan pelaksanaan haknya itu, maka Kreditur harus terlebih dahulu 

nmengadakan pengikatan perjanjian yuridis formil alas benda-benda yang dijamiukan. 

Kam ')aminan" sering dihubungkan dengan adanya suatu hulang. Jika seorang 

berbutang akan memberikan harta yang dimilikinya sebagal jaminan bahwa ia akao 

mengernbalikan apa yang dipeljanjikannya di masa yang akan datang. Jadi pemberian 

jaminan berfungsi nntuk memberikan hak dan keknasaan kepada kreditur atau bank 

12 Kamus Perbankan. disusun oleb Tim Kamus Perbankan Indonesia, Penerbit Dan Tahun tidak 
diketahui 
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untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang diserahkan 

Debitur bilarnana Debitur mengalami cidera janji (wanprestasi/dafault) dan tidak 

membayar kembali pinjarnan pada saat jatuh waktunya peljanjian." 

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan asas umum hak seorang kreditur 

terbadap Debitur yang era! kaitannya dengan masalab jaminan, yaitu : 

"Segala kebendaan si Debitur, balk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 
balk yang sudah ada, maupun yang haru akan ada di kemudian bari, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan". 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengandung arti bahwa selnrub kekayaan 

Debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dapat dijadikan pelunasan bagi 

Kreditur. Kelentuan KUHPerdata mengatur tentang bak dan kedudukan setiap 

kreditur dalam suatu peljanjian kredit apahila Debitur mempunyai hutang lebih dari 

satu Kreditur. Ketentuan yang mengatur tersebut adalah Pasal 1132 KUHPerdata yang 

menyatakan 

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditumya 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu 
menurut besa.r kecilnya piutang masing-masing~ kecuali apabila antara kreditur itu 
ada alasan-alasan yang sab untuk didahulukan". 

Karena setiap kreditur mernpunyai bak dan kedudukan yang sama terbadap 

kekayaan Debitur yang merupakan jaminan atas perikatannya, maka ada 

kemungkinan dalam membagikan basil-basil penjualan harta kekayaan Debitur teljadi 

bentrokan diantara para Kreditur satu sama lain. Atau Debitur menganak-emaskan 

seorang atau beberapa onmg kreditur yang lain. atau kemungkinan lain dimana 

13 Rasjim Wiraatmadja, Pengikatan Jaminan Kr-edit Pe~ (Jakarta : Kantor Advokat Rasjiru W, 
SH, 19891 hal. 10. 
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Debitur akan berupaya untuk menyembunyikan harta bendanya sendiri, sehlngga 

Kreditur tidak memperoleh apa-apa14 dati pengembalian kredit tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas salab satu atau beberapa Kreditur dati se!uruh 

Kreditur yang dimana Debitur berhutang berusaba menempatkan posisinya menjadi 

Kreditur yang harus didabulukan dati Kreditur lainnya (Kreditur preferent yang 

merupakan lawan dari Kreditur koukurent), misa!nye dengan jaminan bernpa Gadai, 

Hak Tanggnngan dan Fidusia. 

Sepintas tampaknya perlindnngan yang diherikan oleh kedua pasal dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata tersebut (1131 dan 1132) sudab cukup bugus, tetapi 

kenyataannya jaminan yang demikian tidal<: memuaskan hegi kreditur, kurang 

menbubulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, oleh karena barta 

kekayaaan debitur tidaklab berlaku hanya baginya saja, melainkan juga sebagai 

jaminan kreditur-kreditur lainnya. Kernungkinan yang akan tetjadi, babwa piutang 

dati si kreditur akan terlunasi seluruhnya. Oleh karena itu hak jaminan yang bersifat 

preferent perlu bagi kreditur, maksudnya kreditur yang hersangkutan didabulukan dari 

kreditur-kreditur lainnya dalara perolehan basil penjualan herta kekayaan si debitur.lS 

Namun orang sering mernsa tidak puas dengan jaminan secara umum ini~ oleh 

karenanya kreditur meminta supaya >-uatu henda tersebut dapat dijadikan jaminan 

yang diikat secara yuridis. Dengan perkataan lain kreditur memint:a adanya jaminan 

yang dikbususkan baginya baik yang hersifut kebendaan maupun perorangan. Dengan 

demikian apabila debitur tidak menepati janji atau kewajibannya, maka kreditur dapat 

dengan pasti dan mudab melaksanakan haknya terhadap debitur, dengan mendapat 

kedudukan lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya. 

r4 Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum kepailfttm Dan Penundaan PembaYaran. (Yogyakarta: Seksi 
Hulrum DagangFakultas UGM, 1981) bal. 3 dan 4. 
15 A. Hamzah, Senjun Manuilang, ~ Fidusia dan Penernpannva di Indonesia. (Jakarta : Ind Hill 
Co. 1987). HaL 13 
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Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya petjanjian yang khusus 

diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat 

kebendaan atau pun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan perorangan adalab 

selain suatu peljanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, 

yang menjamin dipenuhlnya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur), sedangkan 

pemberian jarninan dan menyediakannya gana pemenuhan (pembayaran) kewajiban 

(hutang) seorang debitur. 

Dengan demikian deri ketentnan pasal-pasal kiranya para abli hukum telah 

sependapat babwa pengertian jaminan adalab menjamin dipenuhlnya kewajiban yang 

dapat dinilai dengan nang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal pemberian 

kredit dalarn dunia perbankan, jaminan berfungsi untuk melancarkan dan 

mengamankan pemberian kredit, oleh karena itu jarninan yang ideal adalab16 
: 

L Jaminan yang dapat secara mudab membantu perolchan kredit itu oleh pihak yang 

rnernerlukannya. 

2. Jaminan yang tidak melemabkan potensi (kekuatan) si pencan kredit untuk 

melekukan (meneruskan) usabanya. 

3. Jarninan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti babwa 

l,arang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, hila perlu dapat mudab 

diuangkan untuk melunasi hutangnya. 

Secara umum dapat dinyatakan kegnnaan jaminan terutama dalam praktek 

perbankan ada lab sebagai berikut 11
: 

L Memberikan bek dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan deri 

basil penjualan l,arang-barangjaminan tersebut, apabila nasabab melakukan cidern 

16 R. Subekti, Qn.Q!, {Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal. 19 
17 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perlo:editan. (Jakarta.: Gramedia.. 1992), haL 81 
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janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telab ditetapkan 

dalam perjanjian. 

2. Menjamin agar nasabab berperan serta didalam transaksi untuk membiayai 

usahany~ sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya 

dengan merugikan diri sendiri atau perusabaannya, dapat dicegab atau sekurang­

kurangnya kemungkinan nntuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya. 

3. Jaminan yang memberikan dnrongan kepada Debitur untuk mernenuhi peljanjian 

kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syamt-syarat 

yang telnh disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telab dijaminkan 

kepada bauk. 

F. Maksud dan Tujuan Jaminan 

Pada umuninya, dalam pergaulan hidup bermasayarakat orang sering 

mengadakan suatu petjanjian I persetujnan tertentu. Bila masyarnkat melakukan 

perjanjian utang piutang dimaan seseorang dikenal baik oleh kreditur biasanya 

kreditur akan memberikan pinjaman hanya berdasarkan kepercayaan tanpa petjanjian 

tertulis dan maminta jaminan. Tetapi pada masa sekarang ini, hal seperti itu sukar 

dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu membuat petjanjian 

kelibatannya semuanya akan berjalan dengan lancar sebagaimana diharapkan semula 

Tetapi kesulitan-kesulitan baru timbul pada saat orang tersebut dituntut untuk 

melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. 

Jaminan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalarn 

mempertimbangkan suatu permohonan kredit, yang tujuanuya adalah untuk 

menambah kepastian yang diberikan benar-benar terjarnin pengembaliannya dengan 

banmg-barang yang diserabkan oleh nasahah, jika kemudian hati tidak terselesaikan 

sebagaimana mestinya. 
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Walaupun sudah ada ketentuan dalam pasalll31 dan pasalll32 KUHPerdata, 

ruunun seorang kreditur yang berpengalaman alran memperhitungkan scgala 

kemungkinan, selalu berpegang teguh pada "The Five C's ofCredif', yaitu character, 

capability atau capacity, capital, collateral dan condition dengan demikian ia selalu 

memperkuat kedudukaunya sebagai seorang kreditur, muksudnya untuk mendapat 

jaminan yang kuat dari pada apa yang diberikan oleb keteotuan dalam pasal 1131 dan 

pasal 1132 KUHPerdata. Jadi kreditur dapat saja memperkuat kedudukannya sebagai 

kreditur, misalnya dengan mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum, bal ini dimuksdukan untuk memperoleb jaminan 

yang dapat lebih memperbesar kepastian bahwa piulllngnya alran dilunasi. Dengan 

berbuat demikian, maka apabila perlu dapat penjual dan mempergnnalran basil 

penjualan tersebut untuk membayar hutang-hutang debitur kepadanya lebih dahulu 

daripada kredill!l'-kreditur yang lain. dengan demikian jelaslah bahwa bak-hak ini 

bertujuan untuk menjamin balrwa hulling-hulling debitur akan dibayar lunas atau 

sebegai jarninan terwujudnya peryanjian pokok. 

Barang-barang yang diserahkan oleh na.sabah sebagai jaminan dapat berupa 

hak miliknya sendiri dan dapat juga berupa hak miliknya , .. ndiri dan dapat juga 

berupa hak milik pihak ketiga (dilakukan dengan pemberian kua.sa) yang harus diikat 

scearahukum. 

Dengan demikian maka, maksud dan tujuan dari jaminan ini adalah untuk 

memberikan hak dan kekuasaan kepada hank untuk rnendapatkan peluna.san dengan 

harang-barang jaminan tersebut bilamana na.sabah bercidem janji, yaitu tidak 

membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam peryanjian. 

Disamping itu mabud dan tujuan dari jarninan adalah memberikan dorongan kepada 

debitur agar betul-betul menjalankan usaha/proyeknya yang dibiayai dengan kredit 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



68 

bank, karena hal tersebut diabaikl!Jl resikonya adalah hak miliknya yang dijanjikan 

akan hilang serta debitur harus betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

tereantmn dalam petjanjian kredit 

Jadi secara singkat dapat kita shnpulkan bahwa pada dasamya makaud dan 

tujuan diadakannya jaminl!Jl adalah untuk melindungi kneditur dari kerugian yang 

mungkin thnbul dengan tidak dihayarnya kembali knedit yang Ielah diberikan atau 

tidak dibayarnya dengan sehagahnana mestinya, sebingga dengan adanya jaminan, 

maka kreditur merasa aman dan adanya kepastian hukum hagi pihak kreditur bahwa 

piutangnya akan dilunasi. 

G. Macam-Macam Jaminan 

Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan 

dalam bidang ekonomi, make dalam dunia usaha khususnya perktek perbankan 

sehagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada para pengusaha menghendaki 

jaminan perorangan manpun jaminan kebendaan. Jaminan yang ideal dalam tmnsaksi 

pinjam-maminjam adalah jaminan yang mudah nrembantu penagihan butang, tidal< 

melemahkan debitur dalam melakukan usahanya, setiap waktu tersedia untuk 

diekseknsi dan mudah diagunknn { dijual) untuk melunasi hutang. Berikut ini akan 

diuraikan lebih Ianjut mengenai jaminan Gada!, Hipotik, Fidusia, Cessie dan penulis 

juga akan menyinggung horgtoc/rt sebagai jaminl!Jl perorangan dalam hab ini sebagai 

pembanding dengan jaminan-jaminan kebendaan lainnya yang juga akan digunakan 

sehagai perbandingan dalam jaminan dalam bentuk letter of comfort yang menjadi 

pokok penulisan thesis Jni. 

Seperti kila kelabui babwa jaminan kebendaan ada yang terdapat dalam 

KUHPerdata maupun diluar KUHPerdata, Gadai dan Hipotik merupakan jaminan 

yang terdapat dalam KUHPerdata, sedangkan diluar KUHPerdala ada Fidusia yang 
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diatur dalam UU No. 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fiduaia dan Hak Tanggungan 

yang diatur dalam UU No.4 Tahun 19% tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Kemndian juga adajaminan yang tidak 

dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi sering diganakan, 

yaitu jaminan dalam berdak letter af comfort yang akan penulis bahas pada akhir bab. 

Jaminan kebendaan, yaitu jaminan terlladap hak-hak kebendaan yang hersifilt 

absolut, artinya memberikan kekuasaan langsung alas saatu suatu banda dan dapat 

dipertabaakan terhadap setiap orang. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan 

Fidusia. Lembaga Fidusia tercatat dalam sejarah hukum Indonesia pertama sekali 

diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan Hooggerechrschof (HGH) 

tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus Baffaftche Petroleum Maa/schappij (BPM) 

sebagai penggugat melawan Pedro Clignett sebagai tergugat. Fidusia terns 

berkembang sampai akhirnya disahkan undang-undang kbusus, yaitu Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memakai istilah 

"Fidusia". Kadang-kadang dalam babasa Indonesia untuk Fidusia ini disebut juga 

istilah "Penyeraban Hak Milik Secara Kepercayaaan"I' Terdapat beberapa prinsip 

utama dari jaminan Fidusia sebagai berikut :19 

a Bahwa secara riil, pemegang Fidusia banya berfungsi sebagai pemegang jaminan 

saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya. 

18 Dalam tenninologi Belanda, Fidusia disebut rlengm istilah Fidu(:lare Eigendom Overtirachl (FEO), 
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Fiduaci'ary Transfer of Ownership (FTO). 
Dalam babasa Belanda kitH jumpai pula pengungkapan jaminan Fidusia ini dengan istilah-istilab 
Zekerheids Eigendom (Hak Milik sebagai jaminHII), BiifliiiOtlS Zekerheidsreeht (jaminan tanpa 
menguasai), Verruimd Pand Begrip (Gadai yang diperluas), Eigendom Overdracht tot Zek.erheid 
(Penyerahan Hak Millk: secara jaminan), Bezitloos Pand (Gadai lanpa Ppenguasaan), Een Verkapte 
Pand Recht (Gadai ben;elubung), UithOw dari Pond (Gadai yang dlperluas). 
19 Munir Fuady, Jaminan Fidus~ Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). haL 4 
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b. Hak pemegang l'idusia tmtuk mengeksekusi barang jaminan bam ada jika 

wanprestasi dari pihak debitur. 

c. Apabila hutang yang sudah dihmasi, maka objek jaminan Fidusia harus 

dikembalikan kepada pemberi Fidusia. 

d. Jika basil peojualan (eksekusi) barang Fidusia melebihi jumlah hutangoya, maka 

sisa basil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi Fidusia. 

Peraliban hak dalam konstruksi hukum tentang Fidusia adalah sab apabila 

memeouhi syarat-syarat sebagai berikut :20 

a. Terdapat perjanjian yang bersifat kebendaan (zak£/ijk). 

b. Adanya titel suatu peraliban hak 

c. Adanyn kewenangan untuk menguasai benda dati orang yang menyerahkan benda. 

d. Cara tertentu untuk peoyemltan, yakni dengan cara penyemltan kepemilikan benda 

tanpa secara fisik benda sama sekali (constitutum posessorium) benda bergerak 

yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang. 

Berdasarkan SEBI No. 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972, untuk benda-

benda bergerak dapat dipakai lembaga jaminan Fidusia. Dalam praktek, barang-

barang yang diserahkan sebagal jaminan dalam Fidusia adalah benda-benda atau 

barang-barang yang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran ja!annya 

suatu usaha atau perusahaan. Barang-barang seperti kendaraan hennotor, stok barang 

dagangan, inventaris dan lain sebagalnya.21 

Oleh karena pexjanjian Fidusia, seperti halnya dengan peljanjian atau lembaga 

jarninan lalnnya, yaltu bersifat accesoir, maka peljanjian atau hak Fidusia dapal hapus 

2D Ibid 

11 A. Hamzab dan Sanjun Macuiang. Lembaga F!~.t~c~.!!!#.~ Penempannya di Indonesia. Cet. I, (Jakarta 
: lnd- Hill Co, 1981), hal. 37 
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disebabkan oleh hapusnya perikatan pnkok, yaitu peljanjian kredit alan pengakuan 

hutang yang mendahuluinya. 

Jaminan kebenadaan selain Fidusia adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan alas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengun Tanah (UUHT) atau yang biasa dikenal dengun HakTanggungan. Tanah yang 

dapat dijadikan jaminan suatu utang dengan dibebani Hak Tanggungan, barus 

memenuhi syarat-syamt sebagai berikut : 

a. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. 

b. Tennasuk hak yang didaflar dalam daflm umum, karena barus memenuhi syarat 

publisitas. 

c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena hila debitor cidera janji, benda 

yang dijarninkan dapat dijual dimuka umum. 

d. Memerlukan penunjukan dengan undang-undang. 

Berdasarkan pasal 4 UUHT yang merupukan objek dari Hak Tanggungan adalah 

sebagai berikut :22 

a) Huk Milik. 

b) Hak Guna Usaha 

c) Hak Guna Bangunan 

d) Selain hak-hak alas tanah yang dimaksud pada ayat (l) UUHT, Hak Pakai atas 

Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berluku wajib di daflar dan menurut 

sifalnya dapat dipindahtangankan dapat pula dibebani Hak Tanggungan. 

e) Hak atas tanah berikul agunan, tanaman, basil karya yang sekamng dan di 

kemudian bari ukan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, 

yang berada dalam kepemilikan yang sama maupun berbeda pembebanannya 

12 Sutardja Sudrajat, Pemberlan. ,Ptndaftaron dan ~an Hak Tanggnpg;m,. (Disampatkan pada 
seminar UUHT,Medan lO April 1996), bal. 26 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



72 

dinyatakan dengan tega.s oleh pihak-pihak yang hersangkutan dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jika tidak ditega.skan dalam APHT, maka 

yang dihehani Hale Tanggungun hanya tanahnya saja. 

0\Uek hak tanggungan menjadi luas jika dikaitkan dengan Pa.sal 12 Undang­

Undang Nomor 16 Talnm 1985 tentang Rumah Susun, yaitu: 

a. Rumah susun herikut tanah tempat hangunan itu berdiri serta henda lainnya yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan utang 

dengan: 

I) Dihehani hlpntik, jika tanahnya hak milik atau hak guna bangunan. 

2) Dihebani Fidusia, jika tanahnya bak pkai las tanah negara 

b. Hipotik atau Fidusia dapat juga dihehankan atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (I) berserta rumah susun yang akan dibangun sehegai jaminan 

pelunasan kredit yang dimaksud untuk membiayai pelaksanaan pembangunan 

rumah susun yang telah direncanakan di ata.s tanah yang hersangkutan dan 

pemherian kredimya dilakukan secara hertahap sesuai dengan pelaksanaan 

pemhangunan rumah tersebut. 

Hale Tanggungan berdasarkan UUHT mempunyai ciri-eiri dan sifat antara lain 

adalah sebagai beriknt : 

a. Memherikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (droit de 

preference) kepada kreditomya herdasarkan pa.sal I angka 1 UUHT berbunyi 

" .... yang memherikan kedudukan yang diutamakan kepada !creditor tertentu 

terhedap kreditor-kreditor lain" dan " ... pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahului dati pada kreditor-kreditor lainnya". 
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b. Selalu mengilruti objeknya dalam tangan siapapun objak Hak Tanggungan itu 

berada (droit de suite). Berdasarkan Pasal 7 UUHT yang berbunyi "Hak 

Tanggungan tetap mengikuti objek dalam taogan siapapun objek tersebut berada". 

c. Memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas. Asas Spesialitas dalam muatan 

Wlljib APHT berdasarkan Pasal 11 UUHT berbunyi ''Identita.' Pemegang dan 

Pemberi Hak Tanggungan, Domisili Pemegang dan Pemberi Hak Tanggungan, 

Jumlab Utang-utang yang dijamin, Nilai Tanggungan, Benda atau yang menjadi 

Objek Hak Tanggungan". Mengenai pemenuhan atas Asas Publisitas Hak 

Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanaban setempat 

d. Mudab dan pasti pelaksaaan eksakusinya, dengan cara : 

1) Menjnai objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum dan mengambil pelunasan dari basil penjualan tersebut (pasal 6 

UUIIT}. 

2) Penjnaian objek Hak Tanggungan secara dibawab tangan jika dapat diperoleb 

dengan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat 2 

UUHT). 

3) Memberikan kemunglcinan penggunaan secara Parate Eksekusi (Pasal 26 jo 14 

UUHT). 

b) Objek Hak Tanggungan tidak rnasuk dalam Boedel Kepailitan. Pemberi Hak 

Tanggungao sebelum kreditor pemegang flak Tanggungan mengambil peluoasan 

dari basil penjualan objek Hak Tanggungan (Pasal21 UUHT). 

l:lak Tanggungan berdasarkan UUHT mempunyai sifut-si:fat yang antara laio 

adalab sebagai berikut : 

a. Tidak dapat dibagi-bagi (Pasal2 UUHT). 
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b. Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap 

bagian dari padanya, namuu syarnt ini tidaklah berlaku mutlak karena adanya 

kemungkinan peagecaniian atau penyimpangan berdasarkan pasal 2 ayat (2) 

UUHT dengan Roya Parsial. Pengecualian dperbolehkan jika dipe!janjikan 

dalam APHT. Roya Pa.rnial adalah pelunasan butang yang dijamin dengan cara 

mengangsur yang besarnya sama dengan nilai masing-masing satuan yang 

merupekan objek Hak Tanggungan. Bagian yang telah diangsur 

pembayarannya akan terbebas dari Hak Tanggungan dan banya Hak 

Tanggungan sebagaijaminan utang yang belum dilunasi. 

c. Bersifat accesoir (merupekan ikutan) pada perjanjian pokok. yaitu pe!janjian 

yang menimbulkan utang piuumg. Berakbir dan bapusnya Hak Tangguugan 

tergantung kepada utang yang dijamin pelnnasannya tersebut. 23 

Selain dari Hak Tangguugan dan Fidusia juga terdapat jaminan yang berasal dari 

tagiban. Terdapat macam-macam tagihan, mulai dari tagiban biasa wessel, cheque, 

promes dan lain-lain. Ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu alau atas 

sejumlah barang l<lr!entu. Pengelompokan tagihan dapat dibagi dalam 3 (tiga) 

kelompok. yaitu tagihan atas bawa (aan fonder), tagihan atas unjuk (aan order) dan 

atas nama (op naam). Tagiban tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk 

Cessie piutang atas nama. Cessie piutang atas nama dimaksudkan sebagai jaminan 

untuk memperoleh k:rediL" 

1. Ciri-ciri tagihan atas unjuk, atas bawa dan atas nama. KUHPErdata mangenal tiga 

maeam tagiban, yaitu tagihan alas bawa (aon lander), lagihan alas unjuk (aan 

order) adan atas nama (op naom). Tagiban atas unjuk adalah tagiban-tagihan yang 

21 Adjie Habib, Qn., ~hal. 7- 8 
24 A. Hamzah dan Sanjun Manullang, S.H, Lembaga Fiducia dan Penerapannya di lndonqsia. cet. 1, 
(Jakarta: lnd- Hili Co, 1987) hal. !9 
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menyebutkan nama kreditomya atau orang lain yang ditunjuk kreditor tersebut, 

yang tanpa bantuan atau kerjasama dari Debitor dapat dialibkan kepada orang lain 

yang disebut oleh kreditor, dengan cara endossemcnt. Tagihan atas bawa edalab 

tagihan-tlgihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan 

tersehnt dilalrsanakan oleh siapa saya yang membawa surat tagihan tersebut. 

Tagihan aan order atau atas tonjuk selalu herbentuk suatu aural (akta), dan cara 

penyerabaunya pun berbeda dario tagihan atas nama. Tagihan atas nama adalab 

tagihan yang bukan tlgllhan alas unjuk maupun tlgihan alas bawa. Pada 

prinsipnya tagihan atas nama menunjukan siapa kreditornya. tetapi karena tagihan 

alas nama pada asasnya tidak horus dtiuangkan dalam wujus surat (tutisan), maka 

tagiban alas nama yang dibuat seeara lisan, sulit untuk dikatakan babwa tlgihan 

tersebut menyebtukan nama kreditomya, Tagiban atas nama adaJah tagi:han-

tagihan yang banya dapat ditlgih oleh kreditor saja. 

2. Pengaturan cara pcnyerahan hak-hak tagih dalam KHUPetdata. Cara penyeraban 

hak-hak tagiban tersebut diatur dalam Pasal 6!3 KUHPerdata. Penyeraban hak 

tagiban atas uujuk dan alas bawa diatur dalam Pasal613 ayat 3 KUHPerdata yang 

menyatakan : 

"Penyeraban tiap-tiap piutang karena sural bawa dilakukan dengan penyerahan 
surat itu; penyeraban tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dllakukan dengan 
penyeraban surat disertal dengan endosemen" 

Sedangkan penyeraban hak tagiban atas nama dlatur dalam Pasal 613 ayat I 

KUHPerdata yang menyatakan : 

"Penyeraban akan piutang-piutang alas nama dan kebendaan tak bertubab 
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawab tangan, 
dengan mana bak-hak alas kebendaan itu dilimpabkan kepada orang lain" 
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Proses pemindahan hak piuiang atau tagihan (cessie} dalam prakleknya harus 

memnuhl syarat-syarat sebagai beriknt :25 

a} Piutang hams benar-henar ada dan merupakan hak dari pemberi eessie (cedent) 

h) Piuiang belum dihayarkan dan masih dapat ditagih. 

c) Piutang tidak dijaminkan kepada pihak lain. 

d) Piutang tidak dikuasakan kepada pihak lain, bebas dari sengketa dan segala 

tuntutan apapun dari pihak Jain. 

e) Pengalihan hnrus diheritahnkan (beteneking) kepada yang herutang atau yang 

hersangkutan ikut menandatanga;ni akta cessie agar eessie mengikat orang yang 

herutang kepada penarima cessie (cessionaris). 

f) Pemheritahuan cessio hams dilaknkan secara tertulis dan diminta persetujuan si 

herutang dengan membuhuhkan tanda tangan pada swat tersebut. 

Para pihak dalarn cessie adalah kreditor semula, kreditor haru dan debitor. 

Kreditor semula yang mengoperkan hak tagihannya disebut cedent, sedangkan yang 

menerima hak tagihan cessionaris. la yang menggantikan hak-hak: kreditor dalam atas 

tagihan yang diterima olehnya. Debitor yaag dalam cessie tidak berganti disebut 

cessus. 

Selanjutnya jaminan lain yang Ielah diatur dalarn Kitah Undang-undang Hokum 

Perdata dan dinyatakan dalam Pasall\62 sampai dengan 1232 kemudian dikbususkan 

untuk objek yang diatur dalaro Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran Pasal 1 angka 11 dan Undang-Wldang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia Pasal 3, yaitu jami!Uill bipotek. Jaminan bipotek ini dalaro poljanjian kredit 

perbankan digunnkan khusu.' untuk memhehankan ohjek kapal yang mempunyai berat 

~ Windajanarto, Asgek Hukw;gJ~9J!l!:!.eri!lll Kredit Perbankan. (Jakarta : Infubank, 1998), hal. I 00 
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20 rn3 (duapuluh meter kubik) apabila dalam perjanjian kredit te111ebut akan 

mengagunkan kapal. Sifat-sifat umum hipotik adalah sebagai betikut:26 

I . Bersifut hak kebendaan (zakelijkrecht), berarti bak hipotik mengikuti bendanya, 

walau di tangan siapapun benda terSebut berada. 

2. Azas accessoritas, artinya bak hipotik bukan merupakan bak yang berdiri sendiri 

melaiukan mengikuti peljanjian pokokuya. 

3. Azas prefuren. Hak hipotik merupakan hak yang lebih didahulakan 

pemenuhannya dari piutangyang lain (droit de preference). 

4. Azas kemudahan. Maksudnya adalah bahwa eksekusi hipotik mudah 

dilaksanakan. 

5. Objeknya adalah benda-benda tetap. 

6. Hak hipotik hanya berisi hak untuk melunasi hutang dari nilai benda jaminan dan 

tidak membeti bak untuk menguasai handanya. 

7. Hipotik hanya dapat dibebaakan atas benda orang lain dan tidak atas benda milik 

sendiri. 

8. Hipotik tidak dapat dibagi-bagi. 

9. Terbnka (openbaar), artinya setiap orang dapat meneliti hak hipotik ternebut. 

10. Mengandung pertelaan (specia/ireit), artinya situasi benda yang dihipotikkan harus 

dijelaskan. 

Betdasarkan Pasal 1162 KUH Perdata, objek hipotik adalah benda telllp, yang 

meliputi benda tetap karena sifatnya, peruntnkaonya, dan undang-undang. Menurut 

Pasal 1164 KUH Perdata, yang dapat dibebani hipotik adalah sebagai berikut: 

l. Benda-benda tak bergerak. 

2. Hak memungut basil alaS benda tersebut 

26 Prof. Dr. Mariam Darns Badrulz.aman. SH, Mencari Sistm.g_Hyku.m Benda Nqional. (Bandung: 
Alumni, 1997), halaman 99-100. 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



78 

3. Hak opstal ( sekarang Hak Guna Bangunan) dan hak erfi>acht (sekarang Hak Guna 

Usaha). 

4. Bunga tanah. 

5. Bunga Ill 0 (sepersepuluh). 

6. Bazaar-baza& atau pasar-pasar yang diakui Pemerintab beserta hak istimewa yang 

melekat padanya. 

Selaln benda-benda tersebut diatas berdasarkan Pasal I angka II Uudang-undang 

Nomor 17 Tabun 2008 tentang Pelayanm dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 

Tabun 1999 teolang Fidusia objek Hipotek adalab Kapal dengan berat 20 m' 

(duapuluh meter kubik). Jadi yang dapat dibebani hipotik selain benda lllk bergerak 

juga hak-hak atas benda tersebut (benda tak bergerak yang rak berwujud). Di luar 

Pasal 1164 KUH Perdata. objek bipotik adalab:27 

I. Bagian yang lllk dapat dibagi-bagi dalam benda lllk bergerak yang merupakan hak 

milik bersama (bak milik bersama yaog bebas). 

2. Kapal juga dapat dibebani hipotik. 

Narnun demikian setelab diundangkaonya UUHT dan UU Fidusia, bipotik tidal< 

lagi menjaraln tanab dan segala sesuatu yang bersatu atau dipersatukan dengan tanab, 

melalnkao hanya untuk menjaralnkan kapal yaog berukuran paling sedikit 20 rn3 ( dua 

puluh meter kubik) atau 7 GT (Gross Ton) isi kotor'8, pesawat udara danhelikopter'9, 

yang telab mempunyai tanda peodaftarml dao kebangsaan Indonesia'" 

:n Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hukum Perdata: Hukum Benda. (Yogyakarta: 
Liberti, l98t), balaman 106. 

211 Sesuai ketentuan.Pasal314 KUHD juncto Pasal49 UU No. 21/1992jwtcto Pasal 33 PP No. 51!2002 
29 Sesuai lretentuan Pasal 12 UndangwUndang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbnngan. 
30 Prof. Dr. Sutan Remy Sjabdeini. Hak Iaminan dan Kepailitan. (Jakarta; Jumat Hukum BCmis, 

Volume 11, 2000), haJaman 6. 
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Kemudian masalah pengbapusan hlputek diatur dalam Pasal 1209 KUH Perdata, 

yang meJ\ielaskan bahwa: 

I. Karena hapusnya perikatan pukok. 

2. Karena pelepasan hipotiknya o1eh si berpiulang. 

3. Karena penetapan tingkat oleh Hnkim.~ 

Cam bernkhirnya hiputik karena hapusnya perikatan pukok mengakihatkan sifut 

hlpotik yaitu azas accessorilas menjadi hapus. Hal ini sesuai dengan kelentuan Pasal 

1381 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu cara berakhimya perikatan-

perikalan adalah dengan pembayaran. Apabila Debitur melakukan pembayaran banya 

sebagian saja. maka hipurik tetap berlaku sepenulmya. sebagai pelaksanaan azas 

hiputik yaitu tidak dapat dibagi-bagi.31 

Berdasarkan Pasal 314 KUHD, kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya 20 

m3 (dua puluh meter kubik) dapat dijadikan jarninan berupa hiputik. Selanjutnya 

dalam Pasal60 ayat (1) UU No. 1712008 diatur bahwa kapal yang dijadikanjarninan 

hipurik ter1ebih dahulu haros didaftarkan. 

Sctelah penulis membahas lembaga yang pengaturannya terdapat dalam 

KUHPerdata, yaitu jaminan hiputik, penulis akan menguraikan jaminan lain yang 

diatur dalarn KUHperdata, yaitu Jarninan Gadai. Pengcrtian Gadai menurul pasal 

1150 KUHPcrdata adalah : 

Gadai adalah suatu hak yang dipero1eh kreditur alas suatu barang bargerak, yang 
diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya. sebagai jaminan alas 
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambii 
pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendabalui kreditur-kreditur lain; 
dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan alas tuntutan 
mengenai pemilikan atau pengnasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang 
dikeluarkan setelah barang itu sebagai Gadai dan yang hams didahulukan. 

:J.I Prof. Dr. Mariam Dams Badrulzaman, SH, "Bab-bab Tentang flypolheeK', (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 1991}, halaman 76. 
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Ketentuan mengenai Gadai ini datur dalam Buku IT Bab XX pasal 1150 sampai 

dengan 1161 KUHPerdala. 

Penjaminan melalui lembaga jaminan Gadai ini dapat terlibat beborapa pihak 

atau subjek. Pibak yang rnenggadaikan disebut sebagai "pemberi Gadai" (pandgever). 

Sedangkan pibak yang menerima Gadai disebut "penerima atau pemegang Gedai" 

(pandnemer). Dalam 1n!nsaksinya Gadai eda 3 (tiga) pibak yang terlibat, yaitu debitur 

(pibak yang berhutmtg). pemheri Gadai, pihak yang menyerahkan benda Gadai dan 

pemegang Gadai, yaitu kreditur yang menguasai benda Gadai sebagai jaminan 

piutangnya.32 

Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemheri hak Gadai, hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang herkuasa bertindak (hande/ingshek:waam).33 Selain 

cakap bertindak, untuk pemberi Gadai juga masih ada syarat lagi, yaitu ia barns 

berhak untuk menganingkan bamng itu seperti menjual, menukarkan, 

menghibahkannya dan lain-lain sebagainya. Hal ini dapat disimpaikan dari bakikat 

wnum, bahwa perbuatan yang menggadaikan juga termasuk perbuatan menganingkan 

barang, meskipun tidak secara langsWlg, yaitu merubah kemungkinan dijualnya 

barang itu untuk membayar utangnya. 

Gadai memiliki sifat bak kebendaan. Hak kebandaan (zakelijkrecht), ialah hak 

mutlak. atas se~uatu dimana hak itu memberikan keuasaan langsung atas sesuatu benda 

dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga." Hak Gadai merupakan hak 

kebendaan yang memheri jaminan terhadap benda bergerak milik orang lain sebagai 

:»:Mariam Darus Badruizaman., BaO-bab tentang Credietverband.. Gadai dan Firlusia. (Jakarta : 1987), 
haL51 

JJ Witjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang: Hak Aras Benda. (Jakarta : 1986) hat 1 SS 

:14 Sri Soedewi Masjchocn, S.H, Hukum Jarojnan di indonesia, Pokok Huk!J,m_Jaminan dan Jaminan 
Perorangan, (Y ogyakarta : 1980), hal. 24 
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jaminan. Sifat kebendaan ini dapat dikeremukan dalam Pasal 528 Kitab Undang· 

undang HukumPerdata. 

Hak Gadai mempunyai sifat accesoir~ rnaksudnya ada!ah bahwa Hak Gadai ini 

terganmag pada perjanjian pokoknya, yaitu pinjam meminjam uang atau perjanjian 

krediL Jadi Hak Gadai ini meropakan tambahan dari perjanjian pokok, yaitu 

perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjaman uang atau yang lazim dikenal 

dengan perj8J1iian kredit. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (l) Kitah Undang-undang 

Hukum Perdata yang menyatakan 

Hak Gadai atas barang bergerak yang berwujud dan alas piutang bawa timbuJ 
dengan cara menyerahkan Gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau or.mg yang 
rnemberikan Gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak Gadai 
hapus bila Gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang Gadai. Namun hila barang 
itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya 
kembali menurul Pasal 1977 alinea kedua, dan hila Gadai itu telab kemlrdl.i, 
maka hak Gadai itu dianggap tidak pernab hilang. 
Hal tidak adanya wewenang pemberi Gadai untuk bertindak bebas atas harang 
itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengumngi hak 
orang yang telab kehilangan atau kecurigaan harang itu untuk menuntutnya 
kembali. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, make benda yang digadaikan harus berada di 

targan atau dalam kekuasaan penaegang Gadai atau diserabkan kepada pihak ketiga 

yang telab disetujui oleh kedua belab pihak. Penyerahan harang atau heoda C'>ltdai 

J£rsebut merupakan untuk sabnya perikatan Gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (2) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdala '~idak sah" dalam adalab hak Gadai atas segala 

heoda yang dibiarkan temp dalam kekuasaan si berulang atau si pemberi Gadai, 

ataupun yang kembali alas kemauan si berpiutarg. Dari ketentuan Pasal 1152 

KUHPerdata ayat I dan 2 di alas, dapat dilihat bahwa setiap objek Gadai barus 

diserahkan kepeda kreditur atau penerima Gadai. Objek Gadai tersebut harus 

dikeluarkan dari kekuasaan debitur dan diserabkan kepada kreditur. Apabila dalam 

perjanjian Gadai tersebut dijanjikan bahwa Gadai tetap berada di bawah kekuasaan 

' . 
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debitur walaupun atas kemauan kreditur, maka perjanjian Gadai tersebut tidak sah dan 

dianggap batal demi hukum. Perjanjian Gadai tersebut dianggap tidak pemah ada. 35 

Penyerahan ini menjadi syarat mutluk dalam penjaminan secara Gada!. Alasan 

pengaturan ini sebenamya karena demi keamanan buk dati kreditur alas pelunasan 

utang-utang debitur. Apabila debitur masih memegang dan menguasai barang-barang 

yang menjadi objek Gadai, dikbawatirkan debitur dengan mudab dapat mengalihkan 

atau menyerahkan barang Gadainya kepada pihak lain walaupun pihuk lain ini 

memiliki itikad balk yang perlu dilindungi secara hukum. Akibamya, tentu a1ran 

sangat merugikan pihuk kraditur dan hllangnya sifat jaminan dari Gadai tersebuL 

Imiah alasannya mengnpa syarat "diletukkan dengan membawa barang Gadainya di 

bawah kekuasaan si berpiutang" menjadi syarat yang penting dan mutluk olen 

undang-undang. Oleh karena prinsipnya disini adalah asalkan barang ditarnh di luar 

kelmasaao pemberi Gadai, muka dimungkiukan pula oleh undang-undang untuk 

ditaruhkan barang jaminan dalarn kekuasaan pibuk ketiga (Pasal 1152 ayat 2 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata) dengan persetujuan dati kedua belah pihak. Pihuk 

ketiga ini berkedudukan sebagai pemegang Gadal untuk kepentingan kreditur, namun 

pihuk ketiga tersebut haruslah mandiri dan independen serta dia bukan kuasa dari 

kreditur. Pihuk ketiga ini pun tiduk tunduk kepada perintah-perintah kreditur, namun 

dia memiliki kewajiban agar muksud perjanjian Gadai terluksana dan baru 

menyerahkan barang tersebut untuk proses eksekusi, apabila debitur wanprestasi. 

Hak Gadai obyeknya terdiri allis benda-benda bergeruk balk yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, contoh barang yang tidak berwujud adalab huk untuk 

Jo:~ Muhammad Faiz Aziz., Overview Gadai dan Gada! Saham Secara Umum. Artikel t<:ntang Gadai dan 
Gadai Saham, http://cfisel.blogspot.c9tn/2QQ7/08/artikel-tentane;:Gadai:dan.Qadaj-saham.btml, 
Tanggaf 15 Februari 2009. 
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mendapatkan pembayaran nang yang berwujud surat-surat piutang kepada pembawa 

(ann lander), alas unjuk (aan order) dan alas nama (op naam). 

Kemudian setelah Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Cessie, Gadai dan Hipntik 

dalam peraturnn perundang-undangan di lndonsia juga mengenal jaminan berupa 

jaminan pribadi (borgtocht). Jaminan pribadi ini dapat diberikan oleh beberapa pihak, 

yaitu oleh perorangan (personal guarantee), perusahaan (corporate guarantee) dao 

diherikao melalui bank yang disebut dengan Bank Ganmsi. 

Jaminan yang belllifat peronmgan ialah jamirum yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertabankan terhadap Debitur 

tertentu, terhadap kekayaan debitur seumumnya.36 Pasal 1820 KUHPerdata 

menentukan mengcnai apa yang dimaksud dengan horgtocht atau penanggungan 

hutang, yaitu : 

Suatu peljanjian dimana pihak yang satu (sebagai borg) menyanggupi kepada 
pihak lain (kreditur dad suatu peljanjian hutaog piutaog) bahwa ia menjrunin 
pembayaran kembali hutangnya tersebut, bila si debitur tidak memenuhi 
kewajibannya.37 

Tujuan daripada borgtocht ini adalah untuk melindungi kepentingan kraditur 

dan borgtiJChl ini beraifat urnum, artinya dapat mengakibatkan seluruh barta kekayaan 

penanggung menjadi jaminan dad debitur yang bersangkutan. Borghtochl adalab 

persetujuan yang bersifut accesoir yaitu pe~anjian yang mengikuti peljanjian 

pokoknya adan apabila perjanjian pokoknya belum bemkhir alau selesai, maka 

otomatis petjanjian tambahan akan berakhir atau selesai pula. Jadi petjanjian accesoir 

tidak akan ada kalau tidak ada perjanjian poknknya. 

36 Sri Soedewi Mascjohoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok Hykum Jamimm dan 
Jjllllinan Per2rangan. (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 47 
31 Kitab Uodang-undang Hukum Perdata, Pasal 1820 

'. 
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Seorang borg tidak dapat mengikatkan diri untuk jumlah yang lebili rnaupun 

syarat-syarat yang lebih berat, dari pe!janjian pokoknya. Apabila penanggung 

melebihi dari utangoya ataupun syarat-syaratnya yang lebili berat, maka borghtocht 

tersebut tidak sama sekali baud melainkan adalah sah haoya uutuk ape yang meliputi 

pokoknya saja. Ketentuan tersebut merupakao suatu konsekuensi yang logis karena 

borgtocht mernpakao perjanjian accesoir. Peoanggong atau borghtocl mempunyai 

beberapa ciri, yaitu dalam jaminan penjamin tidak secara khusus rnemberikan sesuatu 

barang sebagai jaminan kepada kreditur atau pemberi kredit, sehingga secara teoritis 

peojamin akan bertujuao untuk membayar hutang tersebut dengan seluruh 

kekayaanya. Jaminan borglochl ini tidak memberikan preferensi terhadap tagihan 

piliak kreditur, sehingga dalam hal ini kreditur hanya memiliki kedudukan sebagai 

kreditur konknren, bersama dengan kreditur yang lain. 

J>euaoggongan edalah suatu persetujuao yang bersifat ac=oir, artinya tidak ada 

penanggungan kalau tidak ada persetujuao utamanya Hal ini berdasarkan Pasal 1821 

ayat ( 1) KUHPerdata dan ini berarti bahwa :38 

I) J>enanggongan adalah baud demi hukum, jike persetuj uan (perikatan) utamanya 

adalah batal derni hulrum. 

2) Penanggungan untuk suatu persetujuan yang dapat dibelalkan, juga dapat 

dibetalkan. Si penanggong (Borg) tetap dapat diharuskan memenuhi kewajibannya 

sebagai penanggong selama persetujuan utamaaya belum dinyetakan batal. Si 

penanggung baru bebas dari kewajibannya sebagai penanggung jike persetujuan 

utamanya telah dinyatakan batal. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

tentang Pemberian Jaminan, peljanjiaa ini diterjemahkan dengan sebutan «perjanjian 

"Kartono, Ha.k-HakJaminan Kredit. cet. 2, (Jakarta: Pmdnya Paramita,. 1977), hal, 36 
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BunM". 39 Berdasarkan Pasal !822 KUHPerdata, maka seorang penanggung tidak 

dapat mengikatkan diri untuk jumlah yang lebih besar dan dengan syarat yang lebih 

bernt daripada jumlah dan syarnt-syarnt yang ditetapkan dalam persetujuan antarn 

debitor dengan kreditor yang bersangkutan.40 Sebaiknya penanggung hanya untuk 

sebagian utangnya alau dengan syarnt-syarat yang lebih ringan yang diperbolehkan. 

Selanjutnya pasal 1822 ayat (2) KUHPerdata, apabila penanggung mengikatkan 

diri untuk jumlah yang lebih besar daripada jumlah utang menurut peljanjian 

utamanya, maka penanggungan selurulmya batal. Hanya batal mengenai jumlah yang 

melebihi jumlah hutang yang ditentukan dalam persetujuan utamanya. Penanggungan 

sah untuk peda yang diliputi oleh persetujuan utamanya. Hal ini juga berlaku terhadap 

penanggungan dengan syarnt-syarat yang lebi berat dari peda syarnt-syarnt petjanjian 

utamanya. 

Penanggungan atau penjamin dapat berwujud perseorangau atau badan bukum. 

Bila perseorangan disebut persone/ guarantee, hila badan hakuna, maka disebut 

corporate guarantee, bila memakai jasa perbankan, maku disebut sebagai bank 

guarantee. Penanggung at.au penjamin apabila perseorangan harus mendapat 

persetujuan dari suami a tau isteri.". hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakun "mengenai harta 

bersama, suami atau istri dapat bertindak alas persetujuan kedua belah pihak". 

Selaln itu dalam Keputusan Mahkamab Agung Nomor 808.KJSip/1974 tanggal 30 

Juli 1974, menyebutkan bahwa semua harta kekayaJlll yang diperoleh pada waktu 

perkawinan berlangsung merupakan harta bersama, walaupun harta rersebut 

39 Rasjim Wiraatmadja, Solusi Hukym Dalam Menyelesaikan Kredit Benna..alah. cet.2, (Jakarta : 
Infobank, 1997), haL 72" 

«~ Gatot Supramono. Perbankan dan Mt~Wh Kredit. Cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1997}. baL 100 
41 Ibid,, bal. :59 
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diatasnamakan salah seorang suami alan istri. Penaggung yang telah menikah harus 

mendapat pcrsetujuan dari istri atau suami sebab ia bertanggung jawab terhadap 

seluruh hartanya apabila debitor cidera janji.'12 Untuk corporate guarantee, direksi 

perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS} untuk menjadi Penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang­

undang Perseroan Terbatas 1995 {sekarang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

rentang Perseroan Terbatas." 

Berdasarlam pasal 1824 KUHPerdata, penanggungan tidak dipersangkakakn, 

melainkan harus diadakan dengun pemyataan yang tegas, yang berarti hams ada 

persetujuan penanggungan. Tata cara pembuatan jaminan pribadi tidak ditentukan 

oleh peraturan pembuatan jarninan pribadi tidak ditentukan oleh peraturan perundang-

undaogan, bisa berbentuk apa saja. Dalam praktek, terkadang dibuat dengan akta 

notaris atau bawah tangan. Bahkan seperti umumnya perjanjian lain, jarninan pribadi 

secara lisan pun sudah cukup, walaupun kekUalan hukumnya lemah. 

Perikatan yang timbul dari penanggungan (seperti balnya dengan setiap perikatan 

Jainnya} berpindab kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarlam Pasal 1826 

KUHPerdata. Hal ini yang tidak banyak diketahui orang dan seringkati ridak didasari 

oleh penanggung sendiri. Kata "pribadi'' dalam jaminan pribadi tidak banya ditujukan 

ke benda tertentu saja, melahtkan ke seluruh harta yang sudah dan I atau yang akan 

ada dan menjadi hak si penanggung. Bahkan penanggung dapat dimintakan kepailitan 

jika memenuhi syarat menurut Undang-undang Kepalitian.44 Dalam jaminan pribadi, 

penanggung dapat dengan mudah mengelak membayar hutaugnya dengan 

mengalihkan atau menjaminkan asetnya kepada pihak lain, baik secara pura-pum 

.n Rasjim Wiraatmadja, fiB .. ~. HaL 74 
43 Ibid., 

M fL Budi Untung. QR. Cit, haL 59 
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rnaupun sungguh-sungguh, untuk mencegah hal ini, dapat digunalum lembaga actio 

pauliana, Pasal 1341 KUHPer, yang memberikan status batal dan tidak herlaku (null 

and avoid) terhadap pengalihan ternebut. Hal ini jilrn terbukti dengan sengaja 

dilakukan untuk menghindari pembayarnn hutang. Hal yang alum merugilrnn pihak 

ketiga yang heritikad baik45 

Penanggung dalam perjanjian penanggungan hutang debitor mempunyai bak-hak 

yang merupakan hak istimewa, yaitu : 

a) Hak untuk menuntut supaya harta kekayaan debitor disita terlebih dahulu dan 

dijual untuk melunasi hutangnya. Hak ini lazim disebut het voorecht van eerdere 

uitwinning. Hal ini diatur dalam Plll!al 1831 KUHPerdata yang herbunyi : 

"Si penanggung tidaklah wajib membayar kepada si herpiutang, selam jilrn si 
berutang !alai, sedangkan beuda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita 
dan dijual untuk me!UDIISi utangnya". 

Dalam persetujuan penanggungan, bi~~Sanya dieantumkan suatu syarat yang 

menyatakan bahwa si penanggung melepaskan segala hak-buk yang oleh undang-

undang diberikan kepadanya dalam kedudukannya sebagal penanggung, t.ermasuk 

he/ voorecht van eerdere uitwinning. Jalan lain agar penangguog jangan sampai 

mempergunalum hak ini adalah mengilrnlnya dalam per.lCtujuan pinjaman uang 

yang bersangkutan sebagai orang yang turut meminjam dan bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap seluruh hutang. Jadi mengikatnya sebagai medehoofdelijlw 

debitew.46 

b) Hak untuk menuntut supaya si kreditor terlebih dahulu membagi piutangnya 

diantara para penanggung dan masing-masing peuanggung harus membayar apa 

yang menjadi bagiannya, apahila ada lebih dari seorang yang menjedi penanggung 

43 Ibid., hal. 59 - 60 
46 Kartono, QJ!. Cit., hat 39 
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untuk seorang debitor yang sama dan untuk utang yang sdama pula Hak ini lazim 

disebut het voorecht van schuldsplitsing. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1837 

KUHPerdata yang menyatakan : 

'"Namun itu masiog-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak 
istimewanya untuk meminta peme<:ahan utangnya, psda pertama kalinya ia 
digugat dimuka Hakim, depat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu 
membagi piutangnya dan menguranginya hingga bagian masing-masing 
penanggung utang yang !erika! secara sah" 

Dahun persetujuan peuanggungan dicantutukan syarat yang menyatakan para 

penanggung melepaskan segala bale-bale meraka yang oleb undang-undang 

diberikan kepsda mereka sebagai penanggung, termru;uk het voorecht van 

schu/dsplitsing. 47 

e) Hak men~ukan eksepsi. Penanggung dapat mengajukan tangkisan atau ekapesi 

yang dapat dipakai debitor utama terbadap dan mengenili utang itu sendiri. Hal ini 

diatuc dalam pasall847 KUHPerdata" 

d) Hak dibebaskan sebagain penjamin karena kesalahan kreditor. Ketentuan 1lll 

diatur dalam pasall84{) KUHPerdata yang berbunyi : 

"Si penanggung apabila ia karena salabnya si perbiutang, tidak lagi dapat 
menggantikan bale-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari 
si berpiutang itu". 

Penanggung utang yang telah membayarkan utang debitor utama, demi 

hukwn, akan menggantikan semua bale kreditor bingga penanggung tidak lagi 

dijamin haknya bila ia membayar pinjarnannya nanti. Misalnya kreditor menjual 

agtm.an atau jamjnan yang telah diserahkan debitor, maka penanggung dapat 

dibebaskan sebagai penanggung. 

47 1bld.,l1al. 39 

~s Rasjim Wiraatmadja, QQ., CiL Hal 73 
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Seluruh hak istimewa tersebut tidak berlaku bila peoanggung telab melepaskan 

hak-hak utama yang diberikao uodaog-undaog, dalam sural penaoggungan utang 

yang secwa tegas ditandatangaoinya. 

Kitab Undaog-undang Hukum Perdata mengatur masalab kedudakan penauggung 

terlladap debitor dalam Pasal 1840 yang meayatakan Si penanggung yang telab 

membayar, meaggantikan demi hakum segala bak si berpiutang terhadap si berutang. 

Segala hak yang dimiliki oleh kreditor terha<lap kreditor yang herhubuogan 

dengan utang, berpindab kepada penaoggung tersebut. Penaoggungao akan hak 

kebandaan, mak.a kreditor hersangkutan tidak mempunyai hak untuk didabulakun 

dalam pelunasan hutangnya. 49 Jadi kreditor harus memhegi seeara seimbang jumlab 

tagibanoya kepada para peoagih. 

H.. Sifat Jamlnan 

Sudab merupakan suato hal yang lazim dimaoa dalam suatu peljanjian utang 

piutang (kredit), seorang kreditur tidak begitu saja meminjamkan uang kepada 

sese.orang tan:pa meminta suatu jaminan. Untuk menjamin pengembalian kredit yang 

diberikan, mak.a atas jaminan-jaminao yang diserabkan oleh debitur diadakan 

pengikatan oleh pihak kreditur.dalam suatu peljanjian kredit dimana debitur 

menyerabkan jaminan untuk diikat oleh henk sehegai kredituruya kemudian diadakan 

peljanjian terpisah yang merupakan tambaban (accesoir) yang dikaitkan dengan 

peljanjian pokoknya (pefjanjian kredit). Peljanjian jaminan ioi tergantuog pada 

peljanjian pokoknya. Dengan perkataan lain peljanjian jamioan yang tefjadi setelab 

petianjian hutang piutaog dibuat antara kreditur deogan debitur. Jadi peljanjian 

jaminan itu baru ada setelab adanya perjanjian pokok, yaitu petianjian hutang piutang. 

49 Supmmono, Qn. Cit, haL 100 

I 
' I 
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Sifat dari suatu pe!janjian jaminan adalah bersifut accesoir ia tidak berdiri 

sendiri karena ia adalah merupakan buntut dari snatu perjanjian pnkok atau dalam 

bahasa lain "accedere'\ artinya mengikuti, membuntuti, mendekati orang atau barang 

sesuatu.50 Perjanjian jaminan ini dilahlrkan oleh peijanjian pokok, yaitu pinjaman 

nang yang ditangguag pemhayamnnya. Karena itu perjanjian jaminan juga 

digantungkan pada perjanjian pnkok. Hal ini berarti jika perjanjian pnkokoya hatal 

atau berakbir, maka perjanjian jaminan juga akan hatal atau berakbir dengan 

sendirinya. Dalam praktek perhankan nampak bahwa perjanjian pemberian kredit 

(peijanjian pokok) dan perjanjian penjaminan itu tercantum dalarn formulir atau akte 

yang lefPisah,51 dirnana perjanjian pokokoya itu berupa perjanjian pemberian kredit 

oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa kemungkinan hipntik, 

Hak Tangguagan. Gadai, Fidusia, borgtocht dan lain-lain dan kemudian <liikuti 

pe<j!U1iian penjaminan secara tersendiri yang merupekan tambahan (accesoir} yang 

<likaitkan dengan perjanjian pnkok. 

Dengan adanya kedudukan perJMJtan penjaminan yang <likonstruksikan 

sebagai perjanjian accesoir, mak:a akan menjamin kuatnya Jembaga jaminan tersebut 

bagi keamanan pemberian kredit oleh kre<litur. Seperti halnya perjanjian accesair 

yang lain, maka dana sebagai perjanjian yang bersifat accesoir ini mempunyai akibat-

akihat sebagai berilrut : 

- Adanya tergantung pada perjanjian pnkok. 

- Hapusnya tergantung pada perjanjian pnkok. 

- Jika perjanjian pnkok hatal, maka perjanjian accesoir ikut batal. 

- lkut beralih dengan beraliltnya peljanjian pnkok. 

50 Kartono, Hak~hak Jaminan Kredit. (Jakarta: 1971), hal. S 

n Sri S<1edewi Masjchoen, Op., Cit, hal. 37 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



91 

- Jika perutangan pokok beralih karena cessie, subrogrnsi, maka ikut beralih juga 

tanpa adanya penyerahan khusus. 

I. Hapusnya Pembebanan atas Jaminan 

Sebagaimana kita kelahui bahwa perjanjian yang bersifat accesoir merupakan 

buntut dari suatu petjanjian pokok, maka mengenai hapusoya pembebenan atas 

jaminan ini juga tergantung pada pe~lll1iian pokok. Apahi!a peijanjian pokoknya, 

yaitu hutang piu!ang musnah, maka peljanjian pemberian jaminan ikut berakhlr. 

Sesuai dengan pasall381 KUHPerdata disebutkan beberapa sebab bapusnya 

perikatan, yaitu karena : 

J. Pembayaran. 

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 

3. Pembabaruan hutang. 

4. Perjumpaan hutang atau kompensasi. 

5. Percampuran hutang. 

6. Pembebanan hutang. 

7. Musnahnya barang yang terutang. 

8. Pembatalan. 

9. Berlakunya snatu syarat beta!. 

10. Lewatnya waktu. 

Sepulub cara yang disebutkan dil!tas belum lengkap, masih ada cara-cara yang 

tidak disebutkan seperti berakhlrnya suatu keletapan waktu dalam suatu peljanjian 

atau meninggalnya salah satu pihak dalam maatschap. 52 

sz R. Subekti, Po}rok~Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. lntermassa, t 932), haL 24 

I 
' I 
i 
' 
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J. Letter of Comfort sebagai Jaminan dolam Kredit Perbankan 

Selain jaminan-jaminan yang diatur oleh peraturan perundang-unangan di 

lndonesia yang telah penulis maikan diatas, penulis dalam sub bab ini akan membaba.o; 

jaminan yang tidak diatur dalam hukwn Indonesia tetapi sudah lazim digunakan oleh 

negara-negara yang menganut aliran anglosaxon, tetapi diterapkan dan digunakan di 

Indonesia. Jaminan ini sepanjang penelitian penulis telah digunakan sebagai jamieum 

dalam perjanjian knedit pemankan dan lembaga keuangan lalnnya. Namajaminan ini 

adalah letter of comfort. 

Sepenl yang Ielah dibahas peda bab sebelumnya letter of comfort dapat dignnakan 

sebagai jaminnn dalam betbagai peljanjian, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian 

jual-beli, perjanjian merger dan aknisis perusahaan dan lain-lain. Selain dari 

perjanjian-perjanjian tersebut letter of comfort juga digunakan sebagai jaminan t.mtuk 

perjanjian knedit perbankan. Penggunaan letter of comfort sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit perbankan ini sudah lazim digunakan oleh para pihak peminjam 

(debitur I borrower) dalam mengadakan petjanjian kredit di perbankan atau lembaga 

keuangan lainnya. 

Jaminan feller of comfort dalam perjanjian kredit tidak seperti halnya jaminan 

pribadi (borgtocht) yang berupa jaminan perorangan (personal guarantee) danlatau 

jaminan perusahaan (corporate guarantee) walaupun sebenarnya letter of comfort 

dapat dipersamakan dengan jaminan pribadi tersebut. Persamaan tersebut menurut 

penulis karena adanya sifat penjaminan dari individu danlatau badan hukum untuk 

menjamin pel]anjian kredit yang diadalam antara baak dengan debitur yang tidak 

menjaminkan benda bergerak (movable goods) maupun benda tldak bergerak 

(Immovable goods). Kemudian yang menjadi pe!bedaan dengan jaminan pribadi 

adalah penjaminnn feller of comfort yang berasal dari individu atau badan hukum 
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tersebut berupa sural pemyataan untuk menjamin babwa debitur akan menjalaakan 

uaabanya dengan baik sehingga dapat melunasi selurub pinjaman yang timbul dari 

peJjanjian kredit tersehut. 

Sebagaimana yang telab penulis uraikan sebelumnya babwa letter of comfort 

isinya hanya merupakan surat pemyataan yang menyatalrnn penerhit feller of comfort 

akan mengusahakan supaya debitur yang dlam hal ini merupakan anak perusahaannya 

akan menjalankan usahanya dengan haik dan akan mengusahakan supaya debitur 

dapat melunasi hutanguya dengan baik. Sepenjaag penelitian penulis beberapa bank 

asing yang menjalaakan uaabanya di Indonesia mengizinkan para debitur untuk 

menggunakan feller of comfort 

Contoh redeksi dari feller of comfort yang diterbitkan guna kelangsungan uaaba 

perusahaan para pelaku bisnis yang dilakakan oleh afiliasi dari para pelaku bisnis 

tersebut adalab : 53 

Sample Letter of Comfort 
[The letter should be on the parent bank's letterhead] 

To: Tbe Monetary Authority 
Subject: [Name of AI] ("the Company") 

Tbe Banking Ordinance, Cap !55 C'the Ordinance") 

In support of an application by the Company for authorization as [ ] under the 
Ordinance, we state and confirm the following: 

I. We are the legal and beneficial owners of [percentage]% of the paid-up share 
capital of the Company. It is our present intention to maintain that percentage 
holding in the Company. We undertake to inform you forthwith of any change in 
that intention and to consult you in advance of any likely decrease in that 
percentage holding; 

2. It is in our interest that the Company continues to conduct its business as an 
Authorized Institution under, and in conformity with, the provisions of the 
Ordinance; 

3. It is in our interest that the Company aod its subsidiaries meet their financial 
obligations at an times. It is our policy to provide the Company witlt such support 
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and assistance as may be required to ensure that is maintains capital and liquidity 
levels to enable it at all times to meet its obHgations in conformity with standards 
of prudence generally accepted for its field of business; and 

4. This letter of comfort was duly authorized by a resolution of our Board of 
Directors dated [date], a copy of which is enclosed. 

For and on behalf of the parent bank. 
[Authorized signature] 
[Name and title of signatory] 

Beberapa letter of comfort yang penulis temukan yang digunakan seba!llli jaminan 

dalam peljanjian kredit perbankan . mempunyai redaksi leuer of comfori sebagai 

berikut: 

Jakarta, .... , ....... . 
LETTER OF COMPORT 

We bave taken not and agree to your gnmting credit fucility to our affiliated company: 
PT ...... 

Pursuant to the ....... Term Loan Facility ("Facility") in the amount of ........ ( ........ ), and 
more fully describe under the LOAN AGREEMENT dated .... , .... , .... as executed by 
and between PT. Bank ...... and PT ..... , we hereby state our good faith intention to 
employ our best effort during the entire life of the Facility, to ensure the following: 

a) the maintenance of the business operations and related proffesional management 
ofPT ...... 

b) as specified and provided for under the agrement and pursuant to the fucility, 
maintain the timely payment of interest and principal payments to the PT. Bank. ... 
by the PT. .. ... , including all relevant fues and related charges under same, and 
otherwise maintain the financial integrity of PT ....... limited untill the amount of 
share owned by PT ..... in connection with the Facility under the said Letter 
Agreement. 

Yours Faithfully 
PT ...... 

(Director) 

Sepanjang penelitian penulis beberapa perusahaan yang mengadakan peljanjian 

kredit dengan bank yang meng!!,Ul'lal:an jaminan letter of comfort edalah PT. Bali 

Ocean Magic, PT. Surnalindo Lestari Jaya, 'Ibk, PT. United Tractors, Tbk, PT. 
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Melrodata Electronics, Thk, dan lain-lain. Semua letter of comfort tersebut diterbitkan 

dan diberikan oleh pemegang saham perusahrum atau pihak ketiga lainnya yang 

mernpunyai kepentingan teriladap perusahaan yang mengadakan peljanjian kredit 

tersebut. Sepanjang penelitian penulis tidak ditemukan adanya pemberi atau penerbit 

dari letter of comfort tersebut yang merupakan direksi dan I atau komisaris dari suatu 

parusahaan. 

Proses pemberian letter of comfort sepanjang penelitian panulis adalab dengan 

cara meminta persctujuan dari pam pamegang saham melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) perusahaan untuk meminta persetujuan kepada pam pamegang sabam 

babwa perusabrum ukan mengadakan peJjanjian kredit kepada bank atau lembaga 

keuangan lainnya. Hal ini diterapkan apabila paljanjian kredit yang ukan diambil 

nilalnya serta panerbitan letter of comfort memerlakan persetujuan dari para 

pemegang saham. Kemudian serelab mengadukan lllpat umum pemegang saham dan 

pam pamegang saham telab setuju untuk perjanjian kredit yang ukan dilakakan oleh 

perusahaan, para pemegang saham tersebut memberikan surat yang ditujakan kepada 

bank yang akan memberikan pinjaman babwa pam pemegang saham bersedia untuk 

menerbitkan letter of comfort untuk pa!janjian kredit tersebuL 

Setelah adanya persetujuan para pemegang sabam dalam RUPS dan para 

pemegang sabam telab memberikan sural persetujuan kepada bank untuk penerbitan 

letter of comfort bank meminla kepada pam pemegang saham untuk segera 

menerbitkan letter of comfort yang isinya seperti yang telab dicantutukan diatas. 

Setelab pembuatan dan penerbitan letter of comfort bank meminta kepada pam 

pemegang saham untuk melakakan legalisasi dan di register (waormerking). Tujuan 

dari register ini adalab supaya letter of comfort tersel>ut di daftar dalam buku kbusus 

yang dibuat oleh Notaris. Biasanya bel ini ditempub apabila dokwnen/surat tersebut 

' t 
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sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, scbelum di sampaikan kepada 

notaris yang bersangkulan. Kemudian tujuan dari legalisasi adalah supaya feller of 

comfort yang dibuat di bawah Iangan Iangan tersebut ditanda-tangani di hadapan 

notaris, setelah letter of comfort tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang 

bersangkutan. Sehingga tanggal letter of comfort yang bersangkutan adalah sama 

dengao tanggallegalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan 

tanda-tangao dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak (yang 

bertanda-tangao dabun letter of comfort) karena sudah dijelaskao oleh notaris rentang 

isi swat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersaogkutan 

tidak mengerti isi dari letter of comfort tersebut. Legalisasi dan register ini udalah 

demi adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum atas letter of comfort yang 

diberikan dan diterbitkan oleh pam pemegang saham tersebut. 

Letter of conifort yang diterbilkan oleh pihak ketiga prosesnya udalah pihak ketiga 

yang bersangkutan mengeluarkan surat pemyataan kepada benk yang bersangkutan 

yang menyatakan bahwa pihak ketiga tersebnt sctuju untuk menjamin paJjanjian 

kredit tersebut dengan memberikan letter of comfort sebagai jaminan. Apabila aplikasi 

peljanjian kredit disetujui, maka pihak ketiga tersebut wajib segera menerbilkan letter 

of comfort yang isinya seperti yang penulis telah uraikan diatas. 

Penerbitan letter of comfort lidak seperti peljanjian jeminan pribadi (personal/ 

corporate guarantee atau borgtocht), dimana individu yang menjamin dengan 

menerbilkan letter of comfort memerlukan persetujuan dari pasanganaya (suami atau 

isteri). Letter of comfort dapal diterbilkan oleb pribadi alau individu yang merupakan 

pemegang saham atau pihak ketiga dan pemsahaan lain yang merepakan pemegaog 

saham dari perusahaan yang mengadakan perjanjian kredit dengan bank tersebut. 

Apabila pihak penerbit letter of comfort tersebut adalah suatu perusabaan, maka letter 
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of comfort tersebut wajib ditandatangani oleh pihak yang mewakili perusahaan baik 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan. 

Sifat penjaminan yang hampir sam a dengan jaminan feller of comfort di Indonesia 

adalah perjanjian jaminan pribadi atau perjanjian pe!l!lllggutlgan (borghtocht, personal 

I corporate gu(JI'antee). Letter of cnmfort se1ain mernpunyai persamaan dengan 

jaminan pribadi juga memiliki perbedaan. 

Persamaan letter of comfort dengan perjanjian jaminan pribadi adalah dengan 

melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 1824 KUHPerdata, penanggungan atau 

pemberian letter of comfort tidak dipersangkakan, melainkan horus diadakan dengan 

pemyataan yang tegas, yang berarti hams ada penerbitan letter of comfort. Tata cara 

pembuatan leller of comfort tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bisa 

berbentuk apa saja dimana coni.Uh isi dari Jetter of comfort dapet dilibat peda uraian 

penulis sebelumnya. Dalam peaktak leller of comfort, terkadang hanya di legallsasi, di 

register atau dibuat dangan akta notaris af.nu bahkan dapet dibuat sebatas perjanjian 

bawah tmgan. Bahkan seperti umumnya perjanjian lain, letter of comfort secara lisan 

pun sudah cukup, walaupun kakuatan hukunmya lemah dan janmg bahkan bampir 

tidak pernah digunakan. 

Letter of comfort pada isinya wajib mencantumkan perjanjian kredit yang 

dimaksud, jumlah hutang, jangka waktu perjanjian kredit, para pi.hak yang 

mengadakan peljanjian kredit dan status penerbit dari letter of comfort tersebul. lsi 

pekok dari letter of comfort ini adalah para penerbit feller of comfort ini akan 

menjamin si debitur atau perusahaan yang mengadakan perjanjian kredit dengan bauk 

atau lembaga kooangan lahmya supaya tetap baroperasi dengan baik, menjalankan 

bisnisnya dengan baik dan dapet melunasi pinjaman yang diberika oleh bauk tersebut. 
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Letter of comfort ini tetap alGm terus berlalru sampai dengan peljanjian kredit tersebut 

selesai. 

Persamaan lain anlma letter of comfort dengan perjanjian jaminan pribadi yang 

telah diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan pribadi atau perjanjian 

penanggungan dan letter of comfort adalah suatu persetujuan yang bernifat accesoir, 

artinya tidak ada penanggungan atau penerbitaa letter of comfort apabila tidak ada 

persetujuan utamanya. Hal ini berdasarkan Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata dan ini 

berarti bahwa:" 

l) Penanggungan dan letter of comfort adalah batal demi hukum, jika persetujuan 

(perikataa} utamanya adalah batal demi hukum. 

2} Letter of comfort dan penanggungan untuk suatu persetujuan yang dapat 

dibatalkan, juga dapat dibatalkan. Si penanggung (Borg) dan penerbit letter of 

co"l[ort tetap dapat dibaruskan memenuhi kewajibannya sebagai penanggung dan 

penerbit letter of comfort selama persetujuan utamanya belum dinyatakan batal. Si 

penanggung dan penerbit letter of co"l[ort barn bebas dari kewajibannya sebagai 

penanggungjika persetujuan utamanya telah dinyatakan batal. 

Letter of comfort juga mempunyai persamaan dengan perikataa yang timbul dari 

penanggungan dalam hal perpindahan kewajiban pemberi leiter of comfort kepada 

abli warisnya hal ini menurut penulis diatur dalam Pasal !318 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang isinya adalah : 

Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan 
untuk abli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, keeuali jika 
dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu babwa bukan itu 
maksudnya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sifat pertanggunjawaban dari penerbh letter 

of comfort sama halnya seperti pertanggungjawaban dalam peljanjian penanggungan 

"'Kartono, H:ak-Hak Jaminan Ktedit, eeL 2, (Jakarta: Pradnya. Paramita, 1977), hal. 36 
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(seperti halnya dengan setiap perikatan lainnya) herpindah kepada ahli warisnya 

tennasuk letter of comfort dimana sepanjang penolitian penulis pihak kreditur 

menginginkan apabila penerbit letter of comfort Ielah tiada, maim kewajibannya harus 

dipenahi oleh ahli warisnya. Hal ini sama dengan ketentua Pasal 1826 KUHPerdallL 

Hal ini yang tiduk banyak diketahui orang dan seringkali tiduk didasari oleh 

penanggung dan penerbit letter of comfort sendiri. 

Perhedaan antara letter of comfort denganjaminan pribadi antara lnin adalah letter 

of comfort merupal<an perikatan secara sepihak yang dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dinyatakan dalam Pasal 1317 yang isinya adalah 

Dapat pula diadakan peljanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu 
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, 
mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, 
tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga Ielah menyatakan akan 
mempergunakan syarat itu. 

Sedangkan jaminan pribadi timbul dari perikatan yang bokan secara sepihak 

karena dalam peljanjian tersebut selnin sipenanggung juga terdapat kreditur yang 

menandatangani peljanjian jaminan pribadi tersebut. Jaminan pribadi tidak banya 

ditujukan ke henda tertentu saja, melninkan ke seluruh harta yang sudah dan { atau 

yang akan ada dan menjadi hak si penanggung, sedangkan dalam letter of comfort 

sepanjang penelitian penulis tiduk mengikutka harta bendanya, bahkan ada yang 

menyatakan bahwa sifat pertanggungjawaban dari Jetter of comfort adalah 

pertanggungjawabnn moml saja.. 

Perbeda.an lain antara jaminan pribadi dengan Letter of comfort adalah jaminan 

pribadi sepanjang penelitian penulis Ielah banyak menggnnakan a1<.ta otentik atau akta 

yang ditandatangani dihedapen notaris sedangkan letter of comfort hanya dilegalisasi 

i: ,. 
[:_ 
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serta di register o!eh nolaris dan sepanjang pene!itian penulis letter of comfort belum 

dibuat dibadapan Notaris. 
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TANGGUNGJAWABHUKUM 

PEMBERI LETTER OF COMFORT SEBAGAI 

JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 

A. Kasus Letter of Coniforl 

Pada bagian ini penulis akan membahas bebernpa kasus dimana letter of 

comfort digunakan sebagai jaminan dalam suatu hubungan bisnis. Kemudian 

karena adanya suatu masalah hubungan bisnis tersebut tidak berlangsung dengan 
I 

baik, sehingga menjadi sengketa. Dalam kasu.g..kasus letter of comfort sebagai 

jaminan yang akan penulis uraikan selanjutnya bukan merupakan kasus letter of 

comfort yang diterbitkan guna dijadikan sebagal jaminan dalam perjanjian kredit 

perbankan. Menurut penulis walaupun kasus-kasus yang penulis dapatkan dad 

suatu artikel ini tidak ada hubungannya, tetapi dapat memaparkan sifut dan 

pertanggungjawaban letter of comfort yang sebenamya meropakan jarninan yang 

tidak aman. Penults selain memaparkan kasus juga akan memaparkan beberapa 

pendapat yang berhubungan dengun kasus tersebut. 

Kasus ini penulis dapatkan dari suatu artikel yang disusun oleh J. Michael 

Judin danK. D. H. Malsels. Penyusun atau pengarang artikel tersebut merupakan 

founders dad kantor pengacara di Afrika Selatan, yaltu Goldman Judin Maisels 

Inc, Attorneys of Johannesburg. 

J. Michael Judin dan K. D. H. Maisels dalam filosofi dari letter of comfort 

menyatakan 

"There is a valid reason why the pen is regarded as mightier Jhan Jhe sword 11 
has to do wilh the former's ability to articulate words which are capable of 
striking blows in places where the sword can't possibly reach. But it is also 

101 
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due to the face that words, while invented in order to communicate, often land 
up being instruments not of clarification, but obfuscation. Taking refuge 
behind ambiguity, they confer greater power on those able to manipulate and 
mould them to imply everything, while being bound to nothing in particular". 1 

Pengarang artikel dari letter of comfort yakni, J. Micbael Judin and K. D. H. 

Maisels meneeritakan letter of comfort dalam artikelnya sehagai berikut: 

"'In the murky area of the Jaw concerning letters of intent, words can be 
especially misleading. Also known by the term "comfort letters", leiters of 
intent may provide anything but comfort for either the author or receiver, for, 
despite the name, comfort letters are not terms of commiseration. They are not 
cards sent by one company to another expressing sympathy for the latter's 
financial problems. Rather, they are letters of awareness am/ 
acknowledgement of responsibility on the part of one party to another. Also 
known as "heads of agreement", "agreements in principle", and 
"memoranda of understanding", they are usually directed by a parent or 
holding company to a lender, acknowledging a moral liability for loans made 
to subsidiaries. But they are not letters of guarantee~ and are therefore not 
necessarily legally binding. In fact. they are something of a compromise, 
falling into that uncertain area between a legally binding underJaking. and an 
inducement that gives no undertaking whatsoever. In other words, they may 
provide a temporary balm for troubled companies, but their authors deny 
responsibility should anything go wrong. As such, the interpretation of rheir 
enforceability or otherwise, often depends on which side of the comfort letter 
one stands, as well as the language used to commzmicate the comfort, 
awareness and intent. 

Thus, a man who is on the verge of insolvency, will probably interpret a letter 
of intent issued by a bank on his behalf, as being a proper and enforceable 
contract. The bank, however. if called upon to pay~ may assert that the letter is 
merely an acknowledgement of a transaction, but nothing more. 

The consequence of these letters - which purport not to be binding but which 
contain terms indicating an intention to be bound. has resulted in some of the 
most hotly contested litigation in the history of business transactions".2 

Berdasarkan cerita dari J. Michael Judin and K. D. H. Maisels tentang letter of 

comfort tersebut dlatas ada beberapa kasus yang diuraikan dalam artikel tersebut. 

1 J, Michael Judin and K. D. H. Maisels, Letter of Comfort. Goldman Judin Maisels lnc, Attorneys of 
Johannesburg 
2 Ibid., 
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kasus-kasus tersebut adalah Texaco Inc v Pennzoif Co, Kleinwort Benson lid v 

Malaysia lvfining Corporation BHD, Banque Brussels Lampert SA (BBL) v 

Australian National Industries Ltd (ANI) NSW LR dan Pinnacle Point Casino 

(Pty)LtdvAuretandOthers (4)SA a/763. 

Perkara feller of comfort pada kasus Texaco Inc v Pennzoi/ Co dalam artikel 

tersebut menyatakan bahwa 

.. Resulted in judgment for the largest sum ever awarded in delict over a 
business dispute, a whopping 7,53 billion dollars in compensatory damages 
and 4 billion dollars in punitive damages. The award was made againsl 
Texaco after the m~elli-national was sued in terms of a ""memorandum of 
agreement" written to Pennzoil, which bore all the hallmarks of a letter of 
intent only, but which, the jury decided was in foct an enforceable agreement, 
/acldng only the mechanics and details of the transaction to be supplied by the 
parties • at a later stage. 

The Texaco decision is not unique. There have been a number of cases 
worldwide in which courts have held that if the parties intended to be bound 
by a letter of intent prior to the execution of a final agreement, it will give 
effect to the contents of the letter of intent, even if certain details have not been 
agreed upon. FUrthermore, courts will sometimes supply and impose 
commercially reasonable terms in respect of issues upon which agreement 
cannot be reachecf'.3 

Walaupun interprelasi yang tidak jelas yang timbul dalam kasus ter.lebut 

diatas. leiter of intent (letter of comfort) adalah bagian integral dari praklek bisnis, 

bail< di luar negeri dan di Afrika Selatan, meskipun penggunaan perangkat ini 

dapat membuat hukum sebagai daerah ranjau yang tidak mencurigakan. Hal ini 

terjadi di Inggris pada kasus Kleinwort Benson Ltd v Malaysia Mining 

Corporation BHD. Dalam artikel menyatakan perkara tersebut ada!ah sebagai 

berikut 

"In this case, which has been used as a guide for South AjHcan auditors and 
legal practitioners alike, the plaintiff bank agreed with the defondantto make 
a loan of up to 10 million pounds to the defondant's wholly owned subsidiary 

' ' 
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M, which traded in tin on the London Metal Exchange. As part of the facility 
agreement, the tleftndant furnished the plaintiff with two letters of comfort, 
assuring it that the bo"awer was able to honour all its liabilities and debts 
under the agreement. However, these assurances turned out to be worth less 
than their weight in tin. In 1985 the tin market collapsed. leaving the 
subsidiary liable to the plaintiff bank for the liability, which the defendant 
refused to pay 

In an action against the defendant, the plaintiff contended that the letter of 
intent was legally binding. The defendant argued that the wording of the letter 
was ambiguous and did not creale a binding contractual obligation. (It was 
common cause that the defondant had not been prepared to enter ifllo an 
actual guarantee of its liability). The court of first ii'IStance held that the 
circumstances in which the letter of comfort was given. foasibly created the 
presumption of a legal agreement, since the transaction was of a commercial 
nature. Because of this, the plaintiff hed relied on the veracity of the letter of 
comfort to make the loan facility available. Furthermore, the plaintiff was 
assured of legal recourse in the event that the subsidiary defaulted Given the 
fact that contents of the letter was not invidious, the plaintiffs claim 
succeeded The court of appeal hawever overruled this decision holding that 
the defendant's letter of comfort did not amount to a legal obligation, because 
it referred merely to the general policy of the holding company in respect of 
the subsidiar;/'4 

Pada tahun berikutnya ada perkam letter of comfort yang teijadi di Australia 

yang sidangnya dilakukan di Pengadilan Tinggi lnggris. Pada perkara tersebut 

putusan yang dikeluarkan rnerupakan kritikan, tetapi tidak pemah rnenjadi 

pedoman. Hal ini teljadi pada kasus Ban<Jue BnlSsels Lampert SA (BBl,) v 

Australian National Industries Ltd (ANI} (1989} NSW LR. Uraian dari kasus 

tersebut adalah sebagai berikut 

"Spedley Securities Ltd (SS Ltd). a wholly-owned subsidiary of Spedley 
Holdings Ltd (SH Ltd) wanted to borrow 5 million dollars from the plaintiff 
(BBL). The plaintiff required assurances that the loan would be repaid. The 
deftndant, Australian Notional Industries Ltd (ANI), which held 45% of the 
shares in SH Ltd. issued a letter of intent to BBL. confirming ils awareness 
and approval of the loan and undertook to provide at least 90 days notice of 
DI1JI decision taken by it to dispose of its shareholding in SH Ltd 

Despite the undertaking, in the event. ANI sold its shares in SH Ltd without 
giving the required notice, because it ftared that BBL would call up the loan, 
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thereby reducing the value of ANI's shares. SH Ltd subsequently went into 
liquidation and BBL sued ANI for recovery of its loss. 
The issue for decision wa~~ whether the letter of intent was legally binding on 
ANI to give BBL 90 days notice before selling its shares, and, to ensure that SS 
Ltd mel its financial obligalions. The court held that, although the letter of 
comfort was not a guarantee, ANI could be held liable to BBL far SS Ltd's 
default'.' 

Berdasarkan kasus pengadilan Klefworl Benson yang telah diurnikan 

sebelumnya letter of comfort merupakan suatu petianjian walaupun bukan sebagai 

jaminan dan mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal ini Roger CJ dalam 

artikel tersebut menyatakan 

"the whole thrust of the Jaw today is to attempt to give proper effect to 
commercial transactions. It is for this reason I hat uncertainty, a concept so 
much loved by lawyers, has fallen into disfavour as a tool for striking down 
commercial bargains. If these statements al'e appropriately promissory in 
character, courts should errforce them when they are uttered in the course of 
business, and there is no clear indication that they are not intended to be 
legally enforceable". 6 

Dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengadi!an Australia yang 

menurut artikel tetSebut merupakan keputusan yang balk dan elegan menyatakan 

sebagai berikut 

' !l}ld., 
6 Ibid., 

1. "In determining whether a letter of comfort gives rfse to contractual 
obligations; 
(a) the ordinary rules of construction and interpretation relating to 

contracts apply; 
(b) the overriding test is that of the intention of the parties as deduced 

from the document as a whole, seen against the background of the 
practices of the particular trade or industry and in the events 
surrounding its inception; 

(c) the prima facie presumption that in respect of commerciallransactions 
there is an intention to create legal relations applies> and the onus of 
proving the absence of such intention rests with the party who asserts 
that no legal effect is intended. " 

2. In the circumstances. and taking into account the negotiations leading to 
the final version of the letter of comfort, and a close textual analysis of its 

. 
' 
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terms, the letter of comfort contained 2 enforceable contractual promises, 
breach of which gave rise to a liability in damages where the shares .... 
were sold without the plaintiff being given 90 days' notice1

'. 
7 

Sehubungan dengan keputusannya Ketua Pengadilan mengadakan suatu 

pengamatan tentang kasus letter of comfort ini. Pengamatan tersebut adaleh 

1. '"As was noted in Kleinwort Benson. there is no general rule concerning letters 
of comfort. It wru developed as an alternative to a guarantee or suretyship, 
and according to writers on the subject, letters of comfort were fust used in 
the 1960's in the United States, because it was there that legally enforceable 
guarantecey were required to be disclosed in the accounts of a company as a 
contingent liability. " 

2. "Uncertainty surrounds the practical legal obligations imposed by a letter of 
comfort. u 

3. "Nolhing turns on the nomenclature of "leiter of comforl" as war observed by 
the Court of Appeal in Kleinwort Benson " 

4. "If the statements are appropriately promissory in character, courts should 
enforce them w~n they are uttered in the course of business and there is no 
dear indication that they are not intended to be legally enforceable. " 

5. "In Kleinwort Benson. the Court of Appeal subjected the letters to minute 
/exlual analysis. Courts will become irrelevant in the resolution of commercial 
disputes if they allow this approach to dominate their consideration of 
commercial documents. " 

6. In Kleinwort Benson, Ralph Gibson. L. J. had said that : 
"In my judgment the defendants made a statement as to what their policy was, 
and did not in paragraph 3 of the comfort letters, expressly promise that such 
policy would be continued in the foture." 

7. ".... lt is inimical to the effictive administration of justice in commercial 
disputes that a court should use a fmely tuned linguistic fork " 

8. " ... It seems to me that it is the remedies which the law in Australia permits 
when confronted with this type of conduct that represents the advance that the 
law in this country has achieved over cancepts that inform the decision of the 
English Court of Appeal in Kleinwort Benson'~ 

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila pemyataan dari Ralph Gibson adalah 

benar, maka dokumen berupa letter of comfort banya merupakan sebuah kertas 

yang tidak bernrti. J. Michael Judin and K. D. H. Maisels dalam artikelnya 

menanggapi penganaatan dati Ketua Pengadilan Australia sebagai berikut 
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"In the result, in this robust Antipodean judgment, the court held that the 
plaintiff was entitled to payment of the amount of its loss. On 9 July 2002 the 
Commercial Division of the Supreme Court of France g{IVe a judgment which 
accords with the decision in the Australian case on the enforcement of a letter 
of comfort or intent, holding that the words "using its best efforts" to create a 
commitment to perform the obligalions of a debtor towards a credilor, can be 
enforced".9 

Dalam artikel tersebut pengarang mencontohkan suatu kasus yang terjadi apa 

tahun 1983. Kasus tersebut merupakan kasus sengketa yang terjadi akibat 

perjanjian peminjaman uang. Dalam kru.w tersebut pemegang sabam dari Debitur 

bertindak sebagai penerbit alan pernberi letter of intent (feller of co"!forl) sebagai 

jaminannya. lsi dari surat rersebut adalah 

"For the purpose of re-structuring our qjfiliate/s and having consideration of 
(sic) our links with that company, from now on we shall pay auention to the 
clo.sing of the operation and we shall take the necessary steps in order to bring 
the operation to a successful conclusion. "10 

Kemudian Debitur harus melikuirlasi dirinya dan Kredilnr menagib 

pembayamn yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut kepada 

pemegang saham Debitur yang menerbitkan letler of intent tersebut. Pemegang 

saham Debitur tersebut menolak untuk melaknkan pembayaran dengan alasan 

bahwa letter of comfort bukan merupakan jaminan dari bntang Debimr. Kemudian 

pengadila.n yang mengadli perkara ini menyatak.an ~~although the letter of intent 

was not a guarantee, it obliged "R" to "bring the operation to a successful 

conclusion" which meant that it had to repay the loan'" •11 

Selain dan kasus tersebut di atas kasus serupa sebelumnya juga teljadi di 

Perancis. Dalam kasus tersebut menyatakan bahwa «letter vf intent was only an 

9 Ibid, 
~-· 

Ill lbtd., 

11 Ibid., 

I 
' ' ;. 
I 
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undertaking to perform the obligations of the debtor if its terms obliged its author 

specifically to PCIJI or perform the obligations of the debtor"12 

Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa menggunakan kata-kata "best 

efforts" untuk mengusahakan supaya keberlangsungan usaha dari Debitur tidal< 

memberikan kewajiban pemegang saham yang bertindak sebagal penerbit atau 

penerima letter of intent untuk membayar hutang Debitur seakan-akan bertindak 

sebagai pemberijarninan pribadi. Hal tersebut dinyatakan dalam artikel J. Michael 

Judin dan K. D. H. Maisels sebagai berikut 

"The use of the words ~'best efforts'' to bring the operation to a successful 
conclusion, did not previously create a duty to pay The effect of this decision 
Is as follows : 
I. if the author of a letter of intent specifies that it agr.es to PCIJilhe creditor 

on behalf of the debtor, the letter of intent is a guarantee; 
2. if the aulhor of a letter of intent agrees to use its "best e.ffi:>rts" to complete 

the transaction, the author is required to peiform the obligations of the 
debtor; and 

3. Jflhe author of a letter agrees only to survey or control the management of 
a subsidiary. it does not agree to perform the obligations of the debtor. 
and only supports the facilitation of the peiformance of those obligations. 
ll remains to be seen to what extent the South African courts would enforce 
the terms of comfort letters or letters of intent. but it seems to me that the 
approach of I he Australian and French courts should be followed as being 
both logical and in accordance with modern commercial practice", 

Dalam prakteknyaletter of collffort diterbitkan atau diberikan oleh pihak yang 

berkepentingan walaupun mengikat, tetapi tidak dapat ditegakkan apahila tetjadi 

suatu sengketa seperti yang te1ah diuraikan diatas. Hal ini ditagaskan dalarn artikel 

J. Michael Judin danK. D. H. Maisels sebagai berikut 

11 Ibid _., 

"in which a letter of comfort was held not to be enforceable, but unfortunately 
the preciSe terms of the letter are not set out in the reporl. The decision of the 
Australian and French courts does not mean that all comfort letters constitute 
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legal obligations in accordance with the conventional rules governing the law 
of contracts". 0 

Berdasarkan kasus-kasus ullmg telah diuraikan sebelumnya, maka yang perlu 

kita perhatlkan apabila pemegang saham akan menerbitkan letter of conifort atau 

leiter of intent yang semula ditujukan untu.k: jaminan, namun tidak. dapat 

dieksekusi berdasarkan artikel yang disusun oleh J. Michael Judin dan K. D. H. 

Maisels adalah 

1. If the coments of a letter is to the effeet that the parent company merely 
acknowledges that X has made a loan to the parent company's subsidiary, 
no liability will arise. 

2. To wear belt and braces. the letter of inient should state that the parent 
company 

3. accept;; no liability to the lender. 
4. It should also be made clear (if this is the case) that the letter of intent is to 

be 
5. superceded by a formal written agreement. 
6. If advising a lender, and as a precaution to ensure that a binding 

agreement eventuates. the letter of intent should provide that if the parties 
are unable to agree to the terms of a full agreement, that the dispute shall 
be referred to mediation in an effort to resolve the differences, or failing 
that, arbitration or the decision of an expert. 

7. When drqfting a letter of intent, the use of words such as 'folly" and 
"totally" or "absolutely" which are vague or open to different 
interpretations, should be {li)Oideffl. 14 

B. TanggungJawab Hulwm Pemberi ~tter of Comfort seb:agai Jaminan dalam 

Perjanjian Kredit Perbankan. 

1. Tauggung Jawab Hukum 

]) Ibid., 

H Ibid,, 

Jstilah "tanggung jawab" sudJlh merupakan hal yang sangat penting 

bagi kelridupan manusia. Makna dari istilah "tanggung jawab" adalah "siap 

menerima kewajiban atau tugas". Arti tanggung jawab di atas semestinya 

sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. sebelikuya jika orang akan 

diminta untuk bertanggung jawab sesuai dengan definisi tanggung jawab 

I 
'· ,-
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tersebut biasanya masih merasa kesulitan, merasa keberatan, bahkan ada orang 

yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. 

Dalam permasalahan pertanggung jawaban ini biasanya pihak yang betjanji 

untuk bertanggungjawab tidak ingin atau mengelak untuk bertanggungjawab, 

karena jaub lebih mudah untuk "mengbindari" tanggung jawah, daripada 

'"menerlma" t:anggungjawab. 15 

Banyak orang mengelak bertanggung jawab, karena memang lebih 

mudah menggeser tanggung jawabnya, daripada berdiri dengan berani dan 

menyatakan dengan tegas bahwa, "Ini tanggung jawab saya!" Banyak orang 

yang sangat senang dengan melempar tanggung jawahnya ke pundak orang 

lain. 

Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk 

menerangkannya dengan tepa!. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan 

keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan 

kesediban untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatau. Banyaknya 

bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskaunya dalam 

bentuk kata-kara yang sederbana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita 

amati lebih jauh, pengertian t:anggung jaw-ab selalu berkisar pada kesada:ran 

untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk 

melakakan. 

Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawah" diartikao sehagai 

keharusan untuk 11tnenanggung" dan ''menjawab'1 dalam pengertian Jain yaitu 

15 Wlll')'ono, Memahami Tanggyng__Jawab, !illP.Jiwuryanano.wordpress.com/2007/10127/memaharni­
t&ngl!!!llg~jaWBb, tanggal17 Februari 2009 
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suatu kebarusan untulc menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku 

scseorang dalam rangka menjawab suatu persoa!an.16 

Defmisi) tanggwtg jawab (responsibility) menurut American Heritage 

Dictionary ialah kata benda" (1} keadaan, kualitas atau kenyataan 

bettanggung jawab (2) benda atau orang yang mempertanggungjawabkan, 

tugas, kewajiban atau beban. Bertanggung jawab (responsible), kata sifat (1) 

Secara legalatau etis blsa dlandalkan atau perawatan atau kesejahteraan orang 

lain, (2) Melibatkan keadaan bisa diandalkan secara prlbadi atau kemampuan 

untuk bertindak tanpa bimbingan atau wewenang atasan, (3) menjadi sumber 

atau penyebab sesuatu, (4) rnampu membuat keputusan moral atau rasional 

sendiri, dan dengan demikian bisa menanggung akibat perilakunya sendiri, (5) 

bisa dipercaya atau diandalkan; bisa jadi tempat betgantung, (6) berdasarkan 

atau berciri kbas punya penilaian yang balk atau pemikimayang rnanlap, (7) 

Memiliki sarana untuk membayar hu!ang atau memenuhi kewajiban, (8) Hams 

menyeraltkan tanggung jawab; bisa menanggung akibat. Tanggung Jawab 

(Responsibility) juga dapat diartikan sebagai '~ekanan sosial yang mengikat 

sesuai dengan kewajiban dan tugas yang dibutuhkan status sosial itu sendiri"." 

Kemudian tanggung jawab juga diartikan sebagai Keharusan seseornng 

sebagal muhiulc rasional dan beban untuk tidak. Mengelak serta membetikan 

penje1asan mengenai perbuatannya, secara retrosfektif atau prosfektif. 

Berdasarkan pengertian tersebut tanggung jawab diartikan sebagai kesiapan 

membetikan jawaban atas tindakan-tindakan yang suduh dilaltukan oleh 

16 Pepak., Memmamkan B,asa Tanggllflg J_~ bttp;/~orglpustakal040420, tanggal 17 
Februari 2009. 

)
1 Najlah Naqjyah, Puasa .. Thadah Privat' untuk Bertane.e:une: . Jawab. 

hlfp:/fnajlah.blogspot.com/2004 10 01 archive.html.tangga122 Oktober2004. 
18 Arti 1 pengenian dar:i i.ntegrltas, loyalitas dan tanggung jawab, http://ofl!:anisasi.org/arti-pengerti<UJ:: 
dari-iQJ.~gritas~loyalitas-dan-tangungdawaq, Tanggal 17 Februari 2008 
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seseorang pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang 

akan datang.19 

Standar yang digunakan untuk menentukan apakah Ielah terj adi 

pelanggaran terhadap kewajihan atau tanggung jawab adalah hukum "orang 

yang kompeten a tau Ia yak". Bila seorang yang dianggap memiliki kompetensi 

atau kelayakan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik tanpa 

bambetan, maka seseorang yang dlanggap melakukan kecerobeben memang 

akan di''vonis" melakukan keeeroboben atau pelanggaran tanggung jawab. 

Tetapi hila seseorang yang merniliki kompetensi atau kelayakan tadl juga 

melakukan hal yang sama dengan tertuduh, maka tidak akan dikatakan terjadi 

suatu kecerobohan atau pelanggaran terhadap tanggung jawab. Contohnya, 

senrang tertudub akan tetap dlanggap melakukan keceroboben hila terjadi 

kecelakaan di jalan yang licin. karena seseorang yang ''layak" atau kompeten 

akan menurunkan kecepatan kendaraannya dalarn situasi yang sarna. Pada 

kasus lain, seseorang yang "kompeten" pun tidak dapat mengh.indari bila tiba 

- tiba seorang anak kecil borlari menyeberangi jalan bebas harnbatan yang 

ramai. Bila situasinya seperti ini, maka tidak akan dlkatakan terjadi 

kecerohnhan meskipnn pengemudi menabrak anak kecil tersebut.20 

Peter Salim dalam kamus yang berjudul Contemporary English-

Indonesian Dictionary maupun Henry Campbell Black dalam kamusnya yang 

be~udul Black's Law Dictionary. mengatakan, ada tiga macam tanggung 

jawab hukum yaitu tanggung jawah hukum dalarn arti accountabilily, 

1 ~ Tyus yosep. (Acoountability) perawat dalam 
wiiut 

20 Definisi Umum Kewajiban Medis, bttp://www.freewebs.com/tanggundawabmedisldefinisi.htQ!. 
W!ggal17 Febn>ari2009. 
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responsibility dan liability. Tanggung jawab dalarn arti accountability adalah 

tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan 

harus bertanggung jawab alas basil pembukuan, sedangkan responsibility 

adalah tanggung jawab dalam arti yang barus memikul beban seperti 

dikemukakan oleh Kasad Jendeml Endriartono Sutarto dalam kasus HAM 

yang bertmggung jawab (responsible) di kalangan ABRI adalah mereka yang 

memeg- tongkat komando perintah kepada prajorit. Tanggungjawab dalam 

arti liability adalab kewajiban menanggung alas kerugian yang didorita 21 

Berdasarkan w:aian lersebut diatas menurut hemal penulis tanggung 

jawab hukum adalab pertanggungjawaban suatu pibak terhadap pihak laiu 

da1am kapasitas dan kondisi tertentu berdasarkan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang disebabkan karena adanya perbuatan 

. yang menimbulkan kerugian. Menurut penulis kerugian yang timbul tersebut 

dapat berupa kerugian materil maupun kerogian immateril. Selain itu menurut 

penulis tanggung jawab hukum pemberi letter of comfort sehagai jaminan 

dalam peljanjian kredit perbankan adalab pertanggungjawaban berdasarkan isi 

yang merupakan janji dan undang-undang bagi yang mengadakannya dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tanggung Jawab Moral 

Belakaogan ini di kalangan perhankan mulai populer dokumen yang 

berbentuk letter of comfort, di mana pibak yang memperoleh pinjarnan 

mernborikan comfort letter kepada bauk pemberi kredit dalarn tiansaksi jual-

beli commercial paper dan promissory note. Sumt itu dirnaksudkan untuk 

21 Oleb K Martono, Ianggung Jawab Hulqtm Pi. (persem) Kereta Apj Jndonesia.. 
els.bappcnas.go;idlupload/oJ,hedl'anggnna%20Juwab%20Hukomo/o20PT .doc, tanggs.1 17 Februari 
2008. 

! 
'· 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



114 

menentnunkan hati pemberi kredit atau pembeli CP, karena diterbitkan oleh 

pemsahaan terkenal yang sering menjadi persoalan, masih ada pejabat bank 

yang keliru menganggap letter of comfort identik dengan jaminan bank, 

padahal antara kedua dokumcn tersebut masing-masing mempunyai arti dan 

akibat bukum yang sangat berbeda Letter of comfort tidak mengakibatkan 

adauya kewajiban hukum bagi penerbitnya, melainkan hanya kewajiban moral 

semata-mata.22 

Berdasarkan hal tersebut diatas menyatakan bahwa tanggung jawab 

dati pemberian letter of comfort adalah tanggung jawab atau kewajiban moral 

semata. Karena itu dalam bagian ini penulis akan membahas taoggung jawab 

moral dati pemberi amu penerbit letter of conifort dengan sebelumnya penulis 

nkan membahas tentang moral dan moralitas. 

Delinisi Moral adalah tingkat kepedulian seseorang dalam menjunjung 

nilai-nilai ethics." Definisi moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan 

oleh etika. Tingkah laku yang Ielah ditentukan olah etika soma ada baik atau 

buruk dinamnkan moral. Moralterbagi kepada dua yaitu :24 

a. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. 

b. Butuk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai butuk. 

Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan 

masyamkat yang diwujudkan di IUBr kawalan individu. Dorothy Emmet 

mengatakan bahawa manusia bergantWlg kepada tatasusila. adat. kebiasaan 

22 http:/fwww.hamline.ecfw'apakabarliwjsdam/1994/l !/[j{QOQ5,bunl. hari Jumat. tanggal t3 Juni 2008 
23 Musldtawati, fproletarl Dekadensi M9nll dikalanean Umat Rerngama.. bttp:f/www.man .. 
..:;;hive.oom/prolew@yahoogroops.com/msgQI551.html. tanggal7 Maret 2009 
24 AJlrnn Pemikmn Pendidik Malaysia, AJiran Pendidik, Pengertian Akhlaq dan Mom! dari Sudut 
KesyumuJan Universal dan Hak Tariqh, 
b.l,Jp://www.mypendidik.net/oortalfmodules.php?name=News&fiiFprint&sld""304. tanggal 7 Maret 
2009 
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masyarakat dan agama bagi membantu menllai tingkah laku seseornng Akhlak 

dalam Islam menjadi penghubung yang era! dengan fenomena keimanan 

seseorang Islam. 

Moral berhubungan dengan montiilas, yaltu Moralitas adalah kesadarnn 

akan loyalitas pada tugas tanggung jawab. Moralitas berasal dari dalam 

keptibadian manusia itu sendiri. Binatang tidak memHiki mora1itas karena 

tidak memiliki kepribadian. Manusia sebagai makhluk moral tidak dapat 

dipahami kecuali terlebih dahulu mengenali realitas Alam Semesta, Sumber 

dari Kepribadian. Moralitas manusia berasal dari kehidupan keluarga. Jadi 

keluarga yang balk akan mengbasilkan pribadi yang memiliki moralitas yang 

balk pula. Keluarga adalah tempat mendidik moralitas. Sangat disayangkan 

pada masa modem saat ini banyak keluarga yang bernntakan nilai-nilalnya. 

Moralitas Pribadi dan Montiitas Snslal. 

I. Moralitas sosial akan terus berubah sesuai parubahan evolusi masyarakat 

dan paradaban, contoh : adat makan dan minum akan berubah sesuai 

perkembangan masyarakat. 

2. Moralitas pribadi itu primorclial dan merupakan realitas alarn sernesia, 

rnelekat pada kepribaclian. Moralitas prihadi itu ada dari semula, pada 

semua pribadi, tidak dihasilkan dari evolusi. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka selaln kehldupan manusia dalaru 

bentuk hubungan keluarga yang berantakan juga terdapet hubungan antar 

manusia yang berasal dati suatu transaksi atau peJjanjian yang menggunakan 

dana yang berasal atau yaag dihlmpun dari masyarakat menjadi sarna 

akibatnya. Hal tersebut kareua adanya suatu produk yang Ielah cliurnikan 

' ,. 
'· ,.. ~--- ---~---~-
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sebelumnya yang bernama letter of comfort yang digunakan sebagai jaminan 

dalam perjanjian kredit perbankan. 

Sepanjang penelitian penulis tanggung jawab pemberi atau penerbit lener 

of comfort ada yang sifatnya hanya moralitas semata, walaupun bentuk dan 

akibat dari 1mlggung jawab moral ini adalah culrup berat Bentuk dari 

tanggung jawab moral ini antam lain adalab dcngan oara memasukkan pelaku 

usaha yang mengenyampingkan tanggung jawabnya atau tidak melak:ukan 

lngasnya dengan baik khususnya bagi para penerbit atau pemberi leiter of 

comfort dalam daftat hitam (black list) pengusaba, sehingga para penerbit 

letter of comfort tersebut akan sulit un1uk melakukan bisnis bahkan tidak 

tertutup kemunglcinan akan kesulitan untuk memperoleh kredit atau pinjaman 

dari baok atau lembaga keuangan lainnya. 

Seperti yang telah diuraikao diatas,. moral adalah mengelahui yang baik 

dan buruk, serta moralitas adalah tanggung jawab terbadap tugas atau apa 

yang dinyatakan atau yang dijanjiknn kepada dan akan dignnakan pihak lain. 

Tanggung jawab moral ini sama sekali tidak mengandung unsur 

pertanggun&]awaban materi~ tetapi dapat beralcibat hilllngnya materi atau 

harta atau kekayaan bagi pihak yang melanggamya. Bentuk sanksi dari 

tanggung jawab moral atau pelanggarau terbadap lata krsma alan kesusilaan 

adalah dijauhi oleb masyarakat dan yang laiag ekstrem adalab di cap buruk 

oleh negara dan dunia usaha. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila pemberi alan penerbit letter of 

comfort ben1uk pe<tanggungjawabannya hanya bersifat moral, maka 

pertanggungjawabannya adalah dijauhi olen publik dan di cap buruk oleh 

negara dan dunia uaba, misalnya masuk dalam daftat hitarn (black list) dan 
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tidak ada kewajiban materil, seperti halnya yang penults hahas dalam hah 

sebelumnya dalam bagian tender BCA. Walaupun begitu tetap dapet 

berdampak materiil bagi penerbit atau pemberi letter of comfort tersebu~ 

misalnya kllrena kehilangan kepercayaan oleh masyarakat dalam dunia usaha 

atau bahkan negara.. 

3. Tanggung Jawab Hukum berdasarkan Kitab Undang·UDdang Hukum 

Perdata. 

a. Tanggung Jawab Hukum Perjaujian dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hokum perdata pertanggung 

jawaban dari h'Uatu perikatan adalab pertanggungjawaban karena perbuatan 

melawan hukwn dan pertanggungjawaban karena wanprestasi. Menurut 

penulis Leiter of comfort merupakan produk yang labir dari suatu perikatan 

yang bersumber dari perjanjian. Letter of comfort dalarn thesis ini adalab 

suatu pemyataan sepibek yang diberikan sebagai jaminan dalarn perjanjian 

kredit perbankan. Berdasarkan bal tersebut pertanggungjawaban feller of 

comfort adalab V.'llnprestasi (default) karena timbul dari suatu perjanjian. 

Wanprestasi adalab apabila salah satu pihak berjanji. tetapi tidak 

melakukan apa yang telab diperjanjikannya.25 Da!am Wanprestasi 

biasanya seseorang atau badan hokum telab dinyatakan !alai kllrena 

Wanprestasi tidak bisa terlepes deri masalab "pemyataan !alai" 

(ingebrekke stellings) dan flkela1aian'1 (verzuim).26 Wanprestasi seorang 

debitur antara lain dapet berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak 

25 Ridurul Syahmni, Seluk Beluk A!i:.1£.Ams Hukum Perika!aQ, (Bandung: Almuni Bandung, 1985), 
hal. 204. 

26 Ibid., bal. 207. 

! 
' 
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tunai memeoubi prestasi terlambat memenubi prestasi dan keliru 

memenulrl prestasL 27 

Jadi pam pelalru Wanprestasi telah dioyalllkan !alai dengan sural 

peringatan (sommatie) atau dengan sebuah akta sejenis oleh pihak yang 

dirugikan dengan me!nkukan bal-hal yang Ielah disebutklln di atas, maka 

orang atau badan hokum tersebut barns mempertanggungjawabkannya.211 

Tanggung jawab hukum atau sanksi dalam perbuatan Wanprestasi 

yang dikeuakan terhadap debitur antara lain adalah 

L Debitur diharuskan membayar gaoti kerugian yang telah diderita dan 

ketentuan ini belalru bagi semua jenis perikatan. Ganti rugi barn akan 

efek1if setelah debitur dinyalllkan !alai oleh kreditur.'9 Pemyataan 

debitur dalam keadean !alai diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitnh 

Undang-Undeng hukum Perdata, yaitu: 

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan, barulah dapat diwajibkan apabila siberhutang, 
selelah dinyalllkan !alai memenubi perikatannya, tetap 
melalalkannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 
waktu yang Ielah dilarnpaukannya30 

2. Dalarn perjanjian tlmbal balik (bilateral) Wanprestasi deri sata pihak 

memberikan bak pada pibak lainnya untuk membatalkan atau 

memutuakan perjanjian lewat hukum.31 Masalah pemballlkm peijanjian 

71 Abdul Kadir Muhammad. Hukym Perikatan. (Jakarta: Ghatta. 19tH), hal. 67. 

2:a Rusli Hardiyan, Hukvm &!daniian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Sirutr Harapan. 19931 
hal. 32. 

29 Sul>ekti, Hukum Pe.daniim. (Jakarta: PT Intennassa. 1990), hat 47. 

:w Kit.ab Undang-Undang Hukum Perdata, QQ. GiL Pa:sall243. 

31 J. Satrio, Hukum Perjar@m. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), haL 95. 

;;_ --------
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diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hulnnn Perdalll, yang 

menyatakan Syarat balal dianggap selamanya dicantumkan dalam 

peljanjian-peJjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pibak 

tidak memenuhi kewajibannya". Dalam hal demilcian peljanjian tidak 

batal demi hukwn, tetapi pembatalan hams dimintakan kepada bakim. 

Pennintaan ini juga hams dilakukan, meskipun syarat balal 

mengenai tidak dipenuhinya keWI\iiban itu dinyatakan dalam 

peljanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam peJjanjian. hakim 

leluasa menurut keadaan alas pennintaan si Terguga~ untuk 

memhetikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi 

kewajibannya. 32 

3. Dengan peralihan risikn, yaitu apabila si penjual terlambat 

menyerahkan barangnya, maka risiko beralih dari si pembeli kepada si 

penjual. Jadi dengan Jalainya penjual, malra risiko akan beralih 

kepadanya. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika 

teJjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang 

menerima barang yang meqjadi objek perjanjian. 33 Peralihan risiko di 

dalam Kitab Undang-Undang Hokum Perdata diatur dalam Pasal 1237 

yang isinya adalah "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan 

suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilabirkan, 

adalah alas tanggungan si berpiutang, jika si berhutang !alai akan 

n Kitab Undang-undang Hukum -Perdeta, QR, Cit, Pasel 1266. 
13 Gr van Der Burght, Buku.Tentang Per~.!1Y!. (Bandung: 'MMdor Maju, 1999), hat 130, 

' '--···---
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menyerahkannya, mal<a semenjak saat kelalaian kebendaan atas 

tanggungannya".34 

4. Apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka 

dapat dikatakan melakukan "wanprestasi" bail< ia alpa atau !alai atau 

melanggar peijanjian." Apabila si kreditur memperkarakan kasus 

tersebut ke Pengadilan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang 

menentukan bahwa pihak yang dikaiahkau di depan bakim diwajibkan 

rnembayar biaya parkara, maka pihak yang dikalahkau wajib 

rnernbayar ongkos biaya perkara. 

Memenubi peijanjian jika masih dapat dilakukan atau 

pambalalan peijanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi. Menurut 

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak kreditur dapat 

menunlut debitur yang !alai, untuk pemenuban peijanjian atau 

pembatalan disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.36 

h. Tanggung Jawah Hukum Pemheri Letter of Comfort dalam Kitab 

Undang-undang Hokum perdata. 

Seperti yang tclah penulis uralkan sebelumnya letter of comfort 

merupakan perikatan yang labir dari suatu peijanjian oleh karena itu 

partanggungjawabanya adalah gunti kerugian berdasarkan wanprestasi atau 

ingkar janji. Sili!t peijanjian leiter of comfort menurut penulis seperti yang 

telah penulis uraikan pada bab-hah sebelumnya adalah pemyataan yang 

tetntu saja berupa janji. Menurul penulis dasar hukum sura\ pemyataan 

14 KitabUndang~Undang Hukum Perda~:QR. ill. Pasal 1237. 

lS Sudikno Mertolrusumo, Hukum Acara Perdata Indooesi~ (Y ogyakarm : Liberty, i988). hal. 12. 

"Kitab Uooang-Undang Hulrum Perdata, Q;>. Qj., Pm;ai !267. 

-···· 
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dalam bentuk teller of comfort ini diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-

undang Hukwn Perdata yang menya!akan 

"Dapat pula diadakan parjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila 
itu suatu perjanjian yang dibuat Wltuk diri sendiri, atau suatu 
pemberian kepada orang Jain, mengandung syarat semacam itu'' .Siapa 
pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak beleh menariknya 
kembeli, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan 
syamt itu" 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata tersebu~ maka leiter of comfort sebagai jaminan 

dalam parjanjian kredit parbankan adalah suatu perjanjian untuk 

kepentingan pihak ketiga, yakni Kreditur yang berupa pernyataan untuk 

menjamin supaya pihak Debitur dapat melunasi hutangnya dengan baik. 

Menurut penulis apabila Debitur tidak dapat melunasi hutang, maka 

pemberi atau penerbit dari letter of comfort telah melakukan wanprestasi 

terhadap apa yang dinyatakanaya dalam letter of comfort tersebul. 

Menurut penulis pertanggungjawaban tersebut merupakan 

partanggungjawaban dari apa yang dinyatakan dalam sural pernyataan 

yang dalam hal W adalah penerbil atau pernberi teller of comfort. Selah! 

itu menurut penulis siapa yang telah menyatakan atau apa yang dinyatakan 

dalam sural parnyataan merupaken janji begi dirinya sendiri yang dapat 

dipergunakan oleh pihak lain. 

Dalam wawancara dwt diskusi dengan Bapak M. Yahya Harahap, S.H 

mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Senior 

Partner dari Law Offices of Remy & Partners menyalakan bahwa letter of 

comfort sifutnya dapat dipersamakan dangan borghtocht atau jaminan 

pribadi. Persamaan dan perbedaan letter of comfort telah penulis waikan 

"--··---
' . . 
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pada bab sebelumnya. Penulis sependapat dengan Bapak M. Yahya 

Harahap, oleh karena itu pertanggungjawaban penerbit atau pemberi letter 

of of comfort adalah sama dengan pertanggungjawaban pe!JanJtan 

peanggungan karena letter of comfort tersebut nrerupakan pe!JanJtan 

tambaban (accesoir) dalam peljanjian kredit. 

Pertanggungjawahan letter of comfort apabila dipersamakan dengan 

jaminan pribadi (borgtocht) bernpa pertanggungjawaban ganti kerugian. 

Karena sifutnya yang baanpir sama dengan letter of comfort, make penerbit 

atau pemberi letter Qj comfort dapat maminta supaya harta Debitur terlebih 

dahulu dilakukan eksekusi untuk melunasi hutang dari Debitur, apabila 

harta dari Debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya bam 

harta atau kekayaan dari penerbit atau pemberi letter of comfort yang 

berikutnya dieksekuai untuk melunasi butang-hutang Debitur. Jadi apahila 

Debitur wanprestasi, maka penerbit atau pemberi Zeller of comfort juga 

telah wanprestasi, tetapi karena sifatnya pe.rjanjian tambahan (accesoir), 

make menurut penulis tanggung jawab hukunmya sama dengan 

pertanggungjawdban peljanjian peanggungan apabila Debitur wanprestasi. 

Hal ini masih menjadi pnlemik bahken terbadap seluruh 

pertanggungjawaban hukum dari pnmberi letter of comfort. Apabila 

penulis yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang advokat dan dirninta 

oleh suatu baak untuk meminta pelunasan dari Debitur sedangkan harta 

atau kekeyaan Debitur tidak cukup untuk melunasi hutangaya dan sebagai 

jaminan terdapat letter of comfort, make penulis akan menggunaken hal ini 

sebagai dalil, tetapi apabila hal ini menjadi sengketa di Pengadilan, maka 

semuanya tergantung dari keputusan Majelis Hakim. 
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Berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyalakan "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali 

debitur !alai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan 

debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya", 

maka penerbit atau pemberi letter of romfort sebagai jarninan daiam 

perjanjian kredit perbankan yang dipersamakan dengan penanggung dapat 

dipertanggungjawabkan setelah Debitur terlebih dahulu melunasi atau 

mempertarggungjawabkan hutangnya dengan barta kekayaannya. Kecuali 

apabila Debitur dalarn keadaan yang dinyatakan dalam Pasal 1832 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang menyatukan 

Pasal1832 
Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih 
dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 
{I) bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut 

barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 
(2) bila ia telah mengikatkan dirinya barsarna-sama dengan debitur 

terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibar­
akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditet:apkan 
untuk utang-ulang tanggung-menanggung; 

(3) jika debitur dapat rnengajukaa suatu tangkisan yang hanya 
mengenai d.irinya sendiri secara pribadi; 

( 4) jika debitur berada keadaan pailit; 
{5) dalarn hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim. 

Kemudian selain Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

ternebut diatas, ketentuan lain yang mengatur tentang pertanggungjawaban 

Debitur terlebih dahulu baru pertanggungjawaban pemberi alau penerbit 

letter of comfort sebagai jaminan da1am peljanjian kredit perbankan yang 

dipei>amakan dengan peijanjian penanggungan adalah ketentuan Pasal 

1833, 1834, 1835 dan 1837 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyatukan : 
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Pasall833 
Kreilitur tidalc wajlb menyita dan menjual lebih dahulu bara:ng 
kepunyaan debitur, kecuali hila pada waktu pertama kalinya dituntut 
dimuka Hakim, penangguug mengajukan permohonan untuk itu. 

Pasall834 
Penangguug yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan 
<lijuallebih dahulu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur itu 
kepada kreditur dan membayar lebih dahulu biaya-biaya untuk 
penyitaan dan penjualan tersebut 

Penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam 
sengketa di hadapan Pengadilan, atau barang yang sudah <lijadikan 
tangguugan hipotak untuk utang yang bersangkutan dan sudah tiduk 
lagi berada <li tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luar 
wilayah Indonesia. 

Pasal 1835 
Bila penangguug sesual dengan pasal yang lalu telah menunjuk 
barang-barang debitur dan telah membayar biaya yang diperlukan 
untuk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertangguug jawab 
terbadep penangguug alas ketidakmampuan debitur yang terjadi 
kemudian dengan tiadenya tuntutan-tuntutan, sampai sejumlah barga 
barang-barang yang <litunjuk itu. 

Pasall837 
Akan tetapi masing-masing dart mereka, hila tiduk melepaskan hak 
istimewanya untuk meminta pernisahan utangnya, pada wak:tu 
pertama kali digugat di muka Hakim, depat menuntut supaya kreditur 
lebih dulu membagi piutanguya, dan menguranginya sebatas bagian 
masing-masing penangguug utang yang terikat secara sah. 

Apabila penerbit atau pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit perbankan terdapat Iebih dari I (satu) yang 

pertanggungjawabannya dipersamakan dengan perjanjian penanggtmgan, 

mak:a semua penerbit atau pemberi letter of comfort tersebut terikat untuk 

melunasi hutang Debitur apabila wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 

1836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Jika 

baberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penangguug untuk seorang 

debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing 

penangguug terikst untuk selurub utang itu", 
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Peodapat penulis baik selaku praktisi maupun akademisi dalam hal ini 

menitik beratkao kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan dalam 

bank, sehingga pihak yang melakukao hal-hal yang tidak diinginkun 

khususnya membetikun jaminan yang tidak diatur dalam paraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan mempunyai kendala sebagai 

jaminan yang tidak aman) tetap dapat disita atau dieksekusi atau dicairkan 

oleh bank, sehingga keamanan, kesehatan dan kelancaran bisnis hank tetap 

terjaga, Dengan terjaganya keamanan, kesehatan dan kelancaran tersebu~ 

maka dana nasabah atau masyarakat yang disimpan di bank berdasarkan 

kepercayaan tetap dapat terjaga_ f 
' 

4. Tangguog Jawab Hukum benlasarkan Hokum Perseroan Terbatas. 

a. Tanggong Jawab Hukum dalam Perseroan Terbatas. 

Perseroan terbatas adalah suatu perseroan yang terbatas mengenai 

tanggung jawah para pemegang sahamnya. Dalam kepustakaan banyak 

ditulis bahwa unsur pertanggungjawaban yang terbatas itulah yang 

menjadikan orang lebih memilih bentuk badan hokum Perseroan Terbatas 

(limited liability) sebagai wadah untuk melakukao kegiatan usahanya yang 

bartujuan meocapai laba (profit oriente! company). Hal mana disebabkan 

secara yuridis setiap badan hukum Perseroan Terbatas dipandang sebagai 

subyek hukum yang mandiri atau dengan kata lnin Perseroan T erbatas 

dalam hukum dipandang berdiri sendiri ( oronom) terlepas dari orang 

perorangan yang berada dalam perseroan tersebut Perseroan dapat 

melakukan semua fungsi orang perorangan, yaitu dapat memiliki 

kekayaan, dapat menggugat dan digagat dalam lalu lintas hukum, dapat 
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membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah 

sesuatu dati pihak: lain, berhak menerima pengalihan atas sesuatu tagihan 

yang menjadi hak orang lain, berkewajihan untuk memhnyar hutang atau 

tagihan lainnya kepada pihak lain, dapat menerima atllu memberikan 

pinjaman, dapat dinyatllkan pailit dan sehagainya. 

Sehagai hndan hukum Perseroan Terhntas mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut :17 

a. Organisasi yang teratur 

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ 

yang terdiri atas Rapat Umum Pernegang Sahnm (RUPS), Direksi dan 

Komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui UUPT dan 

Anggaran Dasar Rumah Tangga Perneroan dan Keputusan RUPS 

b. Harta kekayaan sendiri 

Perseroan memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar 

yang terdiri atas seluuh nominal saharn dan harta kekayaan dalam 

bentuk lain, mi<alnya gedung kantor parseroan, hnrang inventaris 

perseroan yang diperoleb dari usaha perseroan. 

c. Melalrukan hubuogan hukwn sendiri 

Sebagai badan hukom, perscroan rnelakukan hubungan lrukum 

sendiri dengan pihak ketiga. Perneroan diwakili oleh pengurus yang 

disebut Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. 

d. Mempuoyai tujuan sendiri 

11 R. Ali Ridho. &dan Hukum dan Kedudukan Bad!m Hukum P~ Perlrumpufun. Kop;_em$i, 
~fin Wal<at:{llandung: Alumni, 1986), hal. 17 
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Sebagai badan hukum yang melakukan lregiatan usaha, 

perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan. Karena perseroan menjalanka.n perusahaan 

adalah memperoleh keuntugan dan I atau laba perusahaan. 

Pada satu pihak perseroan merupakan wadah yang menghimpun 

dana orang-orang yang mengadakao keJja sama dalam perseroan, akao 

tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka 

kerja sama dalam perseroan itu oleh hukum dipandang semata-mata 

sebagai perbuatan badan itu sendiri. Keadaan ini membawa 

koru;ekwensi hawa keuntungan yang diperoleh dipandang menjadi 

heban perseroan yang harus dibayar dengan harta lrekayaan perseroan 

itu sendiri. Suatu tagihan kepeda Perseroan T erbatas tidak dapet 

dituntut sampai kepada harta kekayaan pribadi pada pemegang 

sahananya. 

Berdasarkan asas keterbatasan tanggung jawab tersebut diatas, malca 

perseroan terbatas dalam rnelakukan fungsi hukumoya bukan hertindak 

sebagainya kuasa dari para pemegang sahamoya, akao l>:tapi hertindak 

untuk dan atas nama dirinya sendiri, para pemegang saham tersebut hokan 

rnerupakan pihak dari peljanjian yang dibuat oleh perseroan terbatas 

dengan pihak lain, oleh karena itu pula pemegang saham tidak beihak 

memaksa pihak lain melaksanakao kewajibannya yaog ditentokan dalam 

petjanjian itu dan sebaliknya pihak ketiga lidak dapat menuntut pemegang 

saham atas perikatan yang dibuatnya dengan perseroan terbatas. 

Asas keterbatasan tanggang jawab ini dalarn ilmu hukum disebut 

dengan .,doctrine of separate corporate personality'', dan dapat diambil 

r 
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alih kedalam UUPT sebagaimana dinlUat dalam Pasal 3 ayat (I) UUPT 

yang berbunyi sebagai berik:ut "Pernagang sabam perseroan tidak 

bertanggung jawab secara pribadi alas perikatan yang dibuat alas nama 

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugiao perseroan melebihi 

nilai sabam yang dimilikinya". 

Berdasarkan "doclrine of separate corporate personality", ini apabila 

suatu perseroan dinyatakan pailit dan basil penjnalan haria kekayaan 

(asset) perseroan tidak enknp nntuk melunasi selnrub hutang perneroan, 

maka pemegang saham tidak hertanggung jawab untuk melunasi 

kekurangan tersebut. Menurut "doctrine of separate corporate 

personality" bahwa anJaia perneroan dengao pemegaog saham dibatasi 

atau terdapat tabir (veil) pemisah dan dalam ilmu hukum perneroan, tahir 

terSebut dinamakan "tabir perseroan (corporate veil)". 

Untuk menggambarkan adanya tabir pemisah antara perseroan 

dengan pemegang sahamnya, maka dalarn penulisan ini kami akan kutip 

satu kasus yang sudah cukup tua yang pemah diputus oleh House of Lords, 

lnggris dalam tabun 1987, yang mana kasus ini seringkali dijadikan acuan 

oleh pam ahli hukum jika berbicam mengenai prinsip kemandirian 

perseroan terbatas, oleh karena kasus ini menggambarkan dengan baik ciri 

kemandirian perseroan terbatas (compcmy limited by shares), yaitu kasus 

Solomon v. Salomon & Co.Ltd, sebagai herik:ut : 

"Salomon adalah seorang pembuat sepatu boot yang telah menjual 

usabanya ke perseroan Salomon and Co.Ltd. Pemegang sabam Salomon 

and Co.Ltd terdiri dari Salomon baserta istri dan kelima anaknya. Suatu 

saat, perseroan ternebut mengalami permasalahan keuangan yang berat, 
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sebingga akhimya perseroan tersebut dilikuidasi. Setelab likuidator 

menginvetarisasi kekayaan perseroan, temyata kekayaan yang tersisa lidak 

eukup melunasi utang perseroan, daiam atli tidak dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap para keeditur. Maka kreditur (pemegang sural 

hutang) Salomon and Co.Ltd. herpendapat, babwa Salomon harus 

bertanggung jawab untuk mengganli kemgian yang dialami perseroan 

kepada para kredilor, karena Salomon selain menjadi pemilik (pemegang 

sahana mayorill!S) juga mempakan pengurus perseroan yang menjalankan 

bisnisnya untuk kepentingan pribadinya. 

Pada pengadiian tingkat pe~ hakim memutuskan babwa 

Salomon ilarus hertanggung jawab alliS hutang perseroan dengan alasan, 

babwa perseroan dijalankan oleh Salomon. Putusan tersebut kemudian 

dikualkan oleh hakim di Pengadilan tiugkat banding yang menganggap 

perseroan sebagai wakil dari Salomon. Oleh karena itu, Salomon ilarus 

membayar kerugian perseroan kepada kreditor, tetapi di tiugkat Kasasi, 

hakim berpendapat babwa walaupun suatu perseroan dijalankan oleh orang 

yang sama dengan orang yang meodirikan dan menjadi pemegang sabam, 

namwt perseroan tersebut tidak berarti dijalankan oleh wakil dari para 

pendiri dan pemegang sahana tersebut. Dengan demikian tanggung jawab 

untuk memenuhi kewajiban perseroan tidak dapat dihebankan pada para 

pendiri (pemegang sabam) atau pengurus perseroan, karena berdasarkan 

hukum perseroan, terdapat parbedaan antara kepengurusan dengan 

kepemilikan perseroan. Pemegang saham dengan pengurus perseroan 

adalah subyek hukum yang berbada. Menurut hakim Halsbury, suatu 

perseroan yang telab menjadi badan hukum adalab mandiri dengan bak 
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dan kewajiban yang berbeda dengan pribadi orang-orang yang mendirikan 

perneroan. Atas dasar pertimbangan tersebut akhlmya hakim tingkat kasasi 

menolak tuntutan dati krediror Salomon & Co.Ltd. 

Berdasarkan conroh krurus diatas, dapat dilihat hahwa asas 

keterbatasan tangguog jawab atau asas kemandirian perneroan terbatas itu 

merupakan asas yang sekaligus merupakan prinsip dasar dalam hukum 

perseroan. Asas ini bersifat unlversa4 dalam arti asas tersebut diakui dan 

diterapkan baik di nega.ra·negara dengan sistem common law maupun civil 

law. Namuu demikian yang menjadi pertanyaan disini arlalah ~apakah asas 

keterbatasan tanggung jawab" atau "doctrine of separate corporate 

personality" ini bersifat mutlak., dalam arti barus selalu dan tetap 

dipertahankan dalam knndisi bagaimanapun juga"? 

Menurut i!mu hnknm per:;eroan sebagaimana juga halnya dengan 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 hahwa " doclrine of separate 

corporate personalitY' ini ternyata tidak bersifat mutlak. dimana dalam 

keadaan tabir tersebut dapat disingkap atau dikoyak oleh bakim dalam arti 

bahwa bilamana tetjadi atau terdapat kearlaan tertentu, maka hakim dapat 

memutuskan agar pemegang saham per:;eroan bertanggang jawah secara 

pribadi sampai dengan barta kekayaan rpibadinya kepada kreditor 

pan;eroan. Asas pengecualian ini dalam ilmu bnknm dinamakan sebagai 

"doctrine piercing the corporate veif'. 

Kata ''piercing/'33
, berarti mengoyak atau menembus} sedangkan kata 

"veil" berarti labir atau kerudung atau cadet, dangan demiklan, maka 

ungk:apan "piercing the corporate veir' secarn harfiah berarti cadar atau 

u Fuady, 5&., Q!, bat 8 
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tabir badan hukwn dikoyak atau ditembus. Dalam penerapannya kedalam 

ilmu hokum perseroan, maka menurut "doctrine piercing the corporate 

veif'39 ini, bahwa sesunggulmya suatu badan hukum bar!anggung jawab 

secara hukum hanya terbalas pada harta kekayaan badan hukum itu sendiri, 

akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat 

ditembus atau dikoyak (piercing). 

Dengan demik.ian berdasarkan "doctrine piercing the corporate veif', 

ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu i.kut 

bertanggungjawab sampai kepada pemegang sabam dalam hal-hal rertentu 

ikut bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya alas 

tindakan yang dilakukan oleh dan alas nama perseroaa sendiri. 

Doctrine piercing the corporate veil ini bertujuan liDtuk menghindari 

adanya hal-hal yang tidak adil tertutama bagi luar perseroan dari tindakan 

sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan 

oleh pemegang saham, balk yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak 

ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan 

melawan bukum. 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas {UUPT), doctrine piercing the corporate veil ini dapat kita temui 

peraturannya dalam Pasal 3 ayat (2) yang secara lengkap berbunyi sebagai 

berikut 

n Ibid., hal. 61 

"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
apabila: 
a. persyaratan Perseroan sebegai badan hukum belum alau tidak 

terpenuhi; 

=---------· 
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b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tldak 
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk 
kepentingan pribadi; 

c. pemegang saham yang bersnngkutan terlibet dalam perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayM!t 
Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi 
tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 

Selain ketentu.an tersebut, penerapan doctrine piercing the corporate 

veil inijuga lcita temui pengaturannya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan 

(6) UUPT yang menyatakan: 

Ayat (5) 
Setelah Perseroan mempemleh status hadan hukum dan pemegang 
saham menjadi lrurang dari 2 ( dua) orang, dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan terbitung sejak keadaan tersebut pemegang 
saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya 
kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada 
orang Jain. 

Ayat (6) 
Dalam bel jangka waktu sebagaimana dimaksud peda ayat (5) telah 
dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 ( dua) orang, 
pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas pennohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan 
terse but, 

Berdasarkan penelitian penulis ditemnkan Yurisprudensi Mabkamab 

Agung Republik Indonesia (MA) yang rnelakukan penerobesan atas 

kemandirian perseroan terbatas dengan penerapan prinsip piercing the 

corporate veil, yaitu Putusan MA Nomor 1916 K!Pdt/1991.40 

Dalam kl!sus ini dijelaskan bahwa PT. Dj~a Tunggru, berdadukan di 

Kota Bogur, yang pengurusnya terdiri alas 

Presiden Direktur : Tan Sri Junaida 

41' Varia Petaditan, 1998 hal. 42 
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Direktur : Koesnaen 

- Presiden Komisaris : Lee Dannawan 

Komisaris : Herry Kianto. 

PT. Djaja Tunggal telah memperoleh pinjaman kredit dari Baok 

Perkernbangan Asia, berdasarkan : 

Berdasarkan kredit Nomor 58AIKRIBPANIII983 sebesar Rp. 

300.000.000 (riga rntus jula) dengan jangka wakru I (satu) tahun dari 

langgal I Juni 1983 sampai dengan langgal 1 Juni 1984 dengan bunga 

2,1% ( dua koma satu pro sen) yang kemudian perjanjian kredit tersebut 

dipezpanjang lagi sampai dengan I (satu} tahun, sehingga jatuh tempo 

tanggal1 Juni 1985; 

Berdasarkan kredit Nomor 60AIKRIBP AN!/1983 sebesar Rp. 

550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) dengan jangka wakru I (satu) 

tahun dari tanggal 1 Juni 1983 sampai dengan tanggal 5 Juni 1984 

dengan bunga 2,1% (dua koma satu prosen); 

Berdasarkan kredit Nomor 06/KRIBP All/1983 dengan jangka waktu I 

(satu) tahun dari tanggal 16 January 1984 sampai dengan tanggall6 

January I 985. 

Untuk pemberian kredit ini telah diberikan jaminan tanah berupa 

sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 39 dan Hak Guna Bangunan No. 40 

berikut bangunan pabrik alas nama PT. Djaja Tunggal, yang mana 

sebenarnya kedua sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah berakbir 

jangka wakrunya terhitung sejak tanggal 24 September 1980. 

Kemudian pada saat semua pe!janjinn kredit tersebut jatub tempo, 

temyata PT. Djaja Tunggal tidak dapat membayar semua pinjamannya 

' L 
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kepada Bank Perkembangan Asia, dengan alasan PT. Djaja Tunggal telab 

berhenti beroperasi karena menderita kerugian sampei sebesar 75% (tujuh 

pulnb lima pernen), sehingga PT. Djaja Tungga] menyatakan dirinya dalam 

keadaan insolvensi. 

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan temyam babwa pengurus 

Baak Perkembangan Asia adalab sama dengan pengurus PT. Djaja 

Tunggal, yang kemudian karena Bank Perkembangan Asia kalab kliring, 

maka Bank Perkembangan Asia ini diambil alib oleh Bank Indonesia 

dengan mengubab susunan pengurua dari Bank ternebut 

Bank Perkembangan Asia karena merasa dirugikan kemudian 

mengajukan gupetan terbadap PT. Dj,Ya Tungga] dan pam penguruanya ke 

Pengadilan Negeri. 

Setelab sarnpai proses Kasasi di MA terhadap perkam tersebut 

memutuskan "menghukum pengurua (Direksi dan Komi saris) untuk secara 

tanggung renteng dengan perseroan memhsyar hstang kepada Bank 

Perkembangan Asia, karena dalam perkara ternebut terbukti hshwa pada 

waktu pemberian kredit oleh Bank Perkembangan Asia kepada PT. Djaja 

Tunggal ternyata pengurua PT. Djaja TWlggal dengan Bank Perkembangan 

Asia adalab sarna dan karenanya terdapat pelanggaran terhadap prinsip No 

Conflict of Interest di dalam pemberian kredit ter.;ebut 

Salab satu pertimbangan hukum MA pada kasus tersebut babwa 

dalarn pemberian kredit dari Bank Perkembangan Asia kepada PT. Djaja 

Tungga], dapat di duga adanya persekongkolan itikad buruk pada diri Baak 

Perkembangan Asia dan PT. Dj,Ya Tungga] serta pengurua kedua badan 

hukum ternebut yang notabenenya adalab sarna, sohingga dalam kasus 
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tersebut berlaku prinsip "piercing the corporate veir' yakni pembatalan 

pertanggungjawaban (limited liability) dari suatu perseroan terbatas dapat 

dipikulkan kepada pengorus, apahila tindakan hukum yang mereka 

lakukan untuk dan atas nama peiSeroan terbatas temyata mengandung 

persekongkolan seeara itikad buruk yang menimbulkan kerugian terbadap 

pihak lain. 

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka pemegang saham perseroan 

dapat dipertanggungjawabkan apabila pemegang saham perseroan tersebut 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a Karena pemegang saham telah ikut mengendalikan perseroan dan 

seeara itikad huruk Ielah menggunakan/memperalat perseroan 

rnelakukan transaksi yang sebenarnya semata-mata untuk kepentingan 

pribadinya; 

b. Pemegang saham terlibet dalarn transaksi-transaksi perseroan yang 

melanggar hukum; 

c. Pemegang saham secara tidak sah Ielah menggunakan kekayaan 

perseroan. sehlngga kekayaan pe=roan menjadi tidak cukup untuk 

membayar/menutup hutang-hutangnya. 

Setelah membahas tentang pertanggungjawaban dari pemegang 

saham selanjutnya penulis akan membahas tentang pertanggungjawahan 

Direksi dalarn melakukan pengelolaan atau menjalaokan suatu perseroan. 

Penulis dalarn bagian ini akan membahas apakah pertanggungjawaban 

Direksi tersebut dapat dlpertanggungjawabkan secara pribadi. 

Perseroan terbatas mutlak memerlukao Direksi sebagai wakilnya. 

untuk melaksanakan segala hak dan kewajibaunya yang lazimnya disebut 

I 
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sebagai Pengurus. Perseroan terbatas sebagai badan hokum dan karenanya 

sebagai suatu "artificial person" yang hanya dapat melakukan perouatan 

hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya dan karena perseroan 

terbatas tidak berfungsi jika tidak ada pengurus yang mewakilinya. 

Dalam kaitannya dengan kepengurusan perseroan ini, maka Undang­

undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) menegaskan "Direksi 

rnenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan". Kemudian di dalam Pasal 97 

ayat (2) yang menyatakan "Pengurusan sehagahnana dintaksud pada ayat 

{J ), wajib di1aksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan 

penuh tanggang jawab" dan kemudian dalam ayat (3) Pasal tersebut 

menyatakan "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 

pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau 

lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)". Salah satu tugas dari Direksi perseroan diatur 

dalam Pasal 98 ayat (1) yang rnenyatakan "Direksi rnewakili Perl!eroan 

baik di dalarn maupnn di luar pengadilan". 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Direksi 

mempunyai togas dan wewenang ganda, yaitu melaksanakan "pengurusan" 

dan menjalankan ''penvakilan" Perseroan. Direksi adalah organ perseroan 

yang mewakili kepentingan perseroan selaku subyek hukum mandiri. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi ini bersumber pada ketergantungan 

perseroan kepada Direksi sehagai perseroan yang dipereayakan o1eh 

undang-undang untuk mengurus pernerean dan sebaliknya perseroan 

sebagai sebab bagi keberadaan Direksi, dimana tanpa adanya P=eroan, 
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mal<a Direksi juga tidak perlu ada, sehingga aniam perseroan dengan 

Direksi ini dapat dikatakan terdapat "hubungan fidusia" alau kepercayaan 

yang melahlrkan ''fiduciary duties". 

Tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi pada 

umumnya secara rinci dalam ke!entuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007, sedangkan tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi 

pada kbususnya yang berkenaan dengan perseroan yang dipimpinnya 

tersebut diluar daripada yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007, dapat dilihat dari Anggaran Dasar Perseroan yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat terlihat bahwa Direksi di t 
' ---------

dalam menjalanksn tugas pengurusan dan perwakilan perseroan harus 

berorientasi pada 2 ( dua) hal, yaitu "kepentingan dan ·~ujnan" perseroan, 

artinya bahwa kegiatan yang dilakukan demi kepentingan dan tujuan 

perseroan. Ketentuan ini memberikan pedoman kepada Direksi tidak 

dibenarken untuk melakukan hal-hal dengan mengatasnarnakan perseroan 

alau menggunakan, untuk hal-hal yang bukan merupakan kepentingan 

perseroan at:m bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh 

mengedepanksn kepentingan prihadi atau pihak lain daripada kepentingan 

perseroan. 

Sikap Direksi dalarn menjalanksn tugas pengurusannya berpedoman 

kepada Pasal 'II Undang-undang Perseroan Terbatas dimana dalam 

ketentuan tersebut mengatur tentang saksi bagi Direksi dalarn menjalanksn 

tugas dan jahatannya. Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tersebut menyatakan 
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Pasal97 
(I) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1 ). 
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad ba.ik dan 
penuh tanggungjawab. 

(3) Setiap anggnta Direksi bartanggnagjawab penuh secara pribadi 
atas lrerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah 
atau !alai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
sebegaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal Direksi terdlri atas 2 (dua) anggnta Direksl atau 
lebih, tanggnug jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat 
membuktikan: 
a. kerugian tersebut bukan ksrena kesalahan atau 

kelalaiannya; 
b. telab melakuksn pengurusan dengan itikad baik den keb.ati­

betian untak kepentlngan den sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan; 

c. tidak mempunyai benlumn kepentingan ba.ik langsung 
maupun lidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
mengakiba!kan kerugian; den 

d. Ielah mengambil tiudakan untak meneegab timbul atau 
berlanjutnya kerugina tersebut. 

( 6) Atas nama Perseroan, pemegang sabam yang mewaldli paling 
sedikit 1110 (satu persepuluh) bagian dari jumlab selurub saham 
dengan bak suara dapat mengajukan gugatan melalui 
pengadilan negeri terbadap anggota Direksi yang ksrena 
kesalaban atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada 
Perseroan. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lidak 
mengurangi hak anggota Direksi lain dan!atau anggota Dewan 
Komisaris untuk mengajukan gagatan atas nama Perseroan. 

Direksi sesuai dengan ketentuan tersebut dalam melaksanakan 

tugasnya wajib dengan "itil<ad baik dan penuh tanggungjawab". Undang-

undaog Nomor 40 Tabun 2007 tidak mengatur den menjaberkan rentang 

"itil<ad baik den penuh tanggung jawab" tersebut, oleb karena itu 

mengetahui konsep dari "itiksd ba.ik den penuh tanggung jawab" perlu 

dilakukan pengkajiao dengan mengacu pada konsep-konsep hukum yang 

- __ _ 
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berlaku yang menganut sistem common law (common law system). Hal ini 

disebabkan karena dalam pembentukan Undang-undang Nomor 40 Tabun 

2007 banyak mengambil atau mengadopsi doktrin-doktrin hukum dari 

hukwn perseroan negara-negara yang menganut common law system, 

misalnya negara Inggris dan Amerika Serikat. Sejak ketentuan perseroan 

terbatas yang pertama, yaitu Undang-undang Nomor I Tabun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas yang selanjutnya dicabut dan diubab oleh Undang­

undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah 

dibabas dalam bukn Sejarab Pembentukan Undang-undang Republik 

Indonesia yang dlsusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perondang­

undangan yang dabulu masih berada dihawab Departemen Kehakiman 

tidak disebutkan secara eksplisit babwa Undang-undang yang mengatur 

perseroan terbatas tersebut disusun dengan mengacu pada hukum 

perseroan negara-negara yang menganut commcn law system, akan tetapi 

secara implisit pengaruh tersebut terlihat jelas dan sangat terasa betapa 

kental pengarab doktrin-doktrin tersebut dalam undang-undang perseroan 

terbatas. 

Negara-negara yang menganut common law system. acuan yang 

dipakai dalam menentukan tugas seorang Direksi perseroan adalab dengan 

memakai "standard of care" atau "standar kebati-hatian". Undang-undang 

Perseroan Terbatas di Indonesia tidak memberikan penjabaran tentang 

"itikad baik dan penuh tanggung jawab" yang barus diperhatikan oleh 

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, maka untuk menghindari adanya 

saaksi bertanggung jawab secara pribadi sarnpai kepada harta kekayaan 

pribadinya, Direksi dalarn pelaksanaan tugasnya sebaiknya senantiasa 

! 
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memperhatikan prinsip Fiduciary Duties, Prinsip Duties af Care, Prinsip 

Dwies of Loyalty. Prinsip Duties of Skill. Prinsip Duties to Act LawfUlly 

serta Doctrine Ultra Vires. 

Berdasarkan prinsip fiduciary duties, maka Direksi dolam 

pelaksanaan tugas don kewajibannya mengelelola perseroan, barns 

memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi kepada dan untuk 

kepentingan perseroan semata-mata don bukan untuk don kepada dirinya 

sendiri atau pemegang saham. Direksi barus mampe mengartikan dan 

melaksanakan kebijaksanaan perseroan secara baik demi kepentingan 

perseroan. Dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi barns mengusabakan 

supaya perusahaan selalu beljalan pada jalur yang benar don Ia yak, dimana 

Direksi horus mampu menghindarksn perseroan dati tindakan-tindakan 

yang illegal, bertentangan dengan peraturan don kepentingan umum serta 

kesepakatan yang telab dihuat dengan organ perseroan lain. 

Apabila direksi di dalarn pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada 

suatu pekerjaan yang secara langsung atau tidak Jaugsung mempunyai 

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya, maka 

mggota Direksi yang bersangkutan wajib mengaliliksn pekerjaan tersebut 

kepada anggota Direksi lainnya Hal ini untuk meneegah adonya 

pelanggara.n terhadap prinsip uNo Competiton With Corporate dan No 

Conflict of Interest'. 

Yang hams diingat oleh Direksi adalah babwa tugas don kewajiban 

yang dibebankan kepedonya o!eh perseroan itu didasarkan pada 

kepereayaan (fiduciary duties) yang wajib dilaksanakannya dengan 
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kecakapan yang penuh, bati-hati serta kepatuhan (duties of skill, care and 

loyalty). 

Dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip 

fiduciary duties ini, maka berikut ini penulis kutip satu contoh kasus 

pelanggaran prinsip fiduciary duties yaitu dalam kasus Re W & M Roilh 

Ito/, sebegni berikut: 

Dalam kasus ini Roith adalah salah satu dian!ara tiga Direktur dan 

selaka pemegang saham Meyoritas yang mempuuyai kekuasaan untuk 

mengendalikan persetoan. Semasa hidupnya.. Roith atas nama perseroan 

telah membuat peJjanjian deagan istrinya, yang memuat ketentuan bahwa 

istri Roith akan menerima sejumlah uang pensiunan dari perseroan I 
c--

bilamana Roith meninggal dunia. PeJjanjlan tersebut diterima oleh 

perseroan, karena Roith adalah Direktur yang mengeodalikan perseroan. 

Seteleh Roith muninggal dunia, pelaksana warisan menggugat 

perseroan untuk memboyar uang pensiunan tersebu~ akan tetapi ditolak 

oleh likuidator. Pengadilan dalare hal ini memenangkan likuidator 

pcrseroan dengan pertimbangan bahwa "dalam perjanjian tersebut 

perseroan tfdak mempunyai kepentingan dan Roith hanya 

mempertimbangan kepenlingan istrinya secara pribadi, sehingga 

perbuatan hukum itu meropakan perbuatan yang melanggar fiduciary 

duties, yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan kepentingan 

perseroan". 

Dari kasus tersebet diatas dapat dilihat bahwa dalam hubungannya 

deugan prinsip fiduciary duties ini, maka Direksi dalam pelaksanaan 

tugasnya tidak holeh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya 
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Perseroan,. apabila kegiatan tecsebut sama sekali atau memberikan sangat 

kccil manfaat kepada perseroan bila diblllldingkan dengan manfuat pribadi 

yang diperoleh anggota Direksi yang bersangkutan. 

Sehublutgan dengan "prinsip duties of carej)~ maka Direksi dalam 

pelaksanaan tugasnya mengelola dlU1 mewakili perseroan dituntut untuk 

selalu bersikap hati-hllti, waspeda dlU1 bertindak dengllll perhitunglll1 yang 

oermat. Direk.si dalam mengambil suatu kebijakan terhadap perseroan 

tidak diperbolehkan bertindak secara ceroboh dan Direksi '"'~Jib bertindak 

seoara hati-hati dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya 

pengelolaan yang bakal ditimbulkan. Anggota Direksi hams meoolak 

untuk meogambil keputusan mengenai segala sesuatu hal yang 

diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan 

perseroan melanggar ketentuan perundang-undanglll1 yang berlaku 

sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otori!as yang berwenang; 

Berdasarkan prinsip Duties of Loyally, maka Direksi dalam 

menjalankan tugasnya, wajib mengutamakan kepentingan perseroan dari 

kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, pemegang saham maupun organ 

perseroao yang lainnya. Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi 

perseroan yang dipimpinya (No Competition with Corporation), misalnya 

dengan mengambil sendiri kesempatan bisuis yang seyogyanya disalurkan 

kepeda dan dilakukan oleh Perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan 

bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapal 

kepentingan pribadi anggota Direk.si itu. Anggota Direksi hams menolak 

untuk mengarnbil keputusan mengenai segala sesnatu hal yang 

diketahuinya atau sepetutnya diketahui akan dapat mengakibatkan 

-·-·····-~ 
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perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oJeh otoritas yang be1Wenang; 

Prinsip dulles of skill menekankan pada kemampuan dan keahlian 

Direksi untuk mengurus perseroan. Jabatan Dituksi adalah jahatan puncak 

dalam suatu perseroan dan karenanya seseornng yang menduduki jahatan 

tersebut harus benar-benar professional, memiliki kualifikasi tertentu dan 

benar-benar professional, memiliki kualifikasi tertentu dan benar-benar 

mempunyai keablian dan pengalarnan yang cukup. 

Menurut penulis dengan pertimbangan bahwa tugas seorang 

Direksi adalab sangat berat dan dituntut adanya profesionalisme yang 

tinggi, maka yang dapet diangkat menjadi Direksi adalab orang yang !. 
,-~--

minimum lulusan S I dan mempunyai pengalaman ketja diala!! I 0 tahun. 

Berdasarkan prinsip ini, maks Direksi dalam peluksanaao tugasnya 

wajib memperbatikan keadaao hukwn yang berlaku. Direksi wajib 

memimpin perseroan seslll!i deugaa peraturnn hukwn yang berlaku dan 

Direksi harus menolak untuk mengambil kepotusan mengenai sesuatu hal 

yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapet meogakibatksn 

perseroan melanggar ketentuan-ketcntuan perundang-undangan yang 

berluku sehingga perueroan teraneam dikenai sanksi oleh otorila!! yang 

berwenang. 

Selain prinsip-prinsip diuraikan di atas, maka ada lagi satu ajaran 

(doktrin} yang juga penting untuk diperhatikan Direksi dalam peluksanaao 

tugas jabatannya yaitu Doktrine Ultra Vires. Menurut ajaran ultra vires ini 

bahwa perseroan hanya dapat melakukan perbuatan bukwn yang secara 

eksplisit maupun implisit diperbolehkan oleh peraturan perundang-

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



144 

undangan alan anggarnn dasarnya. Pembatasan kewenangan bertindak 

terbadap perseroan biasanya ditetapkan dalam maksud dan tujuan 

perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar perserQII!l yang 

bersangkutan. Perseroan dinyatakan tidak cakap melakukan suatu 

perbuatan hukum yang tidak tercakap dalam maksud dan tujuannya. 

Menurut Fred B.G. Tumbuan bahwa perbuatan hukum yang 

perseroan tidak cakap melakukannya karena bernda di luar cakapan 

maksud dan tujuan adalah perbuatan "ultra vires", yang pada prinsipnya 

merupakan perbuatan yang batal demi hukum dan tidak mengikat 

perseroan. 

Menyadari adanya tindakan-tindakan tertentu yang dapat 

dikualifikasikan sebagai tindakan ultra vires, maka Direksi dalam 

pelaksanaan tugasnya mengelola perseroan, juga baros memperhatikan 

"apakah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakannya untuk dan atas 

nama perseroan termasuk perbuatan yang ultra vires atau tidak?". Direksi 

harus menghindari perbuatan..perbuatan hukum yang ultra vires, karena 

perbuatan hukum yang ultra vires adalah perbuatan yang batal demi 

hukum, sehingga apahila Direksi melakukaunya dan kemudian 

roenimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Direksi dapat dituntut 

pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya baik oleh pihak 

keriga yang dirugikan karenanya maupun oleh perseroan sendiri. 

Menjadi pertaayaan disini adalah "Mengapa Direksi yang baros 

hertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan 

ultra vires?". Hal ini wajar mengingat menurut Pasal 79 ayat l UUPT 

bahwa ..,.Kepengun.~an perseroan itu diserahkan sepenuhnya kepada 
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Direksr'. Jadi, Direksilah yang merupakan organ perseroan yang mengurus 

dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Sedangkan organ perseroan yang laln tidak berwenang mewakili perseroan 

kecoal komisaris dalam hal-hal tertentu. 

Dalam kaitannya dongan doktrine ultra vires ini, maka ada satu 

putusan Makhamab Agung yang menarik untuk dikaji yaitu putusan 

MakhamabAgung Nomor 3246.K/Pdtll992, lm!ggal28 Agustus 1996.'1 

Kasus ini bennula dan gugalml PT. Usaha Sandang terhadap P"I~ 

Dhaseng dan PT. Interland serta Mediarto Prawire selaku Presiden 

Direktur dari kedua hadan huk:um tersebut. Dalam gugatannya PT. Usaha 

Sandang mendalilkan babwa PT. Dhaseng dan PT. Interland telab 

berhtanng kepadanya sebesar Rp. 324.480.158,72 (tiga ratus juta empat 

rlllUS delapan puluh ribu serll!US lima puluh delapan Rupiah koma tujuh 

puluh dua sen). Berdasarkan surat peljanjian pembayaran dan pengakuan 

hutang tertanggal 22 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Mediarto 

Prawire selaku Presiden Direktur dari kedua badan huk:um tersebut, hutang 

tersebut disanggupi akan dilunasi setelah menerim.a ganti rugi klaim 

asur-dllsi. Peda saat jatub tempo, Mediarto Prawire meoolak untuk 

memhuyar hutang tersebut kepada PT. Usaha Sandang dengan alasan tidak 

pemab mengedakan perjanjian joal beli textile dengan PT. Usaha San dang, 

sedangken surat perjanjian pembayaran dan pengakuan hulang tertangga! 

22 Oktober 1985 ditandalanganinya dalam keadaan panik dan tidak tenang 

pikirannya kerena pabrik textilnya haru babis terbakar. Sehingga Mediarto 

Prawiro maupun PT. Dhaseng dan PT. Interland merasa tidak pemab 

41 Varia Peradilan, 1998: 17 
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menjanjikan akan membayar hutang kepada PT. Usaha Sandang dengan 

uang ganti rugi basil klaim asuransi kebakaran. 

Pengadilan Negeri dalarn putusannya nomor 

269/PdtG/1990/PN.Bdg. tanggal 21 Mei 1991 telah menolak gugatan 

penggugat (PT. Usaha Sandang) untuk seluruhnya dengan pertimbangan 

bahwa menurut anggaran dasar PT. Dhaseng dan PT. lnterland, Direksi 

harus mendapat persetujuan dari Komisaris apabila memberati atau 

mengasingkan barta tetap perSeroan, sedangkan dalam sw:at pezjanjian 

pengakuan butang tersebut ditandatangani oleh Mediarto Prawiro tanpa 

adanya persetujuan komisaris sehingga menurut majelis perhuatan hukum 

tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Mediarto Prawiro dan bukan 

tanggung jawab kedna badan hukum tersebut dan karenanya gugatan horus 

ditujukan kepada pribedi Mediarto Pmwiro dan bukan kepeda kedna badan 

hukum tersebnt 

Pengadilan tinggi dalam putusannya nomor 453/Pdt./1991/PT.Bdg, 

tanggal 26 Februari 1992 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

dan mengadili sendiri dengan menyatukan mengahulkan gugatan 

penggugat untuk sebagian dan menghukam para tergagut secam tanggung 

renteng membayar Rp, 324.480.158,72 (tigu ratus juta empat ratus delapan 

puluh ribu seratus lima puluh delapan Rupiah koma tujuh pulub dua sen) 

ditambah kerugian sebesar 2% ( dua persen) per bulan dari 

Rp.324.480.158, 72 (tigu ratus juta empat ratus delapan puluh ribu seratus 

lima puluh delapan Rupiah koma lujuh puluh dua sen) kepada penggugat. 

Mahkamah Agung pada tingkat k3S3Si dalarn putnsannya nomor 

3264.K!Pdt/1992, tanggal 28 Agustus 1996 telah membatalkan putusan 
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Pengadi!an Tinggi dengan pertimbangan bahwa "tujuan pembatasan 

keweuangan Direktur dalam korperasi disebut "The Ultra Vires Rule". 

yalmi aturan yang menentukan seornng Direksi tidak bo1eh bertiodek 

me!ampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan 

Anggarnn Dasar perseroan. O!eh karena tindakan tergugat III (Mndiarto 

Prawiro) yang membuat pemyataan hutang kepada penggugat (PT. Usaha 

Sandang) untuk dan atas nama PT. Dhaseng dan PT. Jnterland. dilekukan 

tanpa persetujuan komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 

anggaran da.<ar perseroan, maka tiadakan tersebut merupakan tindakan 

yang bersifat ULTRA VIRES karena berada di 1uar kewenangannya. 

Tindakan Mediarto Prawiro tersebut adalah tidek sah dan tidak mengikat .. 
~--

kedua perseroan yang dipimpinnya sesuai dengan asas ! 
pertanggangjawaban terbatas (limited liability) yang melekat pada kedua 

badan hukum tersebut 

Menurut Makbamah Agung bahwa tuntutan atas pemyataan hutang 

yang dibuat oleh Mediarto Prawiro untuk dan atas nama kedua perseroan 

tersebut tanpa persetqjuaa lromisaris, tidak depat dituntut pemenuhannya 

kepada kedua badan hukum itu. Hutang yang dibuat Mediarro Prawiro 

dalam kedudukannya sebagai Direktur kedua badan hukum itu tanpe 

persetujuan komisaris adalah hutang yang dibuat o!eb Mediarto Prawiro 

sendiri yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadinya sendiri 

Alas dasar pertimbangan tersebut, maka Makbamah Agung dalam 

putusannya telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan 

selanjutnya mengadili sendiri dengan menghukum Mediarto Prawiro untuk 

membayar hutang tersebut kepada PT. Usaha Sandang. 
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Demilian kira-kim bebernpa pedoman yang dapat dipakai sebagai 

pegangan bagi Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengadakan 

pengurusan perseroan. Apabila Direksi dalam pelaksanaan tugasnya 

mengurus perseroan telah berusaha sebaik-baiknya dengan berpegang pada 

prinsip standar kehati-hatian yang berlaku, akan tetapi kemudian 

keputusan yang diambil Direksi tersebut ternyata mengakibatkan kerugian 

bagi perseroan atau pihak ketiga, maka yang menjadi pertanyaan disini 

adalah "Apakah Direksi dalam hal demikian dapat dituntut 

pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana yang dimaskud dalam 

pasal 97 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT)?". 

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa prinsip "standard of 

care" yang barns diperhatikan Direksi dalam pelaksanaan tugasnya adalah 

prinsip hukwn yang sebenarnya berlake di Negara-negara dengan common 

law system, y- kemudian diadopsi ke dalam UUPT yang berlake di 

Indonesia dan lwenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka 

perlu dilakekan pengk,Yian terhadap prinsip-prinsip lainoya yang berlaku 

dalam negara-negara dengan common law system tersebut. 

Di negam-negara yang menganut common law system. biasanya 

berlakunya prinsip "standard of care" ini selalu diimbangi dengan prinsip 

yang disebut "Business Judgement rule" (prinsip pertimbangan bisnis). 

Berdasarkan prinsip "Business JudgemenJ rule" ini~ maka Direksi "tidak 

dnpat dituntuf' pertanggungjawaban secant pribadi atas tindakannya yang 

dilaknkan dalam keduduksnnya selaku anggota Direksi, apabila tindakan 

yang dilakuksnnya tersebut diyak:ininya sebagai tindakan yang terbaik buat 
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perseroan dan dilakukannya dengan jujur, beritikad baik dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang herlaku. Sesungguhpun tindakan 

tenrebut temyata keliru atau tidak meguntungkan alan bahkan merugikan 

perseroan. 

Apabila dapat dilakukan pengkajian terhadap UUPT, maka dapat 

dilihat bah.wa UUPT tidak secara tegas mengadopsi prinsip "Business 

Judgement rule" ini. UUPT didalam pasal 104 ayat 3 hanya mengatur 

mengenai pertanggung jawuhan Direksi dalam hal perseroan dinyataksn 

pailit. Di dalam pasall 04 ayat 4 UUPT dikstakan sebagai berikut 

Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perneroan 
sebagaimana dimakaud pada ayat (2} apabila dapat membuktikan: 
a. Kepailitan ternebut bukan karena kesaluhan atau kelaluhumya; 
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad bail<. kebati-batian, 

dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perneroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 
tidak langsung atas tiudakan pengurusan yang dilakukan; dan 

d. T elah mengarobil tindakan untuk mencegah tedadinya 
kepailitan. 

Sekalipun didalam UUPT tidak diatur seeara tegas mengenai 

prinsip "Bll$iness Judgement rule'~ ini, akan tetapi menurut pendapat 

penulis, sepanjang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengambil suatu 

keputusan deugan itikad baik dan selalu berpegang pada standar kehati-

hatian yang berlaku secara umurn, maka Direksi tidak dapat dirninta 

pertanggung jawabannya secara pribadi sekalipun temyata kemudian 

bahwa keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perseroan. 

Yurisprudensi Pengad.ilan Amerike Serikat dalam perkara Francis vs. 

United Jersey Bank, 432 A.2d 814 (NJ.l981), menawarkan beberepa 

pedoman yang sangat berguna untuk dijadiksn rujukan bagi setiap anggota 

. 
;:_______ ···-.. ---
i 
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Direl<si perseroan dalam meqjalankan tugasnya yaitu bahwa anggota 

Direksi harus : 

1. memiliki pemabaman yang baik mengenru bisnis perseroan yang 

dipimpinnya; 

2. dati waktu kewaktu mengetabui mengenai kegiatan-kegiatan usaba 

perseroan; 

3. melakukan pernantauan kegiatan pen;eroan; 

4. menghadiri rapat-rapat Direksi secara teratur; 

5, melakukan review atas laporan-laporan keuangan perseroan secara 

teratur; 

6. menanyakan apabila menjumpai ma.'lalab-masalab yang memgakan; 

7. menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan 

yang jelas-jelas melanggar hakum; 

8. berkousultasi dengan penasihat perseroan; 

9. mengundurkan diri apabila perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan 

temyata tidak dilakukan. 

Sepanjang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya selalu 

memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maks niseaya Direksi tersebut akan 

selamat dan sebaliknya bilamana Direksi mengabaikan hal-hal tersebut, 

maka tidak mustabil babwa Direksi suatu saat akao diminta al!\u dituntut 

pertanggung-jawaban sampai kepada harm kekayaan pribadinya. 

Sehubungan dengan ini kiranya ~'persoalan pertanggungjawaban 

Direksi sampai lrepada haria kekayaan pribadinya" ini juga harus 

mendapat perbatlan yang serius dati pa:ra Direksi yang banya dipasang 

oleh pemegang sabam mayoril!\s untuk membela kepeutingannya dalam 
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perseroan. Direksi yang demikian ini oleh Prof. Sutan Remy Sjabdeini 

dikatakan sebagai "Direksi Pajangan" (Figarehead Director). 

Para Direksi pajangan ini biasanya tidak aktif menjalanksn 

tugasnya dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan dasar yang seharusnya 

dilaknkan dabnn jabatannya itu, tidak pemah menghadiri rapat-rapat 

Direksi, tidak mempelajari hal-hal mendasar mengenai bisnis perseroan 

yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupaya untuk 

meminta bantuan yang diper1ukan, dan lain-lain. 

Dengan menyadari adanya tanggung jawab yang begitu besar dan 

beret yang harus dipikul oleh seorang Direksi, sebagaimana diucapkan 

o1ab UUPT, yaitu harus bertanggung jawab sampai kepada barta kekayaan 

pribadinya, maka seorang Direksi hendakuya menghinderkan diri untuk 

tidak hanya meojadi Direksi Pajangan (Figurehead Director) saja. 

Deraikian pula untuk menghindari adanya conflict of interest bagi 

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, maka pemegang saham yang 

sekaligns berfungsi sebagai anggota Direksi perseroan sebaikuya dihiodari. 

Hal ini disebabkan ksrena pemegang saham yang sekaligus berfungsi 

sebagai aaggota Direksi perseroan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari 

cenderung untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada 

kepentingan persroan, apalagi jika anggota Direksi terscbut merupakan 

pemegang sabam mayoritas dan merupakan Direksi tunggal pula dalam 

perseroan. 

Di dalam UUPT menrang tidak dijumpai adanya satu pasalpun 

yang membolehkan atau melarang pemegang saham sekaligus berfungsi 

sebagai Direksi. Hal mana berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

' 
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Dagang (KUHD) dimana di dalam ketentuan pasal 44 dikatakan bahwa 

Direktur dapat terdiri dari seorang pemegang saham atau orang lain. Jadi 

berdasarkan Kitab Undang Undang Hukwn Dagang seorang pemegang 

sabam itu dapat sekaligus merangkap sebagai Direkai. 

Menurut Rudhi Prasetya bahwa "unsur Direk/ur yang sekaligus 

pemegang saham lidak/ah penling, an1ara jabatan Direkai dengan 

pemegang sabam sama sekali tidak ada relevansinya, karena itu saya 

berpendlrian bahwa jika pemegang jabatan Direksi sakaligus adalab 

pemegang saham~ maka hal ini semata~mata suatu kebetulan". 

Kami sangat tidak sependapal dengan apa yang dikatakan oleh 

Rudhi Prasetya bahwa unsur Direksi sekaligus pemegang saham tidaklah 

penting, hal mana menurut kami jUSI!U dengan berlaknnya Undang 

Undang Nomor I Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telab 

diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, hal tersebut 

menjadi panting dan sangat penting, karena dengan herlakunya Undang­

Undang Nomor l Taboo 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 40 Tabun 2007, maka asas kemandirian suatu perseroan terbatas 

menjadi bersifat tidak mutlak dimana tanggung jawab pemegang saham 

tidak lagi hanya terbatas pada jumlah sabam yang menjadi bagiannya 

dalam perseroan, demikian pula terbadap Direkai maupun Komisaris 

perseroan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu pemegang saham, Direksi 

maupun komisaris perseroan dapat dituntut pertanggunglawaban sampai 

kepada barta kekayaan pribadinya 

Menginga! barta kekayaan pribadi Oireksi rersebut sebenamya 

menjadi Guarantee (jaminan) dalam pelaksanaan tugasnya, maka tidaklah 
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berlebilum bilamana seseorang sebelum diangkat menjadi Direksi, terlebih 

dahulu dirnintakan surat persetujuan dari istrinya, hal ini adalah dalam 

kaitannya dengan adanya harta eampur (gono-gim) yang diatur dalam 

Undang Undang Perkawinan atau Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. 

Dalam rangka membahas mengenai tanggeng jawab komisaris 

perseroan terbetas, maks terlebih dahulu perlu diketahui siapa sebenamya 

knmisaris itu? Ape fungsi dan tuges komisaris dahun suatu perseroan? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, maks perlu dilihat ketentuan Pasal 1 ayat 

(6) UUPT yang mendefinisikan sebagai berikut "Dewau Komisaris adalah 

Orgau Perseroau yang bertuges melakukan peogawasau secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada Direksi." 

Berdasarkan definisi yang diberikan undang undang tersebut, maka 

depat diketahui bahwa tugas utama Komisaris adalah mengawasi 

pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi. 

Komisaris di dalam menjalankan tugasnya bila.ma.na menemukan 

pekeljaan Direksi yang dinilai knrang sesuai atau menyirnpang dari UUPT 

dan anggaran dasar yang dapat mengakibetkan kerugian perseroan, maks 

komisaris diwajibkan memberikan nasihat kepada Direksi agar tugasnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariakan UUPT maupun 

anggaran dasar. 

Berdasarkan pasal-pasal dalarn UUPT yang mengatur tentang 

Komisaris, maks fungsi dan tugas Komisaris pada dasarnya dapat 

dikelompekkan menjadi 2 ( dua) yaitu fungsi dan tugas komisaris dahun 

keadaan normal dan dalam keadaan tertentu (darurat). 
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Dalam keadaan normal pada dasamya Komisaris tidak mempunyai 

fungsi eksekutif. Dalam keadaan oormal komisaris tidak hanya 

mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (2) 

UUPT yaitu tugas dan fungsi peogawasan dan pemberian nasihat kepada 

Direksi. Sekalipun berdasarkan kerentuan Pasa! !17 ayat I UUPT 

dikatakan bahwa "Dalam -garan dasar dapat ditetapkan pemberian 

wewenang kepada Dewsn Komisaris untuk memberikan persertujuan atau 

bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu", ukan 

tetapi perlu diperbatiksn bahwa persetujuan tersebut bukanlah pemberian 

kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Diruksi tidaklah dapat 

terlepas dari tanggung jawabnya dangan mengendalikan bahwa untuk 

melukukan perbuatan hukum tersebut telah diperoleh persetujuan 

komisaris sehingga tanggung jawabnya beralih kepada komisaris. Direksi 

tidak pemah dapat bersembunyi di belukang "persetujuan" yang diberikan 

Komisaris. Pernberian persetujuan tersebut tidak dspat membebaskan 

Direksi dari tanggungjawabnya atas pengurusan perseroan. 

Pemberian persetujuan disini hanya dimaksudkan bahwa untuk 

perbuamn-perbuatan hukum tertentu diperlukan pengawasan yang lebib 

khusus dari komisaris sehingga mela!ui lembaga persetujuan ini, 

diharapkan penyirnpangan dalam melakukan perbuatan hukurn tersebut 

dapat dirninimalisasikan. 

Dikalakan bukan "pemberian kuasa" ksrena wewenang pengurusan 

dan perwakilan yang dintiliki oleh Direksi itu bersumber pada undang­

undang yaitu ketentuan dalam pasal 88 ayat 1 UUPT atau dengan kata lain 

bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan itu bukan semala-
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mata timbul karena adanya persetujuan komisaris tersebut banya 

merupakan suatu perbuatan pelengkap saja untuk keabsahan tindakan 

Direksi. 

Sedangkan dikatakan bakan "tindakan pengurusan", karena 

persetujuan tersebut bakan merupakan instruksi alan perintab yang wajib 

dilaksanakan oleh Direksi. Sekalipun Direksi telah mempetoleh 

persetujuan komisaris akan tetapi Direksi tetap bebas untuk memutuskan 

apakah perbuatan hukom yang bersangkutan akan dilakukannya atau tidak. 

Bilamana keadaan menunjokksn behwa pelaksanaan perbuatan hukom 

tersebut seyogyanya diurungkan, maka Direksi wajib membatalkanoya. 

Jadi dengan demikian, jelas bahwa dahuu lreadaan normal, 

komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif sebagaimana fungsi Direksi~ 

akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan pasal 114 ayat (5) UUPT ' I 
' 

dimana dikataksn behwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh 

tanggang jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaba 

perseroan~ maka secara acontrario dapat disimpulkan bahwa komisaris 

mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Komisaris dalam 

pelaksanaan tugasnya juga wajib berpedoman pada prinsip-prinsip 

fiduaciary duties, Prinsip Duties of Care, Prinsip Duties of Loyalty, 

Prinsip Durtes of Skill, Prinsip Duties to Act Lawfully, prinsip Business 

Judgement Rule serta Doctrine Ultra Vires. 

Apabila Komisaris melakukan pelangganm terhadap prinsip-prlnsip 

tersebut diatas, maka komisaris dapat dituntut pertanggangjawaban secam 

pribadi, bilamana temyata behwa akibat tindakan tersebut menimbuikan 

kerugian bagi perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Hal ini dapat lcita 
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libat dalam putusan Makbamah Agung Nomor l916.K/Pdlil991, tanggal 

28 Agustus 1996 sebagaimana telah penulis kutip diatas. 

Dalam perkura ini Makhamah Agung dalam tingkat kasasi telah 

memutuskan "menghukum Komisaris untuk secara tanggung renteng 

dengan perseroan dan Direksi» membayor hutang kepada pibak ketiga 

(Bank Perkembangan Asia), karena dalam perkara tersebut terbukti bahwa 

pada waktu pemberian kredit oleh Bank Perkembangan Asia kepada PT. 

Djaja Tunggallemyata bahwa pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. ~aja 

Tunggal dengan Bank Perkembangan Asia adalah sama dan karenanya 

terdapat pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duties yaitu bahwa Direksi 

dan komisaris Bank Perkembangan Asia telah mengu<:nrkan kredit kepada 

PT. Djaja Tunggal dimana sebenarnya mereka juga selako bertindak 

sebagai Direksi dan Komisaris PT. Djaja Tuoggal, sehingga disini terdapat 

"cmrfllcl of inleresf' didalam pemberian kredit tersehnt. 

Makhamah Agang dalam salah satu pertimbangan hulrumnya 

menyatakan bahwa dalam pembmian kredit dari Bank Perkembangan Asia 

kepada PT. Djaja Tunggal, dapa! diduga adanya persekongkolan dan itikad 

buruk pada diri Bank Perkembangan Asia, PT. Djaja Tunggal dan 

pengarus {Dlleksi dan Komisaris) kedua baden hukom lersehnt yang 

notabenenya adalah sama, sehingga tanggnng jawab sewajarnya 

dibebankan kepada para pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka 

Jakokan untuk dan atas nama perseroan terbatas ternyata mengandung 

perseogkongkolan se<:ara itikad buruk yang menirobulkan kerugiao 

terhadap pihak lain. 
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Dari putusan Makhamah Agung tersebut diatas, dapat dilibat 

bahwa sekalipun Komisaris dalam keadaan normal tidak ikut melakukan 

pengurusan perseroan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

ulamanya memberikan pengawasau kepada Direksi, terhadap Komisaris 

juga berlaku prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan terbedap Direksi. 

Perbedaan tanggung jawab Direksi dengun Komisaris hanya 

terletak pada fungsi dan tugasaya saja yaitu bahwa tanggungjawab Direksi 

terletak pada hidang pengurusan sedangkan tanggung jawab komisaris 

terletak pada bidang pengawasan dan pemberian nasibat kepada Direksi 

dalam kegiatan pengurusan perseroan. Mengenai tanggung jawab 

Komisaris disini dapat dibedakan anUim tanggungjawah kedakan {internal 

liability) dan tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga (external 

liability). 

Mengenai tanggung jawab komisaris yang bersililt internal 

liability, maka komisaris dapat dituntut pertanggung jawaban secara 

pri.badi melalui ... derivative action" oleh pemegang saham untuk dan alas 

nama perseroan sebagairnana diatur dalam pasal 114 ayat (3) UUPT 

dan/atau oleh pemegang saham untuk kepentlngan sendiri berdasarkan 

ketentuan pesall12 ayat (4) UUPT, sedangkan mengenai tanggungjawab 

komisaris yang bersifat external liability~ maka bilamana tindakan 

komisaris tersebut nrengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, misalnya 

komisaris yang mengetabui perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan 

suatu peljanjian, akan tetapi tetap memberikan persetujuan kepada Direksi 

untuk dan alas nama perseroan mengadakan peljaajian tersebu4 maka 

dalam hal demikian apahila pihak ketiga mengalami kerugian karena 

i 

I 
I 
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tindakan tersebut, malca komisaris dapat dituntut bertanggungjawab secara 

pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut, baik 

herdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 3 dan berdasarkan ketentuan 

perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam pasal 1365, 1366 dan 

1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

Sehubungan dengan uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan 

adalah "Apakah komisaris ikut hertanggungjawab terhadap suatu tindakun 

yang dilalmican oleh Direksi yang memerlukan persetujuan komisaris, 

apabila dalam kenyataanaya Direksi tidak pemah meminta persetujuan 

ternebut kepada komisaris dan persetujuan rersebut tidak pemah diherikan 

oieh komisaris'r' 

Sekalipun tugas dan fungai utama dari komisaris adalah 

mengadakan peogawasan dan memeherikaa nasihat kepada Direksi, akan 

tetapi tidak dapat dipunglciri bahwa komisaris adalah soornng manusia 

biasa yang tidak dapat diharapkan untuk mengetahui segala tindakan 

Direksi sampaj kepada hal yang sekecil-kecilnyn. Menurut bema! kami, 

apahi!a suatu tindakan Direksi yang menurut ketentuan dalam Anggaran 

dasar barus mendapat persetujuan komisaris, akan tetapi Direksi 

melalmican tindakan terSebut dengan tanpa memheritabukan kepada 

llll!Upun meminta persetujuan dari komisaris, maka dalam hal demikian 

komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawahannya, bilarnana temyata 

kemudian tindakan Direksi tersebut menimbaikan kerugian terbadap pihak 

ketign. Hal ini juga dapat dilihat dalam putusan Makbamah Agung nomor 

3264.K/Pdlfl992, tanggal 28 Agustus 1996, sebagaimana dikutip oleh 

penulis pada uraian tersebut diatas. 
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Dalam putusan ini Makharnah Agung menilai bahwa tindakan 

Direksi yang menurut Anggaran Dasar diperlukan persetujuan dari 

komisaris, temyata oleh Direksi dilakukan dengan tanpa adanya ada 

persetujuan dari komisaris, akan membawa konsekwensi jaridis babwa 

tindakan tersebut menjadi tidak sab dan tidak mengikat Perseroan sebagai 

badan hukum. Tindakan Direksi tersebut dianggap sebagai tindakan 

pribadi dan karenanya hanya mengikat Direksi seeara pribadi dengan tanpa 

melibatkan perseroan maupun komisaris. Komisaris dalam hal demikian 

tidak dapat dituotut pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga yang 

merasa dirugikan oleb tindakan Direksi tersebut. 

Dalam keadaan terlentu (keadaan darumt) berdasarkan ketentuan 

pasal 118 ayat (l) UUPT dikatakan babwa "berdasarkan anggaran dasar 

atau keputusan RUPS, komisaris dapat metakukan tindakan pengurusan 

perseroan untuk jangka waktu tertentu". Mengenai keadaan tertentu atau 

darurat disini, dirnaksudkan misalnya Direksi diberbentikan atan 

meninggal dunia, sebingga jabatan Direksi menjadi lowong dan Rapat 

Umum Pemegang Sabam {RUPS) tidak dapat segem diadakan, maks agar 

supaya kepengurusan perseroan tidak terganggu. Komisaris berdasarkan 

pasal 118 ayat (1) UUPT diperbolebkan untuk menjalanksn tugas sebegai 

pengurus perseroan, asal hal tersebut dilakukan berdasarkan anggaran 

dasar atau keputusan R\JPS. 

Mengenai tanggung jawab Komisaris dalam pelaksanaan tugas 

fungsinya dalaru keadaan tertentu ( darurdt) disini, sebenamya sudab cukup 

jelas yaitu bahwa selarua kurun waktu menjalankan tindakan pengurusan 

tersebut, maka tanggung jawab komisaris tidak ada bedanya dengan 
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tanggung jawab Direksi. Dalam baJ demikian terhadap komisaris tersebut 

berlakunya semua ketentuan mengena.i hak., wewenang dan kewajiban 

Direksi terbadap perseroan dan pibak ketlga, hal ini diatur secara tegas 

dalam ketentuan pasal 118 ayat (2) UUPT yang secara lengkap berbunyi 

sebagai betlknt "Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk 

jangka waktu tertentu melakukan tlndukan pengurnsan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) berlaku semua ketentuan mengenai hak, 

wewenang dan kewajiban Direksi terbadap perseroan dan pibak ketiga". 

Dari apa yang diuraikan diatas dapat dilibat babwa sekalipun 

pecseroan terhatas adalab badan hukum yang mandiri yang terlapas dari 

pemegang sabam, Direksi maupun Komisarisnya, dimana perikatan yang 

dibuat untuk dan alas nama perseroan hanyalab mengikat perseroan secara 

mandiri dan tidak dapat dltuntut pemcoubannya kepada Pemegang saham, 

direk.si maupun komisaris daiam suatu perseroan adalah terbatas. Akan 

tetapi dalam hal-hal rertentu tidak mustahil habwa tanggung jawab terbatas 

terse but dapet berubab menjadi tanggung jawab yang tidak terhatas, dalam 

arti bahwa baik pemegang saham, Direksi maupun komisaris dapat 

dituntut pertanggungjawabannya sampai kepada harta kekayaan 

pribadinya. 

b. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Letter of Comfort berdasarkan 

Hukum Perseroan Terbatas. 

Seperti yang telah pcoulis umikan diatas tanggung jawab para 

pemegang saham adalab pertanggungjawahan alribat tindukan pecseroan 

pada saat perseroan setelah dan sebelum didirikan, sedangkan tanggung 

jawab Direksi dan Komisaris Perseroan adalab pertanggungjawaban 
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terbadap tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat pengelolaan 

perseroan. Tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan adalab 

tindakan yang sifatnya merugikan perseroan. Tanggung jawab terbadap 

tindakan-tindakan tersebut dapat berupa penggantian kerugian baik 

materiil maupun immateriil. 

Tanggung jawab hukum pemberi letter of comfort merupakan 

tanggung jawab yang diberikan setelab perseroan sab didirikan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Menurut penulis dapat diterapkan beik sebelum atau sesudab 

terjadi wanprestasi (default) dari Debitur. Tanggungjawab hukum pemberi 

Jetter of comfort ini menurut penulis dapat diberikan berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan 

penelitian penulis pertanggungjawaban tersebut diberikan oleh pemberi r 
I 

letter of comfort yang juga merupakan organ dari perseroan terbatas 

tersebut. 

Sepanjang penelitian penulis pemberi letter of comfort sebagai 

jaminan dalam perjanjian kredit perbankan adalah pibak pemegang sabam 

walaupun tidak tertutup kemungkinan Direksi dan Komisaris juga 

bertindak sebagai pemberi dari leiter of comfort. Seperti yang Ielah penulis 

uraikan sebelumnya selain dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris 

serta pihak ketiga baik yang terafiliasi maupun tidak, dapat memberikan 

atau bertindak sebagai pemberi feller of comfort sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit perbankan. Karena penulis banya akan mengumikan 

tangung jawab hukum pemberi letter of comfort dalam hukurn perseroan 

terbatas, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



162 

Perseroan 'ferbatas, maka penulis hanya mernbahas perumggungjawaban 

yang diberikan oleh pemegang saham, Dire~ dan Komisaris Gika ada) 

sebagai pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam peljanjian kredit 

perbankan. 

Tanggung jawab hokum berdasarkan Undang-undang Nomor 40 

Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pemberi Zeller of comfort 

sebagai jaminan dalam peljanjian kredit perbankan menurut penulis 

tanggung jawab melakukan kontrol !erbedap pengelolaan perseroan. 

sehingga perseroan tetap dspat menjalankan usahanya dengan baik dan 

membayar hutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dengan 

lancar. Apabila tanggung jawab hokum melakukan lrontrol terhadap 

perseroan dalam menjalankan usahanya dengan baik tidak tercapai, 

sehingga perseroan tidak dspat menjalankan usahanya dengan baik dan 

teljadi kerugian kepada perseroan, sehingga perseroan kesulitan membayar 

butang, maka pihuk pemberi letter of comfort yang merupukan pengurus 

dan pemegang saham perseroan dspat dituntut untuk mengganti kerugian 

yang timbul kbususnya terbadap hutang-hutang perseroan yang dijami.t) 

oleh letter of comfort. 

Tanggung jawab bulrum pemegang saham sehagai penerbit atau 

pemberi Iefier of comfort sebegai jaminan dalam peljanjian kredi; 

perbankan adalab dengan cara melukukan penambaban modal yang diatur 

dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor Tabun 2007 yang menyatakan : 

Pasal41 
{ l) Keputusan RUPS untuk penambehan modal <lasar adalah sah 

apabila dilukukan dengan memperhatikan persyaratan lroorum dan 
jurnlab suara setuju untuk perubaban anggaran dasar sesuai dcngan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini dsnla:tau anggaran dasa:r. 
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(2) Keputusan RUPS untuk penambahllll modal ditempetkan dan 
disetor dalam batas modal dasar adalah sah apebila dilakukan 
dengan kuorum kebadiran lebih dan 1/2 (satu perdua) bagian dan 
selurub jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleb lebih 
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah selurub suara yang 
dikeluarkan, kecuali ditentukan lcbih besar dalam anggaran dasar . 

Berdasarkan ketentuan terscbut diatas pemcgang saham dapat 

melaukan penambahan modal kepada perseroan melalui Rape! Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang juga sebagai penerbit 

atau pemberi letter of comfort dalam kaitannya dengan ketenman diatas 

ialah dengan melakukan peruunbaban modal, peseroau dapat kembali 

menjahtukau bisnisnya, sebingga dapet membayar hutang-hutangnya. Hal 

tersebut dapat dilakukan apahila perseroan mengalarni kesulitan dalarn 

membayar hutang. 

Menurut penulis bardasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas RUPS 

merupakan organ perseroan yang utama. Ketentuan tersebut menyatak.an 

bebwa 

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, 
adalah Organ Perscroan yang mempunyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalarn batas yang 
ditentukan dalarn Undang-Undang ini danlatau anggaran dasar'' 

Menurut penulis RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, demi 

kepentingan perseroan barhak nntuk mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan perseroan yang baik kbususnya untuk membayar 

hutang-hntang perseroan. Hal ini wajib dilakukan oleh pera pemegang 

saharn yang juga bertindak sebagai penerbit atau pemberi feller of comfort. 
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Tanggung jawab hulrum pemegang saham sebagai pemberi letter of 

comfort untuk jaminan dalam perjanjian !credit perbankan tida terlepas dari 

ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang 

mengatur tentang RUPS yang diatur dalam Pasal 75 yang menyatakan 

Pasal75 
(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak <liberlkan kepada Direksi 

a!au Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentul:an dalam 
Undang-Undang ini dnn!aum anggaran dasar. 

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh 
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dnn!atau 
Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mala aeara rapat 
dan tidak hertentangan dengan kepentingan Perseroan. 

(3) RUPS dalam mala acara lain-lain tidak hnrhak mengambil 
keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dnn!a!au diwakili 
dalam RUPS dan menyelujui penambaban mala aeara rapet 

(4) Kepu!usan atas mala aeara rapat yang di!ambahkan harus disetujui 
dengan suara bulat. 

Waktu mengadakan RUPS diatur dalarn Pasal 78 Undong-undang 

Nornor 4 Tahun 2007 ten!ang Perseroan Terha!as. Ketentuan tersebut 

menyatakan 

Pasal78 
(I) RUPS terdiri atas RUPS !ahunan dan RUPS lahtnya. 
(2) RUPS !ahunan wajib diadakan dalarn jangka waktu paling lambat 6 

(enam) bulan setelah !ahun buku berakhir. 
(3) Dahun RUPS !ahunan, hams diajakan semua dokumen dari lapm:an 

tahunan Perseroan sebaglrlmana dimakaud dalarn Pasal 66 ayat (2). 
(4) RUPS lahtnya dapet diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan 

untuk kepenlingan Perseroan. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pemegang 

saham yang bartindak sebagai penerhit /euer of comfort bertonggung 

jawab dalam RUPS untuk membabas hal-hal yang merupakau kepentingan 

dari perseroan dalnm rangka melunasi hu!ang-hu!angnya kepeda bank atau 

lembaga keuangan lainnya. Per!anggungjawaban dalarn pembahasan 
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tersebut dapat diterapkan dengan cara meminta keterangan dan 

pertanggungjawaban dalam RUPS kepada pengurus dalam hal ini Direksi 

dan Komisaris perseroan dalam me1aksanakan tugasnya melakukan 

pengeleloaan perseroan. Pemegang saham yang menerbitkan letter of 

comfort selama perseroan masih dalam keadaan herhutang kepada bank 

atau lembaga keuangan 1ainnya wajib untuk membahas atau 

mengagendakan dalam RUPS tentang keadaan-keadaan keuangan 

(financial), petmodalan (capita[), dan kinerja dari para pengurus 

perseroan, yakni Dircksi dan Komisaris. 

Tanggung jawab hukum pemegang saham manpnn pihak ketiga 

penerbit letter of comfort sehaga1 jaminan dalam perjanjian !credit 

perbankan berikutnya adalah tanggung jawab melakakan pengontrolan 

perseroan dengan melakakan pemeriksaan terhadap perseroan. 

Pengontrolan perseroan dengan melaknkan perneriksaan terlladap 

perseroan dalarn rangka untuk melihat kineija dari perseroan dan 

mencegah perseroan melakakan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga serta 

memeriksa apekah anggota Direksi dan Kmnisaris perseronn melakukan 

perhuatan melawan hukum yang dapat merugikan perseroan, pemegang 

saham atau pihak ketiga Pemeriksaan terhadap perseruan diatur dalam 

Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

terhatas yang menyatakan : 

Pasall38 
(l) Pemeriksaan terbadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan 

nntuk mendapatkan data atau keterangau dalam hal terdapat dugaan 
bahwa: 
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a Perseroan melalrukan perbua!an melawan hukum yang 
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau 

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan 
melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang 
saham atau pihak ketiga. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mengajukan permohonan secara tertulis heserta alasannya 
ke pengadilan negeri yang daerah bukumnya meliputi tempat 
kedadukan Perseroan. 

(3) Permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan 
oleh: 
a. 1 (satu) pemegang saham a!au lebih yang mewakili paling 

sedikit 1/to (satu persepuluh) bagian deri jumlah selutuh saham 
dengan hak suara; 

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar Perseroan atau peljanjian dengan Perseroan 
diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; 
a tau 

c. kejaksaan untuk kepentingan umum. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan 

setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan 
kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan 
data atau keterangan tersehut. 

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tenta.ng 
Perseroan atau pennobonan pemeriksaan untuk mendapatkan data 
atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar 
dan itikad baik. 

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksad pada ayat (2), ayat (3) huruf a, 
dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan pernturan perundang­
undangan di bidang pesar madal menentukan lain. 

Seperti yang Ielah penulis uraikan sebelumnya lllnggung jawab 

hukum pemberi atau penerbit deri letter of comfort dapat tedadi baik 

sebelum maupun sesudah adanya sengketa kerena wanprestasi (default). 

Penulis Ielah uraikan !anggang jawab bukum pemegang saham perseroan 

sebagai pemhuri letter of comfort dalarn kredit perbankan sebngai jaminan 

sehelum teljadinya wanprestasi, yaitu mclakukan pengontrolan terhadap 

kegiatan atau bisnis, kondisi, modal atau keuangan dan kinerja dari 

perseroan dan pengarus perseroan, yakni Direksi dan Komisaris. 

Tanggung jawab hukum pemegang saham perseroan sebagai penerbit 
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letter of comfort sesudah !eljadinya wanpresta.si dari perjanjian kredit 

perbankan adalah ganti kerugian terbatas pada jumlah saham. Tanggung 

jawab hukum ternebut menurut penulis adalah berdasrukan penafsiran dari 

Pasal 1317 KUHPerdata dimana pihak pemegang saham telah gaga! untuk 

memenuhi janjinya. Tanggung jawab hukum tersebut dapat dikenakan 

sampai dengan harta pribadi pemegang saham pemberi letter of comfort 

sebagai jaminan dalam peljanjian kredit perbankan apabila telah 

melak:ubn piercing corporate veil. Apabila perseroan mengalami kerugian 

akibat dari tindakan pemegang saham baik yang bukan maupun pemberi 

letter of conifort sebagai jaminan dalam peljanjian kredit perbankan dapat 

dipertanggangjawahkan sampai dengan harta atau kekayaan pribadinya 

apabila sampai merugikan perneroan, sehingga tidak dapat membayar atau 

melunasi hutangnya. 

Sepanjang penelitian penulis pemberi atau penerbit letter of comfort 

sebagai jumlnan dalam peljanjian kredit perbankan adalah pemegang 

saham, tetapi tidak tertutup kemungkinan pemberi atau penerbit letter of 

comfort rersebut adalah pengurus perseroan, yakni Direkai dan Komisaris. 

Menurut penulis Direksi maupun Komisaris sebagai pihak yang tidak 

aman dalam kapasitasnya sebagai pemberi atau penerbit Zeller of comfort 

karena ada beberapa Direksi maupun Komisaris yang tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan perseroan selayaknya pemegang saham dan 

Direksi maupun Komisaris dapat diganti berdasarkan undang-undang dan 

Anggaran Dasar perseroan. 

Tanggang jawab hukum Direksi sebagai pemberi letler of comfort 

sebagai jaminan dalam petjanjian kredit perbankan apabila ada, dapat 
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diterapkan baik sebelum maupun sesudah teljadinya wanprestasi. 

Tanggung jawah hokum Direksi sebelum teljadinya wanprestasi sa:ma 

dengan pemegang saham, tetapi lebih fokus pada pengelolaan perusahaan 

dengan balk, sehingga perusahaan dapat heljalan dengan baik dan dapal 

melunasi hutang perseroan. Tanggung jawab hokum ten;ebut diatur dalam 

Pasal 92 ayat (l) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menyatakan "Direksi menjalankan pengurusan 

Perseroan untuk kepcntingan Perseroan dan sesuai dengan rnaksud dan 

tujuan Perseroan". Berdasarkan ketentuan rersebut tanggung jawab hukwn 

Direksi adalah. melaksanan tugas pengurusan yang merupalran pengelolaan 

perseroan khususnya dengan memperhatikan prinsip Fiduciary Duties, 

Dulles of Care, Duties of Loyalty, Duties of Skill, Duties to Act LawfUlly 

dan menghindarkan Doctrine Ultra Vires. 

Tanggnng jawab hokum Direksi sebagai pemberi letter of comfort 

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan peda saat relah teljadl 

wanprestasi adalah ganti kerugian. Tanggnng jawab hokum ini menurut 

penulis adalah karena Direksi gaga! dalam melalrukan pengurusan 

perseroan. yaitu melalrukan pengelolaan untuk kepemingan perseroan yang 

berarti Direksi Ielah melanggar isi dari feller of conifort sehagaimana yang 

telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. 

Pertanggungjawaban Direksi ini menurut penulis selain pelanggaran 

terhadap Pasal 13 I 7 Kitab Undang-Undang Hokum Perdata adalah 

berdasarksn Pasal 97 ayat (3) yang menyatukan "Setiap anggota Direksi 

bertanggung jawab penuh secam prihadi alaS kerugian Perseroan apebila 

yang ben;angkutan bersalah atau !alai menjalankan tugasnya sesuai dengun 
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ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)". Menurut dan sebagaimana 

telah penulis uraikau sebelumnya Direksi bukau sebagai pibak yang aman 

untuk memberikan letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian 

kredit perbankan, karena sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) yang menyataksn 

"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan 
a. Kerugian rewbut bukan karena kesalahan alml kelalaiannya; 
b. Telah melakukan pengurusan deagan itikad baik dan kehati­

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan mak.'!lld dan tujuan 
Perseroan; 

c. Tidak mempunyai benturan kepentiagan baik langsung maupun 
tindak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 
kerugian; dan 

d. Telah meagambil tindakan untuk mencagah timbulnya atau 
berlanjutnya kerugian rewbut". 

Menurut penulis hal-hal tewbut diatas dapat dikesampingkan 

apabila dalam letter of comforJ menyatakan mengenyarnpingkan ketentuan 

Pasal 97 ayat (3) ini. Selain itu menurut penulis ketentuan ternebut tidak 

berlaku apabila terbukti Direksi tidak dapat melakukan pengelolaan atau 

pengurusan pewroan dengan balk, sehingga manimbulkan kerugian bagi 

perseroan. 

Sebagaimana Direksi, pengurus perseroan lainnya, yakni Komlsaris 

juga dapat dipertanggungjawabkan apabila snatu pewroan yang berhutang 

kepada bank mempunyai jaminan berbentuk letter of comfort yang 

diterbitkan atau diberikan oleh Komisaris. Sebagaimana Direksi dau 

pemegang saham menurut penulis pertanggungjawahan dapat diberikau 

baik sebalum maupun sesudah terjadi wanprestasi. 
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Pertanggungjawaban Komisaris sebelum wanprestasi adalah 

rnelakukan tugasnya berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007 yaog menyatakan : 

"Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad bail<, kehati­
batian, dan bertanggungjawab dalarn menjalankan tugas pengawasan 
dan pernberian nasibat kepada Direksi sebagaimana dimaksad dalam 
Pasal 108 ayat (I) untuk kepentiagan Perseroan dan sesuai dengan 
maksad dan tujuan Perseroan". 

Kemudian sebagaimana Direksi pertanggungjawaban hukum sesudah 

tel'jadlnya wanprestasi terbadap Komisaris yang memberikan letter of 

comfort sebagai jaminan dalam petjanjian kredit perbaukan menurut 

penulis adalah tanggung jawab bukum sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) 

yang menyatakan "Setiap anggnta Dewan Komisaris ikut bertanggung 

jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 

bersalah atau !alai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2)". Kmuisaris layakeya Direksi adalab bukan sebagai pibak yang aman 

untuk memberikan letter of comfort sebagai jaminan dalam peljanjian 

kredit perbaukan, karena sesuai dengan Pasal 114 ayat (5) yang 

menyatakan 

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
kerugian sebagaimana dimaksad pada ayat (3) apabila dapat 
memlruktikan: 
a. telab melakukan pengawasan dengan itikad balk dan kebati­

hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan; 

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi balk langsung maupun 
tidak Jangsung etas tindakan pengurusan Direksi yang 
mengakiba!kan kerugian; dan 

c. telah mcmberikan nasibat kepada Direksi untuk mencegah timbul 
atau berlanjutnya kerugian tersebut. 
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Menurut penulis hal-hal tersebut diatas dapat dikesampingkan 

apabila dalam leller of comfort menyatakan mengenyampingkan ketentuan 

Pasal 114 ayat (3) ini. Se!ain itu menurut penulis ketentuan tersebnt tidak 

berlaku apabila terbukti Kontisatis tidak dapal melakukan tugasnya dengan 

bail<, sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. 

5. Tanggung Jawab Hukum berdasarkan Hukum Perbankao. 

a. Tanggung Jawab Hnkam Bank dan Caton Debitur dalam Proaes 

Pemberian Kredit dan Penilaiao Jaminan. 

Bank adalah sebuah tempat di mana nang disimpao dan dipinjantkan. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalant 

pereknnontian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya adalah mengbimpW1 dana dan 

menyalurkanoya kepada masyamkat dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Menurut Undang-undang Negara Repnblik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbaokan, yang dimaksud 

dengan bank adalab "badan usaba yang mengbimpun dana dati masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkanoya kapada masyamkat dalam 

bentak !credit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalant rangkn meningkntkan 

taraf hidup rakyat banyak". Se1ain itu pengertian bank diambil dati kata 

yang bemaal dati babasa !!alia, yaitu banca atau uang. Biasanya bank 

menghasilkau untuog dati biaya transaksi atas jasa yang diberikau dan 

bunga dati pinjaman. 

Berdasarl<an pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi 

babwa bank merupakan perusahaau yang bergerak dalam bidang 
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keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut 

penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal 

tulisan, dan bedanjut sampai sekarang di maaa bank sebagai institusi 

keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Seknr.utg ini bank adalah 

i.nstitusi yang memegang lisensi banlc Lisensi bank diberikan oleh otoriter 

supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakakan jasa perbankan 

dasar~ seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. 

Menurut Mishkin seeara sederhana menjelaskan bank sebagai lembags 

keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinja.man. Ia juga 

menjelaskan bahwa bank merupakan penmtara keuangan (financial 

intermediaries), sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang 

membutuhkan pinjaman untllk membiayai kebutuhan hidupnya,. dengan 

oillJlg yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjags keUllllgannya 

dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank. Financial 

intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonorni~ 

karena ia menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak prodaktif kepada 

pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan 

membantu mendorong pereloonomian menjadi lebih efisien dan dinamis. 

Bank Indonesia mengkategorikan fungsi bank sebagai financial 

intermediaries ini ke dalam tiga hal. Pertama, sebagai lembaga yang 

menghimpun dana dari rnasyarakat dalam bentuk simpaoan. Kedua, 

sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarak.at dalam bentuk 

kredit, dan yang keliga, melancarkan transaksi perdagangan dan peredaillJl 

uang. 
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Beberapa karakteristik yang membedakan bank dengan non-bank 

financial intermediaries, menurut Bossone~ adalah sebagai berikut: 

1, Bank menciptakan lik:uiditas dalam bentuk bank's own liabilities atau 

surat utang yang dibuat untuk peroinjam. Bank tidak melaujutkan 

likuiditas yang sudab ada, tetapi menambah likuiditas sistem setiap 

saat bank mengadakan kredit baru kepeda perusabaan melalui 

penciptaan deposit. Sedangkan non-bank financial intermediaries 

bertindak sebegai capital market intermediaries yang mengumpulkan 

likuiditas yang sudah ada (bank deposit) deri savers dengan long 

position dan menginvestasikannya pada investor dengan short position. 

2. Bank memberikan pengetabuan pada peminjamnya (borrowers) 

tentang operas! barian, kebutaban likuiditas, aliran pembayaran, juga 

faktor jangka pendek dan pengembangan product market. Sedangkan 

non-bank mengembangkan pengetabuan tentang prospek usabe. jangka 

penjang, investasi potensial, trend pasar (market trends), dan 

perubahan pada faktor fundamental ekonomi. 

Bank memiliki pernnan yang sangat penting dakun pereknnomian, 

terutama dalam sistem pembayaran moneter. Dengan adanya b~ 

aktivitas ekonomi dapat diselenggarakan dengan biaya rendah. Bank juga 

memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya hila 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tiga hal tersebut 

menurut George (1997), adalah sebagai berikul. 

Perlama, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan 

untuk menyimpan dana masyarakat, beek bei]lernn kbusus dalarn 

penciptaan uang dan rnekanisme sistem pembayal1l11 dalam perekonomian. 
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Keberadaan perbankan memungkinkan berbagai trnnsaksi keuangan dan 

ekonomi dapat berlanganng lebih cepa~ aman, dan efisien. 

Kedua, sebagai lembaga intennediasi keuangan, perbankan berperan 

kbusus dalam memobilisasikan simpanan masyarakat untuk disalurkan 

dalarn bentnk kredit dan pambiayaan lain kepada dunia usaha. Hal ini aikan 

memparbesar dan mempennudab proses mobilisasi dan alokasi sumber­

sumber dana dalam perekonomian. 

Ketiga, sebagai lembaga pananaman aset finansial, bank memilild 

peran panting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar 

uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan 

aset finansial, separti simpanan masyarakat ke dalam bantuk aset finansial 

lain, yaitu kredit dan sumt-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan 

hank sentraL 

Ketiga fungsi penting tersebut terkait dengan peran bank baik deti sisi 

mikro maupun makro. Dari sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lcmbaga 

kepercayaan masyarakat daJam memenuhi kehutuhan menyimpan dana, 

memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan 

berbagai transaksi eknnomi dan keuangan. Dari sisi makro, bank 

dibutuhkan ka=a pecan pentingnya dalam proses panciptaan uang dan 

sistem pembayaran, serta dalam mendorong efektivitas mekanisme 

transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana dalam 

pcrekonomian. Peran tersebut mencmpatkan bank sebagai lembaga 

keuangan yang berperan panting dalam pada sistem parekonomian ki!a. 

Sejarah mencatat asai mula dikenalnya kegiatan parbankan adalah pada 

zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha parbankan 
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ini berkembang ke Asia Barat oteb para pedagang. Perkembangan 

perbankan di Asia, Afrika dan Amerika. Kemudian perkembangan 

selanjutnya adalah kegiatan bank ini dibawa oleb bangsa Eropa pada saat 

melakokan penjajaban ke negara jajabannya baik di Asia, Afrika maupun 

banua Amerika. Bila ditelusuri, st;iarab dikenalnya perbankan dimulai dari 

jasa penuka:ran uang. Sehingga dalam sejarab perbankan, arti bank dikenal 

sebagai meja tempat penuka:ran uang. Dalam petjalanan sejarab kerajaan 

tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang 

satu dengan kerajaan yang Jain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal 

dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam 

perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang 

lagi menjarli ternpat penitipen uang atau yang disebut seka:rang ini kegiatan 

simpamm. Berikutnya kegiatan perbankan bertambab dengan kegiatan 

peminjaman uang. UlUlg yang disimpen oleb masyarakat, oleb perblmkan 

dipinjamklUl kembali kepada masyarakat yang membutubkannya. Jasa-jasa 

bank lairmya menyusul sesnai dengiUl perkembangiUl zaman dlUl 

kebutuban ma.o;yarakat yang semakin beragam. 

Jasa bauk sangat penting dalam pembangunan ekooomi suatu negara. 

Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertema, sebagai 

penyadia mekanisme dan alat pembayaran ylUlg efisien bagi nasabab. 

Untuk ini. bauk menyediakan uang tunal, tabungan, dan knrtu kredit. lni 

adalab pecan bauk yang paling penting dalam kehldupan ekonomi. Tanpa 

arlanya penyediaan alat pembayar&> yang efesien ini, maka barang hanya 

dapat diperdagiUlgkan dengiUl cam barter yang memakan waktu. 
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Kedua, dengan menerima tabungan dati nasabah dan meminjamkannya 

kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti hank meningkatkan a:rus 

dana untuk investasi dan pemanfuatan yang lebih produktif. Bila peran ini 

betjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa edanya 

arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat 

memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dihangun karena mereka 

tidak memiliki dana pinjaman. 

Sebagabeana yang telah penulis uraikan diatas berdasarlwl ketentuan 

Undang-undaog Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankao salah satu 

kegiatan bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau pinjaman. Dalam pengertian sebari-hari pengertian "kredit" 

sering diartikan dengan "pinjaman uang". Seorang pedagang yang ingin 

mencari pinjaman uang akan mengatakan bahwa ia akan mencari kredit. 

Namun demikian di Indonesia istilah kredit sudah dikenal oleh masyarakat 

seeara luas dan sudah pupuler dalam abad kc 20 (dua pulub) ini walaup= 

kala "krndit" tersebut tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). 

lstilah kredit berasal dati bahasa Yunani, yaitu "Credere" yang berarti 

kepercayaan (trust or faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialab 

keparcayaan. Seseorang atau hadan hukum yang memberikan kredit 

(kreditut) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang 

akan sangup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan dan apa yang 

telah dijanjikan itu dapat berupa uang ataujasa." 

42 Thomas Suyatno, Dasa.f\::Dasar Perkreditan, Edisi Kedua, Jakarta: 1991), hal. l3 
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Dengan diterimanya konttaprestasi (balas prestasi} pada masa yang 

akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam pengertian 

ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan 

sekarang, baik dalam bentuk uang maupun jasa. Kita dapat melihat baltwa 

fuktor waktu merupakan fuktor utama yang memisahkan prestasi dan 

kontraprestasi. 

Dengan demikian kredit itu dapa! pula berarti pihak kesatu 

membarikan prestasi baik berupa barang, nang a tau jasa kepada pihak lain, 

sedangkan konttaprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu 

tertentu}. Kredit berfungsi kopemtif antara si pamberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debitur). Keduanya, yaitu debitur dan kreditur saling 

menarik keuntungan dan mengambil resiko. Singkatnya kredit dalam arti 

luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan 

pertukaran ekonomi dimasa yang akan datang. 

Bagi masyamkat Indonesia isti1ah kredit ini sudah tidak asing di desa 

maupun di kota dan prakteknya sudah di1aksanakan secara luas. Hal ini 

mendorong para konseptor Undang-undang Perbankan untuk memasukkan 

sebagai istilah resmi dalam Undang-undang Nom or 7 T ahun 1992 ten tang 

Perbankan yang telah diubah o1eh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

teatang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentaog 

Perbankan. Pengertian kredit yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan temebut diatur dalam pasal 1 ayat 12 yang berisi 

sebagai berikut : 

Kredit adalah penyediaan nang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itn berdasarkan pernetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
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peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imhalan atau pembugian basil keuntungan. 

Sedangkan Levy merumuskan arti hukum dari istilah kredit adalah 

sebagai berikut : 

Menyerabkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan 
secara bebas olch penerima kredit. Penerima krcdit berhak 
mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannnya dengan 
kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari 43 

Berdasarkan rumusan tersebut di atas ukuran yang diperguuakan oleh 

Levy untuk kepercayaan itu adalah kemampuan ekonomi si debitur~ 

dimana kreditur percaya meminjamkan nang kepada debitur oleh karena 

debitur dapat dipercayn kemwnpuannya untuk mengembalikan pinjaman 

itu di belakang hari. Mengapa dalarn praktek perl<reditan justrn uang yang 

kita sering jumpai. Dewasa ini kehidupan ekonomi modem adalah prestasi 

uang, maka traosaksi krcdit menyangkut uang sehagai aiat l<redit. Uang 

dalam traosaksi kedit Jebih mudah atau lancar dalarn pelaksanaan kredit 

jika dibandingkan dengan barang dan jasa, terutama untuk mengukur 

pembnyaran dikemudian hari dan jalannya traosaksi krcdit semakin 

diperlancar dengan adanyn ukuran yang tepa! mcngenai berapa yang akan 

diterima olah kreditur dan berapa yang harus dibnyar oleh debitur pada 

masa yang akan dalang itu. 

Dalam pelaksanaan pembarian krcdit menurut Pasal 8 ayat (I) dan (2) 

Undang-undang Nomor 10 Tahuo 1998 tentang Perubahan Undang­

uudang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang 

41 Mariam Darus Badrulzaman. Pedanii@. Kmiit. {Bandul'lg : 1989). hat 21 
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Perbankan), dalam melaksanakan kegiatm usohanya yang berupa 

pemberian lcredit bank anlll!'a lain : 

L Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 

itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Debitur unluk melunasi 

u1>mguya sesuai dengan yang dipeljanjikan. 

2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleb Bank lndenesia 

Sebubnngan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang 

pelaksanaan pemberian kredit tersebut di alas, maka Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis lcredit yang mendabnn 

alas pennobnnan kredit yang diajukan oleb caJon debitur dan memililri 

serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan 

perkreditannya. 

Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad 

baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

sesuai dengan yang dipeljanjikan, maka hal itu dijelaskan lebih lanjut oleb 

penjelasan Pasal 8 ayat (I) yang dapat disimpuikan antara lain sebagai 

beriku~ yaitu : 

a. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredi~ 

bank hams melakukan penilaian yang seksama alaS watak, 

kemampll!lll, modal, agunan, dan prospek usoha debitur. 

b. Mengigat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, 

maka apahila berdasarkan unsur-unsur lain yang telah diperoleh 

keyakinan alas keraampuan debitur mengembalikan ullmgnya, agunan 
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banya dapat berupa banmg, proyek atau hak tagib yang dibiayai 

dengan !credit yang bersangkutan. 

Berdasarkan analisis kredit yang dilakakannya bank akan memberikan 

keputusan menolak atau menyetujui permohonan caJon debitur. Oleh 

karena itu setiap analisis kredit harus memuat penilaian yang lengkap dan 

sempuma, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 

intern bank dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban bank dan memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 

sebai!J!imana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut 

diatur dengan SK Direksi Bl No. 271162/KE/DIR- SK Direksi Bank 

Indonesia dapat menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk 

memiliki dan menerapkan kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dalam 

pelaksanann perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan 

Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). 

PPKB mencantumkan bberapa hal yang sekunmg-krnangnya harus 

dimuat dalam ketentuan KPB, yaitu : prinsip kebati-batian dalam 

perl<reditan, organisasi dan manajemen perkredilan, kebijaksanaan 

persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan 

kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. KPB yang kemudian disertai 

dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan inlern 

masing-masing bank yang harus dipetuhi dalam pelaksanaan pemberian 

kreditnya. 

Pasal ll Undang-undang Perbankan menetapkan ketentuan Balas 

Maksimum Pembetian Kredit (BMPK) yang berlaku antara lain untuk 

pemberian kredit oleh bank kepada pe1Ili'1iam atau sekelompek peminjam 
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atau pibak yang terkait dengan bank. BMPK yang ditetapkan bagi 

peminjam atau kelnmpok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah 

tidak melebihi 30% (tiga puluh person) dari modal bank yang sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi pihak 

yang terkait dengan bank tidak melebihl 10% (sepuluh porsen) dari mndal 

bank. Ketentuan lebib lanjut mengenai hal inl diatur dalam PBI No. 

7131PBII2005 dan perubahannya dengan PBI No. 81131PBII2006 tentang 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBI BMPK). 

Penjelasao Pasal 11 Undang-undaog Perbankan yang menjelaskan 

tentaog BMPK tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pernberian kredit mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam 

pe1unasannya, sehlngga dapat berpengaruh terhadap kesebatan bank. 

Risiko yang dibadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dan 

masyarakat yang disimpan di bank. 

b. Oleh kanena itu untuk memelibara kesehatan dan meningkatkan daya 

tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur 

penyaluran kredit sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada 

debitur atau kelompok debitur tertentu. 

T erhadap pe1anggaran ketentuan BMPK dikenakan sanksi oleh Bank 

Indonesia sesuai dengan kelentuan yang ten:antum dalam PBI BMPK. 

Pasal 29 ayat (3) Uadang-undang Perhankan menetapkan bahwa dalam 

pemberian kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

bank dan kepentingan nasabah yang mernpercayakan dananya kepada 

bank. Berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) dapat 

diketahui hal sebagai berikut : 
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a. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam 

rangka menjamin terlaksanannya proses pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

b. Mengingat hank terutama hakarja dengan dana dati masyarakat yang 

disimpan pada hank atas dasar kepercayaan, setiap hank perlu terus 

menjaga dan memelibam kepercayaan masyarakat padanya. 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal29 ayat (1), ayat {2) dan ayat 

(3) Undang-undang Perhankan dan penjelasannya tersebu~ pemberian 

kredit harus mendapatkan pengawasan berda.sarkan sistem pengawasan 

intern yang berlnku pada masing-masing hank agar dapet menjaga 

kesebatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepedanya. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah berupa sanksi administratif dan 

sanksi pidana. 

Peratumn perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

tentang Kualitas Aktiva Produktif dah!m PBI No. : 712/PBI/2005 yang 

telah diubah dengan PBI No. 812/PBI/2006 dan PBl No. : 9161PBU2007 

{PBl Kualitas Aktiva) adalah mengatur tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan ak:tiva produktif 

bank dah!m rangka penyediaan dana untuk mernperuleh penghasilan. 

Sehnbungan dengan ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahan­

peruhabannya dan SEBI tentang petunjuk pelaksanarmya, sepanjang 

mengensi bidang perkreditan diatur mengensi hal-hal sebagai berikut : 

a. Kualitas Kredit 

l) Ketentuan mengenai kualitas kredit antara lain adalah menetapkan 

sebagai berikut: 
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a) Prospek usaha, yang meliputi penilalan terhadap komponen­

komponen: 

(1) Potensi pertumbuhan usaba. 

(2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan. 

{3) Kua!itas manajemen dan permasaluhan tenaga ker:ja; 

(4) Dnkungan dari grup atau afiliasi. 

{5) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara 

lingkangan. 

b) Kiner:ja (performance) debitur, yang meliputi penilaian 

terhadap komponen~komponen : 

(I) perelehan laba; 

(2) struktur permodalan 

(3) arus kas. 

(4) Sensivitas terbadap resiko pasar. 

c) Kemampuan membayar ~ yang meliputi penilaian terhadap 

komponen-komponen : 

(1) Ketepallm perebayaran pokok dan bunga. 

(2) Ketersediaan dan kaakumll!n informasi keuangan debitur. 

(3) Kelengkapan dokumentasi kredit. 

( 4) Kesesuaian pengganaan dana. 

(5) Kewajaran sumber pembayaran kewajihan 

2} Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan 

a) Signifikansi dan materiaJitas dari setiap faktor penilalan dan 

komponen. 
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b) Relevansi dati faktor penilaian dan komponen terhadap debitur 

yang bersangkutan 

3) Berdasarkan penilaian sebegaimana yang disebutkan di atas, maka 

lmalitas kredit ditetapkan menjadi : 

a) Lancar. 

b) Dalam perhatian khusus. 

c) K.uraog lanear 

d) Diragukan 

e) Macet 

Berdasarkan ketentuan PBI Knalitas Aktiva dapat diket.ahui adanya 

lima golongan kulitas kredit yang berlaku bagi kredit yang diberikan oleh 

hank sebegaimana telah disebutkan diatas. Penetapan golongan kualitas 

kredit untak masing-masing kredit debitur ditet.apkan hanknya berdasarkan 

faktor penilaian dan komponen-lromponen sebagaimana yang disebutkan 

dilrtas. 

b. Penyisihan Pengbapusan Aktiva 

Ketentuan mengenai penyisihan pengbnpusan aktiva yang 

berlaku begi hank antlra lain sebagai berikut : 

I) Bnak wajib membentak Penyisihan Pengbnpusan Aktiva (PPA) 

terhadap aktiva produktif dan aktiva non prodaktifberupa: 

a) Cadangan umum dan cadangan khusus aktiva prodaktif dan 

b) Cadangan khusus untak aktiva non produktif 

Penyisihan Pengbaposan Aktiva (PPA) wajib dibentak sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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2) Cadangan umum aktiva produktif ditetapkan paling lrurang sebesar 

1% (satu persen) dari uktiva produktif yang dimiliki dengan 

kualitas 1ancar. Pembentukan cadangan umum terse but 

dikecualikan uutuk aktiva produktif dalam bentuk SB1 dan SUN 

sebagai bagian aktiva produktif yang dijamin dengan aguuan tunai 

sebagaimana yang juga diatur o1eb PBJ Kualitas Aktiva tersebut. 

Cadangan kbusus dltetapkan paling kurang sebesar: 5% (lima 

persen) dari aktiva deugan kualitas Dalarn perhatian kbusus stelah 

dilrurangi nilal aganan, 15% (lima belas person) dari aktiva kualitas 

Kurnng Lanear setelah dilrurangi nilai aguuan dan 100% (seratus 

person) dari aktiV'd kualitas macet setelah dilrurangi nilal aguuan. 

3) Pengganaan nilai aguuan sebagai faktor pengurnng dalam 

perllituugan PPA hanya dapat dilakukan untuk aktiva produktif. 

Persyaratan aguuan dan perllitungan agunan sebagai faktor 

pengurnng dalam porhitungan PPA adalah sebagal berikut : 

a) Aganan hanya dapat diperhitungkan sebagal pengurnng dalam 

perllituugan PPA adalah yang bernpa : 

(1) Surat herbarga dan saham aktif yang diperdagangkan di 

Bursa Efek dl Indonesia atau memiliki peringkat investasi 

dan diikat seeara gadai. 

(2) Tanah rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan Hak 

Tangguugan. 

(3) Pesawat udara atau kapal !aut dengan ukuran 20 m3 

(duapulub meter kubik) atau lebih yang dlikat dengan 

hipotek dan/atau 
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(4) Kendaraan bem1otor dan persediaan yang diikat secara 

fidusia 

Agunan sebagaimana diuraikan diatas wajib dilengk:api 

dengan dokumen yang sah, diikat sesuai dengan peraturan 

pcrundang-undangun yang berlaku, sehingga mernberikan hak 

preferensi bagi baak dan dilindungi dengun asuransi dengan 

banker's dause, yaitu klausul yang memberikan bak kepada 

baak untuk menerima uang pcrtanggungun dalam hal terjadi 

pcmbayaran klaim. 

b) Nilai agunan yang dapat dipcrhltungkan sebagai pcngmangan 

dalam pcmbentukan PP A ditetapkan sebagai berikut : 

(l) Surat berharga dan sural sabam yang aktif diperdagangkan 

di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi 

paling tinggi sebesar 50% (lima puluh parsen) dari nilai 

tereatat di bursa efek pada akhlr bulan; 

(2) Tanah, gedung rumah tinggal, pcsawat udara, kapal !au~ 

kendaraan bennotor, dan persediaan paling tinggi sebesar : 

(a) 70% {tujuh puluh persen) dari panilaian, apabila 

penilaian dilakukan dalam 12 (duabelas bulan terakhlr). 

(b) 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila 

pcnilaian yang dilakakan Ielah melampaui jangka waktu 

12 (duabelas) bulan, namun belum melampaui 18 

(delapan belas) bulan). 
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(c) 0% (nol person) dari penilaian, apabila penilaian yang 

dilakukan telah melampaui jangka wakn 24 (duapuluh 

empat) bulan. 

(3) Penilaian dapat dilakukan oleh penilai independen atau 

penilai intem bank. Penilai agunan wajib dilakukan oleh 

peuilai independen bagi aktiva produktlf lebih dari Rp. 

5.0000.000.000 (lima rnilyar Rnpiah) kepada debitur atau 

kelompok peminjaro. 

(4) Bank Indonesia berwenang melaknkan perhitungan kembali 

alas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PP A 

apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bank 

wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan 

perhitungan Bank Indonesia. 

Sebagaimana Ielah diuraikan sebalumnya bahwa pemberian kredit 

adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang 

sering dipersyaratkan adanya jarninan utang yang terdiri atas berbagai 

bentuk danjenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di 

Indonesia terdapat berbagai peratumn perundang-undangan yang mengatur 

atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan hukum 

jarniuan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku mernbarikan 

pengaturan yang melndungi pihak-pibak yang berkepentingan dengan 

pinjaman uang dan jaminan utang tersebut. 

Sehubungan dengan pemberian kredit perbaukan, mengenai jarninan 

utang disebut dengan jarniuan kredit aillli agunan. Jaminan kredit 

umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberim kredit. Dari beberapa 
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ketentuan yang berlaku dibidang perbankan daput disimpulkan bahwa 

jaminan !credit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan, 

tetapi sepaujang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank 

untuk mensyaratkan adanya kewajiban (cal on) debitur untuk menyerahkan 

(mernberikan) sualu jaminan kredit, kecuali ka:rena adanya ketentuan Pasal 

1131 Kitab Undang-undang Hnkum Perdata tentang kedudukan barta 

pibak yang berhutang sebagai jaminan atas hutangnya, bank rnungkin saja 

daput menyetujui pemberian kredlt kepada Debitur tanpu mensyanrtkan 

penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek 

yang dinilainya. Sehubungan dengan hal tersebut adanya persyaratan yang 

mewajibkan calon debitur untuk menyerahkan (mernberikan) jaminan 

kredi~ maka hal tersebut lebih berkaitan dengan bebernpa fungsinya 

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada Debitur 

wajib meakakan upuya pengamanan agsr kredit tersebut dapat dilunasi 

debitur yang besangkutan. Kredlt yang tidak dilunasi oleh debitur balk 

selurubnya maupun sebagian akan dapat merugikan bank. Kerugian yang 

menunjukan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat 

kesebatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekeeil apa 

pun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur tetap harus 

diamankan sesuai dengan prinsip lrehati-hatian, seeara umum pengamanan 

kredit dapat dllakukan melalui lahap analisis kredlt dan melalui penempan 

kelentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit untuk 

pengamanannya dapat dltemukan balk pada lahap analisis kredlt maupnn 

melalui penerapau ketentuan hnkum. Keterkaitan jaminan !credit dengan 

pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 Kitab 
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Undang-undang Hukum Perdam, sehlngga merupakan upaya lain atau 

altematif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit 

pada waktu debitur ingkar janji kepada bank. 

Apabila dikemedian hari Debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi 

utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan peljanjian kredit, akan 

dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jamlnan kredit yang 

bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya 

diperhitungkan olen bank untuk pelunasan kredit debitur yang Ielah 

dinyatakan sehagai kredit maeet. 

Cara pencairan jamin.an kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara pencairan jaminan 

kredit rerkait dellgllll berbagal hal antara lain kepada pengikatannya 

melalui lemhaga jaminan atau tidak, kemauan debitur untuk bekerjasama 

dengan bank, bentnk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk 

menangani pencairan jaminan kredit dan sebagainya. 

Fungsijamlnan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit haru akan 

muncul pada saat kredit dinyatakrm sehagai kredit maeet, selama kredit 

relah dilunasi oleh debitur tidak akan reljadi peneairan jaminan kreditnya. 

Dalam hal ini jaminan kredit akan dikemhalikan kepada debitur yang 

bernangkutan sesual dellgllll kerentuan hukum dan peljanjian kredit. 

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat 

bekaltan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada 

debitur yang seeing dikatakrm mengandung risiko. Dengan edanya jaminan 

kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan kerentuan hukum yang 
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berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur 

ingkar janji. 

Pengikatan jaminan kredit yang berupa barta kekayaan milik debitur 

yang dilakakan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut 

akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur untuk 

herupaya melunasi hutangnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan 

jarninan !credit tersebut tidak hllang karena barus di sita kemudian 

dicairkan oleh bank. 

Umwnnya sesuai dengan perturan intern masing~masing bank, nilai 

jarninan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar hila 

dibandingkun dengan hila kradit yang diberikan bank kepada debitur yang 

bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk 

menggunakan !credit sebaik-baikuya, melakakan kegiatan usahanya seeara 

baik, mengelola kondisi keuangan secara hat:i-bati, sehingga dapat segera 

melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat 

dipungkiri siapapun juga pasti tidak ingin kehilangan haria atau asetnya 

karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan, mempunyai nilai-nilai 

tertentu atau disayangi. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kita lihat hahwa tanggung 

jawab hukum dalam pemberiaa kredit ndalah pada debitur dan kreditur. 

T anggung jawab kraditur ialah melakakan prosedur-prosedur pemheriao 

!credit herdasarkua ketentuan peraturan peruudang-undangan yang berlaku. 

Prosedur-prosedur tersebut dilakakan sebagai tanggung jawab dalam 

menjaga tingkat kesehatan dan keamanan bank supaya dapat terns 

meiangsungkan usahanya. Tanggung jawab bank dalam prosedur-prosedur 
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pemberian kredit tersebut adalah melihat apakah pihak yang akan menjedi 

caJon debitur pantas untuk menerima kredit dari bank dengan melakukan 

penilaian lerhadap watak, kemampuan, modal, aguuan dan prospek usaha 

dari debitur atau yang lebih dikenal dengan character, ca]Jllbility atau 

capacity, capital, collateral dan condition. Penil.aian tersebut wajib 

dilakukan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku teJ:sebut khususnya 

peraturan·peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebaiknya oleh 

Bank dijadikan peratumn internal, khususnya ketentuan-ketentuan tentang 

pemberian kredit. Hal tersebut supaya terjadinya kelancaran, keamanan 

dan kesehatan bisnis bank. 

Sedangkan tanggung jawab dari debitur adalah dengan melaksanakan 

itikad baiknya dalam rangka memperoleh kredit, yaitu membetikan 

keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut character, capability 

atau capacity, capital, collateral dan condition atau wftta14 kemarnpuBJl, 

modal, aguuan dan prospek usaha. Pelaksanaan tanggung jawab ini 

diperlukan supaya bank dapet melihat apekah calon debitur yang 

memohon pinjaman kepeda bank pantas dan mampu untuk dibetikan kredit 

serta melunasinya. Apabila pihak debitur mempunyai hubungan afiliasi 

dengan bank atau mempunyai hubungan yang diatur berdasarkan 

ketentuan PBI BMPK, mal<a bank dan caJon debitur wajib mematuhi PBI 

BMPK tersebut. 

Berdasarkan bal tersebut diatas bank dan caJon debitur mempunyai 

tanggung jawab dalam proses pemberian krediL Tanggung jawah tersebut 

wajib dilaksanakan dengan balk. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut 
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dengan balk dapat menguntungkan bank - calon debitur, tetapi apabila 

salah satu tidak melaksanakan tsnggung jawabnya <Iangan balk dan benar, 

maka selain dapat merugikan salah satu pihak, yaitu bank atau debitur juga 

dapat merugikan bank dan debitur tersebut. Apabila pihak bank mengalami 

kerugian, maka masyw:akat yang menyimpan -anya pada bank tersebut 

juga dapat terkena kerugian. Oteb karena itu para pihak dahnu hal ini bank 

dan debitur wajib melaksanakan tanggnngjawahnya masing-masing dalarn 

rangka memperoleb kredit atau pinjarnan dari bank, 

b. Taoggung Jawab Hukum Pemberi Letter of Comfortsebagai Jamioao 

dalam Perjanjian Kredit Perbaakan berdasarkan Hokum Perbaukun. 

Tanggnng jawab hokum pemberi atau penerbit letter of comfort ini 

lebib menitikberatkan pada tanggung jawab sebelum terjadi sengketa 

antara Debitur dan Kreditur. Tanggung jawab hokum pemberi atau 

penerbit letter of comfort dalam hukum perbankan bahkan dapa! 

diterapkan sebelum pemberian kredit dilaksanakan. Tanggung jawab 

hukum ini selain menentukan apakah Debitur layak mendapa!kan kredit 

karena keadaan - kondisi dari pihak pemegang saham atau pihak ketiga 

lainaya sebagai penerbit letter of comfort yang akan dijadikan jaminan 

dalam pe.rjanjian kredit dapat diperhitungkan, selain melakukan penilaian 

terhadap jaminan-jaminan lain yang diberikan. 

Sebagaimnna kita ketahui apabila bank akan memberikan kredit, maka 

hams mematuhi ketentuan Pasal 8 Undang·undang Perbankan yang 

menyatakan "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan alas kemampuan - kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan" dan penjelasan dari alinea ke 
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2 pasal tersebut menyatakan "Untuk memperoleh keyakinan tersebu~ 

sebelum memberikan kredit, bank harus melalrukan penilaian yang 

seksama terhsdap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha 

dan Nasabah Debitur''. Sebagaimana juga yang Ielah diuraikan 

sebelumnya dengan sdanya kewajiban terhadap "keyakinan bank", maka 

Baak Indonesia sebagai regulator meuerbitkan beberapa peraturan yang 

berbubungan dengan ketentuan tersebut, seperti peraturau tentang Batas 

M.aksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktiv, Penerapan 

Manajemeu Resiko Bagi Bank Umnm, Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Knuw Your Customer Principalj dan lain-lain. Peraturan­

peraturan tersebut merupakan alat pengaroan bagi pesbankan dalam 

pemberian kredit karena kegiatan pemberian kredit oleh bank tennasuk 

kegiatan yang mempunyai resiko yang cukop tinggi. Rcsiko tersebut selain 

dapat mepengauhi kesebatan baak juga dapat berakibat kepada masyarakat 

karena banyak dana masyarakat yang dipercayakan untuk disimpan pada 

bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perbankan bank 

harus melakukan penilaian terbadap calon Debitur. 

Apabila kita melihat ketentuan-ketentuan dalam hukum pesbankan balk 

yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan maupun ketentuan­

ketentuan lain yang diterbitkan oleh Bauk Indonesia baik berbeutuk 

Peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan turunanuya tidak ada 

yang mengatur tentang kewajiban dan caJon ataupun Nasabah Debitur dan 

pibak yang memberikan jaminan pribadi serta pemberi atan penerbil letter 

of comfort sebagai jaminan dalam rnngka memperoleh kredit dari bauk 

atau bahkan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut 
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menurut penulis selain merupakan taoggung jawab bank juga merupakan 

tanggung jawab dari Debitur dan pihak penjamin apabila ada pihak yang 

akan memberikan jaminan dalam bentuk jaminan pribadi (borgtocht) serta 

tanggung jawab dari pibak pemberi atau penerbit letter of comfort yang 

akan dijadilam sebagai jaminan dalam peljanjian kredit Debitur tersebut 

Menurut penulis penilaian yang dilakukan terhadap pemberi jaminan 

pribedi dan pemberi lett2r of comfort dilakukan dalam rangka untuk 

mengetahui apakab mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk 

melunasi hutaog apabila Debitur kesulitan atau bahkan telab wanprestasi 

(default) dalam peljanjian kreditnya. 

Tanggung jawab bukum pemberi atau penerbit feller of comfort 

sebagai jaminan dalam peljanjian kredit perbankan menurut penulis adalab 

mematuhi ketentuan Penjelasan dari Pasal S Undang-undang Perbankan, 

yaitu mcmberikan dukumen-dokumen yang berisi ketenmgan-keterangan 

atau infonnasi-informasi yang berkaitan dengan watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usabanya. Ketenmgan-keteraogan dan 

informasi-informasi tersebut mernpunyai tujuan dan berguna untuk 

mengetahui sejaub mana pemberi atau penerbit feller of comfort sebagai 

jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dapat memenubi janji yang 

diberikannya dalam leller of wmforf tersebut Sebagaimana yang Ielah 

penulis umikan pada bab-bab sebelumnya jaminan letter of comfort 

memberikaa jaminan berupa jaeji sepaya Debitur dapat melaksaaakaa 

usahanya dengan baik dan dapet meluaasi pinjaman atau hutanguya 

kepada bank, maka menurut penulis penilaian terbadap watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usabanya adalab sangat penting 
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klrususnya untuk menjaga kearnanan kelangsungan usaha dan kemampuan 

pembayaran hutang atan pinjaman dari Debitur, misalnya apabila Debitur 

sedang mengalami kesulitan pembayamn hutangnya, tempi hutang tersebut 

belum jatuh tempo, apakeh pemberi amu penerbit letter of comfort sebagai 

jaminan dalam peljanjian kredit tersebut khususnya dengan lsi yang telah 

penutis uraiken di bab sebelumnya dapat memenuhi janjinya mungkin 

dengan earn melakukan penambahan modal, pengontrolan, pemeriksaan 

terbadap perseroan seperti yang telah penulis uraiken pada tanggnng jawab 

hukum pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit 

perbankan dalam hukurn perseroan terbatls atau dengan cara yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, selain kewajiban dari bauk memenuhi 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang tala cara pemberian kredit dan penllaian Dcbitur, maka dibutuhkan 

tanggnng jawab bukurn Debitur dan pihak-pibak yang menjadi penerbit 

atau pernberi letter of comfort berupa itikad balk pemberian keterangan· 

keterangan atau infonnasi-infonnasi yang sebenarnya dan tidak 

menyesatkan tentang wa!ak, kernampuan, modal, agnnan, dan prospek 

usaha. 

Pemberi ata.u penerbit letter of comfort mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan keterangan-keterangan dan I atau infonnasi-informasi 

yaug berl<aitan dengan watak, kemantpuan, modal, agnnan, dan prospek 

usaha. Menurut penulis peraturan yang paling berhubungan dengan 

tanggnng jawab hukem pemberi atau penerbit letter of romfort adalah 

Peraturan Baak Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenai Nasabah (Know Your Cmlomer Principal) (PBI KYC). CaJon 
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Debitur apabila aplikasi parjanjian kreditnya disetujui olch bank, maka 

menjadi Nasabah Debitur. Hubungan antara pembcri atau penerbitletter of 

comfort adalah dalam bentuk afiliasi dari Nasabah Debitur. Karena afiliasi 

ini memberikan janji supaya Debitur dapat melunasi hutangnya dengan 

membcrikan letter of co"!fort sebagai jaminan dalam perjanjian knadit 

perbankan, maka seperti yang penulis uraikan pemberi alau penerbit letter 

of co"!fort perlu memberikan keterangan-kererangan dan I atau infnrmasi­

informasi yang diatur dalam ketentuan PBI No. dalam Pasal 4 ayat (I) 

huruf a dan huruf c yang menyatukan "Sebelum melaknkan hubungan 

usaha dengan Nasabah., Bank wajib meminta informasi mengenai identitas 

ealon nasabah dan informasi lain yang memunginkan bank untuk dapat 

mengetahui profil calon nasabah~>. Menurut penuli<) calon nasabah untuk 

kepentingan jaminan berbentuk letter of comfort dalam perjanjian !credit 

dapat diganti dengan "identitas serta infonnasi lain yang memungkinkan 

bank untuk dapat mengetalrui profil dari ealon pemberi atau penerbit /e//er 

of comfort " wajib diberikan oleh pemberi atau penerbit letter of comfort 

sebagai jaminan dalam perjanjian !credit dengan bank. 

Hal-hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal5 PBI KYC apahila 

pembcri atau penerbit letter of comfort merupakan orang peroraJJ& maka 

menurut penulis wajib memberikan dokumen-dokumen dan/atau 

keterangan-keterangan berupa identitas Nasabah yang memuat nama, 

alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

keterangan mengenai pekeljaan (apebila menjabat atau bekelja di tempat 

lain), spesimen tanda tangan dan keterangan mengenai sumber serta 

jumlah dana atau barta kekayaan yang dimiliki kbususnya dana atau harta 
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kekayaan yang tersimpan di dalam bank dan harta kekayaan yang berupa 

beoda hergerak maupun benda tidak bergerak. Meourut penulis selain bul 

tersebut apabila Debitur merupakan perseroan, maka orang-perorang yang 

menjadi penerbit atau pemberi Jener of comfort tersebut harus memberikan 

keterangan tentang hubungannya dengan perseroan dan kapasitas dalam 

perseroan (apabila pemegang saham, maka berapa jumlah saham yang 

dimiliki dan apakah juga ikut menjabat dalam perseroan (walaupun hal ini 

dapat diketahui dari anggaran dasar perseroan yang akan menjadi Nasahah 

Debitur)). Apabila penerbit atau pemheri letter of comfort tersebut ialab 

perseroan yang mempunyai hubungan dengan Debitur keterangan­

keteraugan atau informasi-infonnasi seperti yang diuraikan diatas dan 

penerbit atau pemberl letter of comfort tersebut wajib ditandatangani oleh 

pihak yang mempuuyai kapasitas untuk mewakili perseroan yang 

menerbitkan atau memberikan letter of comfort sebagai jaminan dalam 

peljanjian kredit perbankan. 

Dokumen-<lokumen tersebut di atas sangat diperlukan untuk 

mengetahui diri pribadi dari penerbit atau pemberi feller of comfort 

sebagai janrinan dalam perjanjian kredit perbankan. Tanggung jawab 

hulrum pemberian infurmasi-i:nformasi dan dokrunen-<lokrunen pemberi 

atau penerbit letter of comfort ini sangat pentiug. 

Selain dokrunen-dokrunen dllll informasi-informasi yang diuraikan di 

atas pemberi atau penerbit leller of comfort seperti balnya Nasabab Debitur 

wajib untuk memberikan ke!<lrangan tentang pinjaman-pinjaman yang 

dipunyai apabila ada. Hal ini diperlukan apabila Debitur wanprestasi 

(default) pihak pemberi feller of comfort yang berarti juga Ielah gagal 
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melaksanakan janjinya dapat meiWlasi hutang Debitur sesuai dengan 

prinsip perseroan terbatas dengan baik dan tidak mengganggu pembayaran 

pinjaman kepada kreditur-kreditur (apabila ada) pemberi ablu penerbit 

letter of comfort sebagai jaminan kredit perbankan. 

Pemberi atau pcnerbit letter of comfort sebagai jaminan da1am 

pe!janjian kredit perbankan baik sebelum maupun sesudah te!jadinya 

perjanjian kredit perbankan wajib untuk Debitur dalam menjaga potensi 

pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan., 

knalitas manajemen dan pennasaluhan tenaga ketja dan upaya yang 

dilaknkan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan. Hal-hal tersebut 

apabila perlu dipe!janjikan dalam perjanjian kredit atau bahkan 

memerinblbkan Direksi untuk melaperkan secara berkala hal-hal tersebut, 

sebingga bank dapat melihat kontrol terbadap prospek usaha dari Debitur 

yang dilakukan oleb penerbit atau pereberi leller of comfort sebagai 

jaminan dalam pe!janjian kredit perbenkan. Hal tersebut dilakukan 

khususoya bila pinjamau atau kredit yang diperoleh mempuoyai nilai yang 

cukup besar. Hal tersebut diatur dalam PBI Kua!itas Aktiva yang 

merupakan salah satu peraturan yang berkaitan deogan tangguog jawah 

hukum dari pemberi atau penerbit letter of comfort sebagai jaminan dalam 

pe!janjian kredit perbaaksn. Hal ini merapakan salah satu penilaian 

temadap prospek usaha dari Debitur. Menurut penulis penilaian terhadap 

prospek usaha juga dapat dilakukan terbadap pemberi atau penerbit letter 

of comfort sebegai jaminan dalam pe!janjian kredit perbankan. Penilaian 

tersebut untuk melihat apakah penerbit atau pemberi letter of comfort 

sebagai jaminan dalam peljanjian kredit tersebut mempunyai prospek yang 
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bagus, sehingga dapat me!indungi Debitur baik sebelwn maupun sesudah 

teijadinya wanprestasi (default). 

Tanggung jawab hukum pemberi atau penerbit letter of comfort 

sebagai jaminan dalam peijanjian kredit perbankan yang berkaitan dengan 

PBI Kualitas Aktiva selain dari prospek usaha sebelum pemberiao kredit 

adalah memberikan ketemngan·keterangan 1<mmng kineija (performance) 

Debitur yang meliputi perolehan laba baik yang sudah ada atau perkiraan 

yang akan dataog, strektur permodalan, arus kas dan sensitivitas terbadap 

resiko pasar. Tanggung jawab hukum setelah pemberian kredit adalah 

menjaga dan melakukan kontrol terhadap kineija (performance) Debitur, 

sebingga Debitur dapat menjalankao usahanya dengan baik dan dapat 

melakukan pembayaran dan melunasi butangnya. Pernberi atau penerbit 

letter of comfort sebagai jaminan dalam peijanjian kredit yang merupakan 

pemegang saham wajib untuk memerintabkan pengnrus perseroan 

melapnrkan kepada bank tentang penilaian kinerja (performance) tersebut 

kbususnya hila pinjaman atau kredit yang diperoleh mempunyai nilai yang 

eukup besar. Penilaian juga dapat dilakukan oleh penerbit atau pemberi 

letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. 

Selama melakukan penilaian tersebut penerbit atau pemberi letler of 

comfort sebagai jaminan dalam peijanjian kredit perbankao mempunyai 

tanggung jawab untuk menyerahkan segala dokwnen, keterangan dan/atau 

informasi yang dibutuhkan oleh bank. Penilaian tersebut untuk melibat 

apakah penerbit atau pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam 

peljanjian kredit tersebut mernpunyai kineija (performance) yang bagus, 
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sehlngga dapat melindungi Debitw baik sebelum maupun sesudah 

tetiadinya wanprestasi (default). 

Selain tanggung jawab hukum dalam prospek usaha dan kinelja 

(performance), juga diparlukan mnggung jawab bukum dalam rangka 

pengontrolan kemampuan membayar, yang meliputi penilaian komponen­

komponen ketepamn pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan 

keakuratan ir:d'ormasi dan keuangan Debitur, kelengkapan dokmnentasi 

luedi~ kesesuaian penggunaan dana dan kewajaran sumber pembayaran 

kewajiban. Tanggung jawab hukum ini wajib dilakukan oleh penerbit atau 

pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit 

perbaukan dengan esra merainta laporan dari pengurus perseroan tentang 

pelakeanaan hal-hal tersebut. Keterangan kemampuan membayar hanya 

dapat diminta oleh bauk kepada Debitur, sedangkan tanggung jawab 

kontrol terbadap dokemen-dokemen terSCbut wajib dilakukan oleh 

penerbit alau pemberi letter of comfort sebagai jerainan dalarn peijanjian 

k.redit p<:Tbaukan dalam rangka memenuhl jaJiii yang diberikan dalam 

letter of comfort tersebut. Penetbit atau penerbit leiter of conifi;rl dengan 

melakeanakan tanggung jawab bukum tersebut berarti menurut penulis 

sudab melakeanukan janji-janji yang tersebut dalam leiter of comfort yang 

dijadikan jerainan dalam peijanjian kredit perbaukan. Salah satu tujuan 

dari tanggung jawab hukum ini supaya Debitw tetap berada dalam 

go Iongan kualitas k.redit yang berada dalam keadaan "lancar''. 

Tanggung jawab hukum dalam rangka pemberian kredit ini apahila 

terdapet penerbit atau pemberi feller of comjim sebagai jaminan dalam 

peijanjian kredit perbankan tidak banya terletak pada tanggung jawab 
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hukum dari bank untuk melaksanakan ketentuan pernturan perundang­

undangan, tetapi juga merupakan anggangjawab dari Debitur dan pemberi 

atau penerima letter of comfort sebagai jaminan dalarn petjanjian kredit 

perbankan. Tanggang jawab hukum terhadap pembari atau penerbit letter 

of comfort dalam pemberian keterangan danlatau informasi seperti yang 

telab diuraikan di alas adalab dalam rangka menepari janji dari penerbit 

atau pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam peljanjian kredit 

perbankan. Selain itu menjaga kelangsnngan usaba dan pembayarnn 

hutang serta supaya Debitur tidak wanpreslasi (default). 

Berda.'Wkan hal-hal yang telab diuraikan sebelumnya, maka menurut 

Pernturan Bank Indonesia yang berkaitan dangan tanggung jawab hukum 

W adalah PBI KYC dan PBI Kualitas Aktiva. Tanggangjawab hukum W 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang barisi keterangan-keterangan 

danlatau infomasi-informasi yang selain berkaitan dengan Debitur juga 

berkaitan dengan pemberi atau penerbit letter of comfort sebagai jaminan 

dalam pe.rjanjian kredit perbaakan kbususnya keterangan tentang prospek 

usaba dan kinelja (peiformance). Menurut penulis letter of comfort yang 

pada saat sekarang ini telab banyak dijadikan jamin.an dalam peljanjian 

kredit pedabal merupakan jamin.an yang kurang babkan tidak aman, karena 

sifat jamin.annya adalab janji untuk melaksanakan sesuatu demi 

kepentingan kelangsungan usaba dan pelunasan pembayaran hutang 

kepadn Bank. Karena itu dengan adanya tanggang jawab hukum ini, 

semoga risiko terjadinya kemacetan dan wanprestasi (default) dapat 

terhindarkan. 
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6. Tanggung J-ab Hukum apabila Debitur PailiL 

a. Tanggung Jawab Hukum dalam Kepailituu 

Terdapat bebernpa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-undang 

Kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi 

bebempa kebutuhan dalam suatu sistem hukum dan dunia usaha pada 

umumnya, baik secara nasional maupun intemasional. 

Suatu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 rentang Kepailitan dan 

Penundaun Kewajiban Pembayaran Utang termasuk dalarn bal ini UUK 

seyogyanya memuat asas-asas sebagai berikut:45 

1. Undang-undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahao 

investasi asing. mendorong pasar modal, dan mernudahkan perusahaan 

Indonesia memperoleh kredit luar negeri. 

Dalarn bal ini, Undang-undang Kepailitan yang berlalru di 

Indonesia harus dapat mendorong inve~1asi asing dan menumbuhkan 

kehidupan pasar modal. Selain itu Undang-undang Kepailitan barns 

memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk 

memperoleb krodit dari luar negeri. Di mana harus disadari oleh kita 

semua bahwa bagaimanapun juga pinjaman luar negeri dari waktu ke 

waktu merupakan kebutehao untuk membiayai pembangunan nasional 

karena keterbatasan dana <laban negeri Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka Undang-undang Kepailitan seyogyanya memuat asas-

asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global 

(globally oecepted principles). Asas ternebut harus merupakan asas-

asas yang sejalan dengan .... ....._, hukum kepailitan dari negara-

~~ Jbid. 42 
··~· 
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negara pemodal {investor) dan kreditur asing yang diinginkan oleh 

pemerintab Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia 

usaha Indonesia 

2. Undang-undang kepailitan hams memberikan perlindungan yang 

seimbang bagi para kreditur dan debitur. 

Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan 

perlindungan kepada pam kreditur apabila debitur tidak mebayar 

utang-utangnya. Dengan Undang-undang Kepailitan diharapkan para 

kreditur dapat memperoleh akses terbadap haria kekayaan dari debitur 

yang dinyatakan pailit kareua debitur tidak mampu lagi membayar 

utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang­

undang Kepailitan bagi kepentingan kre<fitur dan pam stakeho/ders-nya 

tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur dan pam 

stakeholders dari debitur yang bersangketan. Sebingga sualu Undang­

undang Kepailitan yang baik baruslah dilandaakan pada asas untuk 

memberikan perlindungan yang seimbang begi semua pibek yang 

terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atas suatu 

perusahaan. 

3. Putusan pemyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan pam 

kre<fitur mayorill!s. 

Sekalipun Undang-undang Kepailitan membolehkan 

permohonan pemyataan pailit diajakan oleh salah satu kreditur saja. 

namun demi kepentingan pam kreditur lain. tidak seyogyanya Undang­

undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan 

pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur-kre<fitur lain. Undaog-
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undang Kepailitan seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan 

alas pennohonan kepailitan yang diajukao oleh seorang kreditur ha:rus 

berdasarkan peiSetujuan pam kreditur lain melalui lembaga rapat para 

kreditur (creditors meeting), Di piliak lain, sekalipun permohonan 

pemyataan pailit dapat diajukao oleh debitur sendiri, namun putusan 

pemyataan pailit itu seyogyanya tidak dapat diambil oleh pengadilan 

tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditur (sehagian besar 

kreditur). Yang dimaksudkan dengan mayoritas kreditur adalah para 

kredimr pemilik sehagian besar piutang. Adalah tergantung dari 

Undang-undang Kepailitan yang beiSllngkutan apakah untuk 

menentukan mayoritas itu adalah lebih dari 50% (lima puleh persen) 

dari jumlah utang debitur atau 2/3 atau % dati jumlah utang debitur. 

Dengan demikian asas yang dianut oleh suatu Undang-undang 

Kepailitan seyogyanya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya 

merupakan kesepakatan beiSama antara debitur dan pam mayoritas 

kreditumya. 

4, Permohonan pemyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajuk:an 

terhadap debitur yang insolven yaitu yang tidak membayar utang­

utangnya kepeda pam kreditur mayoritas. 

Sejalan dengan apa yang telah diurakan di alas, permohonan 

pemyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan dalam hal debitur 

tidak membayar utang-utangnya kepeda satu atau sehagian besar 

kreditur yang memiliki tagihan yang keselurahannya merupakan paiing 

sedikit lebili dari 50% dati seluruh utang debitur kepada semua 

krediturnya. Dengan kata lain apabila debitur tidak membayar kepada 
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kreditur tertentu saja sedangkan kepada para kreditur lain yang 

memiliki tagihan lebih dari 50"/o dari jumlab seluruh utangnya telap 

melaksanakan kewajibannya dengan balk, maka terhadap debitur itu 

seharusnya tidak dapat diajukan parmobonan pailit haik oleh kreditur 

maupun oleh debitur sendiri. Sebingga debitur yang tidak memhayar 

utangnya hanya kepada satu atau lebih kreditur saja tetapi masih 

membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para krediturnya, 

perkaranya seharusnya bukan diajukan sebagai perkara kepailitan 

kepada pengadilllll yang berwenang memeriksa dllll memutuskan 

perkara-perkara kepailitan, dalam hal ini menurut UUK adalab 

pengadilan rdega, melaiukan diajukan sebagai perkara gngatan perdata 

kepada pengadilan perdata biasa. 

5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pemyataan pailit seyogyanya 

diberlakukan keadaan diam (standstill atau sl<zy). 

Undang-undang Kepailitan sehamsnya menganut ketentuan 

mengenai berlukanya keadaan diam (standstill atau slay) secara 

otomatis (berlaku. demi imkrun), dengan keta lain memharlakukan 

automatic standstill atau automatic stay, sejak pennohonan pemyataan 

pailit didaftarkan di pengadilan. Selama berlakunya keadaan diarn 

teJjadi keadaan s/a/us qua terhadap harta kekayaan (asset) debitur 

maupun terhadap utang debitur. Ketentuan ini adalah demi melindungi 

para kreditur dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau dari 

upaya-upaya debitur untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta 

kekeyaan debitur pada pihak lain yang dapat merugikan kreditur. 

Dalarn keadaan standsi;/1 ini tidak dimungkiukan pula terbadap 
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kekaysan debitur, baik sebagian rnaupun seluruhnya dibebsni sita. Juga 

tidal< dirnungkinkan pam pemegang jarninan kebendsan untuk 

melakukan eksekusi atas jaminannya. Juga selain bagi kepentingan 

para kreditur, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam 

demi hukum (automatic slay) sejak permohonan pailit didaftarkan di 

pengadilan adalab juga demi melindungi debitur dari upaya para 

kreditur secara sendiri-sendiri menagih tagihannya kepada debitur. 

6. Undang-undang Kepailitan hams mengakui hak separatis dari krcditur 

pemegangjaminan kebendaan. 

Lembaga Hukum Jaminan Kebendsan hams dihormati oleh 

Undang-undang Kepailitan. Di dalam ihnu hukum perdata, senrang 

pemegang jaminan kebendaan mempnnyai hak yang disebut hak 

separatis. Yang dirnaskudkan dengan bak separatis ialah hak yang 

diberikan oleh hukum kepada krcditur pemegang jaminan kebendaa.n 

habwa bsnmg jarninan yang dibebani bak jamirum kebendaan tidak 

tennasak harta pailit dan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi 

berdasarkan kekuasaannya sendiri yang d.iberikan oleh undang-undang 

sebagai perwujudan dari bak krcditur pemegang jaminan kebendaan 

untuk didabulakan dari para krcditur laiunya. Sehehungan dengan 

berlakunya bak separatis tersehot, meka pemegang jaminan kebendaa.n 

tidal< holeh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi barta 

kekayaan debitur yang dibebani dengan jaminan kebendsan itu. 

Adanya jarninan kebendsan dan pengakuan hak separatis dalam proses 

kepailitan merupakan sendi-send.i yang penting sekali dari sistem 

pengkreditan suatu negara. 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



207 

7. Permohonan peroyataan pailit haros diputuskan dalam waktu yang 

tidak berlarut-larut. 

Undang-undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan 

he.Qalan tidak herlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang­

undang Kepailitan harus membatasi herape lama proses kepailitan 

harus telnb tuntas S«iak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan 

ini maka haros ditenmkan hetas waktu bagi pengadilan yang 

herweuang memutuskan pemyataan pailit haros telah memeriksa dan 

memutuakan permobenan pernyataan pailit itu. Balas waktu itu tidak 

boleh terlalu pendek karena banya akan mengakibatkan dibasilkannya 

putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan karena harus dibuat 

tetgesa-gesa oleh hakim. 

8. Proses kepailitan harus terhuka untuk umum. 

Mengingat putusan pernyataan pailit terhedap seorang debitur 

berdampek Juas dan meoyangkut kepentingan banyak pibak, maka 

proses kepaiiitan harus dapat dikelnbui oleh Jlll!S)'arakat Juas. Putusan 

pailit terhedap seorang debitur bakan "lia menyangkut kepentingan 

satu atau dua orang kreditur 51lia, tetapi juga menyangkut semua 

kredih1r, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka 

terhedap har!a debihlr diletakkan sita umum. Apabila debitur adalab 

suatu bank, yang juga sangat herkepentiugan adalah pera kreditur bank 

yang herupa pera nasabab penyimpan dana yang jumlalmya sangat 

banyak bahkan dapat mencapai jutaan jumlabnya. Apabila debitur 

dalam mengerahkan kebutuban modal keljanya mengeluarkan surat­

surat lrtang berupa bon<h atau debentures, maka juga boldholders dan 
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debentureholders ini dapat pula berjumlah banyak sekali. Mereka 

dapat terdiri dari para pemegang swat utang dl dalam negeri maupun di 

luar negeri. Selain itu putu.'Olll pailit bukan saja menyangkut 

kepentingan kreditur saja, tetapi juga menyangkut stakeholders yang 

lain dari debitur yang bernangkutan yaitu negara sebegai penerima 

pajak debitur, para karyawan dan buruh dari debitur, para pemasok 

yang memasok barang dan jasa kebutuhan debitur, para pedagang atau 

penganabe yang memperdegangkan barang dan jasa debitur. Jumlah 

para pemasok maupun pedagang atau pengu<aha yaog 

memperdagangkan barang dan jasa dapat pula beijumlah sangat 

banyak. Kemudlau pam pemegang sabaru debitur yang juga memiliki 

kepentingan yang besar terlladap kepailitan debitur. Bagi debitur yang 

berupa perseroan terbuka, yaitu perseroan yang telah melakukan go 

public dengan mendaftarkan saham-sabamnya di pasar modal maka 

para pemegang saham publik dari perseroan debitur depat tersebar bnik 

di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka inilah yang disebut para 

investor publik dari perusabaan debitur. Oleh karena begitu banyak 

pihak yang berkepentingan dengan debitur yang bersangkutan, maka 

sejak permohonan pailit dlajakan kepada pengadilan, selama proses 

pemeriksaan berlangsung dl pengadilan baik peugadllan tingkat 

pertama maupnn banding I kasas~ ketika patusan pailit dljatuhkan oleh 

pengadilan tingkat pertama maupun banding I kasasi, selama tindakan 

pemberesan dllakukan likuidetor I kurator barns depat diketahui oleh 

umum. Apahila berlangsung proses restruktnrisasi, sejak proses itu 

dimulai, selama berlangsungnya negoisasi antara debitur dan kredltur 
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dan ketika te!jadi putusan terhadap upaya restrukturisasi utang itu, 

hams pula proses tclltrukturisasi itu dapat diketahui oleh umum. 

9. Pengoras perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan 

perusahaau dinyatakan pailit hams bertanggungjawab secara pribsdi. 

Sering ditemui dalam praktek teijadinya kesulitan kenangan 

suatu perusahaau bnkau sebagai akibat keadaau bisnis yang tidak baik, 

tetapi karena pera peugorasnya tidak memiliki kemampuau 

professional yang baik untuk mengelola perusahaan atau karena 

tindakan-tindakau tidak terpuji dari pera penguru.< perusahaan. 

Tindakan-tindakau tidak terpuji itu antara lain pengurns perusahaan 

metaknkau perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada kepentingan 

pribadi deugan merugikan perusahaan. Di dalam Undang-undang 

Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengoras yang karena 

kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebahkau 

perusahaau herada dalam keadaan keuangan yang suli~ yang 

bertanggung jawab seeara pribadi. 

Hl. Undaug-undaug Kepailitan baruslah tidak semata-mata bennuara 

kepada atau dengan mudah memungkinkau dipailitkan suatu 

perusahaan debitur yang tidak membayar utang. Undang-undang 

Kepailitan barns diberikan allematif muam yang lain, yaitu berupa 

pemberian kesempatan kepada perusahaau-perusahaau yang tidak 

membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang 

baik dan pengorasnya beritikad baik serta kooperatif dengan para 

kreditur untuk melunasi utang-utangnya dan disehatkan 

perusahaannya. 
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II Undang-undang Kepailitan harus mengkriminalisasi ke<:urangan 

menyangkut kepailitan debitur. 

Suatu Undang-undang Kepailitan seyogyanya rnemuat 

ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telab berada 

dalarn keadaan keuangan yang insolven alau menuju kearab keadaan 

keuangan yang insolven, yang melakukan perbuatan-perbuatan-

perbuatan yang merugikan kreditur tertentu atau para kreditur pnda 

umumnya. Atau memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap 

kreditur tertentu yang bersekongkal atau berkonspirasi dengan debitur 

yang telab berada dalam keadaan keuangao yang insolven atau menuju 

kearab keadaan keuangan yaog insolven untuk hanya menguntungkan 

kreditur yang bersangkutan !etapi merugikan kreditnr lainnya. Suatu-

suatu Undang-undang Kepailitan seyogyanya memuat ketentuan-

ketentuan sanksi pidana terlmdap debitur yaog merekayasa kreditur-

kreditur fiktif dalam rangka kepailitannya. 

Dabun hal ini terdapat juga pendapet mengenai prinsip-prinsip suatu 

Undang-undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:46 

L Provide an equal, fair and orderly procedure in handling the affairs of 

insolvent ensuring that creditors receive an equal and equitable 

distribution of the assets of the debtor; 

2. Provide procedure which ensure that debts are satisfied with as little 

delay and expense as possible; 

3. Ensure that administrations are conducted in an independent and 

competent manner; 

46 Andrew Keay, 1NSOLY£NSI: PersooaJ ~ Corporn.te .L:ID¥: £mill~ third edition, (Sidney: John 
Libbey & Company, Ud, !998~ haL 9. 
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4. Provide mechanism which allow for treatment of the affairs of the 

insolvents before the insolvent's position is hopeless; 

5. Provide procedure which enable both debtors and creditors to be 

involved in the resolution of the insolvency problem; 

6. Ascertain the reason for the insolvency and to provide mechanisms, 

which allaw for the examination of the conduct of insolvent. their 

associates ami the officers of corperate insolvents. This aim is designed 

to support the maintenance of commercial mortality. 

Kemudian mengenai tujuan suatu Undang-undang Kepailitan menurut 

Jordan et al:41 

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised 
and enacted. has at least two general object in view. It aims, first, 
to secure and equitable division of the insolvent debtor's 
property among all his creditors, and, in the second place, to 
prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to 
they interest of his creditors. In other words, bankruptcy Jaw 
seeks to pr<~tect the cr-editors, first, from -one aoother and, 
secondly, from their debtor. A third object, the protection of the 
honest debtor from his credUors, by means of the discharge. is 
sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but 
this is by no means a fundamental feature of the law. 

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan-tujuan 

dari hukum kepailitan. adalah: 

L Untuk m~amin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur 

di antma para kreditumya. 

2. Mencegah ager debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan kreditur. 

41 ROOert I, Jordan. Wllliam D. W'!ll'ren, Daniell. Busse!. BankrueNY (New Yori::; Foundation Press_. 
19991 bal. 17. 
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3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para 

kredltumya, dengan earn memperoleh pembebasan utang. 

Menurut Prof. Radin, tujuan Undang-undang Kepailiton adalab:" "A 

purpose of all bankruptcy laws is to provide a collective forom for sorting 

ouJ the rights of the various claimants against the assets of a debtor where 

there are not enough assets to go around". 

Dari sini dapat dilihat babwa semua Undang-undang Kepailitan 

mempunyai tujnan untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-

milab bak-bak dari berbegai penagib tcrhadap asset seorang Debitur yang 

tidak cukap nilainya. Kemudian menurut Prof. Warren dikemukakan sebagai 

berikut49 "In bankruptcy, with an inadequate pie to divide (Hid the looming 

dischutge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled ta shares of 

the debtor assets and how these shares are to be divided. Distribution 

among creditors is not incidental to other concerns; it is the center of the 

bankruptcy schemeu. 

Baik, rnenurut pendapat Radin maupun Warren berpendapat bahwa inti 

deri hukam kepailitan adalab "a debt collection system" atau cara menagih 

utong-utong dari debitur. Akan tetapi walaupun demikian bankruptcy atau 

kepailiton bukanlab satu-satunya cara untuk menagih utang-utang si debitur 

dalam hal ini terdapat pnla hukam jaminan yang memberikan ketentuan-

ketentuan dan tala eara untuk menagih utang-utangnya si debitur. 

u David G. ·Epstein, Steve H. Nickles. James J. \Vhite. Bankruptcy (St. Paul Minn: West Publishing 
Co, 1993), bal.2 
41 1bid . 
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Dalam hal 1m Radin dan Warren memberikan pendapat sebagai 

berikut;50 

suggest differences between the bankruptcy and state and 
nonbankruptcy debt collection laws; 
I. State and nonbankruptcy debt collection laws provide for 

collection of a single debt, but bankruptcy is a collective debt 
collection device: 

2. Bankruptcy provides for some sort of financial fresh start for 
certain debtors. 

Dari pendapat Radin dan Warren tersebut dapat dilihat bahwa 

perbedaan antara hukum atau Undang-undaug Kepailitan dan undang-

undaug lain atau dahun hal ini bukum atau undang-undang yang mengatur 

mengenai jaminan adalah hahwa pada kepailitan mengatur tata cam menagih 

utang-utang debitur yang ada pada bebempa kreditur secara kolektif 

sedaugkan untuk undang-undang atau hukum jaminan mengatur tala cam 

menagih hanya untuk satu utang debitur kepada kreditur tertentu. Menurut 

Prof. Sutan Remy Sjahdeini tujuan dari hukum kepailitan adalah:51 

I. Melindungi pam kreditur koukuren untuk memperoleh hak mereka 

50 !Q!Q,, p. 3. 

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, hahwa "Semua harta 

kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik 

yang telah ada maupun yang barn akan ada di kemudian hari menjadi 

jaminan bagi perikatan debitur"~ yaitu dengan cara memberikan 

fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-

tagihannya terimdap debitur, menurut hukum Indonesia asas jaminan 

tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUHPer. Hukum kepailitan 

menghindarkan teljadinya sating rebut di antara para kreditur terhadnp 

51 Sjahdeini, Huk:um Kepailitan. Op, Cit., hat3tL 
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barta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya 

Undang-undang Kepai!itan, maka akan teljadi kreditur yang !ebih k:uat 

akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari para kreditur yang 

!emah. 

2, Menjamin ngar para pembngian haria kekayaan debitur di antara para 

kreditur sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional 

harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkruen atau unsecured 

creditors berdasarkan perimbangan besamya tagihannya masing­

masing kreditur tersebut). Di dalam hukum lndoneia dijamin oleh 

Pasal 1132 KUHPer. 

3. Meneegah ngar debitur tidak me!akukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan 

seorang debitur pailit, maka debitur tidak !agi memiliki kewenangan 

nntuk mengnrus dan memindah tangaakan barta kekayaannya yang 

dengan putusan pailit itu status hukum dari haria kekayaan pailit 

debitur menjadi harta pailit. 

4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepai!itan 

memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para 

kreditumya, dengan cara memperoleb pembebasan ut:ang. Menurut 

hukurn kepailitan Amerika Serikat, seornng debitur perorangan 

(individual debtor) akan dibebaskan dari utang-utangnya sete!ah 

selesainya tindakan pemberesan atau !ikuidasi terhadap harta 

kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah di!ikuidasi 

atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi se!urah utang­

utangnya kepada para krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi 
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diwajibkan untuk melunasi utang-utang ternebut. Kepada debitur 

tersebut diberi lresempatan untulc memperolehjlnmrcialfresh start. 

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengaldbatkan 

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga 

perusahaan menga!ami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan 

pailit oleh pengadilan. 

6. Memberikan kesempetan kepada debitur dan para krediturnya uotulc 

berunding dan membuat kesepakatan mengensi restrukturisasi utang­

utang debitur. 

Putusan pemyataan pailit mengaldbatkan harta kekayaan debitur sejak 

putusan tersehut dikeluatkan dimasukkan kedalam harta pailit. Undang­

undang Kepailitan (UUK) memang lidak memberikan ketentuan yang 

eksplisit mengenai dimasukkarmya harta debitur ke dalam atau berubahnya 

status harta debitur menjadi harta pailit setelah putusan pemyataan pailit 

olah pengadilao. Hal ini haoya dapat disiratkan dari ketentuan-ketentuan 

dalam UUK, dimana islilah harta pailit atau aslinya dalam behasa Belanda 

disebut "fail/iaten boedel", dipaka.i dalam bahasa UUK. 52 

Harta debitur yang termasuk harta pailit menurut Pasal 19 

Fai/lissementsverordening (Fv), kepallitan meliputi seluruh kekayaan 

debitur yang ada pada saat pemyataan pailit itu diputuskan maopun terhadap 

semua kekayaan yang diperoleh sebuua debitur berada dalam keadaan 

kepailitan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 20 Fv. Ketentuan Pasal 19 

tersebut merupakan pelaksanaan dari dan oleh karena itu sejalrul dengan 

ketentuan Pasa! 1131 KUHPer. Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPer 

32 .l:!;ilil ., haL 197. 
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tersebut di atas, maka harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepade 

harta kekayaan herupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga 

hergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan. 

Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak 

herwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya adalah 

barang-barang baik hergerak maupun tidek hergerak yang herada di dalam 

penguasaan orang lain yang terbadap barang-barang itu debitur memiliki 

hak, separti barang-barang debitur yang wsewa oleh pihak lain atau yamg 

dikuasai orang Jain secara melawan hukum atau tanpa hak.53 

Sedangkan bagi barta debitur yang tidek termasuk barta peilit, dimana 

ketentuan Pasal 1131 KUHPer dan Pasal 19 Fv tersebut di alas bukan tanpa 

pengeeualian. Artinya, bukan tidek ada w antara harta kekayaan debitur, 

balk yang Ielah ade maupun yang buru ukan ade w kemudian bari, yang 

tidek dimasukkan ke dalam harta pailit. Pengecualian itu wtentukan dalam 

Pasal 20 Fv, dimana menurut Pasal 20 Fv dari harta kekayaan yang dimiliki 

oleh dehitur selama herada dalam kepeilitan dikecualikan dari barta peilit 

adalah:" 

I. Barang-barang yang disebutkan dalam hukum acara pertiata Pasal 451 

No. 2-5, uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam reglemen 

tersebut Pasal 749 ayat 3, dan hak cipta., alas hal mana tidek dapat 

diadakan penyitaan seperti diuraikan dalam hukum acara pertiata tersebut 

Pasal452 ayat (!). kecuali bila dalam kepailitan Ielah iliajukan oleh para 

kreditur penagihan utang-utang seperti yang wsebutkan dalam ayat (2) 

pasal tersebut; 

11 Jru.9 .• hal. 198. 

~Ibid. 
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2. Semua basil gaji pendapatan debitur pailit selama lrepailitan tersebut dari 

pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan alau jasa, upah, pensiun, uang 

tunggu atan uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu ditelapkan oleh 

bakim pengawas; 

3. Uang yang diberikan kepeda debitur pailit untuk memenuhi kewajiban 

pemberian nafulhnya menurut peraturan perundang-undangan; 

4. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan 

hak nikmat basil seperti yang dimaksud dalam KUHPer Pasal 311 untuk 

menutup beban yang disebut dalam KUHPer Pasal 312; 

5. Tunangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur 

pailit berdasarkan KUHPer Pasal 318. 

Selain harta debitur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Fv, 

mengingat hak seperatis yang dimilild oleh kreditur pemegang hak jaminan, 

yaitu harta kekayaan debitur yang Ielah dibebani jaminan kebendaan seperti 

bak tanggunan, hipotek, gadai dan fidusia, dikecualikan pula dari harta pailit. 

Selain itu untuk status barang yang diperoleh debitur setelah putusan 

pailit dimana selama berlangsungaya kepailitan, yaitu selama putusan 

pengadilan niaga yang telah menyatakan debitur pailit tidak diuhah sebagai 

akibat upeya hukum berupa kasasi alau peninjauan kembali, atau selama 

kumtor belwn selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap 

barta pailit, makn barang berupe apapun juga yang diperoleb kemudian oleh 

debitu:r selama kepailitan berlangsung, demi hukum masuk kedalam harta 

paili~ hal mana terdapat daiam Pasal 19 Fv. Asas ini •-ejalan dengan asas 

yang termuat dalam Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa segala 

harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergemk, 
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baik yang sudah ada maupun yang bam aksu ada di kemudian hari, menjadi 

jaminan untuk segala perikatan debitur. 

Pranata hukum yang disebut dengan penanggahan eksekusi jaminan 

utang (&lezy) merupakan saJah satu topik bergengsi dalam hukum pailit kila. 

Kadang-kadang untuk stay ini disebut juga cool-dawn period al.au legal 

moratorium. Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (by the 

operation of law) tanpa perlu dimintukan sebelumnya oleh k:urator. Yang 

dimaksud dengan penangguhan cksekusi jaminan utang dalam hukum pailit 

adalah dalam masa-masa tertentu, sesungguhpun bak untuk mengeksekusi 

jaminan utang ada di tangan kreditur sepamtis (kreditur pemegang hak 

jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak depat mengeksekusinya. 55 

Selama belum terdapat putusan hakim terbadap pennohonan 

pemyataan pailit terhadep seorang debitur, baik pennohonan itu diajukan 

oleb debitur sendiri maupun diajukan oleh kreditur atau oleh kejaksaan demi 

kepentingan umum, debitur masih leluasa untuk melukukan pengelolaan dan 

memindahtangankan harta kekayaannya. Keleluasaan itu bam hilang setelah 

pengadilan niaga dalam putusannya menyatakan debitur pailiL Sejak putusan 

pengadilan itu dijatuhkan, maka harta kekayaan debitur berubah statusnya 

menjadi harta pailit, yang pengeloalaannya tidak lagi dilakukan oleh debitur 

tetepi ditakukan oleh k:urator. Dengan kata lain sejak putusan peroyataan 

pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, maka debitur tidak lagi dapal 

melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta kekayaannya. 

Selama proses pemeriksnan kepailitan sedang berlangeung di 

pengadilan, debitur tidak mustahil melakukan hal-hal yang menyangkut 

~' Munir Fuady, op. cil, hal 103. 
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harta kekayaannya yang dapat merugikan para kreditumya. Sebaliknya pula, 

sekalipun proses pameriksaan pannohonan kepailitm sedang berlangsung di 

pangadilan dan para kreditur telah mengetahui tentmg sedang 

berlangsungnya pemerikaaan kepailitan itu, para kreditur dapat, karena tidak 

dilarang oleh undang-undang, menagih piutangnya seeara sendiri-sendiri 

kepada debitur yang bersangkutan. Terhadap panagihan para k:reditur 

tersebut, debitur tidak dilarang pula oleb undang-undang untuk 

memenuhlnya. Perbuatan satu atau lebih k:reditur yang berupaya menagih 

piutangnya selama proses pameriksaan kepailitau sedang berlangsung, dan 

tindakan debitur untuk membayar 1agiban-tagi.han tersebut taupa 

mempedulikau kreditur-k:reditur Jain, tennasuk kreditur yang mengajukan 

pannohonan pamyataan pailit yang sedang dipariksa oleh pengadilan itu, 

sudah barang tentu dapat merugikan k:reditur yang lain. Tidak mustahil 

debitur ukan menguntungkan kreditur-k:reditur tertentu yang disukninya dan 

menolak penagihan kreditur-k:reditur yang lain. 

Dalam UUK, tentang pananggahan ekseknsi (automatic slay) diatur, 

diantarnnya pad a Pasal 56 aya! (I) yang menyatakan:"' 

"Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 
(I) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada 
dalarn penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditanggahkan 
uotuk jangkan waktu paling lama 90 (sembi!ao puluh) bari 
terhitung sejak tanggal putusan pei!it ditetapkan" 

Apabi!a kita bandingkan dengan US Banlcruptcy Code adalah sangat 

berbeda deugan sikap yang diambil oleh UUK. US Bankruptcy Code telah 

memberikan perlindungan hukurn kepada debitur maupuo pam k:reditur sejak 

*Indonesia. U!ldang-Undang ~Jl!lg Penetapan Pern_!:Ym,n Pemerintah ~~ Undaog-~-No. 
37 Tahun 2~ Ientang Kepaili!M dan Penundmm Kewaiib;m Pemtrnvamn lJtang. LN No, 131 tahun 
2004, TLN. No. 4443, ps. $5. 
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permohonan pemyataan pailit diajukan kepada pengadilan. Bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh US Bankruptcy Code terhadap 

debitur dan para kreditur selarna proses pemeriksaan kepailitan disebut 

automatic stay. Istilah tersebut dikenal pula dengan automatic standstill. 

Dalam hal ini penulis sangat setuju terhadap sikap yang diambil oleh US 

Bankruptcy Code dan sehaiknya hal ini sebaiknya juga diikuti oleh UUK 

kita, karena memang ketentuan tersebut secara logika hukum dapat diterima. 

Fungsi dari pemberlakuan automatic stay itu adalah untuk menjaga 

agar jangan sampai tetjadi gangguan-gangguan seperti tindakan para kreditur 

tertentu menagih tagihannya yang dapat mengganggu adrninistrasi 

kepailitan, karena apabila ganggaan itu terjadi maka upaya untuk 

rnemperoleh pelunasan bagi tagihan-tagihan melalui proses kepailitan akan 

siaMsia. Berlak:unya automatic stay akan mencegah para kreditur untuk dapat 

melakukan tindakan terhadap debitur, terbadap harta kekayaan debitur atau 

terhadap harta pailit dalam rangka upaya para kreditur tersebut memperoleh 

tagihan-tagihannya atau untuk mengeksekusi jaminannya. 

Dalarn hal ini penulis mengambil contoh dari apa yang dinyatekan US 

Bankruptcy Code pada Pasal362 {a) yang rnenyatakan:" 

1. The commencement or continuation, including the issuance or 
employment process. of a judicial, administrative, or other action 
or proceeding against the debtor that was or could have been 
commenced before the commencement of the case under this title, 
or to recover a claim against the debtor that arose before the 
commencement of the case under this title; 

2. the enforcement, against the debtor or against property of the 
estate~ of a judgement obtained before the commencement of the 
case under this title,· 

3. an;y act to obtain possession of property of the estate or of property 
from the estate or to exercise control over property of the estate; 

9 David G Epstein., QI!. £!!., p.S9 
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4. any act to create, perfoct, or enforce any lien against property of 
the estate; 

5. any act to create, perfect. or enforce against property of the debtor 
any lien to the extent that such lien secures a claim that arose 
before the commencement of the case under this title; 

6. any act to collect, assess, or recover a claim against the debtor that 
arose before the commencement of the case under this title; 

7. the setoff of any debt owing to the debtor that arore before the 
commencement of the case under this title against any claim 
against the debtor,· and 

8. the commencement or continuation of a proceeding before the 
United Slates Tax Court concerning the debtor. 

Kemudian Epsrein dalam hal ini juga menambahkan beberapa hal, 

~'This is the automatic stay of bankruptcy. The slay is applicable to all 
.entities; it applies in every -case; and it does so au/QRiatically: the stay 
arises and is tif{eclive, without any requet or order, when bankrupcy 
petition filed simply and solely as result of the filing. Nothing more is 
necessary to the existence or furce of the stay". 

Kemudian Epsrein juga mengatokan babwa berdasarkan US 

Bankruptcy Code pasal 362: ... section 361 essentially commands that all 

the collection efforts should cease upon the filling of a voluntary or 

involuntary petition ... 

Dari apa yang dinyatokan Epsrein tersebut dapat dilibat babwa 

automatic stay atau keadaan diam tersebut adalah pada saat bedansungnya 

proses pemeriksaan kepailitan bukan pada saat setelah putusan pailit 

diputuskan oleh pengadilan. Kemudian juga Epstein menyatakan:59 
•.• the 

stay intends to stop virtually every creditor from all collection activities ·--

broadly any action to collect is prohibited ... the stay itself does not 

extinguish a creditors claim. lien or other right. It only delays realizing or 

enforcing them, 

sa Ibid., p. 60 
19 Jlllil .• p. 6L 
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Dengan kata lain, ber!akunya automatic stay mencegah kreditur untuk 

dapat melakukan tlndakan hukum dan tindakan administratif terhadap 

debitur, akan tetapi kreditur juga tercegah untuk dapat melakukan tindakan 

apapun juga untuk mendapatkan pembayaran, kemudian juga memberikan 

kepada debitur kelegaan dari upaya-upaya para kreditur baik sendiri-sendiri 

maupun beberapa orang bersama-sama untuk menagih piutang mereka. 

Akan tetapi automatic stay tersebut hanya bersifat menunda, dimana kreditur 

tetap dapat melaksanakan hak-haknya. Selain deri itu fungsi dari automatic 

stay menurut Epstein adalah:60 

There olher, equally important goals and effect of the stay. It freezes 
and maintains the status quo among creditors. None of them can 
advances her claim over the other creditors. The stay locks in fu:es the 
creditors state (aw relationships and the priorities among them. Also 
because creditor action is suppressed during the bankruptcy case, 
claim and property can be handled in an orderly manner consistent 
with bankruptcy principles and policies, including bankruptcy 
priorities that can reflect, supplement, or override state law. 

Dengan kata lain berlakunya automatic stay mendptakan status quo di 

antara para kreditur, dimana dengan berlakunya automatic stay itu tidak 

satupuo dari para kreditur yang dapat mengajukan tuntutan. Dengan 

demikian make tagiban-tagihan dan harta kekayaan debitur dapat ditangani 

secara tertib sesaai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan kepailitan. 

Juga dalam hal ini automatic stay memberikau pula perlindungan 

kepada kreditur konkuren dimana seperti dinyatakan Epstein, yaitu:61 for 

unsecured creditors the stay thus provides protection from each other, 

without the stay these creditors WQUld be able to pursue their own remedies 

against the debtor's property. Those who acted first would obtain paymeht 

" !!lliL bal. 60 
.S.I lbhi. 
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of the claims in preforence to and to detriment of the creditors. Bankruptcy 

is designed to prtwide an orderly liquidation procedure under which all 

general unsecured creditors are treated equally. A race of diligence by 

creditors for the debtor's assets prevent that, Dimana bagi kreditur konkuren 

automatic stay memberikan perlindungan terhadap para kreditur konkuren 

lainnya. Tanpa adanya stay, maka para kreditur akan berlomba-lombe 

menagih piutangnya dan siapa yang dapat bertindak mendahului yang lain 

akan memperoleh pelunasan terlebih dahulu yang mana akan menyebabkan 

penyelesaian utang debitur menjadi tidak tertib, bel mana bertentangan 

dengan kebijakan dari kepailitan itu sendiri. 

Kepnilitan pada umumnya tidak mempengaruhi bek jaminan kreditur 

preferen, maka sekalipun automatic stay diberlakukan, para kreditur preferen 

(secured creditors) tetap merniliki bek-hakoya terhadap agunan balk selama 

maupun setelah berakbimya kepailitan. Hanya saja stay tersebut 

bagamainnpun juga dirasakan mahal oleh para kreditur preferen karena bagi 

mereka waktu adalah uang, terutama kreditur preferen akan kehilangan 

reinvestasi. 

Sebegaimana diketahui UUK adalah suatu perangkat ketentuan yang 

ditujukan untuk merealisir I mewujudkan ketentuan hukum material yang 

penting tertei11 dalam Pasal 1131 dnn 1132 KUHPer. Ketentuan dalam UUK 

diperlukan untuk mengatur agar kekayaan debitur dapat dilikuidasi dan basil 

penjualannya dapat dibagi secara tertii> antara pera kreditur secara 

pmporsional dengan masing-masing kreditur, dalam bel kekayaan debitur 

tidak cukop untuk membayar selurub utang-utangnya. 
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Dengan dipailitkannya seorang debitur, terdapat beberapa akibat 

hukum yang diberlakukan kepadanya oleh UUK. Akibat hukum tersebut 

berlaku kepada debitur dengan dua mode pemberl~ yaitu sebagai 

beriknt:62 

1. Berlaku derni bukum 

Ada beberapa akibat hukum yang berlakn demi hukum (by the 

operation of law) segera setelah pemyataan pailit dinyatakan atau 

setelah pemyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun 

setelah berakhimya kepailitan. Dakun hai seperti ini, pengadilan niaga, 

hakim pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang terlibat dalarn 

proses kepailitan tidal:: dapat memberikan andil secara langaung untuk 

terjadinya akibat hukum tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit 

untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 97 UUK, sunggubpun dalam hal ini pihak hakim 

pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk 

rneninggalkan tempat tinggalnya. 

2. BerJaku secara rule of reason 

Untuk akibat-akibat hukurn tertentu dari kepailitan berlakn rule 

of reason. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidal:: 

otomatis berlaku, akan tetapi barn berlaku jika diberlakukan oleh 

piliak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk 

diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlaku 

akibat-akibat hukurn tel1<>ntu, rnisalnya kurator, pengadilan nlaga, 

hakim pengawas dan lain-lain. 

62 Munir Fundy., QI!. cit, haL 65. 
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Sebagai contoh akibat kepailitan yang mernerlukan rule of 

reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini, horta 

debitur pailit dapat disegel atas persetujuan hakirn pengawas. Jadi tidak 

secara otomatis. dimana reason penyegelan ini adalah untuk: 

pengantanan barta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat k.epailitan 

berdasarkan rule of reason ini, dalarn perundang-undangan biasanya 

{walaupun tidak selarnanya) ditandai dengan kata dapat sebelum 

ditentukno akibat tersebut, misalnya 1entang penyegelan yaitu pada 

Pasal 90 ayat (l) UUK yang menyatakan bahwa atas persetujuan 

hakirn pengawas, berdasarkan alasan untuk mengantankan barta pailit, 

dapat dilakukan penyegelan atas barta pailit 

Sedangkan ruang lingkup kepailitan itu sendiri terhedap Debitur 

mencakup antara lain:" 

I. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit { dengan 

beberapa pengecualian untuk si pailit individu) serta aset-aset yang 

diperoleh selarna kapailitannya, dan 

2. Hilangnya wewenaag si pailit untuk mengurus dan menga!ihkan hak atas 

kekayaannya yang tennasuk budel si pailit. 

Perlu juga diperhatikan babwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak 

semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh piltak tertantu dan perlu 

pula persetujuan instansi tertentu, tapi nda juga yang barlaku karena hukum 

(by the operation qf law) begitu putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan 

niaga 

63 Rudhi A L<lntob., Qg. :£.!1., haL 28G. 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



226 

b. Tangguog Jawab Hokum Pemb•rl Letter of Comfort apabila Debitur 

PailiL 

Salah satu pertanggungjawaban yang timbul dari adanya petjanjian 

kredit atau petjaojian pinjam-meminjam adalah kepailitan. Walaupun 

kepailitan tidak tetjadi hanya karena diakibatkan oleh adanya peJjanjian-

perjanjian kredit yang tidak terhayar, tetapi juga dapat tetjadi karena 

adanya perjanjian lain yang tidak terpenuhi prestasinya, sehingga menjadi 

hutang. Hutang dalam Undang-undang Kepailitan dinyatakan sehagai 

'Xewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
nang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. 
haik secara lang>1.1!lg maupun yang akan timbul di kemudian hari 
atau kontinjen, yang timbul karena petjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila 
tidak dipenubi memberi bak kepada Kreditor untuk mendapat 
pamenuhannya dari harta kekayaan Debitur'' 

Setelah sebelumnya penulis menguntikan tentang kepailitan dan 

pertanggungjaw-dhannya pada bagian hti penulis akan membahas tentang 

tanggung jawab hokum dari penerbit atau pemberi leiter of comfort 

sebagai jaminan dalam petjanjian kredit perbankan. Tanggung jawab 

hokum hti mempunyai perbedaan dengan tanggung jawab hokum yang 

Ielah penulis uraikan sebelumnya. 

Tanggung jawab hokum pamberi atau penerbit letter of comfort dalam 

kepailitan adalah pertanggungjawaban yang diberikan pada saat Debitur 

sadah mengalami wanprestasi (default). Tanggung jawab hokum ini 

berupa tanggung jawab materiil bukan tanggung jawab rnoril, jadi sifatnya 

bukan merupakan tanggung jawab pengontrolan lagi, tetapi merupakan 

tanggung jawab penggantian dari hutang. 
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DaJam wawancarn dan diskusi dengan Bapak M. Yahya Harahap, S.H 

mantan Ketua Muda Mahkamah Aguug Republil< Indonesia dan Senior 

Partner Law Offices of Remy & Partners menyatakan hahwa leiter of 

comfort sifatnya dapat dipersomal<an dengan borghlocht atau jaminan 

pribadi. Karena itu menurut penulis tauggang jawab hukum pemberi atau 

penerbit letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian !credit 

perbankan apabila Debitur pailit dapat dipersamakan deogan tangguug 

jawah hukum pemberi jaminan pribadi. Penulis mengetahui hal ini masih 

menjadi pnlemik, karena sifat dari letter Qj coniforl yang hanya berupa 

janji bukan menanggang, tetapi demi tercapainya kepastian hukum dan 

keamanan serta kesebatan bauk dalam melakukan bisnisnya tidak cukup 

hanya pertanggangjawaban moriil, tetapi dibutuhkan tangguug jawab 

materiil. 

Tanggang jawab dari pemberi alan penerbit letter of comfort hanya 

terbatas pada perjanjian-perjanjian !credit yang diberil<an jaminan letter of 

comfort, sedangkan perjanjian-perjanjian yang tidak ada jaminan feller of 

comfort, maka tidak dapat dipertanggangjawabkan oleh pemberi atau 

penerbit feller of comfort tersebut. Jadi kreditur lain yang dalam perjanjian 

!credit dengan Debitur tidak terdepat jaminan leiter of comfort tidak dapat 

dipertanggangjawabkan. Tanggang jawab hukum pemberi atau penerbit 

leiter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan tidak 

dapat dilaksanakan terbadap perjanjian-perjanjian yaag tidak dijamiukan 

dengan leiter of coniforl, jadi apabila Kraditur yang mengadakan 

perjanjian kradit dengan Debitur tidak mengajukau pailit, maka pemberi 
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atau penerbit letter of comfort sebagai jamlnan dalam perjanjian kredit 

perbankan tidak dapel dipertanggungjawabkan. 

Hal yang Ielah diuraikan tersebut diatas dapat dikesampingkan apabila 

Debitur yang Ielah dinyatakan pailit rnempengaruhi kinerja (performance) 

dari petjanjian-perjanjian kredit dengan Kreditur yang masih dalam proses 

pembayaran dan pelunasan yang diakibatkan karena haria kekayaan 

Debitur difokuskan untuk membereskan kepailitan, sehingga tidak dapat 

melakukan pembayaran dan pelunasan hutang tersebut atau dengan kata 

lain pada saat dinyatakan pailit harta kekayaan Debitur tidak cakup uutuk 

melakukan pembeyaran afau pelunasan dari perjanjian-perjanjian kredit 

tersebut. Padahal apabila tidak dinyatakan pailit pendapatan Debitur tetap 

dapat melunasi semua perjanjian-perjanjian kredit yang ada. Perjanjian­

perjanjian kredit tersebut terdapat letter of comfort sebagai jaminannya, 

maka menurut pemilis penerbit atau pemberi letter of comfort tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hal lersebut diatas, maka penulis setuju dengan pendapat 

Ptof. Erman Radjagukuguk, S.H., LLM., Ph.D, Dosen Hukurn Perusahaan 

dan Kepailitan Program Paseasa!jana Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia yang mengatakan hahwa filosofi dari kepailitan adalah seorang 

Debitur dapat dinyatakan pailil apabila harta kekayaan Debitur lebih 

sedikit dari pada hutangnya. Apabila harta Debitur masih ada untuk 

melunasi hutangnya, rnaka Debitur tidak dapat dinyatakan pailit. Karena 

itu apabila Debitur dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Kepailitan yang menyatakan 
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"Debitur yang mempunyai dua atau lebih K.reditor dan tidak 
membayar lunas sedikltnya satn utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih. diuyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendirl maupun atas permohonan satu atau 
lebih kreditnmya". 

Sangat bertentangan dengan filosofi darl kepailitan. Karena dengan 

adanya pernyataan pailit yang dimohonkan dan diputuskan di Pengadilan 

Niaga dapat merusak ltinelja (performance) dan Debitur apabila harta 

Debitur masih cukup banyak. Kemudian dengan adanya pernyataan pailit 

tersebut dapat mempengaruh.i hutang-hutang Debitur yang Jain yang 

pembayarannya masih dahun proses dan tetap terbayar derrgan baik. 

Seperti yang penulis urai.kan sebelumnya, maka dengan adanya pernyataan 

pailit tersebut dapat mempangaruh.i perjanjian-peljanjian lain, dimana 

seluruh harta Debitur difokuskan untuk membereskan kepailitan. 

Apabila Debitur pailit, maka pemberi atau penerbit letter of conifort 

gaga! untuk melaksanakan janji-janji yang diberikannya dahun Ieifer of 

comfort tersebut. Karena penerbit atau pemberi letter of comfort Ielah 

gaga! dalam mengupayakan dan mengusahakan agar Debitur tetap dapat 

melunasi hutang-hutangnya dengan baik, maka penerbit atau pembarl 

letter of comfort sebagai jaminan dahun peljanjian kredit perbankan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya bahwa 

pertanggungjawaban penerbit atau pemberi letter of comfort sebagai 

jaminan dalam peljanjian kredit perbankan sama hainya dengan tanggung 

jawab pemberi jaminan pribadi atau penanggung (lmrgtocht). Karena itu 

apabila Debitur pailit, maka pemberi atau penerbit dan letter of comfort 

sebagai jarninan dalam peljanjian kredit perbankan dapat langserrg di 
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tuntut untuk melakukan pembayanm terbadap hutang-hutang debitur yang 

belum dilunasi. Hal ini di atur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang menyatakan babwa : 

Pasal1832 
Penanggung tidak dapet menuntut supaya banmg milik debitur 
lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 
( 1) bila ia telab melepaskan hak istimewanya untuk menuntut 

barang-barnng debitur lebih dahulu disita dan dijual; 
(2) hila ia telab mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur 

terutama secara tanggnng-menanggung, dalam hal itu, akibat­
akibal perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan 
untuk utang-utang tanggung-menanggung; 

(3) ji.ka debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang banya 
mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 

(4) jika debitur berada keadaan pailit; 
{5) dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Haldm. 

Apabila pemberi atau penerbit letter of comfort sebagai jaminan dalnm 

peJjanjian kredit perbankan tidak ingin barta kekayaannya disita terlebih 

dahulu, maka penanggung atau penerbit atau pemberi letter of comfort 

tidak melepaskan hak isimewanya dan wajib mengajukan pennohonan 

kepada pengadilan tentang penyitaan harta Debitur terlebih dabulu pada 

waktu dituntut pertama kalinya di muka hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 

1833 yang menyatakan babwa Kraditur tidak wajib menyita dan menjual 

lebih dabulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila pada waktu pertama 

kalinya dituntut dlmuka Hakim, penanggung mengajukan permohonan 

untuk itu. 

Hal tersebut dilakukan dengan earn yang diatur dalam Pasal 1834 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Penanggung 

yang menuntut agar benmg kepunyaan dabitur disita dan dijual Jebih 

dabulu wajib rnenunjukkan benmg kepunyaan debitur itu kepada kreditur 
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dan membayar lebih dahulu biaya-biaya untuk penyitlall dan penjualan 

tersebut". Kemudian apabila masih tidak cukup untuk me!unasi hutang, 

rnaka penerbit atau pemheri letter of comfort sebagai jarninan daJam 

perjanjian kredit perbankan yang pertanggungjawabannya dipersamakan 

dengan perjanjian penanggungan dapat disita dan dijual. 

Selain Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengaturan terbadap 

pertanggung jawaban letter of comfort apabila Debitur pailit diatur delam 

Undang-undang Nomor 37 Tahuo 2004 tentang Kepailitan. Tanggung 

jawab hukum ter.;ebut adalah pertanggungjawahan pembayaran atau 

pe!unasan terhadap hutang yang menjadi objek paillt. Hal ini diatur da!am 

Pasal I 41 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa : 

Pasall41 
(l) Kreditor yang piutangnya dijamin o!eh seorang, penanggung 

dapat mengajukan pencocokan, piutang setelah dikurangi dengan 
pembaynran yaag Ielah diterima dari peaanggung. 

(2) Penanggung berbak mengajukan pencoookan sebesar bayaran 
yang telah ditakukan kepadaKreditor. 

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung 
dapat diterima secam her.;yara~ da!am pencocokan atas suatu 
jumlah yang helum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokan 
oleh Kredito< 

Tanggung jawab hukum ini berdasarkan ketentuan Undang-undang 

Kepailitan tetap WJ~jib dilaksanakan apabila antara Debitur dan Kreditur 

sudah terjadi perdaumlan. Hal ini diatur da!am ketentuan Pasal 165 

Undang-undang Kepeilitan yang menyatakan 

Pasa! 165 
(I J Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak 

terhadap para penanggung dan sesama Dehitur. 
(2) Hak Kreditor terbadap henda pihak ketiga tetaP dimilikinya 

seolah-olah tidak ada suatu perdamahm. 
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Berdasarkan ketentuan lersebut diatas, tanggung jawah hukum 

lerhadap harta kekayaan dari penerbit atau pemheri letter of comfort 

sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan te(ap ada seolah-olah 

tidak leJjadi perdamaian. Hal tersebut dapat dikesampingkan apabila 

pengesaban perdamaian Ielah mempunyai kekuatan hakum tetap yang 

mengakibatkan berakhirnya kepailitan. Hal ini diatur dalam Pasal 166 

Undang-undang Kepailitan yang menyatakan 

Pasall66 
(I) Dalam hal pengesaban perdamaian telah mernperoleh kekuatan 

hokum telap, kepailitan berakbir. 
(2) Kumtnr w~ib mengumuntkan perdamaian sebagaimana 

dimaksud peda ayat (l) dalam Berita Negara Republik Indonesia 
dan paling sedildt 2 (dua) sural kabar harian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasall5 ayat (4). 

Tanggung jawab hakum peuanggung atau pemberi jaminan pribadi 

yang dapat dipen;amakan dengan penerbit atau pemberi letter of comfort 

sebagai jaminan dalam peJjanjian kredit perbankan adalah pada Putusan 

Mahkamah Agung R.I No. 39 KIN/ 1999 yang pada intinya tentang 

Penjamin Ielah melepaakan hak-hak istimewanya berarti Kurator (in casu 

Pemohon) dapat langsung menuntut Penjamin untuk memenuhi 

kewajibannya dan Putusan Mahkamah Agung R.l No. 43 KIN/1999 yang 

peda intinya tentang Penjamin yang telah melepaskan hak-bak 

islimewanya berarti ia menggantikan kedadukan Debitur sehingga ia (in 

casu para Termohon) dapet dikategorikan sebagai Debitur Pailit. 

Beberapa pulusan pengadilan seinin yang telah diuraikan diatas yang 

pada intinya menjatuhkan putusan penjamin pribadi dinyatakan ikut pailit. 

Putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain adalah Badan Penyehatan 
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Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT. llmu Intiswadaya (debitur 

utama), Linda Januarita Tani (penjamin pribadi), dan PT. Optimal 

Teknindo lnternasional (penjamin perusahaan) (Putusan No. 

79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT. PST.), Bank Credit Lyonnaislndonesia 

terbadap PT. Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), 'ljolcro 

Sandjaja (pel\iamin pribadi), dan Patricia Sandjaja (penjamin 

pribadi) (Putusan No.29/PA1LJT/l999/PN.NIAGA/ JKT. PST.) dan Hasim 

Sutiono dan PT. Muji Inti Utama terhadap PT. Kutai Kartanegara Prima 

Coal (penjamin pernsahaan) dan Ny. Jswati Sugianto (penjamin 

pribadi) (PutusanNo. 18/PAJLIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.). 

Sampai dengan saat ini sepanjang penelitian penulis balum pernah ada 

Debitur yang dijamin dengan ktter of conifort dalam perjanjian kreditnya 

dinyatakan wanprestasi (default) dan pailit, sehingga belum ada oontoh 

petanggungjawaban secara konkret. Hal-hal yang telah penulis uraikan 

sebelumnya murni pendapat dnri hasil penelitian penulis, oleh karena itu 

penulis mohon maaf apabila pendapat penulis masih banyak terdapat 

kekurangan dan penulis juga mohon peodapat dan saran karena tanggung 

jawab hukum pemberi letter of comfort sebagai jaminan dalam perjanjian 

kredit perbankan masih tergolong bam. Karena itu kemungkinan terjadinya 

pertanggungjawaban sesudah Debitur dinyatakan wanprestasi danlatau 

pailit dapat terjadi dikemudian hari. 

C. Letter of Omlfort buklln merupakan Jaminan Kredit yang paling Kuat dan 

Aman sebagai Kendala dalam pertanggungjawaban hukum dalam 

Perjanjian Kredit Perbankao. 
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Telah dibahas pada bab sebehunnya mengenai penggolongan jenis kredit di 

dalam praktek ada 2 (dua), yaitu Kredit Produktif (Kredit lnvestasi dan Kredit 

Modal Kelja) dan Kredit Konsumtif. Jaminan yang biasanya digunakan untuk 

tiap-tiap pemberian kredit adalah berbeda, tergantung dari jenis kredit itu sendiri. 

Jaminan itu sendiri ada 2 (dua), yaitu: 

I. Jaminan Utruna adalah jaminan untuk obyek atau proyek yang dibiayai kredit 

tersebut. 

2. Jaminan tambeban adalah jaminan selain obyek alllu proyek yang dibiayai, 

yang berfungsi sebagai tambeban apabila Bank menilai bahwajruninan utama 

saja belum cukup untuk mengcover kredit yang bersangkutan. 

Untuk kredit investasi, maka jaminan utamanya adalah proyek investasi 

tersebut Contobnya : Debitur meminjrun kredit dari Bank untuk mendirikrm 

pabrik (manufacturing). Maka dalam hal ini jaminan utamanya adalah Hak 

Tanggungan berupa llloab dan/atau bangunan pabrik ter.;ebut. biasanya Bank juga 

akan meminta jaminan tambahan, misalnya berupa fidu.sia ataupun cessio piutang 

dari Debitur. Apabila Debitur memililci penanggung yang dinilai Bank cukup 

bunafit atau memiliki kreadibilitas yang baik, maka jaminan tambahan dapat pula 

berupa jaminan pribadi atau borgtochl. Untuk kredit modal kruja, maka jaminan 

utamanya biasanya berupa fidusia atau inventaris, stok bahan baku atau pembantu 

dan barang jadi dari Debitur, sebagai obyek yang dibiayai oleh bank atau eessie 

piutang, untuk jaminan tambahannya biasanya bank akan meminta Hak 

Tanggungsn, baik untuk tanah dan bangunan yang berkaitan dengan proyek. 

Sedangkan untuk kredit konsumtif, maka jaminannya adalab fidusia dari 

keadaraan bermotor, ataupun alat-alat rumab tanggs yang dibeli oleh Debitur yang 

menggunakan kredit tersebut 
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Pelaksanaan lembaga jaminan, yaitu Hak Tanggungan. Jaminan Fidusia, 

Cessio Piutang dan Jaminan Pribadi dalam prakteknya di Baak dapat terlihat dari 

adanya akta-akta alas jaminan yarg tcrlampir dakam pcrjanjian kredit tersebut, 

scpcrti Akta Jaminan Fidusia yang dipcrkuat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, 

Akta Pemberian llak Tanggungan yang dipcrkuat dengan Sertifikat llak 

Tanggungan. Akta Jaminan Pribadi dan Akta Cessie Piutang. 

Dalam Akta Jaminan Fidusia yarg dipcrlmat dengan Sertifikat Jaminan 

Fidusia yang diterbitkan oleb Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

didalamnya menjelaskan tentang identitas para pihak, yaltu penerima dan pemberi 

fidusia yarg dinyatakan didalamnya telab dibuat dan ditandatangani Perjanjian 

Kredit sebagai pcrjanjian utama atau pokok. Akta Jaminan Fidu.'ia diterangkan 

babwa obyek jaminan fidusia adalab semna bak, wewenang, tagihan-tagihan serta 

Jdaim-klaim yang sekarang maupun yang akan dataog danlatau dkemudian hari 

akan dimiliki, diperoleb dan dapat dijalankan oleh pemberi !idusia terbadap pihak 

ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia yang 

menyatakan babwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas 

pihak pemberi dan penerima fidusia, data perj at!iian pokok, uraian mengenai 

obyek jan:rinan. nilai penj!Ullinan dan obyek jaminan. Penulis sarankan untnk 

keamanan dan kekuatan serta kcpestian ekonomi sebaiknya nilai penjaminan Jebih 

kecil dari nilai obyek jaminan, seblnggn tidak melanggar a.sas kepatutan dan 

kewajaran. 

Syarot dan ketentuan dalam akta jaminan fidusia ini menerangkan babwa 

pembebanan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang dimiliki oleh 

pemberi fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta dan telab meujadi milik 

penerima fidusia. Namun obyek fidusia tetap dikuasai oleb pemberi fidusia. 
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Berarti cara penyeraban (levering), yaitu penyeraban kepemilikan banda tanpa 

menyerahk.an fisik benda tersebut (constilutum posessorfum), telah terlaksana 

daiam akta ini. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidaaia merupakan 

benda bergerak berwujud yang wajib untuk diparhatikan a<lalah surat-surat atau 

dokumen-dukumen kepemilikian dari benda te.sebut, dimana dokumen-dokumen 

kepemilikan banda tersebut yang akan diserahkan kepa<la Bank sebagai kreditor 

untukjaminan. 

Penerima fidusia atau wakilnya yang sah berhak memerik:sa seliap waktu 

daftar obyek jaminan fidosia. Daftar itu wajib diserahkan oleh pemberi fidusia 

tiap-tiap triwulan, selambat-lambatnya 60 hati terhitung sejak akhir triwuian atau 

dipeljanjikan lain sesuai dengan kebutuhan dari obyek jaminan fidusia teiSCbut. 

Debitur terbukti !alai apabila tidak melaksanakan sesuai dengan kewajibannya dan 

mengakibatkan Ielah lewatnya waktu yang ditentukan dalam peljanjian tanpa 

perlu teguran dari juru sita.dengan dernikian, mak:a kreditor dapat memantau 

perkembangan daftar alau asset yang dijamiakan oleb Debitur tersebuL 

Akta ini juga menerangkan bahwa apabila basil obyek jaminan fidusia tidak 

mencukupi utang debitnr, maka Debitur telap tetikat untuk membeyar lunas sisa 

utangaya. Pembebanan jarninan fidusia ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya 

saat debitur memenuhi atau membayar lunas semua kewajibannya. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 25 ayat Ia Undang-undang Jarninan Fidusia yang mengatakan 

bahwa jaminan fidusia bapus karena hapusnya hutang yang dijarnin dengan 

fidusia. Apsbila hutang tCISebut belum lunas, maka debitur wajib untuk rnelunasi 

apabila ingin menghapus jarninan fidusia tersebut. Pembeti fidusia dapat 

rnenghapus obyek yang dijadikan jarninan fidusia selama hntangnya masih 

berlangsung dengan syarat mengganti dengan obyek yang mempunyai nilai yang 
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sama atau lebih dengan jaminan fidusia tel<lahulu yang kemudian dibuatkan 

kern bali akta jaminan fidusia baru atau membuat akta perubahan jaminan fidusia. 

Pemberi fidusia menjamin bahwa obyek jaminan fidusia adalah bak penub 

atau kepunyaan pemberi fidusia dan terlepas dari perkara atau sengketa yang 

dahun hal ini dapat dibuktikan dengan memberikan legal clearance atau sural 

pemyataan dari pengadilan negeri setempat bahwa obyek yang akan dijamiakan 

dengan fidusia bebes dari perka:ra atau sengketa hukum. Obyek jaminan juga tidak 

berada dalam sitaan serta belum pemah diberikan sebagai jaminan utang kepada 

siapapun juga. Pemberi fidusia juga membebaskan penerima fidusla dati semua 

tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh siapapun juga mengenai obyek jaminan 

tersebut. Hal ini wajib dieantumkan dahun akta pe!janjian !credit dan I atau akta 

jamirum fidusia yang apabila Debitur atau pemberi fidusia terbukti !alai, maka 

penerima fidusia atau Baak dapat rneminta segera dilakukan eksekusi atau obyek 

jamirum fidusia tersebut diganti dengan obyek lain yang sesnai dengan yang Ielah 

diuraikan. Hal mengenai bebesnya obyek fidusia dari perkara atau sengketa diatur 

dalam Pasal 24 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyetakan bahwa 

penerima fidusia tidak menangguug kewajiban akibat tindukan pemberi fidusia 

yang timbul dari hubungan kontraktual ataupun perbuatan melanggar hukum 

sebubungan dengan penggunaan dan pengaliban obyek jaminan fidusia tersebut. 

Penerima fidusia melaksanukan pendaftaran jamirum pada kantor Pendaftamn 

Fidusia dan menghadap pejabet atau instansi yang berwenang. Penerima fidusia 

juga bisa mengajukan permohouan peruhalum dalam hal terjadi perubahan alas 

deta dalam Sertifikat Jamirum Fidusia. Hal ini diatur dahun Pasal 11, 12, 13, 14, 

15 dan 16 Undang-undaug Jamirum Fidusia. 
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. 
Akta Cessie Piutang dibuat berdasarkan peljanjian kredit yang terlebih dahulu 

terjadi. Oleh karena i~ ma.ka perjanjian cessie rnerupakan perjanjian accesoir 

atau 1>Unbahan dari peojanjian induknya atau pokoknya, yaitu peljanjian kredit 

Debitur menyerahkan (mencedeer) kepada kreditor, tagihan Debitur atas piutang-

piutangnya terbadap pihak ketiga dan klaim-klaim asuransi. Akta ini menyatakan 

babwa kredi!or menerima baik penyerahan bak alas piutang-piutang ternebut 

(cessie) dari Debitur. Akta ini menyatakan babwa Debitur memberiknn kuasa 

kbusus kepada kreditor untuk: 

L Memberitabukan adanya ces.'lie kepada para pihak yang berbutang kepada 

Debitur. 

2. Melakukan peuegnran, peuagihan, penuntutan atau penggngatan, 

menandatangani dan menyerahkan kwitansi pembayaran alas piuUing-piutang 

pada Debitur. 

3. menggunakan basil penagihan (pembayaran alas hutang) sebagai pembaya:ran 

alas selurub atau sebagian hutang kepada kreditor. 

4. melakukan tindakan-tindakan Jain yang menurut hukum dapet dilakukan oleh 

Debitur selaku pihak kreditor kepada Debiturnya. 

Debitur jnga berl<ewajiban untuk menyerabkan daftar piutang-piutangnya 

kepada kreditor setiap akhir triwulan, selama Debitur masih barhutang. Debitur 

dapat menagili sendiri piutang-piutang piutang-piutang tersebut dengan seijin 

kreditor. Dengan demikian, maka kraditor dapat terns memantau perkembangan 

daftar piutang alan asset yang dijaminkan oleh Debitur tersebu!. 

Akta ini menyatakan babwa hak atas piutang (cessie) tetap barlaku dan 

mengikat kedua belab pihak selama kreditor dan Debitur masih terikat da!am 

hubungan pinjam meminjam. Apabila kewajibau Debitur telab terpenuhl, cessie 
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bapus dengan sendirinya. Demi kepastian hukum, kreditor berkewajiban 

memberikan tanda pelunasan atas hal itu. Hal ini bernrti peJjanjian accesolr adalah 

hapus apabita peljanjian pokok atau induknya juga hapus, karena peljanjian 

accesoir mengikuti pe!janjian induknya. 

Ak1a jarninan pribadi alan jarninan perusahaan yang kita kenai dengan 

(borgtocht atau personal atau corporate guwantee w<;iib menerangkan !erlebih 

dnbulu tentang Bank selaku kreditor dan Debitur serta penanggung dalarn akta 

tersebut peljanjian ini dibuat benlasarkaa perjanjian kredit sebagai peJjanjian 

pokoknya. Oleh karena itu, maka peljanjiau ini merupakan pe!janjian accesoir 

atau tambahan dari perjanjian pokok sama halnya dengan peJjanjian cessie dan 

perjanjian jarninan lain yang Ielah penulis uraikan sebelnmnya. Hal ini juga sesual 

dengan Pasal 1824 KUHPenlata yang menyatakan penanggnngan tidak dapet 

hanya diduga-duga, melainkan hams dinyatakau secaca tegas; penauggungan itu 

tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat 

sewaktu mengadakannya. Dengan akta ini penanggung setuju untuk membayar 

kepada Bank, semua kerugian yang di derita oleh Bank akibat Debitur tidak 

melaksanakan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban yang dijarnin oleh 

Penanggung atau Penjarnin dalam jarninan prihadi ini merupakaa hutang dan 

kewajiban penanggung sendiri. Penanggungun ini berlaku terus menerus sampai 

semua hutang Debitur telah dibayar penuh. 

Akm ini menyatakan bahwa penanggungan merupakan kew,Yiban pokok dan 

butang penanggung. Oleh karena itu Bank tidak diwajibkaa sebelum 

merealisasikan penanggungan, untuk terlebib dnbulu : 

I. Menagih kepada kreditor. 

2. Mengajnkan perkara atau menuntut Debitur melalui Pengadilan. 

·-···~~ 
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3. Mengajukan pennohonllll penetapan pailit ter!Jadap Debitur. 

4. Mengambil peltlllllSa!l dari jaminan lainnya yang dipegaog oleh Bank 

sehubungan dengan kewajiban Debitur berdasarkan peljanjian kredit. 

Dengan demikian, maka penanggung tidak diperkenankan menggunakan 

haknya yang diatur dalam Pasal!831 KUHPerdata yang menyatakanpenanggung 

tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur !alai membayar 

utangnya; dalarn hal itu pun barang kepunyaan debitur hams disita dan dijual 

terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hal demikian diperkenankan, karena 

hak tersebut hams dicanturukan secara jelas dalam peijaojian ini, untuk dapat 

dipergnnakan. Namun penanggung dapat meminta ganti rugi dari Debitur dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1840 

KUHPerdata yang menyatakan penanggung yang telah membayar lunas utangnya, 

demi hokum menggaotikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur 

semula 

Akta jaminan pribadi inl juga menentukan kewajiban-kewajiban Penanggung, 

yaitu: 

I. Mendorong Debitur untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi hutang 

Debitur. 

2. Memasaog asuransi terhadap resiko-resiko yang muogkio teljadi atas harta 

kekayaannya. 

3. mematuhi undaog-undang daa peraturan yang berlakn dan memelihara semua 

barang-barang usaba miliknya agar tetap dapat berfungsi dengan baik. 

Akta ini didalarnnya juga mengatur bahwa penanggung tidak diperkenankan 

untnk: 
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l. Membebani harta kekayaannya yang sekarang atau yang ada di kemudian hari, 

keeualijaminan sudab diberikan sebelum ditandatangani perjanjian ini. 

2. Meminjam, memberikan pinjaman, memberikan penanggungan untuk 

kepentingan pihak lain. 

3. Mendapatkan utang baru, kecuall utang dalam kegiatan usaba Penanggung 

sehari-hari yang jatuh temponya tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak 

terjadinya. 

Hal-bal yang telab diu.rnikan tersebut dimaksudkau agar aset penanggung 

tidak hahis, sehingga dapat dipakal untuk membayar utang Dehitur. 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihuat olab pejabat yang 

herwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanab (PPAT) dan didaftarkan pada 

Badan Pertanaban Nasional(BPN). Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tabun 1961 tentaog Pendallaran Tanab dan Pasal 10 ayat 

(2) Uodang-undang Nomor 4 Tabun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta 

Benda-Benda yang berkaltan dengan Tanab (UUHT). Dalarn APHT diterangkan 

babwa Ielah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang terlebih dabulu 

antara Debitur dengan kreditor. Artinya pemberian hak tanggungan sebagai 

petjanjian tambahan atau accesoir dari peljanjian pokoknya., yaitu perjanjian 

utang piutang. Hal inijuga didasadkan pada Pasal 10 ayat (I) UUHT. APHT juga 

mencanturnkan secara jelas identitas dan domisili para pibak, yaitu pemheri hak 

tanggungan (Debitur) dan penerima hak tanggungan (kreditur), jmnlab utang­

utang yang dijamin, nilai tanggungan dan obyek hak tanggungan. Hal ini 

memenuhi Asas Spesialitas yang tercanturn dalam Pasalll UUHT. Hak atas tanab 

yang dhebani Hak Tanggungan, dalam akta ini, adalab Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan Dan Hak Guna Usaba. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (I) UUHT yang 
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menyatakan bahwa bak alas tanab yang dapat dibebani Hak Tanggnngan adalah 

Hak Milik. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan serta Hak Milik Alas 

Satuan Rumah Susun dimana hal ini diatur dalam Pasal 27 UUHT. Juga 

dicantumkan dalam APHT bahwa pemberian bak tanggnngan meliputi semua 

bangunan dan konstruksi yang sekarang ada atau dikemudiao hari didirikan 

diatasnya dan segala sesnatu yang melekat pada bangunan dan tanah tersebut, 

yang menurut sifut peruntukannya atau berdasarkan peraturan hukum yang 

berlakn dianggap sehagai benda tetap. Hal ini berdasarlam Pasal4 ayat (4) UUHT. 

Apabila debitur melaknkan pelunasan hutang dengan cam angsuran. maka 

hak tanggungan akan tetap membebani obyek bak tanggungan untuk menjamin 

sisa hutang yang belum dilunasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (I) UUHT 

yang menyatakan Hak Tanggnngan hapus karena hal-hal sebagai berikut hapusnya 

utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, dilepaakannya Hak Tanggnngan 

oleh pemegang Hak Tanggungan, pembersihan Hak Tanggnngan berdasarkan 

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri dan hapusnya hak alas 1Jmah 

yang dibebani Hak Tanggungan. Sehingga apabila hutang Debitur belwn dilunasi 

seluruhnya; maka obyek jaminan akan tetap dibebani bak tanggungan untuk sisa 

hutangnya tersebut. 

APHT menyatakan bahwa Debitur tidak akan menyewakan kepada pihak 

lain obyek bak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari !creditor, 

termasuk menentuk.an atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang 

sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan dan janji-janji lain 

yang berhubungan dengan pemberian bak tanggungan. Hal ini sesuai dengan janji 

yang tercantum dalam Pasal II ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggnngan dapat dieantumkan janji-janji, antara lain janji 
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yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggnngan untuk menyewakan 

obyek Hak Tanggungan dan!atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa 

dan!atau menerima nang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih 

dahulu darl pemegang Hak Tanggnngan, janji yang membatasi kewenangan 

pembeli Hak Tanggnngan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak 

Tanggnngan, kecuaU dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak 

Tanggnngan, janji yang membelikan kewenangan kepada pemegang Hak 

Tanggnngan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 

Ketua Pengadilan Negeli yang daerah hukunmya meliputi letak obyek Hak 

Tanggungan apabila Debitur sunggub-sunggub cidera janji, janji yang 

membelikan kewenangan kepeda pemegang Hak Tanggungan untuk, 

menyelamaflrnn obyek Hak Tanggnngan, jika hal itu diperlukan untuk 

pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya 

hak yang meniadi ocyek Hak Tanggnngan karena tldak dipenuhi atau 

dilanggarnya ketentuan undang-undang. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual alas kekuasaan sendiri obyek Hak 

Tanggnngan apabila Debitur cidera janji,janji yang dibelikan olah pemegang Hak 

Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungao tidak akan dibersihkan darl 

Hak Tanggungan, janji bahwa pemberi Hak Tanggnngan tidak akan melepaakan 

baknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa pernetujuan tertulis lebih dalmlu darl 

pemegang Hak Tanggnngan, janji bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak akan 

memperoleb selumh atau sebegian darl ganti rugi yang diterima pemberi Hak 

Tanggungan Untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggnngan 

dilepaakan baknya oleh pembe1i Hak Tanggungan atau dicabut baknya untuk 

kepentiagan umum, janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh 
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seluruh alllll sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan 

untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan, janji 

bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggangan 

pada waktu eksekusi Hak Tauggungan dan jaJ1ii yang dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (4). Jika Debitur tidal< memenuhi kewajibannnya untuk melunasi hutangnya 

berdasarkan perjanjiau pokoknya, maka kreditor mempunyal v;ewenang yang 

diatur dalam Pasal 6, II ayat (2) e dan 20 ayat (I) yang menyatakan apabila 

Debitur cidern janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan alas kekuasaaa sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasaa piutangnya dari basil penjualan tersebut (Pasal6),janji 

behwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual at:as 

kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji (Pasal 11 

ayat (2) e dan bek pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagairnana dimaksud dalain Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1)). APHT 

mengatur behwa Debitur tidak akan membersibkan bak langgungan, kecuali 

dengan persetujuan dari kreditor. Hal ini diatur dalam Pasal II ayat (2) f yang 

menyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicanlanakan jaJ1ii· 

janji, antara lain janji yang diberikan oleb pemegang Hak Tanggungan perlama 

bahwa obyek Hak Tanggungan tidal< akan dibersibkan dari Hak Tanggungan. Janji 

lainnya yang diatur dalam APHT adalah memberikan kewenangan kepada kreditor 

untuk melakukan tindakan yang diperlakan untuk menjagn dan mempertahankltn 

serta menyelematkan objek hak Janggungan jike hal itu diperlakan untuk 

pelaksanaan eksekusi atau mencegah bapusnya atau dibatalkannya hak yang 

rnenjadi objek hak Janggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan 

undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal II ayat (2) d. 
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Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan 

akan diserabkan kepadn !creditor oleb Debitur untuk disimpan dan dipergunakan 

oleh !creditor dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang hak tanggungan. 

Kreditor menerima kuasa dari Debitur untuk menerima sertifikat hak atas tanah 

yang sudah di pasang Hak Tanggungan dan sertifikat Hak Tanggangan tersebut 

dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan didafiar. Hal ini merupakan salab 

satu keurggulan hak tanggungan, babwa !creditor memegang secara fisik Ianda 

bukti kepemilikan tanab tersebut; sehingga kedudukannya secara hukum adalah 

kuat. Mengenai sertifikat hak tanggungan diatur dalam pasal 14 dan I 5 UUHT 

yang menyatakan 

Pasall4 
(l) Sebagai Ianda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanaban 

menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlakn. 

(2) Sertipikat Hak Tanggurgan sebagaimana dimaksud padn ayat (l) 
membuat irab-irab dengan kala-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimakaud pada ayat (2) 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telab memparoleh kekuatan hukum telap dan berlaku 
sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas 
tanab. 

(4) Kecuati apabila dipe!janjikan lain, sertipikat hak atas tanab yang telab 
dibubuhi ca1atan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak 
atas tanab yang bersaugkutan. 

(5) Sertipikat Hak Tanggungan diserabkan kepada pemegang Hak 
Tanggungan. 

Pasal15 
(I) Sura! Kuasa Membebuakan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan ak1a 

notaris atau ak1aPPAT dan memenuhi perayaratan telbagai berikut: 
a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 

daripada membebankan Hak Tanggungan; 
b. tidak memuat kuasa substitusi; 
c. mencantumkan secarajelas obyek Hak Tanggurgan, jwnlab utang 

dan nama serta 
d. identitas kreditomya, nama dan identitas Debitur apabila Debitur 

bukan pemberi Hak Tanggungan. 
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(2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik 
kembali alau tidak dapat berakhir oleb sebab apapun juga koouali 
karena kuasa tersebut telab di laksanakan atau karena telab babis 
jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayal (4). 

(3) Surat Kuasa Membebaakan Hak Tanggungan mengenai bak aim tanah 
yang sudab terdaftar wajib diikuti dengan pembualan Akta Pemberian 
Hak Tanggungan selambat-lamhatnya 1 (satu) bulan sesudah 
diberikan. 

(4) Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan mengeuai hak atas tanah 
yang belum terdafar wajib di ikuti dengan pembuatan Akta Pemberian 
Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudab diberikan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaakan Hak Tanggungan 
diberikan untuk meojamin kredit tertentu yang ditetapkan dalarn 
pernturan perundang-undangan yang berlaku 

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti 
dengan pembualan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu 
yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum. 

Berdasarkan utalan diatas, maka jelas terlibat babwa tata earn pembebanan 

kredit dengan jaminan berupa Fidusia, Cessie Piutaug. Borgtocht dan Hak 

Tanggungan, dilakukan oleh baak dan lembaga keuangan lainnya, berdasarkan 

pernturan dan hukum yang berlaka. Baak tidak mau mengambil resiko kerugian, 

apabila temyata Debitur wanprestasi dan tidak mampu melunasi butang-

hulangnya. Apabila pengikatan jaminannya tidak diikat seeara sempuma menurut 

bakum, maka besar kemungkinau baak akan dikalabkan di dalam Pengadilan, 

dalam rangka pelaksanaan ekaekusi jaminan-jaminan ter.;ebut. Oleh karena itu, 

akta-akta yang telab penulis uraikan pada bah ini selalu dibuat secara notariil oleh 

notaris dan APHT dibuat oleh PPAT, agar sab menurut hukum. Sedangkan 

perjanjian kredit an!ara Bank dengan nasahabnya dapat dibuat dibawab Iangan. 
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Menurut Prof. R. Subekti, S.H jaminan yang baik dan ideal sesuai dengan 

tugasnya melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan sehagai berikut :'14 

l. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukan (Debitur). 

2. Tidak melemahkan potensi atau kekuatan Debit:ur untuk melakukan atau 

meneru.skan usabanya. 

3. Memberikan kepastian kepada kreditor, daiam hal ini Bank dan lembaga 

keuangan lainnya, daiam arti bahwa harang jaminan setiap waktu tersedia 

untuk dieksekusi atau mudah diuangkan untuk melunasi utang Debitur. 

Melihat syarat-syarat tersebut diatas, maka Prof. Subekti berpendapat bahwa 

yang paiing memenuhl syamt-syarat tersebut adalab. Hipotik dan Fidusia.45 Prof 

Subektijuga berpendapat bahwa daiam hal pemberianjaminan ada 2 (dua) macam 

segi yang harus diperbatikan, yaitu :" 

I. Pengamanan bagi kreditor yaag piutangnya dijamln terhadap perbuatan 

Debitur. Dalam bak tanggungan, keamanaa kreditor teljamin, yaitu dengan 

ketentuan bahwa ia dapat mengeksekusi harang jaminaanya (yang dibebani 

dengan Hak Tanggangan), ditangan siapa saja harang itu bemda (droit de 

suite). Hak Tenggungan adaiah sangat aman, hingga dahulu dianggap sebagai 

suatu penanaman modal atau investasi. T erutama dengan adanya ketentuan 

dalam UUHT, yaitu janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggnngan 

44 -R Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian :Kredit Menurot Hukum indonesia, cet...S, (Bandung : 
PT. CitmAdityaBakti, l99l)bat 19 
45 Ibid., hat 74 

4t> !.hlQ. .. hal, 77~78 
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pertama baltwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak 

Tanggungan. 

2. Pengamanan kreditor tersebut terhadap kreditor-kreditor lainnya (kreditor 

konkuren). Dalam Hak Tanggungan, dasar pengamanan ini adalah dianulnya 

asas publisillls oleh Hak Tanggungan, yaitu wajib didaftarkannya Hak 

Tanggungan pada kantor pertanahan setempat 

Lembaga-lembaga jaminao yang telah penulis utaikan semuanya 

mempunyai kelemahao kbususnya pada kisaran nilai. pertanggungan dari masing­

masing objek jaminan. Nilai masing-masing objek jaminan apabila dibabankan 

untuk jangka waktu !credit dalam waktu yang lama, maka tidak tertutup 

kemungkinan nilainya akan barkurang. Nilai jaminao yang tercantum baik dalam 

akta atau dokumen pendukungnya berdasarkan pengalarnan penulis dapat 

mengalami pasang surut, walaupun obyekjaminan flak Tanggungan tidak terjadi 

penyasulan sec&a dras!is, tetapi lembaga-lembaga jaminao tersebut mempunyai 

kekuatan dan kepastian hukum yang lebih bagus dalarn hal eksekusi apabila 

Debitur default atau ingkar janji dibandingkan dengan jaminan dalam bentuk 

letter of comfort. 

Jaminan dalarn bentuk leiter cf comfort adalah bukan sebagai jarninan yang 

paling aman dalam perjanjian ktadit. Letter of comfort sebagal jaminan tidak 

memuat hal-hal yang penting dalam jaminan, yaitu berapa nilai penjaminan yang 

diberikan seperti halnja jarninan dalarn bentuk Hak Tanggungan dan Jaminan 

Fidusia waiaupun letter of comfort tersebut bukan mempakan hak kebendaan. 

Letter of comfort juga tidak membetikan perjanjian untuk menanggung hutang 

beserta bunga dan biaya-biaya lainnya seperti balnya jaminan dalam bentuk 

jaminao pribadi (borgtoeht) hanya mencantumkan "baltwa sehubungan dengan 

Tanggung Jawab..., Farhaddiansyah, FH UI, 2009



249 

pemberian k.redit sejumlah ....... ( ...... ). maka kami (pemberi Iefler of comfort) akan 

mengusahakan supaya debitur telap dapat menjalankan usahanya dengan baik dan 

Debitur senantiasa membayar jumlah yang pinjam baserta bunga dan biaya-biaya 

lainnya walaupunletter of comfort diberikan dalam bentuk surat. Selain itu karena 

le/ler of comfort bakan merupakan banda, maka pibak Debitur tidak dapat 

menahan letter of colt/fort sebagai jaminan. Jadi dalam pemberi letter of comfort 

tidak mencantmnkan secara tegas nilai jaminan dan nilai penjaminan. kemudian 

tidak mencantumkan perjanjian untuk membayar hutang beserta bunga dan biaya­

biaya lainnya 

Selain hal-hal yang Ielah penulis uraikan sebelumnya, salah satu faktor yang 

menyebabkan letter of colt/fort bakan sebagai jaminan yang puling aman atau 

babkan jaminan yang aman dalam perjanjian k.redit perbaakan adalah tidak 

diatumya letter of comfort dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Sepanjang penelitian penulis leiter of comfort baru timbul dalam waktu dekat ini 

dan digunakan apabila berhubungun dengan pihak asing, karena letter of comfort 

Ielah lazim digunakan di beberapa negam sebagai jaminan untuk kegiatan 

tmnsaksi yang beragam. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diumikan tersebut diatas, maka salah satu 

sebab leiter of comfort bukan sebagai jaminan yang aman dalam perjanjian k.redit 

perbankan adalah masalah eksekusi terbadap pemberi leiter of comfort tersebut. 

Seperti yang kita semua ketahui babwa setiap jaminan yang diatur dalarn 

peraturan perundang-undangan di lndooesia dan digunakan dalarn prakti.k 

perbaakan khususnya ada lata cara melakakan ekaakusi terhadap jaminan-jaminan 

tersebut, sedangkan karena letter of comfort tidak diatur da!am peraturan 
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perundang-undangan, maka tentunya terdapat permasalaban dalam melakukan 

eksekusi dari letter of comfort tersebut. 

Penulis telab menguraikan pertanggungjawaban kbususnya berdasarkan 

pernturan parundang-undangan yang berlaku diatas, dimana panerl>it atau pemberi 

Iefier of comfort tetap dapat dipertanggunjawabkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, walaupun masalab ini masih menjadi polemik 

baik dalarn teori dan praktik dalarn hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian­

uraian tersebut diatas. maka menurut penulis letter of comfort bukan sebagai 

jaminan yang paling arnan untuk setiap kegiatan transaksi yang didalarnnya 

terdapat jaminan, oleh karena itu menurut panulis sebaiknya apablla ingin 

meminta jaminan dari pihak la.in, makn hanya menggunakan jaminan yang telah 

diatur dalarn perturan perundang-undangan di Indonesia. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENlJTIJP 

Berdasarkan penjelasan dari Bab ll sampai dengan Bab IV, maka penulis akan 

memberikan jawaban berupa kesimpulan dari pennasalahan yang dicantumkan 

pada bngian Rumusan Masalah pada Bab L Kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

l. Tanggung jawab hukum leller of comfort dapat terjadi sebnlum maupun 

sesudah adanya sengketa, yaitu Debitur wanprestasi (difault). Tanggung 

jawab hukum sebelum terjadi wanprestasi adalah dengan eara pengontrolan 

Debitur sesuai dengan isi dari letter of comfort, yaitu pengontrolan dalam 

rangka menjaga Debitur melangsungkan usahanya dengan baik, sehingga 

dapat melunasi hutangnya. Tanggung jawab bnkum penerbit atau pamberi 

letter of comfort juga dapat dilaksanakan pada saat permobonan perjanjion 

kredit diajukan, yaltu dengan eara pemberi atau penerbit leiter of comfort 

memberikan keterangan yang j elas tentang watak, kemampuan, moda~ 

agunan, dan prospek usaha. Tanggung jawah hukum sesudah adanya sengketa 

menurut penulis adalah dengau ikut membayar hutang dari Debitur, karena 

apabila Debitur wanprestasi, maka penerbit atau pemberi letter of comfort 

telah gaga! melalrsanakan janjinya dan hal ini merupakan pelanggaran 

terhadap Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perda!a. Karena itu dengan 

menggunakan datil bahwa penerbit atau pemberi feller of comfort telab gagal 

melakb-anakan apa yang telab dinyatakan yang merupakan janji bagi dirinya 

sendiri untuk menuntut pembayaran atas hutang Debitur. Penulis setuju 
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dengan pendapat Bapak M. Y ahya Harahap bahwa sifut dari letter of comfort 

sama dengan peijanjian penanggungan, oleh karena itu tala earn 

pertanggungjawaban letter of comfort adalah sama dengan 

pertanggungjawaban dalam pemhari jaminan pribadi 

(penanggunganlbargtoeht) yang dialur dalam Kiiab Undang-undang Hukum 

Perdata 

2. Beharapa perusahaan telah meaggunakan letter of comfort sebagai jaminan 

dalam perjanjian kredit dengan bank. Letter of comfort bukan sebagai jaminan 

yang aman dan kuat untuk perjanjian kredit perbankan sebagaimana Ielah 

penulis uraikun pada hab-bab sehalunmya, bahkan pengadilan di beharapa 

Negara menyatakan hahwa letter of comfort dapat digunakan sebagai jandaan, 

tetapi ridak dapat dieselrusi karena hanya berupa pemyataan yang harupa janji 

halaka. Kendala dari letter of comfort ini isinya adalah hanya berupa janji 

untuk menjaga kelangsungan usaha dari Debitur dan menjaga supaya Debitur 

selama masa peJjanjian kredit berlangsung dapal melakukan pembayaran dan 

melunasi pinjamannya, lain hainya dengan perjanjian jandaan pribadi 

(borgtocht) dimana penanggung akan menanggung pembayaran hutang 

apabila Debitur Ielah wanprestasi. Perbedaan isi dari peJjanjian jaminan 

pribadi dengan letter of comfort merupakan salah satu keadala dalam 

pertanggungjawabaunya. Kendala lainnya adalah letter of comfort bukan 

merupakan produk jandaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

di Indonesia, sehingga apabila Debitur mengalami wanprestasi akan sulit 

untuk melakukan eksekusi layakuya jaminan-jandaan yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu yang merupakan 

kendala dari letter of comfort sebagai jandaan dalam peJjanjian kredit 

0---
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perbankan adalah banyak Iefier of comfort yang tidak dibuat sebagai akta 

otentik. yaitu dibuat ak1a notaris, melaiakan hanya di legalisasi kemudian di 

register di kantor notaris, jadi kekuatannya dari letter of comfort tersebut tidak 

mempunyai kekuatan yang sama dengan peljanjian yang dibuat dengan akta 

notaris. Semua kendala dari letter of comfort yang telah diuraikan tersebut 

dapat berbahaya apabila Debitur wanprestasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis 

menyarankan sebagai berikut : 

L Penulis menyarankan dalam peljanjian kredit sebaiknya menggunakan 

jaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berarti 

jangan menerima jaminan dalam bentuk letter of comfort. 

2. Apabila telah menerima jaminan dalam bentuk letter of comfort sebaiknya 

diubah menjadi jaminan pribadi (penanggungan I borgtocht), sebingga 

kepastian hukum dalam melakukan eksekusi apebila Debitur wanprestasi lebih 

terjamin. 
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